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Buku Ajar   i 

 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah 

satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) serta penciptaan lapangan kerja sangat 

signifikan. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang 

belum sepenuhnya memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan. 

Faktor seperti kurangnya literasi perpajakan, anggapan bahwa pajak 

merupakan beban yang berat, serta prosedur administratif yang dianggap 

rumit sering menjadi hambatan utama. 

 

Buku ajar ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih 

sistematis mengenai aspek perpajakan yang relevan, mulai dari dasar-

dasar perpajakan, jenis pajak yang dikenakan pada UMKM, hingga 

prosedur administratif yang harus dipatuhi. Selain itu, buku ajar ini juga 

membahas praktik terbaik dalam pengelolaan pajak bagi UMKM guna 

meningkatkan kepatuhan serta efisiensi dalam menjalankan usaha. 

 

Semoga buku ajar ini memberikan manfaat yang luas dan dapat 

mendukung perkembangan sektor UMKM di Indonesia. 

 

 

Salam Hangat, 

 

Penulis 
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dengan definisi dan karakteristik 

UMKM, memahami peran 

UMKM dalam perekonomian, 

serta memahami pentingnya 

kepatuhan pajak bagi UMKM. 

Sehingga pembaca dapat 

memahami peran strategis 

UMKM serta mengelola usaha 

dengan lebih profesional dan 
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•  Definisi dan 

Karakteristik UMKM 

• Peran UMKM dalam 

Perekonomian 

• Pentingnya Kepatuhan 
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UMKM. 

11 Mampu memahami terkait 

dengan faktor yang 

mempengaruhi kebijakan 

perpajakan, memahami dampak 

kebijakan pajak terhadap 

UMKM, serta memahami 
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Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan definisi dan karakteristik UMKM, 

memahami peran UMKM dalam perekonomian, serta memahami 

pentingnya kepatuhan pajak bagi UMKM. Sehingga pembaca dapat 

memahami peran strategis UMKM serta mengelola usaha dengan 

lebih profesional dan berkelanjutan. 

Materi Pembelajaran 

• Definisi dan Karakteristik UMKM 

• Peran UMKM dalam Perekonomian 

• Pentingnya Kepatuhan Pajak bagi UMKM 

• Latihan Soal 

 

 

A. Definisi dan Karakteristik UMKM 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor 

ekonomi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, karena 

tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga 

sebagai penggerak utama dalam ekonomi lokal dan nasional. Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), UMKM dibedakan 

berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Definisi dan 

karakteristik UMKM yang dapat ditemukan dalam regulasi dan literatur 

terkini menggambarkan pentingnya sektor ini dalam menjaga ketahanan 

ekonomi dan sosial. 

 

1. Definisi UMKM 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan 

kategori usaha yang dibedakan berdasarkan ukuran usaha, yang 

mencakup aspek kekayaan bersih dan pendapatan tahunan. Berdasarkan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menjadi 

tiga kelompok: usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro adalah 
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unit usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki pendapatan 

tahunan hingga Rp300.000.000. Biasanya, usaha mikro dikelola 

langsung oleh pemiliknya dengan keterbatasan sumber daya, teknologi, 

dan akses pasar. Kelompok usaha ini sering kali menjadi bagian penting 

dalam perekonomian daerah, karena berperan sebagai motor penggerak 

ekonomi lokal. 

Usaha kecil adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000, atau hasil penjualan 

tahunan antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000. Dibandingkan 

usaha mikro, usaha kecil memiliki skala operasi yang lebih besar dan 

akses yang lebih baik terhadap sumber daya serta pasar. Usaha kecil 

sering kali sudah mulai menerapkan sistem manajemen sederhana, 

meskipun masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan 

kapasitas produksinya. Di sisi lain, usaha menengah mencakup unit 

usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga 

Rp10.000.000.000, atau pendapatan tahunan mulai dari 

Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000. Pada level ini, usaha 

menengah biasanya sudah lebih mapan, menggunakan teknologi yang 

lebih canggih, dan memiliki manajemen yang lebih profesional 

dibandingkan kelompok usaha sebelumnya. Bahkan, usaha menengah 

sering menjadi jembatan menuju kategori usaha besar dengan potensi 

ekspansi yang tinggi. 

Penggolongan UMKM ini sangat penting dalam perekonomian 

nasional, karena memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan 

dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kategori 

usaha. Berbagai program, seperti akses pendanaan, pelatihan, insentif 

pajak, dan kemudahan regulasi, dapat disesuaikan untuk mendukung 

pertumbuhan UMKM sesuai skalanya. Dengan memberikan perhatian 

yang proporsional pada setiap kategori, pemerintah tidak hanya 

membantu menciptakan lapangan kerja tetapi juga mendorong 

peningkatan daya saing ekonomi di tingkat nasional dan global. UMKM 

juga berperan signifikan dalam mendorong inovasi dan memberdayakan 

masyarakat, terutama di sektor informal, sehingga menjadikannya pilar 

penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. 
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2. Karakteristik UMKM 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki sejumlah 

karakteristik unik yang membedakannya dari usaha besar, baik dalam 

skala operasi, pengelolaan, maupun sumber daya. Salah satu 

karakteristik utama UMKM adalah skala usaha yang kecil. UMKM, 

terutama yang termasuk kategori mikro dan kecil, memiliki modal, 

jumlah karyawan, dan omset tahunan yang terbatas. Hal ini 

memungkinkan untuk lebih fleksibel dan cepat beradaptasi terhadap 

perubahan pasar, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa 

keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar yang lebih luas. 

Pengelolaan UMKM umumnya bersifat sederhana, di mana 

sebagian besar usaha mikro dan kecil dikelola langsung oleh pemiliknya. 

Struktur organisasi yang minimal memungkinkan pengambilan 

keputusan yang cepat, tetapi sering kali keputusan tersebut bergantung 

sepenuhnya pada pengalaman dan wawasan pemilik. Kondisi ini dapat 

membatasi efisiensi dan kemampuan usaha untuk berkembang lebih 

besar. Selain itu, keterbatasan modal menjadi masalah umum bagi 

UMKM. Sebagian besar bergantung pada modal pribadi atau pinjaman 

dengan tingkat bunga tinggi, sementara akses ke pendanaan formal 

seperti perbankan sering terkendala oleh kurangnya jaminan atau catatan 

kredit yang memadai. Situasi ini membuatnya sulit untuk melakukan 

ekspansi atau mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien. 

Tenaga kerja lokal menjadi salah satu ciri khas UMKM, di mana 

sering kali merekrut pekerja dari komunitas sekitar. Hal ini tidak hanya 

menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendukung pemberdayaan 

masyarakat lokal. Ketergantungan pada tenaga kerja lokal membuat 

UMKM sensitif terhadap dinamika sosial dan budaya di wilayah 

tempatnya beroperasi. Selain itu, UMKM dikenal dengan fleksibilitas 

dan inovasinya. Kendati memiliki sumber daya terbatas, mampu 

menghadirkan ide-ide baru dan beradaptasi dengan perubahan tren 

konsumen. Inovasi ini sering kali muncul dalam produk-produk kreatif 

atau layanan berbasis kebutuhan lokal, menjadikan UMKM motor 

penggerak ekonomi yang dinamis. 

Strategi pemasaran UMKM umumnya masih sederhana dan 

terbatas. Banyak UMKM yang mengandalkan promosi langsung, dari 

mulut ke mulut, atau melalui jaringan personal. Dalam beberapa tahun 

terakhir, pemanfaatan media sosial telah menjadi alat pemasaran yang 

penting bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan 
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biaya rendah. Kendati demikian, mayoritas UMKM masih bergantung 

pada pasar lokal atau regional untuk penjualan produknya. 

Ketergantungan ini menghadirkan risiko jika terjadi penurunan 

permintaan dari komunitas setempat, meskipun beberapa usaha kecil dan 

menengah mulai merambah pasar internasional melalui ekspor. 

 

3. UMKM dalam Konteks Perekonomian Indonesia 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan strategis 

dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai motor penggerak 

ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan politik yang 

mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu kontribusi terbesar 

UMKM adalah dalam penciptaan lapangan kerja. Dengan menyerap 

lebih dari 97% tenaga kerja nasional, UMKM menjadi sektor utama 

dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam konteks ini, UMKM tidak hanya menyediakan 

penghidupan bagi individu dan keluarga, tetapi juga membantu 

mengatasi tantangan sosial yang terkait dengan pengangguran, seperti 

kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. 

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia juga sangat signifikan. Berdasarkan data Kementerian 

Koperasi dan UKM (2021), UMKM menyumbang sekitar 61% dari total 

PDB nasional. Angka ini menunjukkan peran dominan UMKM dalam 

struktur perekonomian Indonesia, menjadikannya pilar utama dalam 

memastikan stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan 

global seperti krisis ekonomi atau pandemi. Selain itu, sektor UMKM 

juga memperkuat daya tahan ekonomi nasional karena sifatnya yang 

fleksibel dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap 

perubahan lingkungan ekonomi. 

Pemerataan ekonomi merupakan aspek lain yang menjadi 

keunggulan UMKM. Karena tersebar di berbagai daerah, UMKM 

berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan 

dan pedesaan. Keberadaan UMKM di daerah-daerah terpencil tidak 

hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga membantu 

memperkuat struktur sosial dan budaya masyarakat. Dalam banyak 

kasus, UMKM menjadi pusat aktivitas ekonomi komunitas, sekaligus 

menjaga tradisi lokal melalui produk-produk berbasis kearifan lokal. 

Dengan demikian, UMKM tidak hanya memberikan dampak ekonomi, 
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tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian budaya dan penguatan 

identitas daerah. 

 

4. Tantangan UMKM 

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, 

sektor ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat 

menghambat perkembangan dan daya saingnya. Salah satu tantangan 

utama adalah keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Banyak 

UMKM kesulitan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga 

keuangan formal karena kurangnya jaminan atau catatan kredit yang 

memadai. Kondisi ini menyebabkan UMKM seringkali mengandalkan 

sumber pembiayaan informal yang cenderung memiliki tingkat bunga 

tinggi, sehingga mengurangi kemampuan untuk melakukan ekspansi 

atau meningkatkan kualitas produk dan layanan. 

Tantangan manajerial menjadi hambatan besar bagi banyak 

UMKM. Sebagian besar usaha ini dikelola oleh individu atau keluarga 

dengan pengetahuan manajerial yang terbatas. Hal ini dapat menghambat 

pengembangan usaha, terutama dalam aspek perencanaan, pengelolaan 

keuangan, dan pengambilan keputusan strategis. Ketiadaan struktur 

manajemen yang solid seringkali menyebabkan UMKM kurang efisien 

dalam operasional sehari-hari dan kesulitan menghadapi dinamika pasar 

yang kompetitif. 

Ketergantungan pada teknologi tradisional juga menjadi 

tantangan yang signifikan. Sebagian besar UMKM masih menggunakan 

peralatan dan metode produksi yang konvensional, yang membatasi 

produktivitas dan efisiensi. Selain itu, dalam era digital seperti sekarang, 

keterbatasan dalam adopsi teknologi modern, termasuk platform 

pemasaran digital dan sistem pembayaran elektronik, mengurangi 

kemampuan UMKM untuk bersaing di pasar yang semakin terhubung 

secara global. Kurangnya akses ke teknologi mutakhir ini membuat 

UMKM sulit menjangkau pasar yang lebih luas dan mengoptimalkan 

proses bisnis. 

Penyuluhan dan pendidikan juga menjadi kebutuhan yang 

mendesak bagi UMKM. Banyak pelaku UMKM belum sepenuhnya 

memahami pentingnya sistem keuangan yang teratur, pelaporan pajak 

yang benar, atau perencanaan usaha yang strategis. Ketidaktahuan ini 

dapat menyebabkan masalah serius, seperti ketidakmampuan untuk 
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mengelola arus kas, kurangnya kepatuhan terhadap regulasi, hingga 

ketidaksiapan menghadapi risiko usaha. Tanpa pembinaan yang 

memadai, potensi pertumbuhan UMKM seringkali tidak dapat 

dioptimalkan. 

 

B. Peran UMKM dalam Perekonomian 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan yang 

sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik pada level nasional 

maupun lokal. Sektor UMKM berkontribusi dalam menciptakan 

lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan merangsang 

pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah. Meskipun 

sering dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya dan tantangan 

manajerial, kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat 

signifikan dan tidak bisa diabaikan. 

 

1. Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki 

kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional 

Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, 

UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) Indonesia, menjadikannya salah satu pilar utama dalam struktur 

ekonomi negara. Angka ini mencerminkan peran strategis UMKM dalam 

menciptakan nilai tambah dan menjadi motor penggerak bagi berbagai 

sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan. 

Keberadaan UMKM tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi nasional, 

tetapi juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan ekonomi di 

tingkat lokal. 

Salah satu kontribusi terbesar UMKM adalah dalam penyediaan 

lapangan kerja. Sektor ini mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja 

Indonesia, menjadikannya tulang punggung dalam mengurangi angka 

pengangguran. Keberadaan UMKM memberikan peluang kerja, 

terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat ekonomi, sehingga 

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menstabilkan 

perekonomian di berbagai wilayah. Selain itu, UMKM juga menciptakan 

kesempatan kerja yang inklusif, melibatkan berbagai kelompok 

masyarakat dari latar belakang yang berbeda, termasuk perempuan dan 

kelompok rentan lainnya. 
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UMKM juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan jumlahnya yang 

besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, UMKM menjadi 

penggerak utama dalam menggerakkan roda ekonomi daerah, berperan 

dalam mengembangkan teknologi sederhana dan tepat guna yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar lokal. Inovasi yang dilakukan UMKM, 

meskipun sering kali berbasis pada sumber daya yang terbatas, memiliki 

dampak besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi 

di berbagai sektor. 

 

2. Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran 

besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan 

jumlahnya yang meluas dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, 

UMKM menjadi motor pemberdayaan ekonomi di tingkat komunitas. 

Salah satu peran utamanya adalah memberikan peluang kepada 

masyarakat untuk berwirausaha dan mengembangkan keterampilan. 

Banyak pelaku UMKM berasal dari kalangan menengah ke bawah, yang 

melalui usaha ini dapat meningkatkan taraf hidup dan menciptakan 

kehidupan yang lebih baik. Hal ini berkontribusi langsung pada 

pemerataan pendapatan dan pengurangan kesenjangan ekonomi 

antarwilayah dan kelompok sosial. 

UMKM juga berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. 

Dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya di 

daerah yang jauh dari pusat ekonomi, UMKM memberikan peluang 

penghasilan yang stabil bagi keluarga yang sebelumnya berada di bawah 

garis kemiskinan. Sektor ini menjadi solusi bagi masyarakat dengan 

keterbatasan modal untuk menciptakan sumber penghidupan yang 

berkelanjutan. Dengan demikian, UMKM menjadi alat strategis dalam 

upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan 

dan memperbaiki kesejahteraan secara keseluruhan. 

UMKM berkontribusi besar dalam meningkatkan keterampilan 

dan kapasitas sumber daya manusia. Bagi para pelaku usaha, UMKM 

seringkali menjadi tempat pembelajaran yang berharga dalam aspek 

manajemen bisnis, proses produksi, dan peningkatan kualitas produk 

atau layanan, mendapatkan pengalaman langsung dalam mengelola 

usaha, mulai dari perencanaan hingga pemasaran, yang tidak hanya 

meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat daya saing 
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usahanya. Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, 

organisasi non-pemerintah, atau lembaga swasta terhadap pelaku 

UMKM juga berperan penting dalam memberdayakan manusia secara 

menyeluruh, yang pada gilirannya mempercepat pembangunan ekonomi 

di tingkat mikro dan makro. 

 

3. Mendorong Inovasi dan Kreativitas 

UMKM, meskipun sering beroperasi dalam keterbatasan sumber 

daya, memiliki kemampuan luar biasa untuk berinovasi dan beradaptasi 

dengan cepat terhadap perubahan pasar. Inovasi yang dilakukan oleh 

UMKM seringkali merupakan respons terhadap tantangan persaingan 

pasar yang ketat, namun juga merupakan upaya untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Keterbatasan dalam hal 

modal dan teknologi justru menjadi pemicu bagi kreativitas, 

mendorongnya untuk berpikir out of the box dan menciptakan solusi 

yang lebih terjangkau serta sesuai dengan keinginan pasar. 

Salah satu bentuk inovasi yang signifikan dari UMKM adalah 

dalam pengembangan produk dan layanan. Banyak UMKM yang 

mampu menghasilkan produk-produk kreatif dan inovatif, baik dalam 

bentuk barang maupun jasa. Produk yang dihasilkan tidak hanya 

memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan segmen pasar baru. 

Sebagai contoh, produk makanan khas daerah yang diproduksi oleh 

UMKM dapat menarik minat pasar lokal maupun internasional karena 

keunikannya. Begitu juga dengan kerajinan tangan dan produk fashion 

lokal yang mengusung nilai budaya dan kearifan lokal. Inovasi semacam 

ini tidak hanya memperkaya keberagaman produk di pasar, tetapi juga 

membantu memperkenalkan budaya lokal kepada khalayak yang lebih 

luas. 
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Gambar 1. E-Commerce 

 
Sumber: PuskoMedia Indonesia 

Pemanfaatan teknologi juga menjadi kunci utama dalam 

mendorong inovasi di kalangan UMKM. Meskipun teknologi yang 

digunakan oleh banyak UMKM seringkali sederhana dan terbatas, 

semakin banyak pelaku UMKM yang mulai memanfaatkan teknologi 

digital untuk memperluas jangkauan pasar. Melalui platform online, 

media sosial, dan e-commerce, UMKM dapat memasarkan produknya 

dengan biaya yang lebih rendah dan lebih efisien. Penggunaan teknologi 

ini tidak hanya memungkinkan UMKM untuk memperluas pasar 

domestik, tetapi juga membuka peluang untuk menembus pasar 

internasional. Selain itu, teknologi juga membantu UMKM 

meningkatkan efisiensi operasional, mulai dari pengelolaan inventaris 

hingga proses transaksi dengan pelanggan. 

 

4. Kontribusi terhadap Pemerataan Ekonomi 

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung 

pemerataan ekonomi di Indonesia, baik di tingkat wilayah maupun di 

kalangan kelompok masyarakat. Salah satu kontribusinya yang paling 

signifikan adalah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, 

baik antara daerah perkotaan dan pedesaan maupun antara kelompok 

masyarakat kaya dan miskin. Melalui keberadaan UMKM, 

pembangunan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, 

tetapi juga dapat merata hingga ke daerah-daerah yang lebih terpencil. 
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Sebagai contoh, banyak UMKM yang beroperasi di wilayah 

pedesaan dan daerah-daerah yang kurang berkembang. UMKM di sektor 

pertanian atau industri pengolahan produk lokal, misalnya, memberikan 

peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya 

alam, tetapi sebelumnya kurang dimanfaatkan secara optimal. 

Keberadaan UMKM ini sangat penting dalam membuka peluang kerja 

bagi masyarakat setempat, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka 

kemiskinan dan mendorong perbaikan kualitas hidup. UMKM juga 

sering kali menjadi penyedia produk atau layanan yang sesuai dengan 

kebutuhan lokal, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di 

sekitar wilayah tersebut. 

 

5. Peran UMKM dalam Ekspor dan Perdagangan Internasional 

UMKM di Indonesia memiliki peran yang semakin penting 

dalam dunia perdagangan internasional, meskipun sebagian besar 

UMKM masih fokus pada pasar domestik. Produk-produk unggulan dari 

UMKM Indonesia mulai dikenal di pasar global, berkat keunikan dan 

kualitas yang ditawarkan. Produk-produk khas Indonesia seperti batik, 

tenun, produk makanan tradisional, dan kerajinan tangan telah berhasil 

menembus pasar internasional dan menarik minat konsumen global. 

Keberhasilan UMKM dalam mengekspor produk-produk tersebut tidak 

hanya meningkatkan pendapatannya, tetapi juga berkontribusi pada daya 

saing Indonesia di pasar dunia. 

Produk-produk unggulan lokal ini memiliki nilai tambah yang 

tinggi, baik dari segi kualitas maupun kekayaan budaya yang terkandung 

di dalamnya. Batik, misalnya, merupakan produk yang sangat dihargai 

di pasar internasional karena keterampilan dan nilai budaya yang 

melekat. Begitu pula dengan produk-produk kerajinan tangan dan tekstil 

tradisional yang menunjukkan kreativitas serta keahlian lokal. Dengan 

keberagaman produk ini, UMKM Indonesia tidak hanya memenuhi 

permintaan pasar domestik tetapi juga dapat memperkenalkan Indonesia 

kepada dunia melalui perdagangan internasional. 

Pemerintah Indonesia juga berperan besar dalam mendukung 

ekspor produk UMKM melalui berbagai kebijakan dan program yang 

dirancang untuk memperluas jangkauan pasar global. Salah satu langkah 

yang diambil adalah program pembinaan ekspor yang membantu 

UMKM memahami seluk-beluk perdagangan internasional, dari sisi 

regulasi hingga strategi pemasaran global. Selain itu, pemerintah juga 
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memberikan fasilitas perdagangan internasional yang memungkinkan 

UMKM mendapatkan akses ke pasar luar negeri dengan lebih mudah. 

Fasilitas seperti pelatihan ekspor, bantuan promosi, serta pembukaan 

jalur distribusi internasional menjadi faktor penting yang membantu 

UMKM menembus pasar global. 

 

6. Tantangan yang Dihadapi oleh UMKM 

Meskipun UMKM memiliki kontribusi besar terhadap 

perekonomian, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan yang 

menghambat pertumbuhannya. Salah satu tantangan terbesar yang 

dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan modal. Akses terhadap 

pembiayaan menjadi masalah utama, di mana banyak UMKM yang 

kesulitan memperoleh pinjaman yang memadai untuk pengembangan 

usahanya. Meskipun pemerintah telah menyediakan beberapa program 

pembiayaan dan dukungan, banyak pelaku UMKM yang tidak 

memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman, seperti kurangnya 

jaminan atau rekam jejak kredit yang tidak memadai. Hal ini membuat 

UMKM kesulitan untuk melakukan ekspansi, meningkatkan kapasitas 

produksi, atau berinvestasi dalam pengembangan usaha yang lebih besar. 

Keterbatasan akses pasar juga menjadi tantangan yang signifikan 

bagi banyak UMKM. Banyak pelaku UMKM yang hanya dapat 

menjangkau pasar lokal dan kesulitan untuk memperluas jangkauan 

pasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Keterbatasan dalam 

pemasaran dan pengetahuan tentang strategi pemasaran yang efektif 

membuat produk-produk UMKM sering kali kurang dikenal, meskipun 

produknya memiliki kualitas yang baik dan unik. Kurangnya 

pemahaman tentang pemasaran digital dan teknologi pemasaran modern 

semakin membatasi kemampuan UMKM untuk bersaing di pasar yang 

semakin terhubung secara global. 

Keterbatasan teknologi juga menjadi hambatan besar bagi 

UMKM. Banyak UMKM yang masih menggunakan teknologi yang 

sederhana dan terbatas dalam operasional bisnis. Keterbatasan ini 

berdampak pada efisiensi operasional dan daya saing di pasar. Sebagai 

contoh, penggunaan sistem manajemen dan proses produksi yang kurang 

efisien dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi 

kemampuan UMKM untuk bersaing dengan perusahaan besar yang 

sudah memanfaatkan teknologi canggih. Selain itu, keterbatasan dalam 

penggunaan teknologi digital untuk pemasaran dan distribusi produk 
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juga menghambat UMKM dalam menjangkau lebih banyak konsumen, 

baik di pasar domestik maupun internasional. 

 

C. Pentingnya Kepatuhan Pajak bagi UMKM 

 

Kepatuhan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) merupakan salah satu aspek penting yang tidak hanya 

mendukung keberlanjutan bisnis, tetapi juga berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi negara. Meskipun banyak UMKM yang 

menghadapi tantangan dalam hal pemahaman peraturan pajak dan 

kewajiban perpajakan, kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban 

pajak memiliki dampak positif yang signifikan, baik bagi pelaku usaha 

itu sendiri maupun bagi perekonomian secara keseluruhan. Pentingnya 

kepatuhan pajak bagi UMKM dapat dilihat dari berbagai perspektif yang 

berkaitan dengan keberlanjutan usaha, pengembangan kapasitas 

ekonomi negara, serta tanggung jawab sosial perusahaan dalam 

mendukung pembangunan nasional. 

 

1. Kepatuhan Pajak sebagai Pilar Keberlanjutan UMKM 

Kepatuhan pajak memiliki peran yang sangat penting bagi 

keberlanjutan UMKM. Pajak yang dibayar oleh UMKM bukan hanya 

merupakan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi kontribusi langsung 

terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pajak 

merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang 

digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan layanan 

publik yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dengan memenuhi 

kewajiban pajaknya, UMKM berperan aktif dalam menciptakan 

lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan, yang pada 

gilirannya mendukung pertumbuhan usahanya sendiri. 

Salah satu dampak langsung dari kepatuhan pajak UMKM adalah 

dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur yang sangat penting 

bagi kelancaran operasional bisnis. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, 

listrik, air, dan teknologi informasi, sangat mempengaruhi efektivitas 

dan efisiensi usaha yang dijalankan oleh UMKM. Tanpa kontribusi pajak 

dari sektor UMKM, pembangunan infrastruktur yang menunjang 

kelancaran proses produksi dan distribusi barang serta jasa akan 

terhambat. Infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas barang 

dan sumber daya, serta memberikan akses yang lebih mudah dan cepat 
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bagi UMKM untuk berinteraksi dengan pasar, baik domestik maupun 

internasional. Oleh karena itu, kepatuhan pajak UMKM juga berperan 

dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih mendukung bagi 

keberlanjutan usaha. 

 

2. Kepatuhan Pajak dan Pengembangan Usaha 

Kepatuhan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam 

mendukung pengembangan usaha UMKM. Selain merupakan kewajiban 

hukum, kepatuhan terhadap perpajakan dapat memberikan berbagai 

manfaat yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha itu 

sendiri. Salah satu manfaat utama adalah kemudahan dalam mengakses 

pembiayaan dan kredit. Banyak lembaga keuangan, baik bank maupun 

non-bank, mensyaratkan kepatuhan pajak sebagai salah satu persyaratan 

utama untuk memberikan pinjaman atau fasilitas kredit. Bagi UMKM, 

kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan sering kali menjadi kendala 

utama dalam mengembangkan usaha. Dengan memenuhi kewajiban 

pajak, UMKM tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga 

meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan. Hal ini 

memungkinkan untuk mengakses fasilitas kredit dengan bunga yang 

lebih rendah, syarat yang lebih fleksibel, dan kemudahan dalam proses 

pengajuan, yang sangat penting dalam memperluas usaha. 

Kepatuhan pajak juga berkontribusi pada peningkatan reputasi 

dan kepercayaan pasar terhadap UMKM. Pelaku usaha yang taat pajak 

cenderung dianggap lebih transparan dan bertanggung jawab dalam 

mengelola usahanya. Kepercayaan ini sangat berharga, terutama dalam 

membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, mitra bisnis, 

dan investor. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, reputasi yang 

baik dapat menjadi nilai tambah yang membedakan UMKM dari 

pesaingnya. Kepercayaan dari mitra bisnis dan pelanggan akan 

membantu memperluas jaringan usaha, meningkatkan penjualan, dan 

membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan besar atau asing. 

Dengan demikian, kepatuhan pajak berfungsi sebagai sarana untuk 

membangun citra positif yang dapat memperkuat posisi UMKM di pasar. 

 

3. Kepatuhan Pajak dan Dampaknya terhadap Ekonomi Negara 

Kepatuhan pajak dari UMKM memiliki dampak yang sangat 

besar terhadap perekonomian negara. Sebagai sektor yang menyumbang 

mayoritas usaha di Indonesia, UMKM berperan penting dalam 
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memastikan kelancaran penerimaan negara melalui pembayaran pajak. 

Pajak yang terkumpul dari sektor UMKM berkontribusi signifikan 

terhadap anggaran negara, yang kemudian digunakan untuk membiayai 

berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, 

layanan publik, dan program sosial. Tanpa kepatuhan pajak dari UMKM, 

negara akan kesulitan dalam mendanai proyek-proyek pembangunan 

yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 

baik di kota maupun di daerah terpencil. Oleh karena itu, peran UMKM 

dalam memenuhi kewajiban pajak menjadi sangat penting bagi 

kelangsungan pembangunan nasional. 

Kepatuhan pajak dari UMKM juga berperan dalam mengurangi 

ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dengan memastikan bahwa semua 

sektor usaha, termasuk UMKM, membayar pajak sesuai dengan 

kewajiban, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya secara lebih 

merata. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok 

masyarakat kaya dan miskin, serta mendorong pemerataan 

pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pajak yang terkumpul dapat 

digunakan untuk mendanai program-program pengentasan kemiskinan, 

pemberdayaan masyarakat, dan dukungan kepada sektor-sektor yang 

kurang berkembang, sehingga menciptakan kesempatan ekonomi yang 

lebih adil bagi semua pihak. Selain itu, kepatuhan pajak dari UMKM 

juga mendukung efisiensi alokasi anggaran yang lebih baik, sehingga 

pemerintah dapat lebih fokus pada prioritas yang penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

4. Tantangan dan Hambatan dalam Kepatuhan Pajak UMKM 

Kepatuhan pajak UMKM merupakan hal yang sangat penting, 

namun banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang 

menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah 

pemahaman yang terbatas tentang perpajakan. Banyak pemilik usaha 

yang belum sepenuhnya memahami jenis pajak yang harus dibayar, cara 

menghitung pajak, serta prosedur pelaporan yang diperlukan. Kurangnya 

pengetahuan ini sering kali menyebabkan keraguan untuk mendaftarkan 

usahanya sebagai wajib pajak atau bahkan menghindari kewajiban pajak 

sama sekali. Situasi ini tentu menghambat pencapaian tingkat kepatuhan 

pajak yang optimal di sektor UMKM. Oleh karena itu, penting bagi 

pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi yang lebih 
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intensif mengenai kewajiban perpajakan, serta menyosialisasikan 

manfaat kepatuhan pajak bagi perkembangan usahanya.  

Beban administrasi yang tinggi juga menjadi tantangan besar 

bagi UMKM dalam hal kepatuhan pajak. Proses administrasi perpajakan 

yang rumit dan memakan waktu sering kali menjadi kendala, terutama 

bagi usaha mikro yang memiliki sumber daya manusia dan keuangan 

yang terbatas. Banyak pemilik UMKM yang merasa kewalahan dengan 

prosedur perpajakan yang panjang, seperti pengisian formulir, pelaporan 

pajak, dan pemenuhan kewajiban lainnya yang memerlukan waktu dan 

perhatian ekstra. Ketika administrasi perpajakan dianggap rumit dan 

menyita banyak waktu, tingkat kepatuhan pajak dapat menurun. 

 

5. Upaya untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM 

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan 

UMKM, pemerintah, lembaga terkait, dan sektor swasta dapat 

mengambil beberapa langkah strategis. Salah satu langkah pertama yang 

perlu diambil adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai 

pentingnya kepatuhan pajak. Banyak pelaku UMKM yang belum 

sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, sehingga edukasi yang 

lebih giat diperlukan. Pemerintah dapat mengadakan seminar, lokakarya, 

atau memanfaatkan platform digital untuk menyediakan informasi yang 

mudah diakses oleh UMKM. Program edukasi ini tidak hanya 

menjelaskan tentang jenis pajak yang harus dibayar, tetapi juga 

memberikan pelatihan praktis mengenai cara melaksanakan kewajiban 

perpajakan dengan cara yang sederhana dan efektif. Melalui pendekatan 

ini, pelaku UMKM akan merasa lebih percaya diri dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan dan melihatnya sebagai bagian dari 

pengembangan usaha yang berkelanjutan. 

Penyederhanaan proses administrasi perpajakan juga merupakan 

langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Banyak 

pelaku usaha kecil merasa terbebani oleh prosedur pajak yang rumit dan 

memakan waktu. Oleh karena itu, pengenalan sistem perpajakan yang 

lebih sederhana dan efisien sangat diperlukan. Pemerintah dapat 

memperkenalkan program seperti pajak berbasis online atau e-filing, 

yang memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih mudah mengakses dan 

memenuhi kewajiban pajaknya tanpa menghadapi kesulitan administrasi 

yang kompleks. Dengan cara ini, pelaku UMKM dapat menghemat 
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waktu dan tenaga, serta lebih fokus pada pengembangan usahanya tanpa 

khawatir mengenai proses perpajakan yang menyulitkan. 

Gambar 2. Pajak Online 

 
Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 

Pemberian insentif pajak bagi UMKM yang patuh juga bisa 

menjadi cara yang efektif untuk mendorong kepatuhan. Insentif ini bisa 

berupa potongan pajak atau pembebasan pajak untuk UMKM dengan 

omzet tertentu. Langkah ini akan memberi motivasi lebih bagi pelaku 

UMKM untuk mematuhi kewajiban pajak. Insentif pajak tidak hanya 

meringankan beban tetapi juga memberikan penghargaan terhadap 

kepatuhan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang merasa 

bahwa kepatuhan pajak membawa manfaat langsung. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan UMKM! 

2. Apa saja karakteristik utama yang membedakan UMKM dengan 

usaha besar? 

3. Mengapa kepatuhan pajak penting bagi UMKM dalam membangun 

usaha yang berkelanjutan? 

4. Sebutkan dua manfaat yang dapat diperoleh oleh UMKM jika 

mematuhi kewajiban perpajakan! 

5. Apa saja tantangan yang dihadapi UMKM dalam melaksanakan 

kewajiban pajak? 
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Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan struktur perpajakan di Indonesia, 

memahami jenis-jenis pajak yang berlaku, serta memahami sistem 

administrasi pajak di Indonesia. Sehingga pembaca dapat mampu 

memahami konsep perpajakan di Indonesia serta menjalankan 

kewajiban perpajakan secara lebih tertib dan efektif. 

Materi Pembelajaran 

• Struktur Perpajakan di Indonesia 

• Jenis-jenis Pajak yang Berlaku 

• Sistem Administrasi Pajak di Indonesia 

• Latihan Soal 

 

 

A. Struktur Perpajakan di Indonesia 

 

Struktur perpajakan di Indonesia dirancang untuk memastikan 

bahwa penerimaan negara mampu mendukung pembangunan nasional 

secara merata. Hal ini dilakukan dengan membagi pengelolaan pajak 

menjadi dua kategori utama: pajak pusat dan pajak daerah. Kedua 

kategori ini memiliki fungsi dan lingkup kewenangan yang berbeda 

tetapi saling melengkapi dalam menopang perekonomian. 

 

1. Pajak Pusat 

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola langsung oleh 

pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah 

naungan Kementerian Keuangan. Pajak ini memiliki cakupan yang lebih 

luas, berlaku di seluruh wilayah Indonesia, dan digunakan untuk 

membiayai berbagai kebutuhan negara yang bersifat nasional, seperti 

pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor 

publik lainnya. Jenis pajak pusat yang paling dikenal meliputi beberapa 

kategori, yang masing-masing memiliki peran penting dalam 

perekonomian negara. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh), 
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yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu maupun 

badan usaha. PPh terdiri dari berbagai jenis, seperti PPh Pasal 21 yang 

dikenakan kepada karyawan atau pekerja, serta PPh Pasal 25 yang 

dikenakan pada wajib pajak badan usaha berdasarkan penghasilan 

tahunan. 

Terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak 

konsumsi yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa 

di dalam negeri. PPN ini adalah salah satu sumber pendapatan negara 

yang sangat penting, karena hampir semua barang dan jasa yang 

dikonsumsi oleh masyarakat dikenakan pajak ini, baik untuk kebutuhan 

sehari-hari maupun barang-barang konsumsi lainnya. Di samping itu, 

terdapat juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang 

dikenakan pada barang-barang tertentu yang dianggap sebagai barang 

mewah, seperti mobil mewah, perhiasan, atau barang elektronik mahal. 

Pajak ini bertujuan untuk membatasi konsumsi barang-barang tersebut 

dan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi negara. 

Pajak lainnya yang termasuk dalam kategori pajak pusat adalah 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB dikenakan atas pemanfaatan 

tanah dan bangunan tertentu, baik untuk keperluan pribadi maupun 

komersial. Pajak ini menjadi sumber pendapatan penting bagi 

pemerintah pusat untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan, 

terutama yang berkaitan dengan sektor properti dan real estate. Terakhir, 

Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen hukum 

tertentu, seperti perjanjian, akta notaris, atau dokumen kontrak lainnya. 

Meskipun lebih kecil dibandingkan dengan pajak lainnya, Bea Materai 

tetap berperan dalam mendukung stabilitas penerimaan negara. 

 

2. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah 

daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tujuan 

untuk mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan dan pelayanan 

publik di daerah masing-masing. Pajak ini memungkinkan pemerintah 

daerah untuk memiliki otonomi fiskal dalam mengelola dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pengelolaan 

pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang memberikan 

dasar hukum bagi pemungutan pajak oleh pemerintah daerah. 
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Pajak provinsi terdiri dari beberapa jenis, yang sebagian besar 

berkaitan dengan kendaraan bermotor dan sumber daya alam yang ada 

di wilayah provinsi. Salah satu contohnya adalah Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. 

Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah 

provinsi, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan 

infrastruktur dan pelayanan publik di bidang transportasi. Selain itu, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan pada saat 

pemindahan kepemilikan kendaraan, yang juga menjadi sumber 

pendapatan bagi pemerintah daerah. Pajak Air Permukaan adalah pajak 

yang dikenakan atas penggunaan air permukaan, sementara Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikenakan atas bahan bakar 

kendaraan bermotor, yang digunakan untuk mendanai pembangunan 

infrastruktur transportasi di daerah. 

Di tingkat kabupaten/kota, terdapat berbagai jenis pajak daerah 

yang lebih berfokus pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan 

kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Pajak Hotel adalah 

pajak yang dikenakan atas layanan penginapan di hotel, sementara Pajak 

Restoran dikenakan atas layanan makanan dan minuman yang 

disediakan oleh restoran dan rumah makan. Pajak Hiburan dikenakan 

pada kegiatan hiburan, seperti bioskop, konser, dan tempat rekreasi 

lainnya. Pajak Reklame dikenakan atas pemasangan iklan dan reklame 

di wilayah kabupaten/kota, yang merupakan salah satu cara untuk 

mendanai promosi pariwisata dan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

juga menjadi pajak daerah yang penting, yang dikenakan atas 

pemanfaatan tanah dan bangunan di daerah kabupaten/kota. Pajak ini 

berfungsi untuk mendukung pembangunan perumahan, fasilitas umum, 

dan infrastruktur di wilayah tersebut. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli 

atau peralihan hak atas tanah dan bangunan, yang dapat digunakan untuk 

mendanai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya di 

daerah. 

 

3. Keseimbangan Pajak Pusat dan Daerah 

Pemerintah Indonesia menerapkan mekanisme yang bertujuan 

untuk menciptakan keseimbangan fiskal antara pajak pusat dan daerah, 

guna memastikan bahwa pembiayaan pembangunan di seluruh wilayah 
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negara dapat dilakukan secara merata. Salah satu cara untuk mencapai 

keseimbangan ini adalah melalui transfer dana dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah, yang dikenal dengan sebutan dana transfer. Dana-

dana ini sangat penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan 

antarwilayah dan memperkuat ekonomi daerah, yang dapat 

mempercepat tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh 

Indonesia. 

Salah satu bentuk transfer dana yang penting adalah Dana Bagi 

Hasil (DBH), yang mengacu pada pembagian sebagian penerimaan pajak 

pusat yang diperoleh dari daerah kepada pemerintah daerah tersebut. 

Dana ini mencakup hasil pajak yang diperoleh dari sumber daya alam, 

seperti minyak, gas, dan mineral, yang diproduksi di daerah tertentu. 

Dengan adanya DBH, daerah yang kaya akan sumber daya alam dapat 

menerima alokasi dana yang lebih besar, yang dapat digunakan untuk 

mendanai proyek-proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. 

Pemerintah juga mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU), 

yang merupakan dana yang diberikan secara merata ke seluruh daerah 

berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk dan kebutuhan 

pembangunan. DAU bertujuan untuk mendukung keseimbangan antara 

daerah yang lebih kaya dengan daerah yang lebih miskin, sehingga 

pemerintah daerah yang memiliki sumber daya terbatas tetap dapat 

melaksanakan program-program pembangunan penting tanpa tergantung 

sepenuhnya pada pendapatan pajak daerah. DAU ini memungkinkan 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan bagian dari dana 

transfer yang disalurkan untuk mendukung proyek-proyek khusus yang 

memerlukan perhatian lebih besar di daerah tertentu, seperti 

pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal atau pengentasan 

kemiskinan. DAK diberikan dengan tujuan agar daerah-daerah yang 

memerlukan bantuan khusus dapat lebih cepat mengatasi tantangan yang 

dihadapi, seperti kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar dan 

fasilitas publik lainnya. 
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4. Asas dan Prinsip Perpajakan di Indonesia 

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada beberapa asas yang 

bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, 

dan efisien. Asas-asas ini menjadi landasan bagi kebijakan dan praktik 

perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa 

sistem perpajakan tidak hanya mengumpulkan pendapatan negara tetapi 

juga memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan. 

Asas keadilan menjadi dasar utama dalam pemungutan pajak di 

Indonesia. Asas ini mengharuskan pajak dipungut secara proporsional 

sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Dengan kata 

lain, semakin besar kemampuan ekonomi seseorang atau badan usaha, 

semakin tinggi kewajiban pajaknya. Contohnya, pada Pajak Penghasilan 

(PPh) untuk individu, sistem tarif progresif diterapkan, di mana individu 

dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 

pula. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa beban pajak dapat 

ditanggung secara adil, tanpa memberatkan yang memiliki kemampuan 

ekonomi lebih rendah. 

Asas kepastian hukum juga sangat penting dalam sistem 

perpajakan Indonesia. Asas ini menuntut bahwa setiap tindakan 

pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. 

Undang-Undang Perpajakan menjadi payung hukum utama yang 

mengatur segala hal terkait pemungutan pajak, seperti jenis pajak yang 

dikenakan, tarif pajak, serta prosedur administrasi yang harus diikuti 

oleh wajib pajak. Kepastian hukum ini memberikan rasa aman dan 

kepercayaan kepada wajib pajak, karena tahu hak dan kewajibannya 

telah diatur secara jelas oleh negara. 

Asas kemudahan juga menjadi prinsip yang tidak kalah penting 

dalam struktur perpajakan Indonesia. Asas ini memastikan bahwa sistem 

administrasi perpajakan dirancang agar mudah diakses dan digunakan 

oleh wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) yang sering kali terbatas dalam hal pemahaman dan sumber 

daya. Pemerintah telah berupaya menyederhanakan proses administrasi 

melalui platform online, e-filing, dan berbagai inovasi lainnya, untuk 

memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara 

tepat waktu. Dengan kemudahan ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak 

akan meningkat. 

Asas efisiensi menekankan pentingnya pemungutan pajak yang 

dilakukan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan 
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pendapatan yang dihasilkan. Artinya, proses pemungutan pajak harus 

dirancang agar tidak memakan biaya operasional yang tinggi bagi 

negara. Hal ini bertujuan agar dana yang terkumpul dari pajak dapat 

dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai program pembangunan 

dan pelayanan publik tanpa harus dibebani dengan biaya administrasi 

yang besar. 

 

5. Transformasi Digital dalam Struktur Perpajakan 

Transformasi digital dalam sistem perpajakan Indonesia telah 

membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintah mengelola 

administrasi pajak dan berinteraksi dengan wajib pajak. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, pemerintah telah mengadopsi berbagai 

platform digital untuk mempermudah dan menyederhanakan proses 

perpajakan. Salah satu inovasi utama dalam transformasi digital ini 

adalah penerapan e-Filing, sebuah sistem pelaporan pajak secara 

elektronik yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online. Sistem ini tidak hanya 

memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak tanpa 

harus datang ke kantor pajak, tetapi juga mengurangi kemungkinan 

kesalahan dalam pengisian SPT karena data yang diinput langsung 

terintegrasi dengan sistem pusat. 

Pemerintah juga memperkenalkan e-Billing untuk 

mempermudah proses pembayaran pajak. Sistem e-Billing 

memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak melalui 

sistem online, yang secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang 

dibutuhkan dalam proses pembayaran pajak yang sebelumnya lebih 

manual dan memakan waktu. Dengan e-Billing, wajib pajak dapat 

memperoleh kode billing secara langsung setelah mengisi formulir 

pembayaran, yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran melalui bank atau layanan pembayaran online lainnya. 

Transformasi digital ini juga mencakup berbagai aplikasi dan 

sistem lain yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi 

perpajakan, seperti aplikasi untuk pemantauan pajak kendaraan bermotor 

dan pajak lainnya yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. 

Semua sistem ini bertujuan untuk menciptakan perpajakan yang lebih 

transparan, efisien, dan mudah diakses oleh semua pihak. Penggunaan 

teknologi dalam administrasi perpajakan juga memungkinkan 

pemerintah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan yang lebih 
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akurat, serta mengurangi potensi terjadinya kebocoran pajak yang sering 

terjadi dalam sistem manual. 

Transformasi digital ini diharapkan dapat mendorong 

peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem yang lebih mudah, 

cepat, dan efisien, wajib pajak diharapkan tidak akan merasa kesulitan 

atau terbebani dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudahan 

akses dan proses yang transparan memberikan rasa percaya kepada wajib 

pajak bahwa sistem perpajakan berjalan dengan adil dan efisien. Di sisi 

lain, pemerintah dapat memanfaatkan data yang terintegrasi dalam 

sistem digital untuk menganalisis kepatuhan pajak dan mengidentifikasi 

potensi pelanggaran lebih cepat, yang memungkinkan langkah-langkah 

penegakan hukum yang lebih tepat sasaran. 

 

B. Jenis-jenis Pajak yang Berlaku 

 

Sistem perpajakan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis pajak 

yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara. Pajak ini 

diklasifikasikan berdasarkan objek, subjek, sifat, dan otoritas 

pemungutnya. Berikut adalah penjelasan jenis-jenis pajak yang berlaku 

di Indonesia: 

 

1. Berdasarkan Sifatnya 

Pajak dapat dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi dua jenis 

utama, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, masing-masing 

dengan karakteristik dan mekanisme pemungutannya yang berbeda. 

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dialihkan 

kepada pihak lain. Dalam pajak langsung, wajib pajak membayar pajak 

kepada negara berdasarkan penghasilan, kekayaan, atau kepemilikan 

yang dimilikinya. Salah satu contoh pajak langsung adalah Pajak 

Penghasilan (PPh), yang dikenakan pada individu atau badan usaha 

berdasarkan penghasilan atau keuntungan yang diperoleh. Dengan kata 

lain, semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, 

semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak Penghasilan 

memiliki tarif progresif, di mana tarif pajaknya akan semakin tinggi 

seiring dengan bertambahnya jumlah penghasilan. Contoh lain dari pajak 

langsung adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikenakan 

berdasarkan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki oleh seseorang atau 

badan hukum. PBB ini biasanya dibayar setiap tahun dan besarnya 



24 Perpajakan Untuk UMKM 

dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada suatu 

transaksi, dan pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti 

konsumen akhir. Dengan kata lain, dalam pajak tidak langsung, pelaku 

usaha yang bertanggung jawab untuk membayar pajak, namun beban 

pajaknya dapat dipindahkan kepada konsumen dalam bentuk harga 

barang atau jasa yang lebih tinggi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

adalah salah satu contoh pajak tidak langsung yang sering dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari. PPN dikenakan pada setiap transaksi 

barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan pengusaha yang 

menjual barang atau jasa tersebut akan mengumpulkan pajak dari 

konsumen pada saat transaksi berlangsung. Meskipun pengusaha yang 

mengumpulkan PPN, namun akhirnya konsumen yang menanggung 

beban pajaknya, karena PPN akan dihitung dalam harga jual barang atau 

jasa. Selain PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga 

merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada pembelian 

barang-barang tertentu yang dianggap sebagai barang mewah, seperti 

mobil mewah, perhiasan, atau barang elektronik berharga tinggi. Seperti 

PPN, PPnBM juga dibebankan pada transaksi penjualan, tetapi 

pembebanan pajaknya juga akhirnya diterima oleh konsumen akhir yang 

membeli barang tersebut. 

Perbedaan utama antara pajak langsung dan pajak tidak langsung 

terletak pada siapa yang menanggung beban pajaknya. Dalam pajak 

langsung, beban pajak tidak bisa dipindahkan kepada pihak lain, karena 

pajak tersebut langsung dibayar oleh wajib pajak berdasarkan 

penghasilan atau kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan dalam pajak 

tidak langsung, beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain, yang 

biasanya adalah konsumen yang membeli barang atau jasa yang 

dikenakan pajak. Kedua jenis pajak ini memiliki peran penting dalam 

sistem perpajakan negara, dengan pajak langsung lebih fokus pada 

keadilan dan kemampuan membayar wajib pajak, sementara pajak tidak 

langsung lebih fleksibel dan lebih mudah dipungut dalam transaksi 

sehari-hari. 

 

2. Berdasarkan Pengelolanya 

Pajak di Indonesia dibedakan berdasarkan pengelolanya menjadi 

dua kategori utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat 
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adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP), yang berada di bawah Kementerian Keuangan. 

Pajak pusat memiliki cakupan yang lebih luas dan digunakan untuk 

membiayai berbagai kegiatan negara di tingkat nasional. Beberapa jenis 

pajak pusat yang paling umum antara lain Pajak Penghasilan (PPh), yang 

dikenakan atas penghasilan individu maupun badan usaha. PPh memiliki 

tarif yang bervariasi, tergantung pada penghasilan yang diperoleh oleh 

wajib pajak, dengan sistem tarif progresif untuk individu. Selain itu, 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga merupakan pajak pusat yang 

dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. PPN dibebankan pada setiap 

transaksi penjualan barang dan jasa, di mana pelaku usaha bertanggung 

jawab untuk memungut pajak tersebut dari konsumen. Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak pusat lain yang dikenakan 

pada barang-barang tertentu yang termasuk dalam kategori barang 

mewah, seperti mobil mewah, perhiasan, dan barang-barang elektronik 

berharga tinggi. Bea Materai, yang dikenakan pada dokumen hukum 

seperti perjanjian atau akta notaris, juga termasuk pajak pusat. Selain itu, 

Cukai merupakan pajak yang dikenakan atas barang-barang tertentu 

yang dianggap merugikan kesehatan atau lingkungan, seperti rokok dan 

minuman beralkohol. 

Gambar 3. Promosi Reklame 

 
Sumber: Snapy 
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Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, 

baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah ini 

berfungsi untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di 

tingkat daerah, dengan pengelolaan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan prioritas masing-masing daerah. Jenis pajak daerah bervariasi, 

tergantung pada tingkat pemerintahan yang mengelolanya. Pajak 

provinsi, misalnya, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang 

dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor, serta Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikenakan saat terjadi perubahan 

kepemilikan kendaraan. Pajak Air Permukaan juga termasuk pajak 

provinsi yang dikenakan atas penggunaan air yang berasal dari 

permukaan, seperti sungai, danau, atau waduk. Sedangkan pajak 

kabupaten/kota mencakup berbagai jenis pajak yang lebih bersifat lokal, 

seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dikenakan pada sektor 

pariwisata dan perhotelan. Pajak Hiburan dikenakan pada kegiatan 

hiburan di daerah, sedangkan Pajak Reklame dikenakan atas penyebaran 

informasi atau promosi melalui media reklame. Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang 

dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan, baik yang berada di 

daerah perdesaan maupun perkotaan, berdasarkan nilai jual objek pajak 

(NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

 

3. Berdasarkan Objek Pajak 

Pajak di Indonesia dibedakan berdasarkan objek pajaknya, yang 

terdiri dari pajak atas penghasilan, pajak atas konsumsi, dan pajak atas 

kekayaan. Masing-masing jenis pajak ini memiliki karakteristik dan 

penerapan yang berbeda sesuai dengan apa yang dikenakan kepada wajib 

pajak. 

Pajak atas penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada 

penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Salah satu 

contoh utama adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh Pasal 21 dikenakan 

atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bentuk gaji atau 

upah. Besaran pajak ini ditentukan berdasarkan tarif progresif, di mana 

semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi persentase pajak 

yang harus dibayar. Selain itu, ada juga PPh Pasal 25, yang mengatur 

mengenai angsuran pajak bagi badan usaha. PPh Pasal 25 ini merupakan 

pajak yang dibayar oleh perusahaan atau badan usaha berdasarkan 

penghasilan yang diperoleh setiap tahun. Untuk usaha mikro, kecil, dan 
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menengah (UMKM), terdapat PPh Final dengan tarif khusus sebesar 

0,5% yang dikenakan atas omzet tahunan yang memenuhi ketentuan 

tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2018. PPh Final ini memberikan kemudahan bagi UMKM dengan 

tarif yang lebih rendah dan sistem pemungutan yang sederhana. 

Pajak atas konsumsi mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPN adalah pajak 

yang dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa yang terjadi di 

dalam negeri. Pada tahun 2022, tarif PPN adalah 11%, dan dikenakan 

pada barang dan jasa kena pajak yang diperdagangkan di pasar domestik. 

Setiap pelaku usaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN 

yang dibayar oleh konsumen. Selain PPN, ada pula PPnBM, yang 

merupakan pajak tambahan yang dikenakan atas barang-barang tertentu 

yang dikategorikan sebagai barang mewah, seperti mobil mewah, yacht, 

dan barang-barang elektronik dengan harga tinggi. Tujuan dari PPnBM 

adalah untuk mengurangi konsumsi barang-barang mewah dan 

meningkatkan penerimaan negara dari transaksi yang bersifat konsumtif. 

Pajak atas kekayaan dikenakan atas kepemilikan aset tertentu. 

Salah satu pajak yang termasuk dalam kategori ini adalah Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB), yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang 

dimiliki oleh wajib pajak. PBB dihitung berdasarkan nilai jual objek 

pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan wajib pajak 

harus membayar pajak sesuai dengan nilai NJOP yang tertera pada objek 

pajak tersebut. Selain itu, ada juga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), yang dikenakan saat seseorang memperoleh hak 

atas tanah atau bangunan, baik melalui jual beli, hibah, atau warisan. 

BPHTB ini dihitung berdasarkan nilai transaksi atau nilai pasar dari 

tanah dan bangunan yang bersangkutan. 

 

4. Berdasarkan Subjek Pajak 

Pajak di Indonesia juga dapat dibedakan berdasarkan subjek 

pajaknya, yaitu pajak yang dikenakan pada orang pribadi dan badan 

usaha. Kedua jenis pajak ini memiliki karakteristik yang berbeda, 

tergantung pada siapa yang menjadi subjek pajaknya, yaitu individu atau 

entitas bisnis. 

Pajak orang pribadi adalah pajak yang dikenakan atas 

penghasilan yang diterima oleh individu atau perorangan. Salah satu 

contoh pajak yang termasuk dalam kategori ini adalah Pajak Penghasilan 
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(PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan karyawan, 

seperti gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya. Besaran pajak yang 

dikenakan bersifat progresif, artinya semakin tinggi jumlah penghasilan 

yang diterima, semakin besar tarif pajaknya. Tarif progresif ini bervariasi 

antara 5% hingga 35% sesuai dengan penghasilan kena pajak individu 

tersebut. Misalnya, jika penghasilan seseorang berada pada rentang 

tertentu, maka pajak yang harus dibayar dihitung berdasarkan tarif yang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak progresif bertujuan untuk 

menciptakan keadilan, di mana individu dengan penghasilan lebih tinggi 

akan membayar pajak yang lebih besar, sementara individu dengan 

penghasilan rendah membayar pajak yang lebih rendah pula. 

Pajak badan usaha dikenakan pada penghasilan yang diterima 

oleh badan usaha atau perusahaan. Salah satu pajak yang dikenakan pada 

badan usaha adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk badan usaha. 

Berbeda dengan pajak orang pribadi, pajak yang dikenakan pada badan 

usaha memiliki tarif yang lebih sederhana dan bersifat flat, yaitu tetap 

meskipun penghasilan badan usaha bervariasi. Pada tahun 2022, tarif 

PPh badan usaha di Indonesia ditetapkan sebesar 22%. Artinya, badan 

usaha yang memperoleh penghasilan tertentu harus membayar pajak 

sebesar 22% dari penghasilan kena pajak yang diperoleh dalam tahun 

tersebut. Tarif ini tidak berubah berdasarkan besarnya penghasilan, 

sehingga setiap badan usaha yang memenuhi kriteria tersebut wajib 

membayar pajak dengan tarif yang sama. Pajak badan usaha ini penting 

untuk mendukung pendapatan negara dan memberikan kontribusi dari 

sektor bisnis yang beroperasi di Indonesia. 

 

5. Pajak Khusus 

Pajak khusus di Indonesia merujuk pada pajak yang dikenakan 

pada kondisi tertentu atau untuk produk serta kegiatan tertentu yang 

dianggap memiliki dampak khusus terhadap perekonomian atau 

lingkungan. Pajak-pajak ini bertujuan untuk mengatur konsumsi, 

mendorong perubahan perilaku, serta mengelola dampak dari sektor-

sektor tertentu yang perlu mendapat perhatian khusus. Beberapa jenis 

pajak khusus yang diberlakukan di Indonesia antara lain cukai, pajak 

karbon, dan pajak digital. 

Cukai merupakan pajak yang dikenakan pada barang konsumsi 

tertentu yang dianggap memiliki dampak negatif bagi kesehatan atau 

masyarakat. Barang-barang yang dikenakan cukai biasanya adalah 
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barang yang bersifat adiktif atau berpotensi membahayakan, seperti 

rokok, minuman beralkohol, dan produk-produk lainnya. Cukai ini 

bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut serta 

untuk memberikan kontribusi pendapatan negara. Sumber pendapatan 

dari cukai ini sangat penting dalam anggaran negara, selain juga 

berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi risiko 

kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi barang-barang tertentu. 

Pajak karbon dikenakan untuk mengurangi dampak negatif 

terhadap lingkungan, khususnya yang disebabkan oleh emisi gas rumah 

kaca. Pajak ini diberlakukan pada perusahaan atau entitas yang 

menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Tujuan utama pajak karbon 

adalah untuk memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan agar 

berinvestasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan dan 

mengurangi emisi karbon. Dengan cara ini, pajak karbon berfungsi untuk 

mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca 

Indonesia, seiring dengan komitmen negara dalam upaya mitigasi 

perubahan iklim. Pemerintah berharap pajak karbon ini dapat memacu 

perusahaan untuk beralih pada teknologi yang lebih bersih, serta 

memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. 

Pajak digital merupakan jenis pajak yang dikenakan pada 

transaksi elektronik atau transaksi yang dilakukan melalui platform 

digital. Dengan berkembangnya ekonomi digital dan semakin banyaknya 

perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, pajak digital 

diharapkan dapat memastikan bahwa negara memperoleh bagian yang 

adil dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan digital 

tersebut. Pajak digital ini dikenakan pada platform digital internasional 

yang melakukan transaksi bisnis di Indonesia, seperti e-commerce dan 

penyedia layanan daring lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) No. 48/PMK.03/2020, pajak digital bertujuan untuk 

memajukan ekonomi digital Indonesia dengan cara memberikan 

kepastian hukum bagi transaksi online dan mengenakan kewajiban pajak 

kepada perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia, meskipun tidak 

memiliki kehadiran fisik di negara tersebut. 

 

6. Pajak untuk UMKM 

Pajak untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di 

Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka 

mendukung perkembangan sektor ini, yang memiliki peran penting 
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dalam perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa 

UMKM merupakan sektor yang sangat dinamis dan memiliki tantangan 

tersendiri dalam hal administrasi perpajakan. Untuk itu, kebijakan 

perpajakan yang berpihak kepada UMKM dirancang agar lebih 

sederhana dan tidak memberatkan, dengan tetap mendorong kepatuhan 

pajak yang optimal. 

Salah satu kebijakan utama yang diambil oleh pemerintah adalah 

pemberian tarif pajak final sebesar 0,5% untuk UMKM yang memiliki 

omzet tahunan maksimal Rp4,8 miliar. Tarif pajak final ini ditetapkan 

melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak 

Penghasilan bagi UMKM. Dengan tarif yang sangat rendah, UMKM 

diharapkan dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya tanpa merasa terbebani. Kebijakan ini juga bertujuan 

untuk menyederhanakan administrasi pajak bagi UMKM, yang biasanya 

tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola urusan 

perpajakan yang kompleks. 

Dengan kebijakan ini, UMKM cukup membayar pajak 

berdasarkan omzet yang diperoleh selama setahun, tanpa perlu 

menghitung penghasilan neto atau melakukan perhitungan yang rumit. 

Dengan demikian, sistem perpajakan ini lebih efisien dan transparan bagi 

pelaku UMKM. Selain itu, pajak final 0,5% ini juga meringankan beban 

pelaku UMKM dalam hal pembukuan dan pelaporan pajak, karena tidak 

lagi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang rumit atau 

melakukan audit pajak yang memakan biaya. 

Keberadaan tarif pajak final yang rendah ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Sebelumnya, 

banyak pelaku UMKM yang merasa enggan atau sulit memenuhi 

kewajiban pajak karena kesulitan dalam administrasi dan takut 

menghadapi denda atau sanksi. Namun, dengan adanya tarif yang 

sederhana dan terjangkau ini, diharapkan UMKM dapat lebih terbuka 

dan patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Ini penting untuk 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor UMKM, yang menjadi 

bagian penting dari perekonomian nasional. 

 

C. Sistem Administrasi Pajak di Indonesia 

 

Sistem administrasi pajak di Indonesia dirancang untuk 

mengelola dan mengatur pelaksanaan kewajiban perpajakan secara 
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efisien dan efektif. Administrasi perpajakan yang baik tidak hanya 

mendukung penerimaan negara, tetapi juga memastikan terciptanya 

kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

sebagai lembaga yang berwenang di Indonesia memiliki peran penting 

dalam menyusun dan menerapkan sistem administrasi pajak. Berikut 

adalah penjelasan tentang sistem administrasi pajak di Indonesia, mulai 

dari pendaftaran, pelaporan, hingga pengawasan perpajakan. 

 

1. Pendaftaran dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Pendaftaran pajak di Indonesia dimulai dengan proses 

pendaftaran wajib pajak, yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap 

individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria kewajiban pajak 

terdaftar dengan baik di sistem perpajakan negara. Proses ini penting 

karena menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melakukan administrasi 

perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran pajak secara sah. 

Pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara 

online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau secara 

langsung ke kantor pajak terdekat. Proses ini mempermudah masyarakat 

untuk mendaftar dan memastikan terdaftar dengan benar dalam sistem 

perpajakan. 

Setelah melakukan pendaftaran, wajib pajak akan diberikan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang berfungsi sebagai identitas 

resmi untuk setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. 

NPWP sangat penting dalam administrasi perpajakan karena digunakan 

dalam berbagai keperluan seperti pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan 

Tahunan), pembayaran pajak, serta pengajuan atau verifikasi data 

perpajakan lainnya. Tanpa NPWP, wajib pajak tidak dapat menjalankan 

kewajiban perpajakan secara sah, dan ini bisa berakibat pada sanksi 

administratif atau denda. 

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kewajiban 

pendaftaran NPWP juga berlaku, meskipun terdapat ketentuan khusus 

yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 2018, UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 

miliar per tahun diberi kemudahan dalam hal administrasi perpajakan, 

dapat menggunakan sistem perpajakan final yang lebih sederhana, yang 

tidak mengharuskan UMKM untuk mendaftarkan NPWP untuk beberapa 

jenis kewajiban pajak. Sistem perpajakan final ini memungkinkan 

UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tarif tetap 
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yang lebih rendah, tanpa perlu melalui perhitungan pajak yang rumit dan 

tanpa kewajiban menyusun laporan pajak yang terperinci. 

 

2. Penghitungan dan Penentuan Pajak Terutang 

Langkah selanjutnya dalam sistem perpajakan Indonesia adalah 

penghitungan dan penentuan pajak terutang. Proses ini memastikan 

bahwa wajib pajak membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, dan terdapat dua sistem penghitungan yang digunakan dalam 

administrasi pajak di Indonesia: self-assessment dan withholding tax 

(pemotongan dan pemungutan pajak). 

Sistem self-assessment adalah mekanisme di mana wajib pajak 

bertanggung jawab penuh untuk menghitung, melaporkan, dan 

membayar pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak 

menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayar dengan 

menggunakan tarif pajak dan peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Sebagai contoh, untuk Pajak Penghasilan (PPh) bagi 

individu atau badan usaha, wajib pajak harus menghitung penghasilan 

bruto, mengurangi dengan pengeluaran yang dapat dikurangkan, dan 

kemudian menerapkan tarif pajak yang sesuai berdasarkan tingkat 

penghasilan yang tercatat. Wajib pajak kemudian melaporkan hasil 

perhitungan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan 

melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang terutang. 

Sistem ini menuntut tingkat kejujuran dan kepatuhan yang tinggi dari 

wajib pajak, karena harus melakukan perhitungan secara mandiri dan 

memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sudah benar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Sistem lain yang digunakan adalah withholding tax atau 

pemotongan dan pemungutan pajak. Dalam sistem ini, pajak tidak 

langsung dibayar oleh wajib pajak, melainkan oleh pihak ketiga yang 

memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut pajak tersebut. 

Contoh paling umum dari sistem ini adalah pemotongan pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan kepada 

karyawan. Ketika perusahaan membayar gaji, akan memotong sebagian 

gaji tersebut untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Pajak yang dipotong kemudian disetorkan oleh 

perusahaan ke kas negara. Sistem withholding tax ini berlaku juga pada 

pembayaran lain, seperti pembayaran atas jasa atau transaksi yang 
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melibatkan pihak ketiga yang diwajibkan untuk memungut pajak dari 

wajib pajak dan menyetorkannya ke kas negara. 

 

3. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Wajib pajak di Indonesia diwajibkan untuk melaporkan pajak 

yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah formulir 

yang digunakan untuk melaporkan seluruh penghasilan yang diterima, 

pajak yang terutang, serta pembayaran yang telah dilakukan selama satu 

tahun pajak. Pelaporan pajak ini bertujuan untuk memberikan informasi 

yang jelas dan akurat mengenai kewajiban pajak wajib pajak kepada 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada dua jenis SPT yang umumnya 

digunakan oleh wajib pajak, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. 

SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan penghasilan dan 

pajak yang terutang dalam satu tahun kalender. Bagi wajib pajak pribadi, 

SPT Tahunan harus dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 

tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir. Sementara itu, untuk 

badan usaha, batas waktu pelaporan SPT Tahunan adalah pada tanggal 

30 April. Pelaporan SPT Tahunan ini mencakup seluruh penghasilan 

yang diterima selama satu tahun, baik dari sumber dalam negeri maupun 

luar negeri, serta pajak yang telah dibayar atau dipotong selama tahun 

tersebut. Wajib pajak juga harus menghitung kembali apakah ada 

kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak dan menyesuaikan dengan 

jumlah yang sebenarnya terutang. 

Terdapat juga SPT Masa yang digunakan untuk melaporkan 

pajak terutang dalam periode bulanan atau triwulanan. SPT Masa sering 

digunakan untuk pajak yang dipotong atau dipungut setiap bulan, seperti 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dari gaji karyawan, atau 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaporkan setiap bulan atau 

triwulan. SPT Masa ini digunakan untuk memastikan bahwa kewajiban 

pajak yang timbul selama periode tersebut dapat segera dilaporkan dan 

dibayar kepada negara. SPT Masa memiliki tenggat waktu pelaporan 

yang lebih singkat dibandingkan dengan SPT Tahunan dan harus 

disampaikan tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi administrasi. 

Penyampaian SPT kini semakin mudah dengan hadirnya sistem 

pelaporan online melalui e-filing yang disediakan oleh DJP. E-filing 

memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara elektronik, 

tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak. Sistem ini juga 

memudahkan wajib pajak untuk melengkapi formulir SPT secara lebih 
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cepat dan akurat. Selain itu, e-filing mengintegrasikan data antara wajib 

pajak dan DJP, yang memungkinkan proses verifikasi dan validasi data 

menjadi lebih efisien. Dengan adanya e-filing, wajib pajak dapat dengan 

mudah mengakses dan mengelola pelaporan pajak, serta mengurangi 

risiko kesalahan dalam pengisian SPT. Oleh karena itu, pelaporan pajak 

melalui e-filing telah menjadi metode yang lebih praktis dan modern 

dalam menjalankan kewajiban perpajakan di Indonesia. 

 

4. Pembayaran Pajak 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran pajak yang 

terutang. Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh wajib pajak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SPT. Di 

Indonesia, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara 

yang memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban tanpa 

kesulitan yang berarti. 

Salah satu cara pembayaran pajak yang umum digunakan adalah 

melalui Bank Persepsi. Pemerintah telah menunjuk sejumlah bank untuk 

menerima pembayaran pajak dari wajib pajak. Untuk melakukan 

pembayaran melalui Bank Persepsi, wajib pajak harus menggunakan 

Kode Billing yang dihasilkan dari sistem online Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP). Kode Billing ini berfungsi sebagai identitas pembayaran 

pajak yang dapat digunakan untuk memverifikasi transaksi yang 

dilakukan. Wajib pajak hanya perlu mengunjungi bank yang telah 

ditunjuk, membawa Kode Billing, dan melakukan pembayaran sesuai 

dengan jumlah yang terutang. Bank kemudian akan mengirimkan bukti 

pembayaran kepada wajib pajak dan juga ke DJP sebagai bagian dari 

proses administrasi pajak. 

Dengan perkembangan teknologi, DJP juga menyediakan sistem 

e-Billing yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan 

pembayaran pajak secara elektronik. Sistem e-Billing ini semakin 

mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran tanpa perlu 

datang ke bank. Melalui aplikasi yang disediakan oleh DJP, wajib pajak 

dapat mengakses Kode Billing dan melakukan pembayaran pajak secara 

online. Pembayaran ini bisa dilakukan menggunakan berbagai metode 

pembayaran elektronik, seperti transfer bank atau pembayaran melalui 

aplikasi pembayaran yang sudah bekerja sama dengan DJP. Keuntungan 

dari sistem e-Billing adalah kemudahan dan kecepatan dalam melakukan 

pembayaran pajak, serta pengurangan antrian panjang di bank. Selain itu, 
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e-Billing juga memudahkan dalam pelaporan dan pencatatan 

pembayaran pajak karena sistem ini terintegrasi langsung dengan data 

DJP. 

5. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak 

Pengawasan dan pemeriksaan pajak adalah bagian penting dari 

sistem administrasi pajak di Indonesia, yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya 

dengan benar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan 

untuk melakukan pengawasan terhadap laporan dan pembayaran pajak 

yang dilakukan oleh wajib pajak. Proses pengawasan ini bertujuan untuk 

mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap 

peraturan perpajakan yang berlaku. 

Salah satu bentuk pengawasan adalah pemeriksaan pajak, yang 

dilakukan oleh DJP untuk mengevaluasi kebenaran dan kelengkapan 

laporan pajak yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Pemeriksaan ini 

bisa dilakukan secara rutin, di mana DJP memeriksa laporan yang 

disampaikan oleh wajib pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, 

atau berdasarkan indikasi adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan yang 

terdeteksi. Pemeriksaan juga bisa dilakukan jika terdapat keraguan 

terkait penghitungan pajak yang terutang atau adanya perbedaan antara 

laporan pajak dengan data yang ada. 

Proses pemeriksaan pajak ini dapat dilakukan di kantor DJP atau 

langsung di lokasi wajib pajak melalui pemeriksaan lapangan. 

Pemeriksaan di kantor biasanya melibatkan verifikasi dan analisis 

terhadap dokumen dan laporan pajak yang telah diajukan oleh wajib 

pajak. Sementara itu, pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat usaha 

atau kediaman wajib pajak, di mana petugas pajak akan memeriksa 

langsung kondisi operasional dan keuangan wajib pajak untuk 

memastikan bahwa laporan yang diberikan sesuai dengan kenyataan di 

lapangan. Pemeriksaan lapangan ini sangat berguna untuk mengevaluasi 

keakuratan data dan informasi yang dilaporkan serta untuk memastikan 

bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak mencerminkan kondisi riil. 

Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan 

bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan tidak terdapat penghindaran atau penyembunyian 

pajak. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi 

kesalahan atau pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pelaporan atau 

pembayaran pajak, sehingga DJP dapat memberikan pembinaan dan 
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melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kepatuhan 

wajib pajak. Selain itu, hasil dari pemeriksaan pajak dapat digunakan 

untuk memberikan sanksi atau tindakan hukum jika ditemukan adanya 

pelanggaran yang disengaja. 

 

6. Sanksi Pajak 

Sanksi pajak di Indonesia diberlakukan sebagai bentuk 

penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap 

kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban 

tersebut dengan benar, baik karena keterlambatan dalam pelaporan, 

pembayaran, atau penghindaran pajak, maka akan dikenakan sanksi yang 

dapat berupa sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada 

tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

Sanksi administratif lebih sering dikenakan dalam kasus-kasus 

yang tidak melibatkan niat jahat atau penghindaran pajak yang 

signifikan. Bentuk sanksi administratif ini biasanya berupa denda atau 

bunga atas keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Sebagai 

contoh, jika wajib pajak terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT), maka sanksi yang dikenakan berupa denda administrasi. 

Untuk SPT tahunan orang pribadi, denda yang dikenakan bisa mencapai 

Rp100.000, sementara bagi badan usaha denda administratifnya bisa 

lebih besar, yaitu sekitar Rp1.000.000. Selain itu, bunga juga dapat 

dikenakan jika pembayaran pajak dilakukan setelah jatuh tempo, yang 

bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar lebih 

disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Jika terdapat indikasi penghindaran pajak atau pelanggaran berat 

yang melibatkan tindak pidana, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi 

pidana. Sanksi pidana dapat diberlakukan dalam kasus-kasus yang lebih 

serius, seperti penggelapan pajak, penyembunyian penghasilan, atau 

pencatatan yang sengaja disembunyikan untuk mengurangi kewajiban 

pajak. Penghindaran pajak yang disengaja ini dapat dikenakan hukuman 

pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi 

pidana ini bisa berupa hukuman penjara dan denda yang sangat besar, 

yang bertujuan untuk memberi efek jera kepada wajib pajak yang 

berusaha menghindari kewajiban perpajakan secara ilegal. 

Sanksi pajak, baik administratif maupun pidana, berfungsi 

sebagai alat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menegakkan 
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kepatuhan dalam sistem perpajakan. Dengan adanya sanksi ini, 

diharapkan wajib pajak akan lebih berhati-hati dan lebih disiplin dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem ini juga bertujuan untuk 

menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban 

tepat waktu, serta memberikan pencegahan terhadap praktik 

penghindaran pajak yang merugikan negara. Oleh karena itu, penerapan 

sanksi pajak yang tegas menjadi penting untuk menjaga kelancaran 

sistem perpajakan dan memastikan bahwa setiap individu dan badan 

usaha berkontribusi secara adil untuk pembangunan negara. 

 

7. Sistem e-Filing dan e-Billing 

Sistem e-Filing dan e-Billing adalah inovasi yang diperkenalkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah administrasi 

perpajakan di Indonesia. Kedua sistem ini bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, serta mengurangi beban administratif yang biasanya 

timbul dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak secara manual. 

Sistem e-Filing memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan 

pajaknya secara online, tanpa harus datang ke kantor pajak. Melalui e-

Filing, wajib pajak dapat mengisi dan mengirimkan Surat Pemberitahuan 

(SPT) secara elektronik, baik untuk SPT tahunan maupun SPT masa. Hal 

ini sangat membantu bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu 

atau akses untuk pergi ke kantor pajak. Dengan e-Filing, proses 

pelaporan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien karena wajib pajak 

dapat langsung mengakses sistem dari mana saja dan kapan saja. Sistem 

ini juga mengurangi penggunaan kertas, yang mendukung upaya 

pemerintah dalam pengelolaan administrasi pajak yang lebih ramah 

lingkungan. 

E-Billing merupakan sistem yang memungkinkan wajib pajak 

untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik. Sistem ini 

berfungsi untuk menghasilkan Kode Billing yang digunakan oleh wajib 

pajak untuk melakukan pembayaran melalui bank yang telah bekerja 

sama dengan DJP. Dengan adanya e-Billing, wajib pajak tidak perlu lagi 

melakukan interaksi fisik dengan bank untuk memproses pembayaran 

pajak. Proses pembayaran menjadi lebih efisien, karena wajib pajak 

cukup mengakses sistem e-Billing secara online dan melakukan 

pembayaran menggunakan kode yang telah dihasilkan. Sistem ini juga 

memudahkan DJP dalam melakukan pemantauan terhadap pembayaran 
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pajak, karena semua transaksi tercatat secara digital, yang 

memungkinkan verifikasi dan pelaporan yang lebih transparan. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Apa saja jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak di 

Indonesia? Jelaskan secara singkat masing-masing jenis pajak 

tersebut. 

2. Apa saja tahapan yang dilalui oleh wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya di Indonesia? 

3. Wajib pajak harus melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. 

Apa yang terjadi jika wajib pajak terlambat dalam pelaporan dan 

pembayaran pajak? 

4. Apa keuntungan menggunakan sistem e-filing dan e-billing dalam 

administrasi pajak di Indonesia? 

5. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak, dan apa tujuan 

utama dari pemeriksaan ini? 
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PAJAK PENGHASILAN (PPH) UNTUK 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan ketentuan PPh final untuk UMKM, 

memahami penghitungan PPh untuk UMKM, serta memahami 

pelaporan PPh untuk UMKM. Sehingga pembaca dapat mengelola 

kewajiban perpajakan UMKM secara tepat dan patuh terhadap 

ketentuan yang berlaku. 

Materi Pembelajaran 

• Ketentuan PPh Final untuk UMKM 

• Penghitungan PPh untuk UMKM 

• Pelaporan PPh untuk UMKM 

• Latihan Soal 

 

 

A. Ketentuan PPh Final untuk UMKM 

 

Pajak Penghasilan (PPh) final merupakan salah satu bentuk 

pemungutan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh 

wajib pajak, di mana pajak tersebut dianggap sudah selesai atau final 

setelah dipotong atau dibayar. Sistem ini memberikan kemudahan 

administrasi karena tidak ada kewajiban untuk menghitung penghasilan 

kena pajak, potongan, atau pengeluaran lainnya yang biasanya 

diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan biasa. Ketentuan PPh 

final untuk UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 

2018, yang bertujuan untuk mendukung perkembangan sektor UMKM 

di Indonesia. UMKM yang memenuhi kriteria tertentu dapat 

memanfaatkan tarif PPh final yang lebih rendah dibandingkan dengan 

wajib pajak lainnya. Ketentuan ini dirancang untuk meringankan beban 

administrasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, yang 

umumnya tidak memiliki sumber daya atau kapasitas untuk menangani 

prosedur perpajakan yang lebih rumit. 
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1. Kriteria UMKM yang Berhak atas PPh Final 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, UMKM yang 

berhak memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final adalah 

usaha dengan omzet tahunan yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar. 

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku 

UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya 

tarif PPh final, UMKM tidak perlu menjalani perhitungan yang rumit 

terkait penghasilan kena pajak, potongan, atau biaya lainnya. Sebagai 

gantinya, hanya dikenakan pajak dengan tarif tertentu berdasarkan omzet 

yang diperoleh, yang dinilai lebih sederhana dan mudah dipahami. 

PPh final ini memberikan kemudahan administrasi perpajakan 

bagi UMKM, karena tidak perlu mengurus pelaporan dan perhitungan 

pajak secara rinci seperti yang dilakukan oleh badan usaha besar. Pajak 

dihitung berdasarkan persentase dari omzet yang diperoleh, dan 

umumnya tarif PPh final untuk UMKM ditetapkan sebesar 0,5%. 

Dengan kebijakan ini, diharapkan bahwa UMKM dapat lebih fokus pada 

pengembangan usaha tanpa terbebani oleh kompleksitas kewajiban 

perpajakan yang sering kali menjadi kendala dalam menjalankan bisnis. 

Jika omzet tahunan UMKM melebihi batas Rp 4,8 miliar, maka 

UMKM tersebut tidak lagi memenuhi kriteria untuk dikenakan PPh final. 

Dalam hal ini, UMKM harus beralih ke sistem perpajakan PPh biasa, 

yang lebih kompleks. Pada sistem PPh biasa, UMKM diwajibkan untuk 

menghitung penghasilan kena pajak dengan memperhitungkan berbagai 

biaya dan potongan, seperti biaya operasional, gaji karyawan, dan lain-

lain. Selain itu, UMKM dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar juga harus 

melaporkan kewajiban perpajakannya secara lebih terperinci dan 

mengikuti aturan yang lebih ketat mengenai pengelolaan laporan 

keuangan dan pajak. 

 

2. Tarif PPh Final untuk UMKM 

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UMKM yang 

memenuhi kriteria tertentu adalah sebesar 0,5% dari omzet bruto 

tahunan. Kebijakan ini berlaku bagi pelaku usaha dengan omzet tahunan 

di bawah Rp 4,8 miliar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 

Tahun 2018. Tarif PPh final yang hanya 0,5% ini sangat berbeda jauh 

dengan tarif PPh yang dikenakan kepada wajib pajak lainnya, yang bisa 

mencapai 25% atau bahkan lebih, tergantung pada besarnya penghasilan 

kena pajak. Perbedaan tarif ini dirancang untuk memberikan kemudahan 
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dan insentif bagi UMKM agar dapat lebih mudah menjalankan 

kewajiban perpajakan. 

Pengenaan tarif PPh final yang rendah ini memiliki beberapa 

tujuan penting. Pertama, pemerintah bertujuan untuk mempermudah 

proses perpajakan bagi UMKM yang umumnya memiliki skala usaha 

yang lebih kecil dan sumber daya terbatas. Dengan tarif yang sederhana 

dan lebih rendah, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha 

tanpa terbebani oleh proses perpajakan yang rumit. Selain itu, dengan 

sistem PPh final yang hanya mengandalkan omzet bruto, administrasi 

pajak menjadi lebih sederhana dan mudah dikelola. 

Tarif PPh final yang lebih rendah ini diharapkan dapat 

mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. Dengan beban pajak yang lebih ringan, 

diharapkan para pelaku UMKM akan lebih cenderung untuk melaporkan 

dan membayar pajak tepat waktu. Hal ini juga membantu pemerintah 

untuk memperluas basis pajak dan mencegah terjadinya penghindaran 

pajak yang dapat merugikan perekonomian negara. 

 

3. Cara Pemungutan dan Pembayaran PPh Final untuk UMKM 

Pemungutan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) final 

untuk UMKM dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah. 

Dalam sistem ini, PPh final tidak dipungut langsung oleh wajib pajak 

UMKM, melainkan oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada 

UMKM, seperti konsumen atau perusahaan yang membeli barang atau 

jasa dari pelaku UMKM. Pihak yang membayar ini bertanggung jawab 

untuk memotong dan menyetorkan pajak yang terutang kepada 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan tarif yang berlaku, yaitu 

0,5% dari omzet bruto tahunan UMKM. 

Sebagai contoh, jika seorang pelaku UMKM melakukan 

transaksi penjualan barang atau jasa dengan nilai Rp 100.000.000, maka 

pihak pembeli atau konsumen akan memotong PPh final sebesar 0,5% 

dari nilai transaksi tersebut. Dalam hal ini, PPh final yang terutang 

adalah sebesar Rp 500.000 (0,5% x Rp 100.000.000). Pihak pembeli 

akan langsung menyetorkan jumlah tersebut ke DJP melalui mekanisme 

yang sudah ditentukan, tanpa perlu lagi melibatkan pelaku UMKM 

dalam proses pembayaran pajak tersebut. 

Keuntungan dari sistem pemungutan seperti ini adalah 

kemudahan yang diberikan kepada pelaku UMKM, tidak perlu repot 
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menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, karena semua 

sudah ditangani oleh pihak yang melakukan pembayaran. Dengan 

demikian, pelaku UMKM dapat fokus pada operasional bisnis tanpa 

khawatir akan prosedur perpajakan yang rumit. Selain itu, sistem ini juga 

mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, 

karena pihak yang melakukan pembayaran lebih memahami 

kewajibannya dalam memotong dan menyetorkan pajak. 

 

4. Keuntungan Sistem PPh Final bagi UMKM 

Penerapan sistem PPh final bagi UMKM memberikan berbagai 

keuntungan yang signifikan, baik dari segi administrasi, biaya, maupun 

kepatuhan perpajakan. Salah satu keuntungan utamanya adalah 

kemudahan administrasi. Dalam sistem PPh final, UMKM tidak perlu 

lagi menghitung penghasilan kena pajak, potongan, atau biaya lainnya. 

Pajak sudah langsung dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran 

kepada UMKM dan disetorkan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP). Hal ini mengurangi kompleksitas administrasi perpajakan yang 

sering kali menjadi beban bagi pelaku UMKM, memungkinkan untuk 

lebih fokus pada kegiatan usaha inti. 

Tarif PPh final yang dikenakan sebesar 0,5% dari omzet bruto 

UMKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh yang 

dikenakan pada wajib pajak besar. Tarif yang lebih ringan ini 

memberikan insentif bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan lebih mudah dan efisien. Pengenaan tarif yang rendah 

juga menjadi langkah pemerintah untuk mendorong UMKM agar tetap 

patuh pada kewajiban pajaknya, sekaligus mencegah potensi 

penghindaran pajak yang dapat merugikan perekonomian negara. 

Sistem PPh final ini juga menawarkan prosedur yang sederhana 

dan cepat. UMKM hanya perlu melaporkan omzet yang diterima 

sepanjang tahun dan pajak yang telah dipotong oleh pihak lain. Proses 

pelaporan dan pembayaran menjadi lebih mudah karena tidak 

melibatkan perhitungan yang rumit terkait biaya dan potongan lainnya, 

yang seringkali menyulitkan pelaku usaha kecil. Dengan cara ini, pelaku 

UMKM dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan lebih cepat 

dan tanpa hambatan yang berarti. 

Keuntungan lainnya adalah meningkatnya kepatuhan pajak dari 

UMKM. Prosedur yang lebih sederhana dan tarif yang lebih ringan 

membuat pelaku UMKM lebih mudah memahami kewajiban 
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perpajakan. Kepatuhan yang tinggi dari UMKM ini akan berkontribusi 

pada peningkatan pendapatan negara dan juga membantu menciptakan 

kualitas administrasi perpajakan yang lebih baik. Sistem PPh final 

mengurangi beban usaha bagi UMKM. Dengan kemudahan administrasi 

ini, pelaku usaha tidak perlu menghabiskan waktu dan sumber daya yang 

besar untuk menangani pajak, yang biasanya menjadi tantangan besar 

bagi usaha kecil. Hal ini memungkinkan untuk lebih fokus pada 

peningkatan kualitas produk, pengembangan usaha, serta peningkatan 

daya saing di pasar. 

 

5. Pembayaran PPh Final dan Pelaporan SPT 

Meskipun PPh final telah dipotong dan disetorkan oleh pihak 

yang melakukan pembayaran kepada UMKM, pelaku UMKM tetap 

memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak yang telah dipotong 

melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Pelaporan ini 

dilakukan setiap tahun untuk menyampaikan informasi terkait omzet 

yang diterima serta pajak yang telah dipotong dan disetorkan. Meskipun 

sistem pemungutan pajak final ini sudah cukup sederhana, pelaku 

UMKM tetap harus memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

SPT Tahunan PPh ini wajib disampaikan melalui sistem e-filing 

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penggunaan e-

filing mempermudah pelaporan pajak karena pelaku UMKM tidak perlu 

lagi mengunjungi kantor pajak secara langsung. Dengan sistem ini, 

pelaporan pajak bisa dilakukan secara online, efisien, dan tepat waktu. 

Namun, meskipun penghitungan dan pemotongan pajak sudah dilakukan 

oleh pihak yang melakukan pembayaran, pelaku UMKM tetap 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaporan dilakukan 

dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pelaporan SPT Tahunan ini juga penting untuk memastikan 

bahwa pajak yang dipotong dan disetorkan telah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Jika pelaku UMKM tidak melaporkan SPT tepat waktu 

atau terdapat kekeliruan dalam pelaporan, maka UMKM dapat 

dikenakan sanksi administratif berupa denda. Oleh karena itu, meskipun 

sistem pemotongan pajak telah dilakukan oleh pihak lain, pelaku UMKM 

harus tetap menjaga kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan pajak ini 

agar tidak menghadapi masalah hukum atau denda yang dapat merugikan 

usahanya. 
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6. Sanksi untuk UMKM yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

Meskipun tarif PPh final yang dikenakan pada UMKM relatif 

ringan, pelaku UMKM tetap memiliki kewajiban untuk mematuhi 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu kewajiban utama adalah 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dengan tepat 

waktu. Jika UMKM tidak melaporkan SPT atau terlambat dalam 

melaporkan SPT, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 

keterlambatan pelaporan. Denda ini dihitung berdasarkan jumlah hari 

keterlambatan dan dapat semakin besar seiring dengan bertambahnya 

waktu keterlambatan. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus memastikan 

bahwa pelaporan pajak dilakukan tepat waktu untuk menghindari denda 

yang dapat merugikan usahanya. 

Pelaku UMKM juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan 

terkait batas omzet yang memungkinkan untuk tetap dikenakan PPh 

final. Jika omzet tahunan UMKM melebihi batas yang ditetapkan, yaitu 

Rp 4,8 miliar, dan tetap memilih untuk menggunakan sistem PPh final, 

maka hal ini juga akan menimbulkan sanksi. UMKM yang melanggar 

ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif dan diwajibkan untuk 

beralih ke sistem penghitungan PPh biasa. Sistem PPh biasa memiliki 

prosedur yang lebih kompleks dan melibatkan perhitungan penghasilan 

kena pajak setelah memperhitungkan biaya-biaya dan potongan lainnya. 

Oleh karena itu, memilih sistem yang tidak sesuai dengan ketentuan 

dapat menambah beban administratif bagi UMKM. 

Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa 

UMKM tetap mematuhi peraturan perpajakan yang ada dan menjaga 

kepatuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan. Meskipun sistem 

PPh final memberikan kemudahan dan insentif bagi pelaku UMKM, 

ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan atau batas omzet dapat 

menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan. Oleh karena itu, 

penting bagi setiap pelaku UMKM untuk memahami dan mematuhi 

ketentuan perpajakan yang berlaku agar dapat menjalankan usahanya 

dengan baik tanpa menghadapi masalah hukum atau sanksi yang dapat 

merugikan perkembangan usahanya. 

 

B. Penghitungan PPh untuk UMKM 

 

Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki mekanisme penghitungan 
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yang lebih sederhana dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Salah 

satu bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah adalah penerapan 

tarif PPh final untuk UMKM, yang memungkinkan penghitungan pajak 

menjadi lebih cepat dan mudah. Pada umumnya, UMKM dengan omzet 

di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dapat memanfaatkan sistem PPh final 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah No. 

23 Tahun 2018. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana 

penghitungan PPh untuk UMKM dilakukan, termasuk langkah-langkah 

yang terlibat, dan bagaimana cara melaporkan serta membayar pajak 

yang terutang. 

 

1. Penghitungan PPh Final untuk UMKM Berdasarkan Omzet 

Penghitungan PPh final untuk UMKM yang memilih untuk 

dikenakan tarif PPh final sangatlah sederhana dan langsung dihitung 

berdasarkan omzet bruto tahunan yang diperoleh UMKM dalam periode 

tertentu. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dari total omzet 

bruto, yang berarti semakin besar omzet yang diterima oleh UMKM, 

semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Proses penghitungan 

dimulai dengan langkah pertama, yaitu menentukan omzet bruto, yang 

mencakup total pendapatan atau hasil penjualan yang diterima oleh 

UMKM selama setahun. Semua transaksi penjualan, baik barang 

maupun jasa, harus dicatat dengan cermat untuk memastikan bahwa 

omzet yang dilaporkan akurat dan sesuai dengan kenyataan. 

Langkah berikutnya adalah menerapkan tarif PPh final sebesar 

0,5%. Misalnya, jika omzet bruto UMKM dalam setahun adalah Rp 

1.000.000.000, maka PPh final yang harus dibayar adalah 0,5% dari 

angka tersebut, yaitu Rp 5.000.000. Perhitungan yang sederhana ini 

membuat UMKM tidak perlu menghitung penghasilan kena pajak, biaya, 

atau potongan lainnya seperti yang dilakukan dalam sistem PPh biasa. 

Seluruh proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah 

administrasi perpajakan bagi pelaku UMKM, sehingga dapat lebih fokus 

pada pengembangan usahanya tanpa terbebani dengan prosedur pajak 

yang rumit. 

Pajak yang terutang harus segera disetorkan ke kas negara. 

Pembayaran ini dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan masa pajak 

yang berlaku. Untuk melakukan pembayaran, pelaku UMKM harus 

menggunakan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) yang 

diperoleh melalui sistem e-Billing yang disediakan oleh Direktorat 
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Jenderal Pajak (DJP). Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau 

lembaga keuangan yang telah ditunjuk oleh DJP. Dengan sistem ini, 

pelaku UMKM dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan cara 

yang lebih efisien dan tidak memerlukan interaksi fisik yang rumit 

dengan kantor pajak. Hal ini mempermudah pelaku UMKM dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

2. Penghitungan PPh untuk UMKM dengan Beberapa Jenis 

Transaksi 

Penghitungan PPh final untuk UMKM tetap mengacu pada 

prinsip dasar yang sama, yaitu berdasarkan omzet bruto yang diterima, 

meskipun pelaku UMKM sering kali terlibat dalam berbagai jenis 

transaksi. Misalnya, dalam penjualan barang atau jasa dalam jumlah 

besar atau transaksi dengan pihak yang memotong PPh sebagai 

pemotong pajak. Prosedur penghitungan PPh final tetap konsisten 

meskipun ada variasi dalam jenis transaksi yang dilakukan oleh UMKM. 

Sebagai contoh, seorang pelaku UMKM yang menjual barang 

dengan omzet Rp 500.000.000 dan menerima pembayaran melalui 

transfer bank akan tetap menghitung PPh final berdasarkan omzet yang 

diterima. Jika pihak bank atau lembaga keuangan melakukan 

pemotongan pajak atas transaksi tersebut, penghitungan PPh final tetap 

menggunakan tarif 0,5% dari omzet yang diterima oleh UMKM. Artinya, 

meskipun ada pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, 

pelaku UMKM tetap tidak perlu melakukan penghitungan pajak secara 

terpisah, karena pajak yang terutang sudah dipotong oleh pihak yang 

melakukan pembayaran. 

Jika pelaku UMKM melakukan transaksi dengan pihak yang 

tidak melakukan pemotongan pajak, maka tetap bertanggung jawab 

untuk menghitung dan membayar PPh final berdasarkan omzet yang 

diterima dari semua transaksi tanpa pengecualian. Dalam hal ini, UMKM 

harus melakukan perhitungan sendiri, memastikan bahwa semua omzet 

yang diterima tercatat dengan benar, dan membayar PPh final sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 

3. Penghitungan PPh bagi UMKM yang Melampaui Batas Omzet 

UMKM yang memiliki omzet tahunan di bawah Rp 4,8 miliar 

dapat memilih untuk dikenakan PPh final, yang menghitung pajak 
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berdasarkan omzet bruto tanpa perlu memperhitungkan biaya-biaya 

lainnya. Namun, jika omzet UMKM melebihi batas tersebut, wajib 

beralih ke sistem perpajakan biasa. Dalam sistem perpajakan biasa ini, 

penghitungan PPh dilakukan dengan cara yang lebih kompleks, yaitu 

dengan menghitung penghasilan kena pajak setelah mengurangi berbagai 

biaya yang sah, seperti biaya operasional, biaya gaji karyawan, sewa, dan 

biaya lainnya yang relevan dengan usaha. 

Setelah biaya-biaya tersebut dihitung dan dikurangkan dari 

omzet bruto, hasilnya adalah penghasilan neto, yang merupakan dasar 

untuk perhitungan pajak. UMKM yang beralih ke sistem ini akan 

dikenakan tarif PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi wajib 

pajak lainnya. Tarif PPh yang diterapkan untuk penghasilan neto tersebut 

bersifat progresif, yang berarti semakin besar penghasilan neto, semakin 

tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Tarif progresif ini memiliki 

beberapa lapisan, di mana tarif pajak akan meningkat seiring dengan 

peningkatan jumlah penghasilan yang diterima oleh UMKM. 

Sebagai contoh, jika sebuah UMKM memiliki omzet yang 

melebihi Rp 4,8 miliar dan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang 

sah, penghasilan neto yang diperoleh adalah Rp 6 miliar, maka UMKM 

tersebut harus menghitung pajak berdasarkan tarif progresif yang 

berlaku. Proses ini lebih rumit dibandingkan dengan sistem PPh final, 

karena pelaku UMKM harus memastikan bahwa semua biaya yang 

dikeluarkan untuk usaha telah tercatat dengan benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Beralih ke sistem perpajakan biasa juga berarti 

bahwa UMKM harus mematuhi kewajiban administratif yang lebih 

kompleks, termasuk pelaporan SPT dan pembayaran pajak sesuai dengan 

penghasilan yang telah dikurangi biaya. Hal ini mengharuskan UMKM 

untuk lebih cermat dalam mengelola pembukuan dan memastikan bahwa 

semua kewajiban perpajakan dipenuhi dengan tepat waktu dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 

4. Kewajiban Pelaporan PPh untuk UMKM 

Meskipun PPh final untuk UMKM telah dihitung dan dipotong 

oleh pihak yang melakukan pembayaran, pelaku UMKM tetap memiliki 

kewajiban untuk melaporkan pajak yang telah dibayar dalam Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Pelaporan ini dilakukan setiap tahun 

sebagai bagian dari kewajiban administratif perpajakan UMKM. Proses 

pelaporan dilakukan melalui sistem e-filing yang disediakan oleh 
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Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang memungkinkan pelaporan 

dilakukan secara elektronik dan mempermudah proses administrasi. 

Pada SPT Tahunan, UMKM diwajibkan untuk melaporkan 

informasi mengenai omzet yang diterima sepanjang tahun dan jumlah 

pajak yang telah dipotong oleh pihak lain. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa pajak yang telah dipotong dan disetorkan sesuai 

dengan omzet yang diterima oleh UMKM. Walaupun pihak lain telah 

memotong dan menyetorkan PPh final, pelaku UMKM tetap harus 

memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam SPT tersebut 

akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Penting bagi UMKM untuk memastikan bahwa pelaporan 

dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila 

terjadi kelalaian dalam pelaporan, misalnya jika informasi yang 

disampaikan tidak lengkap atau terlambat, UMKM dapat dikenakan 

sanksi administratif berupa denda atau bunga. Sanksi ini berlaku 

meskipun pajak telah dipotong oleh pihak ketiga, karena pelaporan yang 

tepat merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan oleh pelaku usaha. 

Pelaporan yang tepat dan sesuai ketentuan juga penting untuk 

menjaga kredibilitas dan kepatuhan pajak UMKM. Dengan melaporkan 

SPT secara benar dan tepat waktu, UMKM dapat menghindari potensi 

masalah dengan otoritas pajak dan memastikan bahwa tetap mematuhi 

peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, UMKM harus 

memahami kewajiban pelaporan ini dengan baik dan selalu memastikan 

bahwa pelaporan SPT Tahunan dilakukan sesuai dengan pedoman yang 

ditetapkan oleh DJP. 

 

5. Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bagi UMKM dengan 

Beberapa Cabang atau Kantor 

Untuk UMKM yang memiliki beberapa cabang atau kantor, 

penghitungan PPh final dilakukan dengan cara menjumlahkan omzet 

dari seluruh cabang atau kantor yang ada. Oleh karena itu, meskipun 

masing-masing cabang atau kantor memiliki omzet yang lebih kecil, jika 

total omzet gabungan dari semua cabang atau kantor tersebut tidak 

melebihi batas Rp 4,8 miliar, maka UMKM secara keseluruhan masih 

berhak untuk dikenakan tarif PPh final. Dalam hal ini, UMKM dapat 

tetap menikmati tarif PPh final yang lebih rendah, yakni 0,5% dari omzet 

bruto, yang tentunya memberikan kemudahan dalam administrasi 

perpajakan. 
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Apabila salah satu cabang atau kantor dari UMKM tersebut 

melebihi batas omzet yang ditentukan, yaitu Rp 4,8 miliar, maka seluruh 

entitas usaha yang terdaftar di bawah UMKM tersebut harus beralih ke 

sistem perpajakan biasa. Artinya, penghitungan pajak tidak lagi 

dilakukan berdasarkan omzet bruto, melainkan penghasilan neto yang 

diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang sah. Setiap cabang 

atau kantor yang memiliki omzet lebih dari Rp 4,8 miliar akan dihitung 

secara terpisah, dan tarif PPh yang berlaku adalah tarif progresif yang 

diterapkan sesuai dengan penghasilan kena pajak. 

Bagi UMKM dengan beberapa cabang, penting untuk 

memperhatikan penghitungan omzet secara keseluruhan agar tidak 

melebihi batas Rp 4,8 miliar. Jika omzet gabungan sudah melebihi batas, 

maka seluruh entitas yang terdaftar harus beralih ke sistem pajak yang 

lebih kompleks dan membutuhkan perhitungan yang lebih detail, 

termasuk biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Oleh karena itu, UMKM 

dengan beberapa cabang harus memantau omzet setiap cabang dengan 

seksama dan melakukan pengelolaan administrasi perpajakan dengan 

lebih hati-hati agar tidak terkena sanksi akibat ketidaksesuaian dalam 

pelaporan omzet dan pajak yang terutang. 

 

6. PPh Final untuk UMKM dengan Berbagai Bentuk Usaha 

UMKM di Indonesia memiliki beragam jenis usaha, yang 

mencakup sektor jasa, perdagangan barang, manufaktur, dan sektor 

lainnya. Meskipun bentuk usaha yang dijalankan oleh UMKM sangat 

bervariasi, penghitungan PPh final tetap mengikuti prinsip yang sama, 

yaitu dihitung berdasarkan omzet bruto yang diterima oleh pelaku usaha. 

Ini berarti bahwa meskipun jenis usaha yang dijalankan berbeda, UMKM 

tetap dikenakan tarif yang sama, yaitu 0,5% dari omzet bruto tahunan. 

Untuk UMKM yang bergerak di sektor jasa, misalnya, 

penghitungan PPh final didasarkan pada total omzet yang diperoleh dari 

penyediaan layanan kepada konsumen. Omzet yang dimaksud mencakup 

seluruh pembayaran yang diterima dari klien atau pelanggan, baik itu 

pembayaran untuk konsultasi, perbaikan, pelatihan, atau layanan 

lainnya. Semua transaksi yang dilakukan harus tercatat dengan akurat 

untuk memastikan bahwa omzet yang dilaporkan sesuai dengan 

pendapatan yang diterima. 

UMKM yang bergerak di sektor perdagangan barang, 

penghitungan PPh final dilakukan berdasarkan omzet yang diperoleh 
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dari penjualan barang. Setiap transaksi penjualan barang harus dihitung 

dengan cermat untuk menentukan jumlah omzet yang diterima. 

Meskipun jenis usaha yang dijalankan berbeda, penghitungan PPh final 

untuk keduanya sama, yaitu berdasarkan omzet bruto yang diperoleh 

dalam setahun dan dikenakan tarif 0,5%. 

 

C. Pelaporan PPh untuk UMKM 

 

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari kewajiban 

perpajakan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku UMKM. Meskipun 

penghitungan PPh untuk UMKM lebih sederhana dengan adanya tarif 

PPh final, kewajiban pelaporan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan Indonesia. Proses 

pelaporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap UMKM telah 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. 

Pelaporan PPh untuk UMKM terbagi menjadi beberapa tahap dan 

mencakup kewajiban yang berbeda-beda bergantung pada jenis pajak 

yang dikenakan, seperti PPh final atau PPh biasa. Berikut adalah 

penjelasan tentang cara dan tahapan pelaporan PPh untuk UMKM. 

 

1. Pelaporan Pajak Bulanan untuk UMKM dengan PPh Final 

UMKM yang dikenakan PPh final memiliki kewajiban untuk 

melaporkan dan membayar pajak yang terutang setiap bulan. Pelaporan 

ini dilakukan melalui sistem e-Filing yang disediakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan aplikasi e-Bupot dan SPT 

Masa PPh 23/26 untuk pajak yang dipotong oleh pihak lain. UMKM 

yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun cenderung 

memilih untuk menggunakan PPh final karena penghitungan pajaknya 

yang sederhana, yakni hanya 0,5% dari omzet bruto yang diterima. 

Langkah pertama dalam pelaporan bulanan adalah menghitung 

PPh final yang terutang. Setiap bulan, UMKM harus menghitung PPh 

final berdasarkan omzet bruto yang diterima selama bulan tersebut. 

Misalnya, jika omzet UMKM pada bulan Januari adalah Rp 

100.000.000, maka PPh final yang harus dibayar adalah 0,5% dari omzet 

tersebut, yang berarti Rp 500.000. Menghitung pajak yang terutang 

menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan kewajiban pajak 

dapat diselesaikan dengan benar. Setelah menghitung pajak yang 
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terutang, langkah berikutnya adalah melakukan pembayaran pajak. 

Pembayaran PPh final dilakukan melalui bank yang telah bekerjasama 

dengan DJP. Setelah pembayaran dilakukan, UMKM akan menerima 

bukti setor berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Bukti 

setor ini penting untuk memastikan bahwa pembayaran pajak telah 

tercatat dengan baik dalam sistem DJP. 

Pelaporan pajak dilakukan melalui aplikasi e-Bupot yang dapat 

diakses melalui sistem e-Filing DJP. Dalam aplikasi ini, UMKM harus 

mengisi data mengenai omzet yang diterima serta pajak yang telah 

dibayar pada bulan tersebut. Setelah data diisi dengan lengkap dan benar, 

UMKM kemudian mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

Masa PPh 23/26 untuk mengkonfirmasi bahwa pajak yang terutang telah 

dibayar dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses 

pelaporan ini memudahkan UMKM untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan cara yang efisien dan terstruktur, serta membantu 

mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaporan pajak. 

 

2. Pelaporan Pajak Tahunan untuk UMKM 

Meskipun UMKM dikenakan PPh final yang dihitung 

berdasarkan omzet, tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak 

tahunan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Pelaporan 

tahunan ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi 

yang dilakukan oleh UMKM tercatat dengan benar sepanjang tahun dan 

bahwa pembayaran pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Proses pelaporan ini dilakukan setiap tahun, dan meskipun 

pajak yang terutang telah dibayar melalui PPh final bulanan, pelaporan 

tahunan tetap diperlukan. 

Tahapan pertama dalam pelaporan pajak tahunan adalah 

mengumpulkan seluruh data keuangan dan laporan keuangan yang 

mencerminkan omzet bruto yang diperoleh selama tahun pajak. UMKM 

harus mencatat seluruh transaksi yang dilakukan, baik penjualan barang 

maupun jasa, agar data yang disampaikan dalam SPT Tahunan sesuai 

dengan kenyataan. Pengumpulan data yang akurat dan lengkap akan 

mempermudah proses pengisian SPT dan menghindari kesalahan dalam 

pelaporan. Setelah data keuangan terkumpul, langkah berikutnya adalah 

mengisi formulir SPT Tahunan PPh UMKM (Formulir 1770). Dalam 

formulir ini, UMKM harus mencantumkan informasi mengenai omzet 

tahunan dan jumlah PPh final yang telah dibayar sepanjang tahun. Selain 
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itu, UMKM juga harus memastikan bahwa data yang dilaporkan sesuai 

dengan catatan pembayaran pajak yang tercatat di sistem DJP, termasuk 

pajak yang sudah dibayar setiap bulannya. 

Pelaporan SPT Tahunan kemudian dilakukan melalui sistem e-

Filing, yang memungkinkan UMKM untuk mengirimkan laporan pajak 

secara elektronik. Laporan ini harus disampaikan paling lambat pada 

tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir. Sebagai 

contoh, untuk tahun pajak 2024, SPT Tahunan harus diajukan paling 

lambat 31 Maret 2025. Proses pengiriman melalui e-Filing ini 

memudahkan UMKM untuk melaporkan pajak tanpa harus mengunjungi 

kantor pajak secara langsung. Setelah SPT disampaikan, UMKM akan 

menerima bukti pelaporan elektronik sebagai tanda bahwa laporan telah 

berhasil diajukan dan diterima oleh sistem e-Filing. Bukti ini sangat 

penting sebagai bukti bahwa UMKM telah memenuhi kewajiban 

perpajakan, dan bisa digunakan sebagai referensi jika diperlukan di masa 

depan. 

 

3. Kewajiban Laporan PPh bagi UMKM yang Melibatkan 

Pemotongan Pajak 

UMKM yang menerima pendapatan dari pihak lain, seperti 

perusahaan atau lembaga yang memotong Pajak Penghasilan (PPh) atas 

jasa atau barang yang diberikan, memiliki kewajiban untuk melaporkan 

PPh yang telah dipotong tersebut. PPh yang dipotong oleh pihak ketiga 

ini sering kali terkait dengan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26, yang 

berlaku untuk penghasilan tertentu yang dibayarkan kepada UMKM. 

Oleh karena itu, UMKM harus mencatat dengan cermat jumlah PPh yang 

dipotong, karena ini akan mempengaruhi perhitungan total pajak yang 

perlu dibayar oleh UMKM tersebut. 

Pelaporan PPh 23/26 dilakukan setiap bulan melalui sistem yang 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu aplikasi e-Bupot 

atau aplikasi lain yang ditunjuk. Dalam pelaporan ini, UMKM wajib 

mengisi data terkait dengan pajak yang telah dipotong oleh pihak lain 

dan yang telah dibayarkan ke kas negara. Proses pelaporan ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong oleh pihak ketiga telah 

disetorkan dengan benar dan UMKM dapat memperoleh kredit pajak 

yang sesuai. Kredit pajak ini nantinya dapat dikompensasikan dengan 

pajak yang harus dibayar oleh UMKM, sehingga dapat mengurangi 

beban pajak yang perlu disetorkan pada akhirnya. 
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Penting bagi UMKM untuk memastikan bahwa seluruh 

pemotongan dan pembayaran pajak tercatat dengan akurat dan 

dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban pelaporan 

ini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang sudah disediakan, 

sehingga memudahkan proses pelaporan dan memastikan tidak terjadi 

kekeliruan dalam pencatatan. Selain itu, laporan yang telah dikirimkan 

akan diproses oleh DJP untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan 

hak kredit pajaknya dan tidak terutang lebih dari yang seharusnya. 

 

4. Kendala dalam Pelaporan Pajak untuk UMKM 

Meskipun pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) untuk UMKM 

dirancang lebih sederhana dibandingkan dengan wajib pajak lainnya, 

UMKM sering menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi 

kewajiban pelaporan pajak. Salah satu kendala utama adalah kesulitan 

dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan. Banyak UMKM yang 

belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang teratur dan rapi, 

sehingga sulit untuk menghitung omzet dan pajak yang terutang. Tanpa 

sistem yang baik, UMKM seringkali kesulitan dalam melacak transaksi 

yang dilakukan sepanjang tahun, yang berisiko pada ketidaktepatan 

dalam perhitungan pajak yang harus dilaporkan. 

Kurangnya pemahaman mengenai perpajakan menjadi kendala 

besar bagi sebagian besar pelaku UMKM. Banyak darinya yang tidak 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewajiban perpajakan, 

prosedur pelaporan yang benar, dan peraturan pajak yang berlaku. Hal 

ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan, baik itu tidak 

melaporkan pajak dengan benar, salah dalam penghitungan, atau bahkan 

tidak melaporkan pajak sama sekali. Ketidaktahuan ini bisa berujung 

pada masalah hukum atau sanksi administratif yang merugikan bagi 

UMKM. 

Kendala lain yang sering dihadapi oleh UMKM adalah terkait 

teknologi dan akses ke sistem perpajakan. Meskipun sistem e-Filing dan 

e-Bupot sudah dirancang untuk mempermudah pelaporan pajak secara 

elektronik, tidak semua UMKM memiliki akses yang memadai. 

Beberapa pelaku UMKM mungkin kurang familiar dengan teknologi 

atau tidak memiliki perangkat yang memadai untuk mengakses sistem 

pelaporan pajak secara online. Selain itu, akses internet yang tidak stabil 

atau terbatas juga menjadi hambatan untuk melakukan pelaporan tepat 

waktu. Hal ini membuat beberapa UMKM kesulitan untuk 
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memanfaatkan teknologi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) dalam pelaporan pajak. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Sebuah UMKM memiliki omzet tahunan sebesar Rp 450.000.000. 

UMKM tersebut memilih untuk dikenakan PPh Final sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Hitunglah PPh yang harus dibayar oleh 

UMKM tersebut dalam setahun jika tarif PPh final yang berlaku 

adalah 0,5%. 

2. Sebuah UMKM memiliki omzet bulanan sebesar Rp 100.000.000. 

Hitunglah PPh yang harus dibayar setiap bulan oleh UMKM 

tersebut jika tarif PPh final adalah 0,5%. 

3. Sebuah UMKM telah membayar PPh final sebesar Rp 500.000 

untuk bulan Januari. UMKM tersebut kemudian mengisi SPT Masa 

PPh 23/26 dan melaporkan pajak tersebut melalui sistem e-Bupot 

pada bulan Februari. Jika SPT dilaporkan tepat waktu, apa yang 

akan diterima oleh UMKM setelah melaporkan SPT Masa PPh? 

4. Apa yang dimaksud dengan PPh final dan bagaimana perbedaannya 

dengan PPh biasa dalam konteks UMKM? 

5. Sebagai pemilik UMKM, Andi memperoleh omzet bulanan sebesar 

Rp 200.000.000 pada bulan Mei. Berapa besar PPh yang harus 

dibayar oleh Andi jika ia memilih untuk menggunakan tarif PPh 

final yang berlaku? 

 

 

  



Buku Ajar   55 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan pengertian dan dasar pengenaan 

PPN, memahami pengecualian dan pembebasan PPN bagi UMKM, 

serta memahami cara menghitung PPN untuk UMKM. Sehingga 

pembaca dapat mampu menerapkan ketentuan PPN dalam aktivitas 

bisnis UMKM secara efektif dan sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku. 

Materi Pembelajaran 

• Pengertian dan Dasar Pengenaan PPN 

• Pengecualian dan Pembebasan PPN bagi UMKM 

• Cara Menghitung PPN untuk UMKM 

• Latihan Soal 

 

 

A. Pengertian dan Dasar Pengenaan PPN 

 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung 

yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah 

Indonesia. Sebagai pajak berbasis konsumsi, beban PPN akhirnya 

ditanggung oleh konsumen akhir, meskipun pajak ini dipungut dan 

disetorkan ke pemerintah oleh pengusaha. Hal ini membuat PPN menjadi 

salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Indonesia, 

berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dasar hukum PPN 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, 

dengan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan 

aturan ini, PPN dikenakan pada setiap tahap peredaran barang atau jasa, 

mulai dari produsen hingga konsumen akhir. 
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1. Pengertian PPN 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan 

atas transaksi penyerahan barang dan jasa di dalam daerah pabean, yang 

diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN. PPN berlaku pada sejumlah 

kegiatan, yaitu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) oleh pengusaha, 

penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, serta pemanfaatan BKP 

tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. 

Selain itu, PPN juga dikenakan atas ekspor BKP berwujud, BKP tidak 

berwujud, dan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

PPN bersifat objektif, artinya pajak ini dikenakan tanpa 

memperhatikan kondisi subjeknya. Hal ini berarti bahwa setiap transaksi 

yang memenuhi kriteria tertentu akan dikenakan PPN tanpa memandang 

apakah pelaku transaksi adalah individu atau badan usaha. Namun, 

penerapan PPN ini juga bergantung pada status Pengusaha Kena Pajak 

(PKP). PKP adalah pengusaha yang telah memenuhi batas omzet tertentu 

yang ditetapkan oleh pemerintah, dan wajib memungut PPN dari 

konsumennya. Setelah memungut PPN, PKP kemudian wajib 

menyetorkannya ke kas negara. 

 

2. Dasar Pengenaan PPN 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan nilai yang digunakan 

untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

terutang dalam suatu transaksi. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang 

PPN, tarif PPN yang berlaku secara umum adalah 11% mulai tahun 

2022. Namun, tarif ini dapat diubah sesuai dengan kondisi perekonomian 

nasional, dengan batasan paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. 

Penghitungan DPP dilakukan berdasarkan kategori tertentu yang 

ditetapkan oleh undang-undang untuk memastikan keadilan dan 

keakuratan pajak yang dikenakan. 

DPP ditentukan berdasarkan empat kategori utama. Pertama, 

Harga Jual, yaitu nilai berupa uang yang mencakup seluruh biaya yang 

diminta atau seharusnya diminta oleh penjual atas penyerahan Barang 

Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), tetapi tidak termasuk 

PPN itu sendiri. Kedua, Penggantian, yang merupakan nilai berupa uang 

termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh 

penyedia jasa atas penyerahan JKP, juga tidak termasuk PPN. Ketiga, 

Nilai Impor, yang mencakup harga CIF (Cost, Insurance, and Freight) 

barang impor ditambah dengan bea masuk dan pungutan lain yang 



Buku Ajar   57 

berkaitan. Keempat, Nilai Ekspor, yang merupakan nilai berupa uang 

yang diminta oleh eksportir atas ekspor BKP atau JKP. 

Sebagai ilustrasi, jika sebuah perusahaan menjual produk dengan 

harga Rp10.000.000, maka PPN yang harus dipungut dari konsumen 

dihitung dengan mengalikan harga jual dengan tarif PPN. Dengan tarif 

11%, penghitungan PPN adalah Rp10.000.000 × 11%, yang 

menghasilkan PPN sebesar Rp1.100.000. Nilai ini kemudian 

ditambahkan ke harga jual sebagai bagian dari total pembayaran yang 

dilakukan konsumen. Dengan dasar pengenaan pajak yang jelas, 

pemerintah dapat memastikan bahwa PPN dihitung secara adil dan 

transparan untuk semua transaksi yang dikenakan. Selain itu, DPP 

membantu mendukung pelaporan pajak yang akurat dan kepatuhan pajak 

yang lebih baik dari pelaku usaha.  

 

3. Karakteristik PPN 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki karakteristik unik yang 

membedakannya dari jenis pajak lainnya. Salah satu karakteristik utama 

PPN adalah bersifat tidak langsung, yang berarti pajak ini tidak 

dibayarkan langsung oleh konsumen kepada pemerintah. Sebaliknya, 

pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau 

Jasa Kena Pajak (JKP) bertindak sebagai pemungut pajak. Pajak yang 

telah dikumpulkan dari konsumen kemudian disetorkan oleh pengusaha 

kepada negara. PPN juga diterapkan pada nilai tambah yang tercipta 

dalam setiap tahap proses produksi dan distribusi. Dalam praktiknya, 

PPN dikenakan pada harga jual suatu barang atau jasa, namun hanya atas 

nilai tambah yang diciptakan di tahap tersebut. Contohnya, jika sebuah 

barang mentah diolah menjadi produk jadi, maka nilai tambah dari 

proses pengolahan tersebutlah yang menjadi dasar pengenaan PPN. 

Dengan demikian, PPN hanya dikenakan atas kontribusi ekonomi yang 

diciptakan di setiap tahap, tanpa terakumulasi secara berlebihan. 

Karakteristik lain dari PPN adalah sifatnya yang netral. Melalui 

mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran, beban pajak tidak 

ditanggung oleh pelaku usaha. Pajak masukan adalah PPN yang dibayar 

oleh pengusaha saat membeli BKP atau JKP, sedangkan pajak keluaran 

adalah PPN yang dipungut dari konsumen. Pengusaha dapat 

mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran, sehingga pajak 

yang disetorkan ke pemerintah hanya mencerminkan selisihnya. 

Mekanisme ini memastikan bahwa PPN tidak membebani proses 



58 Perpajakan Untuk UMKM 

produksi atau distribusi. PPN berbasis konsumsi, yang berarti beban 

pajak sepenuhnya ditanggung oleh konsumen akhir. Hal ini terjadi 

karena PPN dikenakan pada harga barang atau jasa yang dibeli oleh 

konsumen. Dengan demikian, produsen, distributor, atau pelaku usaha 

lainnya hanya berperan sebagai perantara dalam memungut dan 

menyetorkan pajak. Akibatnya, PPN tidak memengaruhi struktur biaya 

di tingkat produsen atau distributor, melainkan hanya harga akhir yang 

dibayarkan konsumen. 

 

4. Pentingnya Dasar Pengenaan PPN untuk UMKM 

Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran 

penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama 

bagi yang telah mencapai omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun. Dalam 

kondisi ini, UMKM diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP, UMKM memiliki tanggung 

jawab untuk memungut PPN dari konsumen atas penyerahan Barang 

Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan. Pajak 

yang telah dipungut ini kemudian harus dilaporkan dan disetorkan ke 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui mekanisme yang telah diatur. 

Pemahaman yang baik mengenai dasar pengenaan PPN menjadi 

sangat penting bagi UMKM untuk memastikan kewajiban 

perpajakannya terpenuhi secara benar dan tepat waktu. Dasar pengenaan 

PPN mencakup elemen-elemen seperti harga jual, penggantian, nilai 

impor, dan nilai ekspor, yang menjadi acuan dalam menghitung PPN 

yang terutang. Pengetahuan ini memungkinkan UMKM menghitung 

pajak dengan tepat, menghindari kesalahan dalam pelaporan, dan 

memastikan kelancaran operasional bisnis tanpa hambatan administratif. 

Untuk mendukung UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan 

ini, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas, seperti aplikasi e-

Faktur. Aplikasi ini mempermudah UMKM dalam membuat faktur pajak 

elektronik, menghitung PPN secara otomatis, dan melaporkan pajak 

dengan lebih efisien. Dengan adanya e-Faktur, proses pelaporan pajak 

menjadi lebih transparan dan terstruktur, sehingga mengurangi risiko 

kesalahan serta meningkatkan akuntabilitas transaksi bisnis. 
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B. Pengecualian dan Pembebasan PPN bagi UMKM 

 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu pajak yang 

dapat menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, termasuk Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, pemerintah Indonesia 

memahami pentingnya meringankan beban perpajakan UMKM untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Oleh 

karena itu, terdapat berbagai ketentuan mengenai pengecualian dan 

pembebasan PPN yang berlaku bagi UMKM. 

 

1. Dasar Hukum Pengecualian dan Pembebasan PPN 

Dasar hukum pengecualian dan pembebasan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-

undangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib 

pajak tertentu dan mendukung sektor-sektor strategis dalam 

perekonomian. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), yang telah beberapa 

kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Perubahan ini memperkuat upaya pemerintah untuk menciptakan sistem 

perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan transparan, termasuk melalui 

pengaturan pengecualian dan pembebasan PPN. 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.03/2018 

memberikan batasan mengenai siapa saja yang dianggap sebagai 

Pengusaha Kecil PPN. Pengusaha dengan omzet di bawah batas tertentu 

tidak diwajibkan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga 

dibebaskan dari kewajiban untuk memungut PPN. Kebijakan ini 

bertujuan untuk meringankan beban administrasi dan fiskal bagi usaha 

kecil, yang sering kali memiliki kapasitas terbatas dalam hal pencatatan 

dan pelaporan pajak. 

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2022, yang memberikan insentif perpajakan untuk 

sektor-sektor tertentu, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi melalui pengurangan beban pajak bagi sektor yang menjadi 

prioritas pembangunan. Misalnya, sektor yang mendukung ketahanan 
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pangan, energi terbarukan, atau pengembangan teknologi tertentu dapat 

memperoleh pembebasan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

2. Pengecualian PPN bagi UMKM 

Pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.03/2018, yang menetapkan bahwa 

pengusaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun masuk dalam 

kategori Pengusaha Kecil. Sesuai ketentuan ini, UMKM yang tergolong 

sebagai Pengusaha Kecil tidak diwajibkan untuk mendaftar sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan, dengan demikian, tidak perlu 

memungut PPN dari konsumen. 

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi 

perpajakan yang sering kali menjadi tantangan bagi UMKM, mengingat 

keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam mengelola pencatatan dan 

pelaporan pajak. Selain itu, pengecualian ini memberikan kelonggaran 

kepada pelaku UMKM untuk lebih fokus pada pengembangan usaha 

tanpa harus dibebani oleh kewajiban administrasi perpajakan yang 

kompleks. Dengan adanya insentif ini, pemerintah juga berharap dapat 

mendorong lebih banyak pelaku usaha kecil untuk keluar dari sektor 

informal dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga 

mendukung upaya peningkatan basis pajak nasional. 

Meskipun demikian, pengecualian ini tidak berlaku secara 

mutlak. UMKM yang secara sukarela memilih untuk menjadi PKP tetap 

memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN 

sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, barang atau jasa tertentu yang 

dihasilkan oleh UMKM, terutama yang masuk dalam kategori strategis 

atau mewah, tetap dikenakan PPN tanpa memandang omzet usaha. Hal 

ini mencerminkan upaya pemerintah untuk tetap memastikan bahwa 

sektor usaha strategis memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak 

nasional. 

 

3. Pembebasan PPN 

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah 

satu kebijakan fiskal yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk 

mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) dalam kondisi tertentu. Berdasarkan Pasal 16B Undang-

Undang PPN, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan 
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pembebasan PPN terhadap sektor tertentu sebagai upaya untuk 

mendorong stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan usaha kecil, 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembebasan PPN bagi 

UMKM dapat berlaku untuk barang dan jasa tertentu. Contohnya adalah 

barang kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan minyak goreng, yang 

merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, jasa 

pendidikan, kesehatan, dan keuangan yang disediakan oleh UMKM juga 

termasuk dalam kategori yang dibebaskan dari PPN. Kebijakan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan esensial masyarakat tetap 

terjangkau, sekaligus mendorong partisipasi UMKM dalam penyediaan 

barang dan jasa tersebut. 

Pembebasan PPN juga dapat diberikan berdasarkan lokasi dan 

kegiatan tertentu. UMKM yang beroperasi di wilayah terpencil atau 

daerah dengan fasilitas khusus, seperti kawasan ekonomi khusus (KEK), 

sering kali mendapatkan pembebasan PPN sebagai bagian dari strategi 

pemerintah untuk mempercepat pembangunan wilayah tersebut. Hal ini 

membantu UMKM di daerah terpencil untuk tetap kompetitif meskipun 

menghadapi kendala geografis dan infrastruktur. Program insentif juga 

menjadi salah satu mekanisme untuk memberikan pembebasan PPN bagi 

UMKM. Contohnya adalah UMKM yang terlibat dalam program 

pemerintah untuk pengembangan sektor strategis, seperti industri kreatif 

atau teknologi, sering kali memperoleh pembebasan PPN sebagai bentuk 

dukungan terhadap inovasi dan investasi di bidang tersebut. Kebijakan 

fiskal ini tidak hanya meringankan beban pajak UMKM tetapi juga 

mendorongnya untuk lebih aktif berkontribusi pada pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

 

4. Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN 

Berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), terdapat beberapa kategori barang dan jasa yang tidak dikenakan 

PPN. Ketentuan ini dirancang untuk meringankan beban masyarakat, 

termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 

sekaligus memastikan kebutuhan dasar dan jasa penting tetap terjangkau. 

Barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini sering kali merupakan 

produk atau layanan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan 

pokok atau sektor sosial. Barang kebutuhan pokok menjadi salah satu 

kategori utama yang tidak dikenakan PPN. Contohnya mencakup beras, 

jagung, kedelai, garam, dan bahan makanan pokok lainnya. Barang-
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barang ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tidak dikenakan PPN, harga 

barang kebutuhan pokok menjadi lebih stabil dan terjangkau, terutama 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini juga memberikan 

kemudahan bagi UMKM yang bergerak di sektor produksi dan distribusi 

bahan pokok, karena tidak perlu memungut atau melaporkan PPN atas 

barang-barang tersebut. 

Beberapa jasa tertentu juga dikecualikan dari pengenaan PPN. 

Jasa pendidikan, misalnya, termasuk layanan yang diberikan oleh 

lembaga pendidikan formal dan non-formal. Hal ini bertujuan untuk 

mendukung akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih luas tanpa 

tambahan beban pajak. Jasa kesehatan juga tidak dikenakan PPN, 

termasuk layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit, klinik, dan 

tenaga medis, untuk memastikan bahwa layanan kesehatan tetap 

terjangkau bagi masyarakat. Jasa keagamaan, seperti layanan yang 

diberikan oleh lembaga agama atau penyelenggaraan ibadah, juga 

termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari PPN. Selain itu, terdapat 

jasa tertentu lainnya yang diatur lebih lanjut dalam peraturan, seperti jasa 

pengangkutan umum darat, air, dan udara, serta jasa tenaga kerja. 

Ketentuan ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam mendukung 

sektor-sektor yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang 

signifikan. 

 

5. Tujuan dan Manfaat Pengecualian dan Pembebasan PPN bagi 

UMKM 

Pengecualian dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

memberikan berbagai manfaat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). Kebijakan ini dirancang untuk mendorong 

pertumbuhan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung 

perekonomian, sekaligus membantunya menghadapi tantangan di pasar. 

Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat utama dari pengecualian dan 

pembebasan PPN bagi UMKM. Salah satu manfaat utama adalah 

mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh UMKM. Dengan 

tidak dikenakannya PPN pada barang dan jasa tertentu, UMKM dapat 

menikmati margin keuntungan yang lebih besar. Hal ini sangat penting 

bagi pelaku usaha kecil yang sering kali beroperasi dengan sumber daya 

terbatas. Dengan pengurangan beban pajak, dapat lebih fokus pada 
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pengembangan produk, peningkatan kualitas layanan, atau ekspansi 

usaha. 

Pengecualian dan pembebasan PPN juga meningkatkan likuiditas 

usaha. Beban pajak yang lebih rendah memberikan ruang bagi UMKM 

untuk mengalokasikan dana yang tersedia ke dalam kebutuhan lain, 

seperti pembelian bahan baku, investasi dalam teknologi, atau pelatihan 

tenaga kerja. Likuiditas yang lebih baik memungkinkan UMKM untuk 

tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu dan bersaing 

di pasar yang semakin kompetitif. Kebijakan ini juga bertujuan untuk 

mendorong kepatuhan pajak. Dengan adanya insentif berupa 

pengecualian atau pembebasan pajak, lebih banyak UMKM terdorong 

untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini menciptakan 

hubungan yang lebih baik antara pelaku usaha dan pemerintah, karena 

UMKM merasa didukung melalui kebijakan yang berpihak. Kepatuhan 

pajak yang lebih tinggi tidak hanya bermanfaat bagi UMKM itu sendiri, 

tetapi juga membantu pemerintah dalam memperluas basis pajak secara 

keseluruhan. 

 

6. Contoh Kasus 

UMKM "Citra Craft" merupakan usaha kecil yang bergerak di 

bidang kerajinan tangan dengan omzet tahunan sebesar Rp3,5 miliar. 

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.03/2018, usaha ini termasuk dalam 

kategori Pengusaha Kecil. Sebagai Pengusaha Kecil, "Citra Craft" tidak 

diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) dan karenanya tidak memiliki kewajiban untuk memungut Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) atas produk yang dijual. Kebijakan ini 

memberikan keuntungan bagi "Citra Craft" karena dapat mengurangi 

beban administrasi perpajakan, sehingga bisa lebih fokus pada 

pengembangan usaha dan meningkatkan daya saing di pasar. 

Situasi ini berubah jika omzet tahunan "Citra Craft" meningkat 

menjadi Rp5 miliar. Dalam kondisi ini, sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku, usaha tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan 

diri sebagai PKP. Dengan status sebagai PKP, "Citra Craft" harus mulai 

memungut PPN sebesar 11% (sesuai tarif PPN yang berlaku sejak tahun 

2022) dari konsumennya untuk setiap penjualan produk. Selain itu, juga 

harus melaporkan dan menyetorkan PPN yang telah dipungut ke 



64 Perpajakan Untuk UMKM 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui mekanisme yang telah 

ditentukan, seperti penggunaan aplikasi e-Faktur. 

Perubahan status dari Pengusaha Kecil menjadi PKP 

memberikan tantangan baru bagi "Citra Craft." Di satu sisi, perlu 

memastikan bahwa sistem akuntansi dan administrasi pajak yang 

diterapkan sudah memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang 

lebih kompleks. Di sisi lain, kewajiban memungut PPN juga dapat 

memengaruhi harga jual produk, sehingga penting bagi "Citra Craft" 

untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan pajak dan daya saing di 

pasar. 

 

C. Cara Menghitung PPN untuk UMKM 

 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan 

pada setiap transaksi barang dan jasa yang termasuk dalam kategori kena 

pajak. UMKM yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks UMKM, penghitungan 

PPN memerlukan pemahaman tentang dasar pengenaan pajak, tarif yang 

berlaku, dan mekanisme pengelolaan pajak. 

 

1. Dasar Pengenaan PPN 

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah nilai 

yang digunakan untuk menghitung besarnya PPN yang terutang atas 

penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU HPP), terdapat beberapa komponen yang menjadi dasar 

pengenaan pajak. Pertama, harga jual adalah nilai uang yang diterima 

oleh penjual atas barang atau jasa yang dijual, termasuk semua biaya 

yang dikenakan kepada pembeli, namun tidak termasuk PPN yang 

dipungut. Kedua, penggantian merujuk pada nilai uang yang diterima 

oleh penjual sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa kena 

pajak. Selain itu, untuk transaksi impor, dasar pengenaan PPN juga 

mencakup nilai impor, yaitu harga barang yang diimpor yang ditambah 

dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan. Terakhir, nilai 

ekspor mencakup nilai barang atau jasa kena pajak yang diekspor, yang 

juga merupakan dasar pengenaan PPN dalam transaksi ekspor. 
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Pada tarif PPN, Indonesia menerapkan beberapa kebijakan 

berdasarkan UU HPP. Mulai 1 April 2022, tarif standar PPN dinaikkan 

dari 10% menjadi 11%, yang berlaku untuk kebanyakan barang dan jasa. 

Namun, untuk barang atau jasa tertentu, pemerintah dapat menetapkan 

tarif khusus yang lebih rendah atau lebih tinggi, sesuai dengan kebijakan 

fiskal yang sedang berlaku. Di sisi lain, untuk Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) yang memiliki omzet di bawah batas tertentu, 

terdapat opsi untuk memilih tarif final yang lebih ringan, yaitu sebesar 

1% dari omzet tahunan. Meskipun tarif final ini lebih sederhana, UMKM 

yang ingin memanfaatkannya tetap harus melakukan pendaftaran khusus 

dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh otoritas pajak. 

 

2. Langkah-Langkah Menghitung PPN untuk UMKM 

Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk UMKM 

memerlukan beberapa langkah yang harus dilakukan secara sistematis 

agar kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan benar. Langkah pertama 

dalam proses perhitungan PPN adalah mengidentifikasi omzet kena 

pajak. UMKM harus memastikan total omzet dari penjualan barang dan 

jasa yang dikenakan PPN selama satu periode tertentu. Sebagai contoh, 

jika UMKM melakukan penjualan barang senilai Rp100 juta dan 

penjualan jasa sebesar Rp50 juta, maka total omzet kena pajak yang 

dihitung adalah Rp150 juta. 

Langkah berikutnya adalah menghitung PPN keluaran, yaitu 

PPN yang dipungut dari pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Untuk 

menghitung PPN keluaran, digunakan rumus: PPN Keluaran = Total 

Omzet Kena Pajak × Tarif PPN. Misalnya, jika total omzet kena pajak 

adalah Rp150 juta dan tarif PPN yang berlaku adalah 11%, maka PPN 

keluaran yang harus dipungut oleh UMKM adalah sebesar Rp16.500.000 

(150.000.000 × 11%). Langkah selanjutnya adalah menghitung PPN 

masukan, yaitu PPN yang dibayar oleh UMKM atas pembelian barang 

atau jasa yang digunakan untuk operasional usaha. PPN masukan ini 

dapat dikreditkan dengan PPN keluaran yang dipungut dari konsumen, 

asalkan pembelian tersebut memenuhi syarat untuk dikreditkan. Sebagai 

contoh, jika UMKM membeli barang kena pajak senilai Rp50 juta, maka 

PPN masukan yang harus dibayar adalah sebesar Rp5.500.000 

(50.000.000 × 11%). 

Langkah berikutnya adalah menghitung PPN yang harus disetor 

ke kas negara. PPN yang harus disetor dapat dihitung dengan 
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mengurangi PPN masukan dari PPN keluaran. Jika PPN keluaran lebih 

besar daripada PPN masukan, UMKM harus menyetor selisihnya ke kas 

negara. Sebagai contoh, jika PPN keluaran adalah Rp16.500.000 dan 

PPN masukan adalah Rp5.500.000, maka PPN yang harus disetor adalah 

Rp11.000.000 (16.500.000 - 5.500.000). Namun, jika PPN masukan 

lebih besar dari PPN keluaran, kelebihan PPN ini dapat dikompensasikan 

ke periode pajak berikutnya. Langkah terakhir adalah pencatatan dan 

pelaporan. UMKM wajib mencatat semua transaksi pajak dengan baik 

dan benar, terutama dalam faktur pajak, serta melaporkan PPN yang 

telah dihitung melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Pelaporan 

ini dilakukan setiap bulan dan dapat dilakukan secara daring melalui 

aplikasi e-Faktur yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Dengan demikian, UMKM dapat memastikan bahwa kewajiban 

perpajakannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

3. Simulasi Perhitungan PPN 

Simulasi perhitungan PPN untuk UMKM dapat dijelaskan 

melalui contoh dengan kondisi berikut: total penjualan sebesar Rp200 

juta dan total pembelian bahan baku sebesar Rp80 juta, dengan tarif PPN 

yang berlaku sebesar 11%. Langkah pertama adalah menghitung PPN 

keluaran, yaitu PPN yang dipungut dari pembeli atas barang atau jasa 

yang dijual oleh UMKM. Dalam hal ini, PPN keluaran dapat dihitung 

dengan mengalikan total penjualan dengan tarif PPN, sehingga diperoleh 

PPN keluaran sebesar Rp22.000.000 (200.000.000 × 11%). Selanjutnya, 

untuk menghitung PPN masukan, yaitu PPN yang dibayar oleh UMKM 

atas pembelian bahan baku yang digunakan dalam proses produksi atau 

operasional usaha, kita mengalikan total pembelian bahan baku dengan 

tarif PPN. Dalam hal ini, PPN masukan yang dibayar oleh UMKM 

adalah sebesar Rp8.800.000 (80.000.000 × 11%). 

Langkah berikutnya adalah menghitung PPN yang harus disetor 

ke kas negara. PPN yang harus disetor dihitung dengan mengurangi PPN 

masukan dari PPN keluaran. Dalam contoh ini, PPN yang harus disetor 

adalah sebesar Rp13.200.000 (22.000.000 - 8.800.000). Ini berarti bahwa 

UMKM harus menyetor selisih PPN keluaan dan PPN masukan, yang 

jumlahnya Rp13.200.000, ke kas negara. Dengan demikian, UMKM 

dalam contoh ini memiliki kewajiban untuk menyetor PPN sebesar 

Rp13.200.000 berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Proses ini 
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mencerminkan pentingnya penghitungan yang tepat dalam pelaporan 

PPN dan kewajiban perpajakan bagi UMKM, untuk memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku. 

 

4. Kendala dalam Penghitungan PPN untuk UMKM 

Kendala dalam penghitungan PPN bagi UMKM sering kali 

muncul dari berbagai aspek yang mempengaruhi kelancaran proses 

perpajakan. Salah satu kendala utama adalah pemahaman yang terbatas 

tentang mekanisme penghitungan PPN. Banyak pelaku UMKM yang 

belum sepenuhnya memahami bagaimana cara menghitung dan 

melaporkan PPN, terutama jika baru pertama kali terlibat dalam 

kewajiban pajak. Hal ini menyebabkan potensi kesalahan dalam 

perhitungan dan pelaporan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada 

masalah hukum atau denda dari otoritas pajak. 

Kendala administrasi juga menjadi hambatan signifikan. 

Pencatatan dan pelaporan pajak yang akurat memerlukan sistem 

administrasi yang terorganisasi dengan baik. Banyak UMKM yang 

belum memiliki sistem pencatatan yang memadai, sehingga sulit untuk 

memisahkan antara PPN keluaran dan PPN masukan dalam transaksi 

harian. Tanpa sistem yang jelas, UMKM bisa mengalami kesulitan 

dalam menghitung PPN yang harus disetor, serta dalam menyiapkan 

dokumen dan faktur pajak yang diperlukan untuk pelaporan. Hal ini 

berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan dan penghindaran 

kewajiban perpajakan. 

Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah biaya tambahan yang 

timbul akibat PPN. PPN yang harus dipungut dari konsumen, meskipun 

pada dasarnya dapat dikreditkan, sering kali menjadi beban tambahan 

bagi UMKM, terutama jika belum dapat mengelola biaya operasional 

dengan efisien. Bagi UMKM dengan omzet yang terbatas, biaya 

administrasi dan kewajiban pajak ini dapat menjadi beban finansial yang 

cukup berat, mungkin harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk 

membayar pajak dan menyewa tenaga ahli untuk menangani kewajiban 

pajak, yang pada akhirnya mengurangi daya saing dan profitabilitas 

usahanya. 

  

5. Rekomendasi untuk UMKM 

Untuk membantu UMKM menghadapi tantangan dalam 

penghitungan dan pelaporan PPN, beberapa langkah penting perlu 
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diambil agar dapat mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah 

dan efisien. Salah satu rekomendasi utama adalah pelatihan dan 

pendampingan yang diberikan oleh pemerintah dan instansi terkait. 

Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman dasar mengenai mekanisme 

PPN, cara menghitung dan melaporkan pajak, serta penggunaan sistem 

administrasi yang baik. Pendampingan dari para ahli atau konsultan 

pajak juga dapat memberikan UMKM bimbingan yang lebih intensif, 

memastikan memahami peraturan pajak dan dapat mengelola kewajiban 

perpajakan dengan baik. 

Digitalisasi sistem pajak menjadi solusi yang sangat membantu 

dalam meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan pajak. Dengan 

memanfaatkan teknologi seperti aplikasi e-faktur yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), UMKM dapat mencatat transaksi pajak 

dengan lebih mudah dan tepat. Aplikasi ini memungkinkan UMKM 

untuk mengelola faktur pajak secara daring, mengurangi kesalahan 

manual dalam pencatatan, dan mempermudah proses pelaporan PPN 

melalui Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Digitalisasi ini 

juga memungkinkan UMKM untuk lebih cepat mengakses informasi 

terkait kewajiban pajak dan meminimalkan keterlambatan pelaporan 

yang bisa berakibat pada denda atau sanksi. 

Pemberian fasilitas insentif bagi UMKM yang patuh terhadap 

kewajiban PPN dapat menjadi motivasi tambahan untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian 

insentif dalam bentuk pengurangan beban pajak, fasilitas pembiayaan 

dengan bunga rendah, atau kemudahan akses ke pasar dan program 

pengembangan usaha bagi UMKM yang secara konsisten melaporkan 

dan membayar PPN. Insentif ini tidak hanya membantu meringankan 

beban UMKM, tetapi juga mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik, 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi UMKM dalam 

perekonomian formal. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Sebutkan tiga jenis barang atau jasa yang dikecualikan dari 

pengenaan PPN menurut peraturan di Indonesia. 

2. Jelaskan langkah-langkah penghitungan PPN keluaran dan PPN 

masukan. 
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3. Mengapa pelaporan PPN melalui sistem e-faktur dianggap lebih 

efisien bagi UMKM? 

4. Diskusikan dampak penerapan PPN bagi UMKM, baik dari sisi 

pengusaha maupun konsumen. 

5. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan insentif terkait 

PPN untuk mendukung pertumbuhan UMKM? 
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PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan pengertian PBB dan jenisnya, 

memahami kewajiban PBB bagi UMKM, memahami cara 

penghitungan PBB untuk UMKM, serta memahami pelaporan dan 

pembayaran PBB. Sehingga pembaca dapat mampu memenuhi 

kewajiban perpajakan terkait PBB secara tepat dan efisien dalam 

menjalankan usaha UMKM. 

Materi Pembelajaran 

• Pengertian PBB dan Jenisnya 

• Kewajiban PBB bagi UMKM  

• Cara Penghitungan PBB untuk UMKM 

• Pelaporan dan Pembayaran PBB 

• Latihan Soal 

 

 

A. Pengertian PBB dan Jenisnya 

 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan 

atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau 

bangunan. PBB memiliki peran yang sangat penting dalam pendapatan 

negara dan daerah, serta berfungsi sebagai alat untuk mendorong 

pembangunan melalui pengumpulan pajak yang diterima dari objek 

pajak yang ada di wilayah tertentu. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah 

daerah, yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Secara umum, 

PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan 

bangunan. Objek pajak ini bisa berupa properti pribadi, komersial, atau 

yang digunakan untuk tujuan tertentu, yang dimiliki atau dikuasai oleh 

individu atau badan hukum. PBB merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting, karena pajak ini menjadi alat untuk 

membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan infrastruktur yang ada 

di daerah tersebut. 
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PBB dibedakan berdasarkan jenis objek pajak yang dikenakan 

pajak, yakni tanah dan bangunan. Tanah yang dimaksud mencakup 

semua jenis tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh individu atau badan 

hukum, sedangkan bangunan adalah semua konstruksi yang dibangun di 

atas tanah yang bersangkutan. PBB di Indonesia dibagi menjadi beberapa 

jenis berdasarkan karakteristik dan lokasi objek pajak. Berikut adalah 

jenis-jenis PBB yang berlaku: 

 

1. PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang 

dikenakan atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah perdesaan 

maupun perkotaan. Pajak ini adalah salah satu jenis pajak yang sering 

kali dikenakan kepada UMKM yang memiliki properti, baik itu untuk 

tempat tinggal atau untuk kegiatan usaha. PBB-P2 melibatkan objek 

pajak yang mencakup tanah dan bangunan yang digunakan untuk 

berbagai jenis kegiatan, seperti perumahan, perdagangan, perkantoran, 

maupun kegiatan industri kecil yang ada di daerah baik perdesaan 

maupun perkotaan. Oleh karena itu, UMKM yang memiliki tanah atau 

bangunan untuk kegiatan bisnisnya wajib memenuhi kewajiban pajak 

ini. 

Tarif PBB-P2 dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah 

lainnya, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat. 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan tarif pajak 

berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang ditetapkan 

berdasarkan penilaian atas tanah dan bangunan yang bersangkutan. 

NJOP ini akan menjadi dasar dalam perhitungan besaran pajak yang 

harus dibayar oleh pemilik properti. Perhitungan PBB-P2 dilakukan 

dengan mengalikan NJOP dengan tarif yang berlaku, yang kemudian 

menghasilkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pemilik tanah atau 

bangunan. 

PBB-P2 ini penting bagi UMKM, karena pajak ini 

mencerminkan kewajiban terkait dengan properti yang digunakan untuk 

kegiatan usaha. Sebagai contoh, UMKM yang menjalankan usaha di 

sebuah bangunan atau tanah akan dikenakan pajak berdasarkan NJOP 

tanah atau bangunan tersebut. Besaran pajak yang harus dibayar oleh 

UMKM tentu sangat bergantung pada lokasi dan nilai pasar tanah serta 

bangunan tersebut, yang bisa beragam di setiap daerah. Oleh karena itu, 

UMKM perlu memahami aturan yang berlaku di daerah tempatnya 
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beroperasi untuk menghindari kesalahan dalam pembayaran pajak dan 

memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada. 

 

2. PBB Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan 

PBB untuk sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan 

dikenakan atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan di 

sektor-sektor tersebut. Jenis PBB ini biasanya tidak diterapkan pada 

UMKM, kecuali jika UMKM tersebut beroperasi di salah satu sektor 

tersebut. Masing-masing sektor memiliki ketentuan khusus terkait 

pengenaan pajak ini, dengan tujuan untuk memungut pajak dari tanah 

yang digunakan untuk kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap 

sumber daya alam. PBB perkebunan dikenakan pada lahan yang 

digunakan untuk aktivitas perkebunan, baik untuk tanaman pangan, 

tanaman perkebunan, maupun tanaman industri. Tanah yang digunakan 

untuk perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, atau tanaman lainnya akan 

dikenakan pajak berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah 

tersebut. Pengenaan pajak ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan 

lahan pertanian atau perkebunan secara berkelanjutan dan meningkatkan 

kontribusi pajak dari sektor tersebut. 

PBB pertambangan, di sisi lain, dikenakan pada tanah yang 

digunakan untuk kegiatan pertambangan. Tanah yang digunakan untuk 

menggali, menambang, atau mengeksplorasi sumber daya alam, seperti 

mineral dan batubara, akan dikenakan pajak berdasarkan nilai tanah dan 

bangunan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tersebut. 

Pengenaan PBB ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan 

tambang yang tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan tetapi juga 

memberikan kontribusi pada pendapatan negara dan daerah. Untuk 

sektor kehutanan, PBB dikenakan pada tanah yang digunakan untuk 

kegiatan kehutanan, seperti hutan produksi, hutan konservasi, atau hutan 

lindung. Tanah yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan hutan, baik 

untuk pengembangan industri kayu atau konservasi alam, akan 

dikenakan pajak. Pemerintah daerah atau kementerian terkait biasanya 

memberikan pengaturan lebih rinci mengenai pajak untuk sektor 

kehutanan, mengingat pentingnya perlindungan hutan dan pengelolaan 

sumber daya alam secara berkelanjutan. 

  



74 Perpajakan Untuk UMKM 

3. PBB Subjek Pajak Pemerintah dan Badan Publik 

PBB Subjek Pajak Pemerintah dan Badan Publik adalah jenis 

PBB yang dikenakan pada tanah dan bangunan yang dimiliki oleh 

pemerintah atau badan publik. Jenis pajak ini berbeda dengan PBB yang 

dikenakan pada individu atau badan usaha swasta, karena objek pajak 

dalam kategori ini melibatkan aset yang digunakan untuk kepentingan 

umum atau pelayanan publik. Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh 

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering digunakan 

untuk berbagai kepentingan, seperti kantor pemerintahan, fasilitas 

umum, rumah sakit, sekolah, atau infrastruktur lainnya yang mendukung 

pelayanan kepada masyarakat. 

Meskipun badan pemerintah atau badan publik memiliki 

kewajiban untuk membayar PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki, 

ada ketentuan pembebasan pajak yang berlaku. Pembebasan PBB ini 

diberikan karena objek pajak yang dimiliki oleh pemerintah atau badan 

publik digunakan untuk tujuan yang berkaitan dengan pelayanan 

masyarakat dan kepentingan umum. Misalnya, tanah yang digunakan 

untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau 

taman kota akan dibebaskan dari kewajiban PBB, mengingat manfaat 

sosial yang dihasilkan dari penggunaan tersebut. 

Meskipun ada pembebasan PBB untuk beberapa objek pajak 

yang digunakan untuk kepentingan publik, hal ini tidak berlaku untuk 

semua jenis tanah atau bangunan yang dimiliki oleh pemerintah. Jika 

tanah atau bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan komersial atau 

tujuan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik, maka 

kewajiban PBB tetap dikenakan. Sebagai contoh, jika suatu bangunan 

milik pemerintah disewakan untuk tujuan usaha atau komersial, maka 

PBB akan tetap dikenakan pada objek tersebut. 

 

B. Kewajiban PBB bagi UMKM 

 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) merupakan kewajiban perpajakan yang harus 

dipenuhi oleh pelaku usaha yang memiliki atau menguasai tanah dan 

bangunan untuk kegiatan usaha. Kewajiban ini berlaku dengan tujuan 

untuk mendorong keadilan dalam sistem perpajakan, sekaligus menjadi 

salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang digunakan 

untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur. 
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1. Subjek Pajak PBB bagi UMKM 

Subjek pajak PBB bagi UMKM adalah individu atau badan 

hukum yang memiliki atau menguasai objek pajak berupa tanah dan 

bangunan. Bagi UMKM yang memiliki tanah atau bangunan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha, seperti toko, gudang, kantor, atau 

rumah produksi, diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, 

UMKM yang memiliki properti yang digunakan untuk operasional bisnis 

akan dianggap sebagai subjek pajak PBB dan harus membayar pajak atas 

tanah dan bangunan tersebut. 

Kewajiban pembayaran PBB bagi UMKM akan bergantung pada 

lokasi tanah atau bangunan yang dimiliki, serta nilai jual objek pajak 

(NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. NJOP adalah 

harga pasar yang diperkirakan untuk suatu tanah atau bangunan dan 

digunakan sebagai dasar untuk menghitung besaran PBB yang harus 

dibayar. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan 

NJOP ini, dan nilai tersebut bisa berbeda antara daerah yang satu dengan 

yang lainnya, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat permintaan 

lahan, perkembangan wilayah, dan kebijakan daerah tersebut. 

PBB yang dikenakan kepada UMKM akan dihitung berdasarkan 

tarif yang berlaku di daerah tempat UMKM tersebut beroperasi. Tarif 

PBB dapat bervariasi antara daerah, dan biasanya lebih tinggi di wilayah 

perkotaan yang memiliki nilai properti lebih tinggi. Untuk UMKM yang 

beroperasi di wilayah dengan NJOP tinggi, kewajiban PBB yang harus 

dibayar juga akan lebih besar. Oleh karena itu, UMKM perlu 

memperhatikan kewajiban perpajakan PBB ini agar dapat mengelola 

biaya operasional dengan lebih baik. 

 

2. Obyek Pajak PBB bagi UMKM 

Objek pajak PBB bagi UMKM mencakup tanah dan bangunan 

yang digunakan untuk kegiatan usaha. Setiap UMKM yang memiliki 

atau menguasai tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk 

operasional bisnis, baik itu untuk perdagangan, produksi, atau kegiatan 

usaha lainnya, akan dikenakan kewajiban membayar PBB. Dalam hal ini, 

properti yang digunakan untuk menjalankan bisnis menjadi objek pajak 

yang harus dilaporkan dan dibayar pajaknya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Contoh objek pajak yang termasuk dalam kategori ini 

adalah tanah dan bangunan yang digunakan sebagai toko atau tempat 
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usaha. UMKM yang memiliki atau menyewa tempat usaha seperti toko, 

kios, atau ruang komersial lainnya yang berdiri di atas tanah dan 

bangunan, akan dikenakan PBB atas properti tersebut. Hal ini juga 

berlaku bagi UMKM yang menjalankan bisnis dengan lokasi fisik 

tertentu, seperti pedagang ritel atau penyedia jasa yang membutuhkan 

ruang untuk beroperasi. 

Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan produksi, 

seperti pabrik atau tempat industri, juga merupakan objek pajak PBB 

bagi UMKM. Misalnya, bagi UMKM yang memiliki bangunan pabrik 

untuk memproduksi barang-barang seperti makanan, tekstil, atau produk 

lainnya, properti tersebut akan dikenakan PBB. Bangunan pabrik atau 

rumah produksi yang digunakan untuk kegiatan industri skala kecil juga 

masuk dalam kategori objek pajak ini. UMKM yang memiliki kantor 

atau bangunan komersial lainnya untuk kegiatan administrasi atau 

operasional usaha, seperti kantor pusat, cabang, atau ruang kerja untuk 

karyawan, juga dikenakan kewajiban PBB. Hal ini berlaku baik bagi 

UMKM yang memiliki bangunan tersebut maupun yang menyewa 

properti untuk keperluan kantor. 

 

3. Pembebasan atau Pengurangan PBB bagi UMKM 

Pemerintah daerah memberikan kebijakan pembebasan atau 

pengurangan PBB bagi UMKM sebagai bentuk dukungan untuk 

mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh usaha kecil. 

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada UMKM 

yang memiliki kapasitas terbatas dalam memenuhi kewajiban pajak, 

namun tetap berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Pembebasan 

atau pengurangan PBB dapat diberikan dalam beberapa kondisi tertentu 

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Salah satu kondisi yang 

memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pembebasan atau 

pengurangan PBB adalah ketika tanah dan bangunan yang digunakan 

untuk usaha memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) tertentu. Di beberapa 

daerah, UMKM dengan NJOP tanah dan bangunan di bawah ambang 

batas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bisa saja tidak dikenakan 

PBB atau mendapatkan pengurangan tarif pajak. Hal ini memberikan 

keringanan bagi UMKM yang memiliki properti dengan nilai yang relatif 

kecil, sehingga tidak terbebani dengan tarif pajak yang tinggi. 

UMKM yang menggunakan tanah dan bangunan untuk kegiatan 

sosial, seperti pendidikan, kesehatan, atau tempat ibadah, juga dapat 
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memperoleh pembebasan PBB atau pengurangan tarif pajak. Jika 

properti yang dimiliki digunakan untuk tujuan yang memberi manfaat 

bagi masyarakat luas, pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan 

pembebasan atau pengurangan PBB untuk meringankan beban pajak 

yang harus dibayar oleh UMKM. Misalnya, jika sebuah UMKM yang 

bergerak di bidang pendidikan atau kesehatan memiliki properti untuk 

kepentingan sosial, bisa mendapatkan pembebasan atau pengurangan 

pajak sebagai bentuk dukungan untuk kegiatan sosial tersebut. 

Beberapa pemerintah daerah juga mengimplementasikan 

program pengurangan PBB sebagai bagian dari kebijakan untuk 

mendukung pengembangan UMKM. Program ini bisa berupa pemberian 

insentif berupa pengurangan PBB selama periode tertentu, yang 

bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan keberlanjutan usaha 

kecil. Misalnya, selama beberapa tahun pertama operasi, UMKM 

mungkin mendapat pengurangan atau pembebasan PBB untuk 

mendorongnya agar tetap berkembang dan berkontribusi pada 

perekonomian lokal. 

 

4. Cara Pembayaran PBB bagi UMKM 

Pembayaran PBB bagi UMKM harus dilakukan sesuai dengan 

kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Proses pembayaran 

ini umumnya dilakukan setiap tahun, dan setiap UMKM diwajibkan 

untuk mematuhi waktu pembayaran yang telah ditentukan. PBB bagi 

UMKM dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang 

tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang 

dikirimkan oleh pemerintah daerah sebagai pemberitahuan resmi 

mengenai jumlah PBB yang harus dibayar. 

Tahapan pertama dalam pembayaran PBB adalah penerimaan 

SPPT. Pemerintah daerah akan mengirimkan SPPT kepada UMKM yang 

berisi rincian jumlah pajak yang terutang, serta batas waktu pembayaran 

yang harus dipatuhi. SPPT ini menjadi acuan utama bagi UMKM untuk 

mengetahui berapa besar kewajiban yang harus dibayar dalam setahun. 

Setelah menerima SPPT, UMKM diharuskan untuk memverifikasi 

informasi yang tertera dalam surat pemberitahuan tersebut, termasuk 

memastikan kebenaran jumlah pajak yang harus dibayar dan kecocokan 

dengan data yang ada. Jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian, UMKM 

dapat mengajukan permohonan untuk perbaikan kepada pihak 
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berwenang. Setelah verifikasi selesai, UMKM dapat melakukan 

pembayaran PBB sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam SPPT. 

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui beberapa cara yang 

telah ditentukan oleh pemerintah daerah, seperti melalui bank yang 

bekerja sama atau loket pembayaran resmi yang ditunjuk. Dalam hal ini, 

pemerintah daerah umumnya telah bekerja sama dengan lembaga 

keuangan untuk memudahkan pembayaran PBB oleh wajib pajak, 

termasuk UMKM. Pembayaran bisa dilakukan secara langsung atau 

menggunakan sistem elektronik untuk efisiensi. Terakhir, UMKM 

diwajibkan untuk membayar PBB tepat waktu sesuai dengan tanggal 

yang tertera dalam SPPT. Keterlambatan pembayaran PBB dapat 

berisiko dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memperhatikan 

batas waktu pembayaran dan memastikan kewajiban pajak dipenuhi 

secara tepat waktu agar terhindar dari masalah hukum dan denda yang 

dapat memberatkan usahanya. Dengan memenuhi kewajiban 

pembayaran PBB, UMKM juga berkontribusi pada pembangunan dan 

pemeliharaan fasilitas publik yang mendukung kegiatan usahanya. 

 

5. Sanksi dan Denda atas Keterlambatan Pembayaran PBB 

Jika UMKM tidak memenuhi kewajiban untuk membayar PBB 

tepat waktu, dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan 

bunga atas keterlambatan pembayaran. Ketentuan mengenai besaran 

denda dan bunga ini telah diatur oleh pemerintah daerah dan dapat 

bervariasi antar wilayah, tergantung pada peraturan yang berlaku di 

masing-masing daerah. Tujuan dari pemberian sanksi ini adalah untuk 

mendorong wajib pajak, termasuk UMKM, agar patuh terhadap 

kewajiban perpajakan dan menjaga kelancaran pendapatan daerah. 

Denda yang dikenakan biasanya dihitung berdasarkan persentase 

tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayar. Besaran denda ini dapat 

bervariasi, namun umumnya denda akan terus bertambah seiring dengan 

semakin lamanya keterlambatan pembayaran. Selain denda, UMKM 

juga dapat dikenakan bunga atas jumlah pajak yang terutang. Bunga ini 

dihitung per hari atau per bulan, tergantung pada ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Semakin lama pembayaran tertunda, 

semakin besar pula bunga yang harus dibayar oleh UMKM. 

Pada pembayaran yang sangat terlambat, misalnya beberapa 

bulan atau tahun setelah tanggal jatuh tempo, pemerintah daerah dapat 



Buku Ajar   79 

menindaklanjuti dengan langkah-langkah lebih tegas, seperti melakukan 

penyitaan atas aset UMKM atau memblokir hak-hak administratif 

lainnya. Selain itu, keterlambatan pembayaran PBB dapat merugikan 

UMKM dari segi reputasi, karena informasi mengenai keterlambatan 

pembayaran pajak dapat tercatat dalam sistem administrasi perpajakan. 

Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk selalu memperhatikan batas 

waktu pembayaran PBB dan melakukan pembayaran sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT). Dengan demikian, UMKM dapat terhindar dari sanksi dan 

denda yang dapat memberatkan keuangan, serta menjaga hubungan yang 

baik dengan pemerintah daerah. Pembayaran pajak yang tepat waktu 

juga mencerminkan komitmen UMKM terhadap kewajiban perpajakan 

dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. 

 

6. Pentingnya Kewajiban PBB bagi UMKM 

Memenuhi kewajiban PBB bagi UMKM merupakan bagian dari 

tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap hukum yang harus 

dijalankan oleh setiap pelaku usaha. Dengan membayar PBB tepat 

waktu, UMKM menunjukkan komitmennya untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan fiskal 

pemerintah. PBB yang dibayar oleh UMKM berfungsi sebagai sumber 

pendapatan bagi pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk 

mendanai berbagai program pembangunan, termasuk perbaikan 

infrastruktur, fasilitas publik, dan layanan masyarakat lainnya. 

Infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum 

lainnya, tentunya akan mempermudah jalannya usaha UMKM dan 

meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat. Kepatuhan terhadap 

kewajiban PBB juga memberikan dampak positif bagi UMKM itu 

sendiri. Dengan membayar PBB tepat waktu, UMKM dapat memperkuat 

kredibilitas dan reputasi usahanya, akan dipandang sebagai entitas yang 

sah dan bertanggung jawab, yang mematuhi peraturan perpajakan yang 

berlaku. Hal ini sangat penting, terutama bagi UMKM yang ingin 

memperoleh izin usaha atau memperluas jaringan dengan lembaga 

keuangan, seperti bank, yang mungkin memerlukan bukti bahwa usaha 

tersebut memiliki rekam jejak yang baik dalam hal kepatuhan pajak. 

Membayar PBB dengan tertib juga membantu memperlancar 

hubungan UMKM dengan pemerintah daerah dan masyarakat. 

Kepatuhan pajak menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi terhadap 
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keberlangsungan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan berkontribusi secara langsung melalui PBB, UMKM dapat 

memperoleh kepercayaan lebih dari masyarakat sekitar, yang pada 

gilirannya dapat memperkuat posisi pasar. Sebaliknya, pelanggaran 

terhadap kewajiban PBB, seperti keterlambatan atau penghindaran 

pajak, dapat merusak reputasi usaha dan berdampak buruk terhadap 

kelangsungan usaha UMKM tersebut. Oleh karena itu, penting bagi 

UMKM untuk memahami dan mematuhi kewajiban PBB sebagai bagian 

dari kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah dan sebagai 

langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha. Dengan kepatuhan 

yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan, UMKM tidak hanya 

mendukung pembangunan tetapi juga meningkatkan peluang sukses dan 

pertumbuhannya di masa depan. 

 

C. Cara Penghitungan PBB untuk UMKM 

 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) 

yang berlaku untuk tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh 

UMKM. Penghitungan PBB ini melibatkan beberapa komponen, antara 

lain NJOP, tarif pajak, dan faktor pengali lainnya yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah. Pada dasarnya, cara penghitungan PBB adalah 

dengan menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan nilai objek 

pajak yang dimiliki oleh UMKM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

1. Komponen yang Digunakan dalam Penghitungan PBB 

Penghitungan PBB bagi UMKM melibatkan beberapa komponen 

utama yang harus diperhitungkan dengan cermat agar kewajiban pajak 

dapat dihitung dengan tepat. Salah satu komponen terpenting adalah 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP merupakan nilai yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah dan mencerminkan harga atau nilai pasar dari 

tanah dan bangunan yang dimiliki oleh UMKM. NJOP dihitung 

berdasarkan luas tanah dan bangunan serta lokasi properti tersebut. 

Setiap daerah memiliki kebijakan berbeda terkait NJOP, yang dapat 

dipengaruhi oleh kondisi pasar properti, lokasi, dan faktor lainnya. Oleh 

karena itu, nilai NJOP ini dapat bervariasi antar daerah dan menjadi dasar 

utama dalam perhitungan PBB. 
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Komponen lain yang mempengaruhi penghitungan PBB adalah 

tarif PBB. Tarif ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dan berbeda-beda 

tergantung pada jenis dan lokasi properti. Umumnya, tarif PBB yang 

dikenakan pada UMKM adalah tarif standar yang berlaku di wilayah 

tersebut. Tarif ini akan mengalikan dengan NJOP untuk menghasilkan 

jumlah pajak yang harus dibayar. Pengaturan tarif yang beragam 

memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan besaran pajak 

sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan lokal. 

Komponen lain yang terkadang digunakan dalam penghitungan 

PBB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP merujuk pada 

nilai yang diperoleh oleh wajib pajak saat terjadi pengalihan hak atas 

tanah atau bangunan, seperti dalam transaksi jual beli atau hibah. 

Namun, dalam kebanyakan kasus, penghitungan PBB lebih 

mengutamakan NJOP sebagai acuan utama, dan NPOP hanya digunakan 

dalam situasi tertentu yang melibatkan perubahan kepemilikan properti. 

Setelah NJOP, tarif, dan jika perlu NPOP dihitung, pajak terutang dapat 

ditentukan dengan mengalikan nilai objek pajak (NJOP atau NPOP) 

dengan tarif yang berlaku. Inilah jumlah PBB yang harus dibayar oleh 

UMKM sebagai kewajiban perpajakannya. Dengan memahami dan 

memperhatikan semua komponen ini, UMKM dapat memastikan bahwa 

membayar PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari 

potensi kesalahan dalam perhitungan pajak yang dapat berujung pada 

sanksi atau denda. 

 

2. Rumus Penghitungan PBB 

Penghitungan PBB bagi UMKM dilakukan dengan 

menggunakan rumus yang cukup sederhana namun melibatkan beberapa 

komponen penting. Rumus penghitungan PBB yang berlaku adalah 

sebagai berikut: 

 

PBB Terutang = NJOP × Tarif Pajak × Koefisien Pengurang 

 

Komponen pertama dalam rumus ini adalah NJOP (Nilai Jual 

Objek Pajak), yang merujuk pada nilai pasar tanah dan bangunan yang 

dimiliki oleh UMKM. NJOP ini ditetapkan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan luas dan lokasi properti, dan mencerminkan harga yang 

seharusnya dapat diperoleh jika properti tersebut dijual di pasar. Semakin 
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tinggi nilai properti, semakin besar pula NJOP yang digunakan dalam 

perhitungan PBB. Komponen kedua adalah Tarif Pajak, yang merupakan 

persentase tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pajak 

bumi dan bangunan. Tarif ini dapat bervariasi antara satu daerah dengan 

daerah lainnya, tergantung pada kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi 

setempat. Tarif ini mengalikan NJOP untuk menentukan besaran pajak 

yang harus dibayar. 

Komponen ketiga adalah Koefisien Pengurang, yang berfungsi 

untuk mengurangi jumlah PBB terutang. Koefisien ini bisa diberikan 

dalam beberapa kondisi, seperti bagi UMKM yang memiliki NJOP tanah 

dan bangunan yang rendah atau properti yang digunakan untuk kegiatan 

sosial. Misalnya, UMKM yang menggunakan tanah dan bangunan untuk 

kegiatan sosial atau kemanusiaan, seperti sekolah atau tempat ibadah, 

mungkin akan mendapatkan pengurangan PBB. Koefisien ini bertujuan 

untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak tertentu, agar tidak 

terbebani dengan pajak yang terlalu tinggi, mengingat kapasitas dan 

tujuan usahanya. Dengan rumus ini, setelah mengalikan NJOP dengan 

tarif pajak, hasilnya akan dikurangi atau disesuaikan dengan koefisien 

pengurang (jika ada). 

 

3. Contoh Penghitungan PBB untuk UMKM 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai cara 

penghitungan PBB bagi UMKM, berikut adalah contoh perhitungannya. 

Misalkan sebuah UMKM memiliki tanah dan bangunan dengan Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 500.000.000. Di daerah tempat 

UMKM tersebut berada, tarif PBB yang berlaku adalah 0,1%. Selain itu, 

UMKM ini memenuhi syarat untuk mendapatkan koefisien pengurang 

sebesar 50%, yang biasanya diberikan kepada UMKM dengan objek 

pajak yang memiliki nilai jual di bawah ambang batas tertentu yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

Berdasarkan informasi tersebut, penghitungan PBB terutang 

dapat dilakukan dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya: 

 

PBB Terutang = NJOP × Tarif Pajak × (1 − Koefisien Pengurang) 
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Menggunakan angka-angka dari contoh, perhitungan dimulai 

dengan mengalikan NJOP sebesar Rp 500.000.000 dengan tarif PBB 

0,1% (atau 0,001 dalam bentuk desimal): 

 

𝑃𝐵𝐵 𝑇𝑒𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =  500.000.000 × 0,1\% 

=  500.000.000 × 0,001 =  500.000  

 

Karena UMKM tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan 

koefisien pengurang sebesar 50%, maka nilai pajak yang sudah dihitung 

akan dikurangi setengahnya (50% atau 0,5): 

 

𝑃𝐵𝐵 𝑇𝑒𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =  500.000 × 0,5 =  250.000  

 

Dengan demikian, jumlah PBB yang harus dibayar oleh UMKM 

tersebut untuk tahun pajak tersebut adalah Rp 250.000. Penghitungan ini 

menunjukkan bahwa meskipun nilai NJOP properti UMKM cukup besar, 

adanya koefisien pengurang memberikan keringanan pajak yang 

signifikan, mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh UMKM 

tersebut. Pembayaran PBB yang tepat waktu dan sesuai perhitungan 

sangat penting bagi UMKM untuk menjaga kepatuhan terhadap 

peraturan perpajakan dan mendukung pembangunan daerah. 

 

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penghitungan PBB untuk 

UMKM 

Penghitungan PBB bagi UMKM dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor yang memengaruhi nilai objek pajak dan besaran pajak yang harus 

dibayar. Salah satu faktor utama adalah lokasi tanah dan bangunan. 

Lokasi properti sangat berpengaruh terhadap penetapan Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP). Properti yang terletak di pusat kota atau daerah dengan 

nilai ekonomi tinggi umumnya memiliki NJOP yang lebih tinggi, karena 

permintaan terhadap tanah dan bangunan di daerah tersebut lebih besar. 

Sebaliknya, properti yang berada di daerah pedesaan atau dengan tingkat 

perekonomian yang lebih rendah biasanya memiliki NJOP yang lebih 

rendah, sehingga pajak yang dikenakan pun lebih kecil. 

Penggunaan tanah dan bangunan juga memengaruhi 

penghitungan PBB. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha atau komersial, seperti toko, kantor, atau pabrik, akan dikenakan 
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tarif PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, beberapa 

daerah memberikan pengurangan tarif atau pembebasan PBB untuk 

tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, 

atau kesehatan, seperti sekolah, rumah sakit, atau tempat ibadah. Hal ini 

merupakan upaya pemerintah untuk mendukung kegiatan yang memiliki 

dampak positif bagi masyarakat. 

Faktor lain yang juga memengaruhi besaran PBB adalah jenis 

dan luas properti yang dimiliki UMKM. Jenis properti apakah itu rumah 

tinggal, toko, atau pabrik dapat menentukan tarif yang dikenakan, karena 

tiap jenis properti mungkin memiliki tarif pajak yang berbeda. Selain itu, 

luas tanah dan bangunan juga berperan dalam menentukan jumlah pajak 

yang harus dibayar. Properti yang lebih luas atau lebih bernilai, baik dari 

segi ukuran maupun jenisnya, akan menghasilkan NJOP yang lebih 

tinggi, yang berarti pajak yang harus dibayar juga lebih besar. 

 

5. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penghitungan PBB untuk 

UMKM 

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung 

keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM melalui berbagai kebijakan 

yang dapat meringankan beban pajak, salah satunya melalui 

pengurangan atau pembebasan PBB. Kebijakan ini bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada UMKM agar dapat fokus pada 

pengembangan usaha tanpa terbebani dengan kewajiban pajak yang 

tinggi, terutama bagi UMKM yang masih dalam tahap awal atau 

memiliki kapasitas finansial terbatas. Salah satu kebijakan yang dapat 

diterapkan adalah pengurangan tarif PBB untuk UMKM dengan tanah 

dan bangunan yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) rendah. 

Pemerintah daerah dapat menetapkan ambang batas tertentu di bawah 

mana UMKM tidak perlu membayar PBB secara penuh, atau hanya 

membayar sebagian dari kewajiban tersebut. 

Pembebasan PBB juga dapat diberikan kepada UMKM yang 

bergerak di sektor usaha tertentu, seperti yang berhubungan dengan 

kepentingan sosial atau ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, atau 

tempat ibadah. Pembebasan ini bertujuan untuk mendukung sektor yang 

memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan perekonomian 

daerah. Sebagai contoh, UMKM yang menyediakan layanan pendidikan 

atau kesehatan di daerah yang kurang terlayani mungkin mendapatkan 

pembebasan PBB karena memberikan manfaat langsung kepada 
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masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat memberikan fasilitas 

pembayaran PBB bagi UMKM, seperti pembayaran secara angsuran atau 

potongan khusus bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu. Fasilitas 

ini memberikan kelonggaran kepada UMKM yang menghadapi kesulitan 

dalam membayar kewajiban pajak secara penuh sekaligus, 

memungkinkan untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang 

lebih fleksibel. 

 

D. Pelaporan dan Pembayaran PBB 

 

Pelaporan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, 

termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Proses 

pelaporan dan pembayaran PBB bertujuan untuk memastikan bahwa 

pajak yang terutang dapat dibayarkan tepat waktu dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaporan yang baik dan benar juga 

mencerminkan komitmen UMKM terhadap kepatuhan pajak dan 

kontribusinya terhadap pembangunan negara. 

 

1. Pelaporan PBB 

Pelaporan PBB bagi UMKM dilakukan setiap tahun melalui 

pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) PBB, yang wajib disampaikan 

kepada pihak berwenang untuk melaporkan kewajiban pajak yang harus 

dibayar. Proses pelaporan ini sangat penting untuk memberikan 

informasi yang akurat mengenai objek pajak yang dimiliki oleh UMKM, 

termasuk nilai jual objek pajak (NJOP), tarif yang berlaku, dan jumlah 

pajak yang terutang. Pelaporan PBB dapat dilakukan melalui dua cara, 

yaitu secara langsung di kantor pajak atau secara daring melalui sistem 

online yang disediakan oleh pemerintah daerah. Beberapa daerah telah 

mengimplementasikan sistem e-PBB yang memungkinkan wajib pajak 

untuk melaporkan dan membayar PBB secara online, memudahkan 

proses pelaporan dan pembayaran tanpa harus datang ke kantor pajak. 

Formulir SPT PBB berisi berbagai data yang perlu diisi oleh 

UMKM untuk melaporkan kewajiban pajak. Beberapa informasi yang 

harus dimasukkan dalam formulir tersebut antara lain nama dan alamat 

wajib pajak, kode objek pajak yang berfungsi untuk mengidentifikasi 

jenis dan lokasi properti, serta nilai jual objek pajak (NJOP) yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan PBB. Selain itu, tarif pajak yang 
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berlaku di daerah tersebut juga harus dicantumkan. Formulir SPT PBB 

juga memuat informasi mengenai pembayaran PBB yang sudah 

dilakukan pada tahun sebelumnya, jika ada, untuk memastikan bahwa 

UMKM tidak membayar lebih dari jumlah yang seharusnya. 

Wajib pajak harus memeriksa kembali semua data yang telah 

dimasukkan untuk memastikan akurasi informasi. Setelah itu, formulir 

tersebut dapat disampaikan ke kantor pajak secara langsung atau 

diunggah melalui sistem e-PBB jika sistem tersebut tersedia di daerah 

tempat UMKM beroperasi. Proses pelaporan yang tepat dan akurat 

sangat penting untuk menghindari kesalahan atau keterlambatan dalam 

pelaporan, yang dapat berujung pada denda atau sanksi lainnya. Dengan 

pelaporan yang tepat waktu dan benar, UMKM dapat memenuhi 

kewajiban perpajakannya dan mendukung pembangunan daerah 

tempatnya beroperasi. 

 

2. Pembayaran PBB 

Langkah selanjutnya bagi UMKM adalah melakukan 

pembayaran PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran 

PBB umumnya dilakukan setiap tahun, dengan tenggat waktu yang telah 

ditentukan oleh pemerintah daerah, yang biasanya berada di akhir tahun 

atau awal tahun berikutnya. Pembayaran PBB merupakan kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak untuk mendukung 

pembangunan daerah tempatnya beroperasi. 

Pembayaran PBB dapat dilakukan dengan beberapa metode yang 

memudahkan UMKM. Salah satu cara yang paling umum adalah melalui 

pembayaran langsung di loket yang disediakan di kantor pajak atau bank-

bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Selain itu, beberapa 

daerah juga memungkinkan pembayaran melalui transfer bank, di mana 

wajib pajak dapat menggunakan kode billing yang diberikan setelah 

pelaporan dilakukan. Pembayaran melalui transfer bank dapat dilakukan 

melalui ATM, mobile banking, atau internet banking. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, beberapa pemerintah daerah juga telah 

menyediakan aplikasi atau portal pembayaran online yang 

memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB secara 

daring, memberikan kenyamanan lebih bagi UMKM. 

Sangat penting bagi UMKM untuk mematuhi batas waktu 

pembayaran yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Jika UMKM 

terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan sanksi berupa 
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denda atau bunga keterlambatan. Sanksi administrasi ini dihitung 

berdasarkan besarnya pajak yang belum dibayar dan dapat berupa bunga 

yang dihitung per bulan atau per tahun. Jika keterlambatan berlangsung 

cukup lama, jumlah denda atau bunga yang harus dibayar dapat menjadi 

beban tambahan yang cukup besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi 

UMKM untuk memastikan bahwa pembayaran PBB dilakukan tepat 

waktu, agar terhindar dari sanksi yang dapat membebani keuangan. 

Dengan pembayaran yang tepat waktu, UMKM tidak hanya memenuhi 

kewajiban perpajakannya tetapi juga turut berkontribusi pada 

pembangunan daerah secara langsung. 

 

3. Sistem e-PBB (Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Elektronik) 

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah 

mengimplementasikan sistem e-PBB (Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Elektronik) yang memungkinkan wajib pajak, termasuk 

UMKM, untuk melaporkan dan membayar PBB secara elektronik. 

Dengan adanya sistem ini, pelaporan dan pembayaran PBB menjadi 

lebih mudah, cepat, dan efisien. Salah satu keuntungan utama dari sistem 

e-PBB adalah kemudahan akses, di mana wajib pajak dapat mengakses 

informasi mengenai pajak yang terutang secara online melalui portal 

yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini mempermudah UMKM 

untuk mengecek jumlah PBB yang harus dibayar tanpa harus 

mengunjungi kantor pajak secara langsung. 

Sistem e-PBB juga menawarkan pembayaran yang praktis, di 

mana wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui berbagai saluran 

pembayaran online, seperti internet banking, mobile banking, atau 

melalui aplikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ini menghemat 

waktu dan tenaga, karena UMKM tidak perlu datang ke kantor pajak atau 

bank untuk melakukan transaksi. Dengan kemudahan ini, UMKM yang 

memiliki akses internet dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan 

dengan lebih efisien, tanpa harus terhambat oleh antrian panjang atau 

keterlambatan dalam pembayaran. 

Sistem e-PBB juga membantu mengurangi potensi kesalahan 

dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Dengan adanya sistem yang 

terotomatisasi, perhitungan pajak dilakukan secara akurat berdasarkan 

data yang telah dimasukkan. Hal ini meminimalkan kesalahan manusia 

yang sering kali terjadi dalam perhitungan manual. UMKM yang 
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menggunakan sistem ini akan mendapatkan penghitungan yang tepat dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak perlu khawatir 

tentang potensi kesalahan yang dapat merugikannya. 

 

4. Konsekuensi Jika Tidak Melakukan Pelaporan atau 

Pembayaran PBB 

Jika UMKM tidak melakukan pelaporan atau pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tepat waktu, dapat menghadapi 

berbagai konsekuensi serius yang dapat merugikan usahanya. Salah satu 

konsekuensi utama adalah dikenakan sanksi administratif berupa denda 

atau bunga keterlambatan. Pemerintah daerah biasanya mengenakan 

bunga atas keterlambatan pembayaran PBB, yang dihitung berdasarkan 

persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayar. Semakin lama 

pembayaran tertunda, semakin besar jumlah bunga yang harus dibayar, 

yang dapat membebani keuangan UMKM.  

Jika UMKM terus menunggak dan tidak memenuhi kewajiban 

perpajakan, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan lebih lanjut, 

seperti penyitaan aset. Penyitaan ini dapat mencakup properti yang 

terdaftar atas nama UMKM, termasuk tanah dan bangunan yang 

digunakan untuk menjalankan usaha. Tindakan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa UMKM memenuhi kewajiban pajaknya, namun 

dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi kelangsungan 

usaha. Dalam beberapa kasus, penyitaan aset bahkan dapat 

menyebabkan UMKM kehilangan sumber daya yang penting untuk 

menjalankan kegiatan usahanya. 

 

E. Latihan Soal 

 

1. Apa yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)? 

Jelaskan dengan singkat. 

2. Sebutkan dan jelaskan dua jenis PBB yang dikenakan di Indonesia! 

3. Seorang pengusaha UMKM memiliki sebuah bangunan di daerah 

perkotaan yang digunakan untuk usaha. Apakah UMKM tersebut 

wajib membayar PBB? Jelaskan! 

4. Jika nilai jual objek pajak (NJOP) sebuah tanah adalah Rp 

200.000.000 dan NJOP bangunan adalah Rp 500.000.000, 

berapakah nilai PBB yang harus dibayar oleh UMKM tersebut, jika 

tidak ada pembebasan atau pengurangan lainnya? 
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5. Bagaimana prosedur pelaporan PBB untuk UMKM? 

Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang 

UMKM untuk melaporkan PBB tahunannya. 
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Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan sistem administrasi pajak untuk 

UMKM, memahami pencatatan keuangan untuk keperluan pajak, 

memahami kewajiban dokumentasi pajak untuk UMKM. Sehingga 

pembaca dapat mengelola administrasi pajak UMKM secara 

sistematis, menjaga kepatuhan perpajakan, serta mendukung 

transparansi dan keberlanjutan usaha. 

Materi Pembelajaran 

• Sistem Administrasi Pajak untuk UMKM  

• Pencatatan Keuangan untuk Keperluan Pajak 

• Kewajiban Dokumentasi Pajak untuk UMKM 

• Latihan Soal 

 

 

A. Sistem Administrasi Pajak untuk UMKM 

 

Sistem administrasi pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Indonesia dirancang untuk mendukung 

kepatuhan pajak sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha 

dalam memenuhi kewajibannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah 

mengembangkan berbagai kebijakan dan sistem yang bertujuan untuk 

menyederhanakan proses administrasi, mengurangi beban administrasi, 

serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi UMKM dalam sistem 

perpajakan nasional. 

 

1. Pendaftaran Wajib Pajak 

Pendaftaran Wajib Pajak (WP) merupakan langkah awal yang 

harus dilakukan oleh setiap UMKM yang beroperasi di Indonesia untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan. Setiap UMKM diwajibkan untuk 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang berfungsi sebagai 

identitas resmi dalam sistem perpajakan. NPWP ini diperlukan agar 

UMKM dapat mengakses berbagai layanan perpajakan, termasuk 

pelaporan dan pembayaran pajak, serta memperoleh insentif perpajakan 
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yang berlaku. Proses pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui kantor 

pajak terdekat atau dengan memanfaatkan sistem daring yang disediakan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui e-Registration, yang 

memudahkan UMKM dalam melakukan registrasi tanpa harus 

mengunjungi kantor pajak secara langsung. 

UMKM yang memenuhi kriteria tertentu juga wajib mendaftar 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009, UMKM 

yang memiliki omzet tahunan mencapai atau melebihi Rp4,8 miliar 

diwajibkan untuk terdaftar sebagai PKP. Sebagai PKP, UMKM memiliki 

kewajiban tambahan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) atas barang atau jasa yang dijual. Pendaftaran 

sebagai PKP ini bertujuan agar UMKM yang berpotensi besar dalam 

menghasilkan omset dapat berkontribusi lebih besar terhadap 

pendapatan negara melalui PPN yang dikenakan atas transaksi jual beli 

barang dan jasa. 

Proses pendaftaran WP dan PKP ini sangat penting karena 

memastikan bahwa UMKM tercatat secara resmi dalam sistem 

perpajakan Indonesia, yang memungkinkan untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan lebih terorganisir. Selain itu, pendaftaran ini juga 

membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan akses ke berbagai 

fasilitas dan insentif pajak yang dapat mendukung kelangsungan dan 

pengembangan usaha. Oleh karena itu, setiap UMKM harus 

memperhatikan prosedur pendaftaran WP dan PKP dengan baik agar 

tidak terkendala dalam menjalankan kewajiban perpajakan. 

 

2. Penghitungan Pajak 

Penghitungan pajak bagi UMKM di Indonesia mengikuti sistem 

administrasi pajak yang mengatur berbagai mekanisme yang dapat 

dipilih oleh UMKM sesuai dengan jenis pajak yang berlaku. Dua jenis 

pajak utama yang harus diperhatikan oleh UMKM adalah Pajak 

Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Untuk Pajak Penghasilan (PPh), UMKM yang memiliki omzet di 

bawah Rp4,8 miliar per tahun dapat memilih untuk menggunakan skema 

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) dengan tarif sebesar 0,5% dari 

omzet bruto. Skema ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 

Tahun 2018 dan memberikan kemudahan bagi UMKM, karena pajak 

dihitung langsung berdasarkan omzet tanpa perlu menghitung 
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pengeluaran atau biaya lainnya. Hal ini tentu sangat memudahkan 

UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan, karena tidak perlu 

menghitung laba atau kerugian secara rinci. 

Untuk UMKM yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP), memiliki kewajiban untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). UMKM PKP harus mengenakan PPN sebesar 11% dari harga jual 

barang atau jasa yang dijual, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 

2021. PPN ini kemudian harus disetor kepada negara, namun UMKM 

dapat memanfaatkan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dengan 

mekanisme ini, UMKM dapat mengurangi jumlah PPN yang terutang 

dengan pajak yang telah dibayar saat membeli barang atau jasa yang 

digunakan dalam kegiatan usaha. Pengkreditan ini memungkinkan 

UMKM untuk membayar PPN hanya atas nilai tambah yang tercipta 

dalam proses produksi atau perdagangan, sehingga tidak terjadi pajak 

berganda. 

 

3. Penyetoran Pajak 

Penyetoran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh UMKM setelah melakukan perhitungan dan pelaporan pajak yang 

terutang. Proses penyetoran pajak ini dapat dilakukan melalui sistem 

elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), salah 

satunya adalah sistem e-Billing. Sistem e-Billing adalah layanan yang 

memungkinkan wajib pajak, termasuk UMKM, untuk membuat kode 

billing sebagai tanda bukti pembayaran pajak yang akan disetorkan ke 

kas negara. Dengan e-Billing, UMKM dapat mengakses aplikasi atau 

portal pajak yang disediakan oleh pemerintah daerah atau DJP untuk 

menghasilkan kode billing yang terhubung dengan jenis pajak yang 

terutang. Kode billing ini berfungsi sebagai identitas transaksi pajak 

yang memudahkan proses pembayaran. Setelah kode billing dibuat, 

UMKM dapat melakukan pembayaran pajak melalui berbagai saluran 

pembayaran, seperti melalui bank, ATM, mobile banking, atau sistem 

perbankan lainnya yang telah bekerja sama dengan lembaga persepsi. 

Salah satu keuntungan utama dari sistem e-Billing adalah 

kemudahan akses dan kenyamanan yang ditawarkan. UMKM tidak perlu 

lagi datang langsung ke kantor pajak atau loket pembayaran untuk 

menyetorkan pajak. Cukup dengan mengakses sistem secara online, 

UMKM dapat membuat kode billing dan melakukan pembayaran pajak 
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dari tempat yang lebih fleksibel, menghemat waktu dan tenaga. Selain 

itu, sistem e-Billing juga mengurangi potensi kesalahan dalam proses 

penyetoran pajak, karena seluruh informasi terkait pajak, seperti nominal 

dan kode objek pajak, telah tercatat secara otomatis dalam sistem. Hal 

ini meminimalisir risiko kesalahan pengisian data yang dapat 

mengakibatkan masalah administratif di kemudian hari. Pembayaran 

yang dilakukan melalui sistem ini juga dapat langsung tercatat dalam 

sistem perpajakan, sehingga memudahkan pihak berwenang dalam 

memverifikasi status pembayaran pajak UMKM. 

 

4. Pelaporan Pajak 

Pelaporan pajak merupakan langkah penting dalam menjalankan 

kewajiban perpajakan bagi UMKM setelah melakukan penyetoran pajak. 

UMKM diwajibkan untuk melaporkan kewajiban pajak melalui Surat 

Pemberitahuan (SPT), yang dapat dilakukan secara berkala, baik bulanan 

maupun tahunan, tergantung pada jenis pajak yang dikenakan. Misalnya, 

untuk pajak penghasilan (PPh), UMKM yang menggunakan skema PPh 

Final biasanya melaporkan kewajiban secara tahunan, sedangkan untuk 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pelaporan dilakukan setiap bulan. 

Pelaporan pajak ini dapat dilakukan melalui e-Filing, sebuah sistem 

elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). e-

Filing adalah layanan online yang memudahkan wajib pajak, termasuk 

UMKM, untuk mengirimkan laporan pajak tanpa harus datang langsung 

ke kantor pajak. Dengan menggunakan e-Filing, UMKM dapat 

mengakses formulir SPT secara digital, mengisi data terkait pajak yang 

telah disetor, dan mengirimkan laporan tersebut secara langsung ke 

sistem perpajakan. 

Keuntungan dari pelaporan melalui e-Filing adalah kemudahan 

dan kenyamanan. UMKM dapat melaporkan pajak kapan saja dan di 

mana saja, selama terkoneksi dengan internet, tanpa perlu menghabiskan 

waktu atau biaya untuk datang ke kantor pajak. Selain itu, e-Filing juga 

mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengisian SPT, karena 

sistem ini menyediakan petunjuk dan validasi otomatis untuk 

memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan perpajakan 

yang berlaku. Selain itu, e-Filing memungkinkan UMKM untuk 

melaporkan lebih dari satu jenis pajak, jika diperlukan, dalam satu sistem 

yang terintegrasi. Hal ini menyederhanakan proses administrasi pajak, 

mempercepat waktu pelaporan, dan meminimalkan risiko keterlambatan 
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yang dapat berujung pada denda atau sanksi. Dengan menggunakan 

sistem ini, UMKM juga dapat memantau status laporan, sehingga dapat 

dengan mudah mengetahui apakah ada masalah atau kekurangan dalam 

pelaporan yang perlu diperbaiki. 

 

5. Pengawasan dan Kepatuhan 

Pengawasan dan kepatuhan merupakan bagian penting dalam 

sistem perpajakan, termasuk untuk UMKM. Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) memiliki berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap 

wajib pajak, termasuk UMKM, memenuhi kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu cara DJP memastikan 

kepatuhan adalah melalui sistem pengawasan yang melibatkan audit dan 

pemeriksaan terhadap laporan dan pembayaran pajak yang telah 

dilakukan oleh UMKM. Audit atau pemeriksaan ini bertujuan untuk 

memverifikasi kebenaran data yang dilaporkan oleh UMKM dalam Surat 

Pemberitahuan (SPT) dan memastikan bahwa pajak yang terutang telah 

dibayar dengan tepat. DJP menggunakan data dan informasi yang ada 

untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau penyimpangan 

dalam pelaporan pajak. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, DJP 

dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan 

masalah tersebut, seperti meminta klarifikasi lebih lanjut dari UMKM 

atau bahkan melakukan pemeriksaan lebih mendalam. 

DJP juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau 

kegiatan perpajakan UMKM secara lebih efisien. Sistem elektronik, 

seperti e-Filing dan e-Billing, memungkinkan DJP untuk mengakses data 

perpajakan UMKM secara langsung dan memantau pelaporan serta 

pembayaran pajak secara real-time. Hal ini membantu mengidentifikasi 

potensi kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan, serta 

memudahkan DJP untuk memberikan bantuan atau sanksi jika 

diperlukan. Pengawasan yang dilakukan oleh DJP bersifat transparan 

dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. UMKM memiliki 

hak untuk mengetahui dasar hukum dan prosedur pengawasan yang 

diterapkan, sehingga dapat memastikan bahwa proses perpajakan 

berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan. DJP juga memberikan 

kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan pembetulan jika 

ditemukan kesalahan dalam pelaporan atau pembayaran pajak, sebelum 

dikenakan sanksi. 
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6. Insentif Pajak untuk UMKM 

Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif pajak 

sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan sektor Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dianggap memiliki peran strategis 

dalam perekonomian negara. Salah satu insentif utama yang diberikan 

adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM 

dengan omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 2018, UMKM yang memenuhi syarat dapat 

menikmati tarif PPh Final yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 0,5% 

dari omzet bruto. Insentif ini bertujuan untuk meringankan beban pajak 

yang harus dibayar oleh UMKM, sehingga dapat lebih fokus dalam 

mengembangkan usahanya tanpa terbebani dengan kewajiban 

perpajakan yang tinggi. 

Pemerintah juga memberikan pengecualian Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) untuk barang dan jasa tertentu yang dijual oleh UMKM. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, 

UMKM yang memenuhi kriteria tertentu dapat bebas dari kewajiban 

memungut dan menyetor PPN atas transaksi yang dilakukan. 

Pengecualian ini diberikan untuk barang atau jasa yang memang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta untuk 

barang dan jasa yang berkontribusi terhadap pengembangan sektor 

ekonomi tertentu. Dengan adanya pengecualian PPN ini, UMKM dapat 

mengurangi biaya operasional dan memberikan harga yang lebih 

kompetitif kepada konsumen. 

Insentif pajak ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak 

pengusaha kecil dan menengah untuk mematuhi kewajiban perpajakan 

dan mendaftarkan usahanya dalam sistem perpajakan formal. Selain itu, 

kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM, 

memungkinkan untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan insentif 

pajak yang lebih menguntungkan, UMKM memiliki peluang lebih besar 

untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memberikan 

manfaat lebih besar bagi perekonomian secara keseluruhan. 

 

7. Tantangan dalam Sistem Administrasi Pajak 

Meskipun sistem administrasi pajak untuk UMKM telah 

dirancang dengan tujuan untuk mempermudah kewajiban perpajakan, 

sejumlah tantangan masih menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam 



Buku Ajar   97 

menjalankan kewajiban. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya 

pemahaman tentang aturan perpajakan. Banyak pelaku UMKM, 

terutama yang baru memulai usaha, tidak memiliki pengetahuan yang 

cukup tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Hal ini sering kali 

menyebabkan UMKM tidak menyadari pentingnya registrasi, pelaporan, 

dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Ketidaktahuan ini dapat 

mengarah pada ketidakpatuhan pajak dan sanksi yang dapat merugikan 

usahanya. 

Tingkat literasi digital yang rendah menjadi masalah lain yang 

dihadapi oleh banyak UMKM. Sistem administrasi pajak modern seperti 

e-Filing dan e-Billing, yang memungkinkan UMKM untuk melaporkan 

dan membayar pajak secara elektronik, terkadang sulit diakses atau 

digunakan dengan optimal oleh UMKM yang belum terbiasa dengan 

teknologi digital. Terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan 

infrastruktur teknologi, banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan 

untuk beradaptasi dengan sistem elektronik ini. Akibatnya, masih 

memilih untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara 

manual, yang dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. 

Keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan signifikan 

bagi UMKM dalam menjalankan kewajiban administrasi pajak secara 

tepat waktu. Banyak UMKM, terutama yang berukuran kecil, tidak 

memiliki staf atau tenaga ahli yang khusus menangani administrasi 

perpajakan. Hal ini menyebabkan pemilik usaha harus mengalokasikan 

waktu dan tenaga untuk mengurus kewajiban pajak, yang sering kali 

mengganggu fokus terhadap operasional bisnis sehari-hari. Keterbatasan 

sumber daya ini dapat menghambat UMKM dalam menjaga kepatuhan 

pajak dan berisiko terjerat masalah hukum atau keuangan. 

 

8. Solusi dan Upaya Penyederhanaan 

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM 

dalam sistem administrasi pajak, pemerintah terus berupaya 

menyederhanakan dan mempermudah proses perpajakan. Salah satu 

solusi yang dilakukan adalah dengan menyediakan layanan bimbingan 

dan edukasi perpajakan, baik secara daring (online) maupun luring 

(offline). Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan, cara 

pelaporan, pembayaran, dan cara memanfaatkan insentif pajak yang 

tersedia. Melalui pelatihan dan penyuluhan ini, pemerintah berharap 
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dapat memperkecil kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak 

serta meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan. 

Pengembangan aplikasi pajak yang lebih ramah pengguna juga 

menjadi upaya penting dalam penyederhanaan administrasi pajak. 

Dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang mengakses layanan 

pajak secara digital, aplikasi yang mudah digunakan akan membantunya 

dalam memenuhi kewajiban pajak secara tepat dan efisien. Aplikasi ini 

diharapkan dapat menyediakan antarmuka yang sederhana dan mudah 

dimengerti, sehingga UMKM tidak merasa kesulitan dalam 

menggunakan sistem elektronik seperti e-Filing dan e-Billing. Dengan 

aplikasi yang lebih user-friendly, proses pelaporan dan pembayaran 

pajak dapat dilakukan lebih cepat dan tanpa hambatan. 

Program pendampingan juga menjadi bagian dari upaya 

pemerintah untuk membantu UMKM dalam mengelola kewajiban 

perpajakan. Melalui program ini, UMKM dapat mendapatkan bantuan 

langsung dari petugas pajak atau konsultan pajak yang memiliki 

pengetahuan lebih mendalam mengenai aturan perpajakan. 

Pendampingan ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari pendaftaran 

NPWP, penghitungan pajak, hingga pelaporan dan pembayaran pajak. 

Dengan adanya pendampingan, UMKM tidak hanya memahami 

kewajiban pajak, tetapi juga dapat memanfaatkan insentif pajak yang 

tersedia dengan lebih maksimal. 

 

B. Pencatatan Keuangan untuk Keperluan Pajak 

 

Pencatatan keuangan merupakan elemen krusial bagi Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. Pencatatan yang baik tidak hanya membantu UMKM dalam 

menghitung pajak terutang, tetapi juga meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha. 

 

1. Pentingnya Pencatatan Keuangan bagi UMKM 

Pencatatan keuangan yang tepat dan teratur sangat penting bagi 

UMKM, terutama dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang diatur 

oleh Undang-Undang Perpajakan. Setiap UMKM di Indonesia 

diwajibkan untuk mencatat semua transaksi keuangan, baik yang 

berkaitan dengan pendapatan, biaya, maupun aset, untuk keperluan 

perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 



Buku Ajar   99 

dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan pencatatan yang akurat, 

UMKM dapat menghitung dengan tepat jumlah pajak yang terutang dan 

melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga 

terhindar dari sanksi administratif atau denda. 

Pencatatan keuangan yang baik juga mendukung transparansi 

dan akuntabilitas dalam usaha. Rekam jejak keuangan yang jelas 

mempermudah proses audit atau pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya dokumentasi yang 

teratur, pihak berwenang dapat melakukan verifikasi dan validasi data 

keuangan dengan lebih mudah, serta memastikan bahwa UMKM telah 

mematuhi kewajiban perpajakan. Hal ini juga memberikan jaminan 

bahwa usaha UMKM beroperasi secara sah dan sesuai dengan peraturan 

yang ada. 

Pencatatan yang sistematis juga meningkatkan kemampuan 

UMKM dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan 

data keuangan yang terorganisir, pemilik UMKM dapat melakukan 

analisis terhadap arus kas, pendapatan, dan biaya operasional. Informasi 

ini sangat berguna untuk merencanakan strategi bisnis, seperti 

menentukan kebutuhan investasi, memproyeksikan laba, dan mengelola 

pengeluaran. Kemampuan untuk memahami kondisi keuangan secara 

menyeluruh memungkinkan UMKM untuk membuat keputusan yang 

lebih cerdas dan strategis dalam pengelolaan bisnis. 

Pencatatan yang baik juga membuka peluang bagi UMKM untuk 

memanfaatkan berbagai insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah. 

Pemerintah Indonesia memberikan sejumlah insentif pajak untuk 

mendukung perkembangan UMKM, seperti tarif pajak yang lebih rendah 

atau pengecualian pajak tertentu. Dengan pencatatan yang teratur dan 

akurat, UMKM dapat memanfaatkan pengurangan pajak yang berlaku 

dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak. Oleh karena itu, 

pencatatan keuangan yang rapi tidak hanya penting untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan, tetapi juga untuk mendukung kelangsungan dan 

pertumbuhan usaha UMKM. 

 

2. Ketentuan Pencatatan Keuangan untuk Pajak 

Pencatatan keuangan bagi UMKM di Indonesia diatur oleh 

berbagai regulasi perpajakan, termasuk Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 23 Tahun 2018. Regulasi ini memberikan ketentuan tentang 
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bagaimana UMKM harus melakukan pencatatan keuangan untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu ketentuan penting adalah 

bentuk pencatatan yang diperlukan. Bagi UMKM yang memilih skema 

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) dengan tarif 0,5% berdasarkan 

omzet, tidak diwajibkan untuk membuat pembukuan yang lengkap dan 

rinci seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar. Namun, tetap harus 

mencatat penghasilan bruto atau omzet yang diperoleh serta 

mendokumentasikan bukti transaksi lainnya, seperti faktur dan nota. 

Pencatatan yang baik harus didukung oleh bukti transaksi yang 

sah dan valid. Bukti transaksi ini sangat penting sebagai dasar untuk 

memastikan bahwa setiap catatan keuangan yang dibuat benar-benar 

mencerminkan kegiatan usaha yang dilakukan. Bukti transaksi yang 

umum digunakan meliputi faktur, nota, dan bukti transfer. Dokumen-

dokumen ini berfungsi sebagai referensi dan bukti otentik yang dapat 

dipertanggungjawabkan, terutama saat dilakukan audit atau pemeriksaan 

pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tanpa bukti transaksi yang 

valid, pencatatan keuangan UMKM dapat dipertanyakan dan berisiko 

menimbulkan masalah perpajakan di masa depan. 

Pencatatan keuangan harus dilakukan secara berkala untuk 

menjaga akurasi dan keterkinian data. UMKM diwajibkan untuk 

melakukan pencatatan minimal setiap akhir bulan agar data keuangan 

selalu tercatat dengan tepat waktu dan up-to-date. Pencatatan yang 

teratur membantu UMKM dalam memantau perkembangan usaha dan 

memastikan bahwa kewajiban perpajakan dapat dihitung dengan benar. 

Pencatatan yang terlambat atau tidak lengkap dapat menyebabkan 

kesulitan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan risiko terkena sanksi 

administratif. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan ketentuan 

pencatatan keuangan yang tepat sangat penting bagi UMKM untuk 

menghindari masalah perpajakan dan mendukung kelangsungan usaha. 

 

3. Langkah-Langkah Pencatatan Keuangan untuk Pajak 

Pencatatan keuangan yang baik dan teratur sangat penting bagi 

UMKM untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencatat penghasilan 

bruto. Setiap pemasukan yang diperoleh dari aktivitas usaha, baik itu dari 

penjualan barang, jasa, atau sumber pendapatan lainnya, harus dicatat 

secara rinci. Informasi yang perlu dicatat meliputi tanggal transaksi, 

jumlah pemasukan, serta sumber atau jenis pemasukan tersebut. Dengan 



Buku Ajar   101 

mencatat semua pemasukan, UMKM dapat dengan mudah menghitung 

pajak yang terutang dan memastikan bahwa tidak ada pendapatan yang 

terlewatkan. 

UMKM juga perlu mencatat beban usaha atau biaya yang 

dikeluarkan dalam mendukung operasional bisnis. Biaya-biaya ini 

meliputi pembelian bahan baku, gaji karyawan, biaya transportasi, sewa 

tempat usaha, dan berbagai pengeluaran lainnya yang terkait langsung 

dengan proses produksi dan operasional. Pencatatan yang tepat terhadap 

beban usaha ini akan memudahkan UMKM dalam menghitung laba 

bersih, yang merupakan dasar untuk perhitungan pajak penghasilan. 

Dengan memisahkan antara pemasukan dan pengeluaran, UMKM dapat 

memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan usaha. 

Setiap transaksi keuangan yang dicatat juga harus didukung oleh 

dokumen pendukung yang sah dan valid, seperti faktur pembelian, tanda 

terima, atau laporan bank. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai 

bukti otentik yang memperkuat pencatatan dan memudahkan audit atau 

pemeriksaan perpajakan. Tanpa dokumen pendukung yang lengkap, 

transaksi keuangan akan sulit dipertanggungjawabkan. Untuk 

mempermudah pencatatan dan pengelolaan data keuangan, UMKM 

dapat memanfaatkan software atau aplikasi keuangan yang tersedia. 

Banyak aplikasi keuangan yang menawarkan fitur sederhana namun 

efektif dalam membantu UMKM mencatat pemasukan dan pengeluaran 

secara otomatis. Beberapa aplikasi bahkan disediakan secara gratis, 

sementara yang lainnya menawarkan fitur premium dengan biaya 

tertentu. Penggunaan aplikasi ini dapat menghemat waktu dan 

mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan manual. Dengan 

langkah-langkah pencatatan yang tepat dan pemanfaatan teknologi yang 

ada, UMKM dapat memastikan bahwa kewajiban perpajakan dapat 

dipenuhi dengan baik. 

 

4. Tantangan dalam Pencatatan Keuangan 

Meskipun pencatatan keuangan sangat penting bagi 

kelangsungan usaha dan kepatuhan terhadap perpajakan, banyak 

UMKM yang masih menghadapi sejumlah tantangan dalam 

melakukannya dengan baik. Salah satu tantangan utama adalah 

kurangnya pengetahuan akuntansi. Banyak pelaku UMKM yang tidak 

memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip dasar akuntansi, 

seperti pencatatan transaksi yang tepat, perhitungan laba, dan cara 
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menyusun laporan keuangan yang benar. Hal ini menyebabkan kesulitan 

dalam memastikan bahwa pencatatan yang dilakukan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan oleh otoritas pajak, yang pada akhirnya dapat 

berisiko menimbulkan kesalahan dalam perhitungan pajak. 

Tantangan lain yang sering dihadapi oleh UMKM adalah 

minimnya infrastruktur digital. Meskipun teknologi pencatatan digital 

saat ini semakin berkembang, tidak semua UMKM memiliki akses atau 

kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Beberapa UMKM 

di daerah pedesaan atau dengan sumber daya terbatas mungkin belum 

memiliki fasilitas untuk menggunakan software akuntansi atau aplikasi 

pencatatan keuangan yang dapat mempermudah proses pencatatan. 

Selain itu, keterbatasan akses internet dan perangkat elektronik yang 

memadai juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan penggunaan 

teknologi digital untuk pencatatan keuangan. 

Ketidakpatuhan pada jadwal pencatatan menjadi tantangan lain 

yang sering ditemui. Banyak UMKM yang cenderung menunda atau 

bahkan mengabaikan pencatatan keuangan secara rutin, terutama ketika 

usaha sedang sibuk dengan operasional atau fokus pada pengembangan 

bisnis. Kebiasaan ini menyebabkan data keuangan menjadi tidak akurat 

atau tidak lengkap, yang pada akhirnya menyulitkan UMKM dalam 

melaporkan kewajiban pajak dengan tepat waktu. Ketidakakuratan ini 

juga dapat berdampak pada pengambilan keputusan bisnis yang tidak 

berdasarkan pada data yang tepat, serta berisiko menimbulkan masalah 

hukum atau sanksi perpajakan. 

 

5. Solusi untuk Meningkatkan Pencatatan Keuangan 

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam 

pencatatan keuangan, terdapat berbagai solusi yang dapat diterapkan 

guna meningkatkan ketertiban administrasi keuangan dan kepatuhan 

terhadap kewajiban perpajakan. Salah satu langkah yang penting adalah 

melalui edukasi dan pelatihan. Pemerintah atau organisasi terkait dapat 

menyelenggarakan pelatihan akuntansi dasar bagi pelaku UMKM untuk 

meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencatatan yang baik dan 

bagaimana melakukannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Dengan peningkatan pengetahuan ini, pelaku UMKM dapat lebih 

memahami cara mencatat transaksi secara akurat dan teratur. 

Penggunaan aplikasi yang mudah digunakan dapat menjadi 

solusi praktis bagi UMKM. Saat ini, terdapat banyak aplikasi pencatatan 
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keuangan yang dirancang dengan antarmuka yang sederhana, seperti 

BukuKas atau Catatan Keuangan Digital. Aplikasi-aplikasi ini 

memungkinkan pelaku UMKM untuk mencatat transaksi tanpa perlu 

keahlian akuntansi yang mendalam. Dengan fitur yang mudah dipahami, 

aplikasi ini membantu UMKM memonitor arus kas, mencatat 

pemasukan dan pengeluaran, serta menghasilkan laporan keuangan yang 

sesuai dengan kebutuhan perpajakan. 

Pendampingan dari konsultan pajak juga dapat memberikan 

manfaat yang besar. UMKM dapat bekerja sama dengan konsultan pajak 

untuk memastikan bahwa pencatatan keuangan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang tepat 

waktu dan sesuai ketentuan. Konsultan pajak dapat memberikan panduan 

tentang cara mengelola laporan keuangan, perhitungan pajak, serta 

membantu UMKM dalam menghadapi audit atau pemeriksaan pajak. 

Selain itu, pemberian insentif bagi UMKM yang tertib dalam pencatatan 

keuangan juga bisa menjadi langkah yang efektif. Misalnya, insentif 

berupa pengurangan pajak atau fasilitas pinjaman berbunga rendah dapat 

mendorong UMKM untuk lebih disiplin dalam melakukan pencatatan 

dan memenuhi kewajiban perpajakan. Insentif ini tidak hanya membantu 

UMKM dalam meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memberikan 

dorongan untuk pertumbuhan usaha yang lebih baik. 

 

6. Regulasi yang Mendukung Pencatatan Keuangan UMKM 

Beberapa regulasi di Indonesia mendukung upaya pencatatan 

keuangan untuk keperluan pajak bagi UMKM, memberikan dasar hukum 

yang jelas dan memperkuat kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU HPP). UU ini bertujuan untuk menyederhanakan dan 

memperbarui sistem perpajakan di Indonesia, mencakup berbagai 

kebijakan baru yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak, termasuk 

bagi pelaku UMKM. Dalam UU HPP, terdapat kebijakan untuk 

memberikan kemudahan administrasi pajak bagi UMKM dan 

memperkenalkan tarif pajak yang lebih rendah serta prosedur yang lebih 

sederhana, seperti sistem pajak final bagi UMKM dengan omzet di 

bawah Rp4,8 miliar. 

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 juga menjadi regulasi 

penting yang memberikan kemudahan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan bagi UMKM. PP ini mengatur bahwa UMKM dengan omzet 
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di bawah Rp4,8 miliar per tahun dapat memanfaatkan skema Pajak 

Penghasilan Final (PPh Final) dengan tarif yang sangat terjangkau, yaitu 

0,5% dari omzet bruto. Regulasi ini meringankan beban administrasi 

bagi UMKM karena tidak perlu melakukan pembukuan yang rumit atau 

menghitung pajak berdasarkan penghasilan neto. Sebagai gantinya, 

UMKM hanya perlu mencatat penghasilan bruto dan membayar pajak 

final berdasarkan omzet yang diperoleh. 

Dengan adanya UU HPP dan PP No. 23 Tahun 2018, pelaku 

UMKM memiliki panduan dan kemudahan yang memungkinkan untuk 

lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus menghadapi 

beban administrasi yang kompleks. Kedua regulasi ini juga dirancang 

untuk mendorong UMKM agar lebih aktif dalam melakukan pencatatan 

keuangan yang akurat, yang nantinya dapat mendukung transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Melalui regulasi ini, 

pemerintah bertujuan untuk memberikan insentif yang dapat 

meningkatkan kepatuhan pajak, sekaligus mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan UMKM di Indonesia. 

 

C. Kewajiban Dokumentasi Pajak untuk UMKM 

 

Dokumentasi pajak adalah bagian penting dari kewajiban 

perpajakan yang harus dipenuhi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Dokumentasi pajak mencakup seluruh dokumen yang 

berkaitan dengan aktivitas perpajakan, seperti pencatatan transaksi, 

penghitungan pajak, dan pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM mematuhi 

aturan perpajakan dan memiliki bukti yang sah atas kewajiban pajaknya. 

 

1. Pentingnya Dokumentasi Pajak untuk UMKM 

Dokumentasi pajak memiliki peran yang sangat penting dalam 

mendukung kelancaran operasional UMKM dan menjaga kepatuhan 

terhadap peraturan perpajakan. Salah satu fungsi utama dari dokumentasi 

pajak adalah untuk membantu UMKM mematuhi kewajiban perpajakan 

yang berlaku. Dengan memiliki bukti tertulis yang sah, seperti faktur 

pajak, bukti pembayaran, dan laporan pajak, UMKM dapat memastikan 

bahwa telah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Dokumentasi yang rapi dan lengkap juga berfungsi sebagai 

bukti yang dapat digunakan untuk mendukung pelaporan pajak yang 
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akurat. Selain itu, dokumentasi yang baik membantu UMKM 

menghindari risiko sanksi dan penalti dari Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP). Ketika UMKM tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran atau 

pelaporan pajak yang tepat waktu, dapat dikenakan sanksi administrasi 

atau denda yang dapat merugikan usahanya. Dengan memastikan bahwa 

seluruh dokumen perpajakan tercatat dengan baik dan tepat waktu, 

UMKM dapat menghindari masalah hukum dan keuangan yang dapat 

menghambat perkembangan usahanya. 

Dokumentasi pajak yang terorganisir juga dapat meningkatkan 

kredibilitas sebuah usaha. Pihak mitra bisnis, investor, atau pemberi 

pinjaman sering kali menilai profesionalisme dan keandalan UMKM 

berdasarkan bagaimana mengelola kewajiban perpajakan. UMKM yang 

memiliki dokumentasi yang lengkap dan rapi cenderung dipandang lebih 

dapat dipercaya dan lebih mudah mendapatkan dukungan finansial atau 

kerjasama bisnis. Selain itu, dalam hal pemeriksaan atau audit pajak oleh 

DJP, dokumentasi yang lengkap dan terorganisir akan mempercepat 

proses audit tersebut. Auditor pajak akan lebih mudah memverifikasi 

kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan jika semua dokumen 

tersedia dengan jelas dan sesuai. Oleh karena itu, menjaga dokumentasi 

pajak yang baik tidak hanya membantu UMKM dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan, tetapi juga mendukung kelancaran administrasi 

usaha secara keseluruhan. 

 

2. Jenis Dokumentasi Pajak yang Wajib Disiapkan oleh UMKM 

Dokumentasi pajak merupakan elemen penting yang harus 

dipenuhi oleh UMKM untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban 

perpajakan. Salah satu dokumen utama yang harus dimiliki oleh setiap 

UMKM adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi 

sebagai identitas resmi wajib pajak dan menjadi syarat untuk melakukan 

segala transaksi perpajakan. Selain NPWP, UMKM juga harus 

menyimpan dokumen terkait, seperti surat keterangan terdaftar, yang 

membuktikan bahwa terdaftar sebagai wajib pajak yang sah. Selain itu, 

UMKM juga wajib memiliki bukti transaksi keuangan yang mencatat 

semua pemasukan usaha, seperti faktur, nota penjualan, bukti transfer, 

dan tanda terima lainnya. Bagi UMKM yang terdaftar sebagai Pengusaha 

Kena Pajak (PKP), harus memiliki faktur pajak yang sesuai dengan 

ketentuan. Bukti transaksi ini menjadi referensi penting dalam 
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menghitung kewajiban pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

Dokumentasi lainnya yang penting adalah laporan penghasilan 

bruto, yang mencatat semua pemasukan yang diperoleh dari aktivitas 

usaha. Ini menjadi dasar untuk menghitung pajak yang terutang, 

terutama bagi UMKM yang menggunakan skema PPh Final, yang mana 

penghitungan pajaknya didasarkan pada omzet yang dicatat secara rinci. 

Dokumen pengeluaran usaha juga harus disiapkan, seperti bukti 

pembelian bahan baku, pembayaran sewa, dan gaji karyawan. Dokumen-

dokumen ini diperlukan untuk mendukung penghitungan pajak yang 

lebih akurat, terutama dalam hal pengurangan pajak atau pengelolaan 

biaya yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan. Bukti 

pembayaran pajak, seperti Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti 

elektronik pembayaran pajak, juga wajib disimpan. Dokumen ini 

menunjukkan bahwa UMKM telah menyetor pajak yang terutang sesuai 

dengan ketentuan. Terakhir, salinan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) 

tahunan dan bulanan yang telah disampaikan ke Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) harus dijaga dengan baik sebagai bukti bahwa UMKM telah 

memenuhi kewajiban pelaporan pajak tepat waktu. Semua dokumentasi 

ini harus dikelola dengan rapi dan teratur untuk mempermudah 

pemeriksaan dan audit pajak jika diperlukan. 

 

3. Regulasi yang Mengatur Dokumentasi Pajak untuk UMKM 

Kewajiban dokumentasi pajak bagi UMKM diatur oleh beberapa 

regulasi yang memberikan dasar hukum untuk memastikan kepatuhan 

perpajakan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU ini mengatur tata cara 

pendaftaran, pencatatan, dan pelaporan perpajakan yang harus diikuti 

oleh wajib pajak, termasuk UMKM. Dalam UU KUP, terdapat ketentuan 

tentang kewajiban untuk melakukan pencatatan yang tepat dan laporan 

yang jujur mengenai penghasilan serta kewajiban perpajakan yang 

timbul, guna mendukung sistem perpajakan yang transparan dan adil. 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 menjadi dasar 

hukum bagi UMKM dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya. PP 

ini mengatur pemberian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% 

bagi UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar. Salah satu 

ketentuan penting yang diatur dalam PP ini adalah kewajiban untuk 

mencatat penghasilan bruto atau omzet usaha, meskipun UMKM tidak 
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diwajibkan untuk membuat pembukuan yang kompleks seperti 

perusahaan besar. Pencatatan ini bertujuan untuk memudahkan 

perhitungan pajak dan mendukung transparansi keuangan yang 

diperlukan untuk pelaporan pajak yang akurat. 

Regulasi lain yang turut mengatur dokumentasi pajak adalah 

peraturan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP), seperti 

peraturan mengenai format dan prosedur pelaporan yang harus diikuti 

oleh UMKM. Salah satu regulasi yang penting adalah kewajiban 

pelaporan pajak melalui sistem elektronik, seperti e-SPT dan e-Faktur. 

Dengan menggunakan sistem ini, UMKM dapat melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) dan faktur pajak secara online, yang memudahkan 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan memastikan akurasi 

pelaporan. Regulasi-regulasi ini membantu UMKM dalam menjalankan 

kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak di 

sektor UMKM. 

 

4. Prosedur Dokumentasi Pajak yang Efektif 

Untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak, UMKM 

perlu mengikuti prosedur dokumentasi pajak yang efektif. Langkah 

pertama adalah menyimpan semua bukti transaksi dengan baik. Setiap 

transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran, harus 

didokumentasikan dengan bukti yang sah seperti faktur, nota penjualan, 

tanda terima, atau bukti transfer. Bukti ini menjadi dasar untuk 

menghitung pajak yang terutang dan sebagai referensi jika terjadi audit 

pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Langkah kedua yang penting adalah memanfaatkan sistem digital 

dalam proses pencatatan. UMKM dapat menggunakan aplikasi atau 

software akuntansi untuk menyimpan dokumen dalam bentuk digital 

yang terorganisir. Penggunaan sistem digital memungkinkan UMKM 

untuk lebih mudah mengakses dan mengelola data keuangan, serta 

mengurangi risiko kehilangan dokumen akibat kerusakan atau 

kebakaran. Selain itu, penyimpanan digital mempermudah proses 

pelaporan pajak secara elektronik, seperti melalui e-SPT dan e-Faktur. 

Penting juga bagi UMKM untuk memiliki arsip fisik dan digital. 

Dokumen fisik, seperti faktur dan nota, tetap perlu disimpan dengan 

baik, sementara salinan digital dapat digunakan sebagai cadangan untuk 

keamanan tambahan. Memiliki kedua jenis arsip ini memungkinkan 
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UMKM untuk menghadapi berbagai situasi, termasuk kemungkinan 

dokumen fisik yang rusak atau hilang. Arsip fisik harus disimpan di 

tempat yang aman dan mudah diakses, sementara arsip digital dapat 

disimpan di cloud atau perangkat penyimpanan yang terjamin 

keamanannya. 

UMKM perlu melakukan review berkala terhadap dokumentasi 

pajak. Tinjauan rutin ini penting untuk memastikan bahwa semua 

dokumen tercatat dengan benar, tidak ada yang terlewat, dan semuanya 

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan 

review secara berkala, UMKM dapat mengidentifikasi jika ada 

kesalahan atau kekurangan dalam pencatatan dan segera 

memperbaikinya, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dalam 

pelaporan pajak. Prosedur ini tidak hanya memastikan kepatuhan pajak, 

tetapi juga membantu UMKM mengelola keuangan dengan lebih efisien 

dan transparan. 

 

5. Tantangan dalam Dokumentasi Pajak 

UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam proses 

dokumentasi pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan terhadap 

peraturan perpajakan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya 

pengetahuan tentang perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang tidak 

sepenuhnya memahami kewajiban dokumentasi pajak dan pentingnya 

menyimpan bukti transaksi dengan baik. Hal ini sering kali 

menyebabkan kelalaian dalam pencatatan yang tepat atau tidak 

tercatatnya transaksi penting, yang pada akhirnya dapat berdampak pada 

pelaporan pajak yang tidak akurat atau tidak lengkap. 

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya, baik 

dalam hal tenaga kerja maupun infrastruktur yang diperlukan untuk 

mengelola dokumentasi pajak. Banyak UMKM yang beroperasi dengan 

sumber daya terbatas, sehingga tidak memiliki staf khusus yang 

bertanggung jawab untuk mengelola dokumen pajak. Selain itu, 

beberapa UMKM juga kesulitan untuk mengakses teknologi atau alat 

yang dapat membantunya dalam pencatatan dan penyimpanan dokumen 

secara efisien. Keterbatasan ini dapat memperlambat atau menghambat 

proses dokumentasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Kesalahan dalam pencatatan transaksi juga merupakan tantangan 

yang sering dihadapi oleh UMKM. Ketidakakuratan dalam pencatatan 

pemasukan dan pengeluaran dapat menyebabkan masalah saat pelaporan 
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pajak atau audit oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini bisa terjadi 

karena pencatatan yang tidak sistematis atau karena kurangnya 

pemahaman tentang prinsip dasar akuntansi. Kesalahan semacam ini 

berpotensi menghasilkan kewajiban pajak yang lebih tinggi atau bahkan 

sanksi administrasi dan penalti. Oleh karena itu, ketelitian dalam 

pencatatan transaksi sangat penting untuk menghindari masalah di masa 

depan. 

 

6. Solusi untuk Mengatasi Tantangan Dokumentasi 

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM dalam 

dokumentasi pajak, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan agar 

proses ini berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu solusi utama 

adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Pelatihan atau seminar yang 

diadakan oleh pemerintah atau organisasi terkait dapat membantu pelaku 

UMKM untuk memahami dengan lebih baik kewajiban perpajakan, 

termasuk pentingnya pencatatan yang tepat dan bagaimana cara 

mengelola dokumen pajak yang benar. Dengan pemahaman yang lebih 

mendalam, pelaku UMKM akan lebih siap untuk mengelola 

dokumentasi pajak secara lebih profesional dan menghindari kesalahan 

yang dapat berujung pada masalah hukum atau finansial. 

UMKM juga bisa bekerja sama dengan konsultan pajak. 

Konsultan pajak dapat memberikan pendampingan langsung dalam 

proses penyusunan dan pengelolaan dokumentasi pajak, dapat 

membantu UMKM memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang 

berlaku serta memberikan nasihat tentang cara terbaik untuk menyimpan 

dan melaporkan dokumen pajak. Bekerja sama dengan konsultan pajak 

tidak hanya memastikan bahwa dokumentasi pajak sesuai dengan 

regulasi, tetapi juga membantu UMKM meminimalisir risiko kesalahan 

yang dapat menyebabkan denda atau penalti. 

Pemanfaatan teknologi juga merupakan solusi yang sangat 

membantu dalam mengatasi tantangan dokumentasi pajak. UMKM 

dapat memanfaatkan aplikasi atau software akuntansi seperti BukuKas 

atau aplikasi serupa yang dirancang untuk mempermudah pencatatan 

transaksi dan pengelolaan dokumen pajak. Aplikasi ini biasanya 

dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan UMKM untuk menyimpan 

bukti transaksi secara digital, mengelola laporan keuangan, dan 

memudahkan pelaporan pajak secara elektronik. Dengan menggunakan 

teknologi, proses dokumentasi menjadi lebih terorganisir, efisien, dan 
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aman. Selain itu, teknologi juga dapat membantu UMKM dalam 

memonitor dan mengevaluasi status keuangan secara real-time, yang 

memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan UMKM untuk 

memastikan bahwa sistem administrasi pajak berjalan dengan baik. 

2. Mengapa pencatatan keuangan yang rapi dan akurat penting bagi 

UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan? 

3. Berikan contoh nyata dokumen-dokumen apa saja yang harus 

dimiliki oleh UMKM untuk memenuhi kewajiban dokumentasi 

pajak. 

4. Diskusikan tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam 

mengelola dokumentasi pajak dan berikan solusi untuk 

mengatasinya. 

5. Bagaimana teknologi dapat membantu UMKM dalam menjalankan 

kewajiban administrasi perpajakan? 
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PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan pemotongan pajak oleh UMKM, 

memahami pemungutan pajak oleh UMKM, memahami prosedur 

pemotongan dan pemungutan pajak, serta memahami pelaporan 

pemotongan dan pemungutan pajak. Sehingga pembaca dapat  

menjalankan kewajiban perpajakan UMKM secara benar, memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta menghindari potensi 

sanksi pajak. 

Materi Pembelajaran 

• Pemotongan Pajak oleh UMKM 

• Pemungutan Pajak oleh UMKM 

• Prosedur Pemotongan dan Pemungutan Pajak 

• Pelaporan Pemotongan dan Pemungutan Pajak 

• Latihan Soal 

 

 

A. Pemotongan Pajak oleh UMKM 

 

Pemotongan pajak adalah kewajiban yang melekat pada pelaku 

usaha, termasuk UMKM, untuk memotong sebagian dari pembayaran 

yang dilakukan kepada pihak lain, kemudian menyetorkannya ke kas 

negara. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perpajakan seperti 

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008, yang 

bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak dan mempermudah 

pengumpulan pajak. 

 

1. Jenis-Jenis Pemotongan Pajak oleh UMKM 

UMKM di Indonesia memiliki kewajiban untuk memotong pajak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. 

Beberapa jenis pemotongan pajak yang harus dilakukan oleh UMKM 
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antara lain Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), Pajak Penghasilan 

Pasal 23 (PPh Pasal 23), dan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26). 

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh 

karyawan atau pekerja dalam bentuk gaji, upah, honorarium, atau 

pembayaran lainnya. UMKM yang mempekerjakan tenaga kerja tetap 

diwajibkan untuk memotong pajak atas penghasilan. Tarif pajak ini 

bersifat progresif, yaitu berkisar antara 5% hingga 30%, tergantung pada 

lapisan penghasilan kena pajak (PKP). Perhitungan pajak dilakukan 

berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga pajak 

hanya dikenakan atas penghasilan yang melebihi batas PTKP yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Ini berarti, semakin tinggi penghasilan 

seorang karyawan, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. 

PPh Pasal 23 dikenakan pada pembayaran yang dilakukan oleh 

UMKM kepada pihak ketiga atas berbagai jenis jasa tertentu. Jika 

UMKM membayar jasa kepada pihak lain, seperti konsultan, perencana, 

atau teknisi, maka diwajibkan untuk memotong pajak sebesar 2% dari 

jumlah pembayaran tersebut. Selain itu, untuk pembayaran royalti, tarif 

pemotongannya lebih tinggi, yaitu 15%. Objek pajak dalam PPh Pasal 

23 meliputi berbagai jenis pembayaran, seperti bunga, sewa, hadiah, dan 

jasa lainnya yang dilakukan oleh UMKM kepada pihak ketiga. 

PPh Pasal 26 berlaku ketika UMKM melakukan transaksi dengan 

wajib pajak luar negeri. Dalam hal ini, UMKM diwajibkan untuk 

memotong pajak atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak luar 

negeri, seperti dividen, bunga, royalti, atau imbalan jasa. Tarif 

pemotongan umum untuk PPh Pasal 26 adalah 20%, namun tarif ini bisa 

lebih rendah jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) 

antara Indonesia dan negara tempat transaksi dilakukan. Perjanjian P3B 

ini memungkinkan tarif pajak yang lebih rendah untuk menghindari 

pajak berganda pada transaksi internasional. 

 

2. Tanggung Jawab Pemotong Pajak 

Sebagai pemotong pajak, UMKM memiliki serangkaian 

tanggung jawab yang penting untuk memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan perpajakan yang berlaku. Tanggung jawab pertama yang harus 

dipenuhi oleh UMKM adalah memotong pajak sesuai dengan ketentuan 

tarif yang berlaku. Ini berarti UMKM harus memastikan bahwa 

memotong pajak dari pembayaran yang dilakukan kepada karyawan, 

pihak ketiga, atau pihak luar negeri, sesuai dengan jenis dan tarif pajak 
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yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemotongan pajak 

yang benar sangat penting untuk menghindari kesalahan perhitungan 

yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Tanggung jawab kedua adalah menerbitkan bukti potong. Setelah 

melakukan pemotongan pajak, UMKM harus memberikan bukti potong 

kepada pihak yang dipotong pajaknya, seperti karyawan atau penyedia 

jasa. Bukti potong ini berfungsi sebagai dokumen pendukung dalam 

pelaporan pajak dan menjadi bukti sah bahwa pajak telah dipotong dan 

disetor sesuai dengan ketentuan. Tanpa bukti potong yang sah, pihak 

yang dipotong pajaknya tidak akan dapat melaporkan pajak tersebut 

dalam SPT, yang dapat mengarah pada masalah administrasi pajak. 

UMKM juga bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak yang 

telah dipotong ke kas negara. Setiap pajak yang dipotong harus segera 

disetorkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. Keterlambatan dalam penyetoran pajak dapat berakibat 

pada denda atau sanksi administrasi. Oleh karena itu, UMKM harus 

disiplin dan memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan tepat 

waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Tanggung jawab terakhir adalah melaporkan pajak. Setiap 

pemotongan pajak yang dilakukan oleh UMKM harus dilaporkan 

melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan secara berkala, 

biasanya setiap bulan, kepada Direktorat Jenderal Pajak. Laporan ini 

mencakup informasi mengenai jumlah pajak yang dipotong, disetor, dan 

bukti potong yang telah diterbitkan. Melaporkan pajak secara tepat 

waktu dan akurat adalah bagian penting dari tanggung jawab pemotong 

pajak untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban pajak telah dipenuhi 

dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

3. Contoh Kasus Pemotongan Pajak oleh UMKM 

Contoh kasus pemotongan pajak oleh UMKM dapat dilihat 

dalam dua jenis pajak yang umum, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. 

Pada kasus PPh Pasal 21, UMKM A membayar gaji bulanan 

kepada karyawannya sebesar Rp7.000.000. Mengacu pada peraturan 

yang berlaku, setiap karyawan memiliki batas Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP), yang dalam kasus ini adalah Rp4.500.000 per bulan. Oleh 

karena itu, untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), UMKM A 

mengurangi gaji karyawan dengan PTKP, yang hasilnya adalah 

Rp2.500.000 (Rp7.000.000 - Rp4.500.000). Selanjutnya, tarif pajak 
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untuk PKP tersebut adalah 5%, sehingga PPh Pasal 21 yang harus 

dipotong dari gaji karyawan adalah sebesar Rp125.000 (Rp2.500.000 × 

5%). PPh Pasal 21 ini akan disetorkan oleh UMKM A kepada kas negara 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sedangkan pada kasus PPh Pasal 23, UMKM B melakukan 

pembayaran jasa konsultan sebesar Rp10.000.000. Berdasarkan 

peraturan yang berlaku, tarif PPh Pasal 23 untuk pembayaran jasa adalah 

2%. Maka, UMKM B harus memotong pajak sebesar 2% dari jumlah 

pembayaran jasa yang dilakukan. Dalam hal ini, jumlah pajak yang harus 

dipotong adalah Rp200.000 (Rp10.000.000 × 2%). PPh Pasal 23 ini 

harus disetorkan oleh UMKM B ke kas negara sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, dan bukti pemotongan pajak harus diberikan kepada pihak 

konsultan sebagai dokumentasi. 

 

4. Manfaat Pemotongan Pajak oleh UMKM 

Pemotongan pajak oleh UMKM memiliki berbagai manfaat yang 

penting, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun bagi negara. Salah satu 

manfaat utama adalah mempermudah kepatuhan pajak. Dengan adanya 

sistem pemotongan pajak, UMKM tidak perlu khawatir tentang 

kewajiban menghitung dan membayar pajak secara mandiri. Sebagai 

contoh, pajak yang dipotong langsung dari penghasilan karyawan atau 

pembayaran jasa oleh UMKM memastikan bahwa kewajiban pajak telah 

dipenuhi tanpa harus dilakukan secara terpisah oleh pihak yang 

menerima penghasilan. Hal ini mempermudah seluruh proses 

perpajakan, terutama bagi UMKM yang mungkin tidak memiliki 

pengetahuan mendalam mengenai peraturan perpajakan. 

Manfaat berikutnya adalah meningkatkan penerimaan pajak 

negara. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh UMKM memastikan 

bahwa pajak dipungut secara otomatis dan disetorkan ke kas negara. Ini 

membantu pemerintah dalam memperoleh penerimaan pajak yang stabil, 

karena pajak dipungut pada setiap tahap transaksi dan diteruskan 

langsung oleh pemotong pajak. Sistem ini mengurangi risiko kebocoran 

pajak, memastikan bahwa negara dapat mengumpulkan dana yang 

dibutuhkan untuk pembangunan dan pelayanan publik. 

Pemotongan pajak juga dapat mengurangi risiko sanksi bagi 

UMKM. Dengan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang 

berlaku, UMKM dapat menghindari sanksi administrasi atau denda yang 

dapat timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaporan atau 
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pembayaran pajak. Pemotongan yang tepat waktu dan sesuai tarif akan 

membantu UMKM tetap patuh terhadap peraturan perpajakan, yang pada 

gilirannya meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah hukum atau 

finansial yang dapat merugikan usahanya. 

 

5. Sanksi atas Kegagalan Melakukan Pemotongan Pajak 

Kegagalan UMKM dalam melaksanakan pemotongan pajak 

dapat menimbulkan berbagai sanksi yang dapat merugikan usaha, baik 

secara finansial maupun hukum. Salah satu sanksi yang sering dikenakan 

adalah sanksi administrasi, berupa denda sebesar 2% per bulan dari 

jumlah pajak yang tidak dipotong atau disetorkan ke kas negara. Sanksi 

ini berlaku apabila UMKM tidak melakukan pemotongan pajak sesuai 

dengan kewajiban yang ada, atau jika pajak yang dipotong tidak segera 

disetorkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, UMKM 

juga dapat dikenakan sanksi bunga. Sanksi ini dikenakan jika ada 

keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Persentase 

bunga yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 

peraturan perpajakan yang berlaku. Bunga ini akan terus berjalan selama 

kewajiban pajak yang belum dipenuhi tidak diselesaikan, sehingga dapat 

menambah beban keuangan UMKM. 

Pada kasus yang lebih serius, seperti adanya penyelewengan atau 

penggelapan pajak, UMKM bisa dikenakan sanksi pidana. 

Penyelewengan dalam pemotongan atau pelaporan pajak yang disengaja, 

seperti menyembunyikan penghasilan atau mengurangi jumlah pajak 

yang harus dibayar, dapat berujung pada sanksi pidana. Sanksi ini bisa 

berupa hukuman penjara atau denda yang besar, tergantung pada 

beratnya pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting 

bagi UMKM untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan, 

agar dapat menghindari potensi sanksi yang dapat merusak reputasi dan 

keberlanjutan usaha. 

 

B. Pemungutan Pajak oleh UMKM 

 

Pemungutan pajak adalah proses di mana UMKM diwajibkan 

untuk memungut pajak dari pihak yang melakukan transaksi. 

Pemungutan pajak ini sering kali dilakukan atas transaksi tertentu, sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemungutan pajak oleh 
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UMKM bertujuan untuk mendukung penerimaan negara serta 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. 

 

1. Jenis Pajak yang Dipungut oleh UMKM 

UMKM yang terlibat dalam kegiatan usaha di Indonesia harus 

memahami berbagai jenis pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Salah satu jenis pajak yang harus dipungut oleh 

UMKM adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas 

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). 

UMKM yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

wajib memungut PPN dari konsumen pada setiap transaksi yang 

melibatkan penyerahan barang atau jasa. Berdasarkan UU HPP Tahun 

2021, tarif umum PPN adalah 11%, yang dihitung dari nilai transaksi 

atas barang atau jasa yang diserahkan. Selain itu, UMKM harus 

menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN. Sebagai contoh, 

jika UMKM menjual barang dengan harga Rp1.000.000, maka PPN yang 

harus dipungut sebesar Rp110.000, sehingga total harga yang dibayar 

konsumen menjadi Rp1.110.000. 

UMKM juga wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. 

PPh Pasal 22 dikenakan pada UMKM yang melakukan impor barang 

atau menjual barang tertentu kepada instansi pemerintah atau badan 

usaha tertentu. Tarif PPh Pasal 22 berbeda-beda, tergantung pada jenis 

transaksi, dan berkisar antara 0,5% hingga 1,5% dari nilai transaksi atau 

nilai impor. Pajak ini dipungut oleh pihak yang melakukan transaksi 

dengan UMKM dan disetorkan ke kas negara oleh UMKM tersebut. 

Terakhir, UMKM juga diwajibkan untuk memungut Bea Materai pada 

dokumen tertentu yang menjadi bagian dari transaksi bisnis, seperti 

perjanjian atau surat kontrak. Bea Materai dikenakan pada dokumen 

yang nilainya lebih dari Rp5.000.000, dengan tarif sebesar Rp10.000 per 

dokumen. Pemungutan Bea Materai ini bertujuan untuk memberikan 

bukti sah atas dokumen yang digunakan dalam transaksi, serta sebagai 

tanda pengesahan atas transaksi yang terjadi. 

 

2. Prosedur Pemungutan Pajak oleh UMKM 

Prosedur pemungutan pajak oleh UMKM dimulai dengan 

mengidentifikasi transaksi yang dikenakan pajak. Setiap UMKM harus 

memahami dengan jelas transaksi mana yang wajib dikenakan pajak 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Misalnya, untuk PPN, 
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transaksi yang melibatkan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau 

Jasa Kena Pajak (JKP) akan dikenakan pajak. Sedangkan untuk PPh 

Pasal 22, transaksi tertentu seperti impor barang atau penjualan kepada 

instansi pemerintah juga harus dipungut pajaknya. Setelah 

mengidentifikasi transaksi yang dikenakan pajak, langkah selanjutnya 

adalah memungut pajak dari konsumen. UMKM wajib menambahkan 

jumlah pajak yang dipungut pada nilai transaksi yang dilakukan dengan 

konsumen. Sebagai contoh, jika UMKM menjual barang dengan harga 

Rp1.000.000 dan dikenakan tarif PPN 11%, maka total pajak yang 

dipungut adalah Rp110.000, sehingga total yang harus dibayar oleh 

konsumen menjadi Rp1.110.000. 

UMKM harus menerbitkan bukti pungutan, seperti faktur pajak 

untuk PPN dan bukti potong untuk PPh Pasal 22. Bukti pungutan ini 

adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pajak telah dipungut 

dari konsumen atau pihak lain yang dikenakan pajak. Dokumen ini harus 

diberikan kepada pihak yang dikenakan pajak agar dapat digunakan 

dalam pelaporan pajak. Setelah pajak dipungut, pajak yang telah 

dipungut harus disetorkan ke kas negara. UMKM harus menyetorkan 

pajak yang dipungut melalui kanal pembayaran resmi yang ditunjuk oleh 

pemerintah, seperti melalui bank atau lembaga penyetoran pajak lainnya. 

Proses ini memastikan bahwa pajak yang dipungut diserahkan kepada 

negara dalam waktu yang tepat. 

UMKM wajib melaporkan pajak yang dipungut melalui Surat 

Pemberitahuan (SPT). Laporan pajak ini harus disampaikan secara 

berkala, biasanya setiap bulan atau tahun, tergantung pada jenis pajak 

dan ketentuan yang berlaku. Dalam SPT, UMKM harus melaporkan 

jumlah pajak yang dipungut dan disetorkan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban 

perpajakan. Dengan mengikuti prosedur ini, UMKM dapat menjalankan 

kegiatan usaha dengan baik dan mematuhi kewajiban perpajakan yang 

berlaku. 

 

3. Manfaat Pemungutan Pajak oleh UMKM 

Pemungutan pajak oleh UMKM memiliki berbagai manfaat yang 

tidak hanya berdampak pada keberlanjutan usaha, tetapi juga pada 

perekonomian negara secara keseluruhan. Salah satu manfaat utama 

adalah kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pemungutan pajak oleh 

UMKM merupakan bentuk tanggung jawab hukum dalam mematuhi 
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undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan ini 

penting karena dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah, UMKM tidak hanya terhindar dari sanksi atau denda, tetapi 

juga turut menjaga stabilitas sistem perpajakan negara. Dengan 

mematuhi peraturan perpajakan, UMKM menunjukkan bahwa ia 

berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang sah dan mendukung tata 

kelola yang baik. 

Pemungutan pajak dapat meningkatkan kredibilitas UMKM. 

UMKM yang secara rutin dan tepat memungut serta menyetor pajak 

memiliki reputasi yang lebih baik di mata konsumen, mitra bisnis, dan 

lembaga keuangan. Reputasi yang baik ini bisa berkontribusi pada 

peningkatan daya tarik usaha, baik dalam hal mendapatkan pelanggan 

baru maupun memperluas jaringan bisnis. Mitra bisnis atau investor 

cenderung lebih percaya untuk bekerja sama dengan UMKM yang 

memiliki kepatuhan yang baik terhadap kewajiban perpajakan, karena 

hal tersebut mencerminkan profesionalisme dan transparansi dalam 

menjalankan usaha. 

Mendukung penerimaan negara juga menjadi salah satu manfaat 

penting dari pemungutan pajak oleh UMKM. Pajak yang dipungut dan 

disetorkan oleh UMKM berkontribusi langsung terhadap pendapatan 

negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan 

dan layanan publik. Dengan demikian, setiap pajak yang dipungut oleh 

UMKM tidak hanya bermanfaat untuk usaha itu sendiri, tetapi juga 

memberikan dampak positif yang lebih luas, seperti perbaikan 

infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-

sektor lainnya yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Kontribusi 

ini menunjukkan bahwa UMKM berperan penting dalam perekonomian 

negara, bukan hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai agen 

pembangunan yang mendukung kemajuan negara secara keseluruhan. 

 

4. Sanksi atas Kelalaian Pemungutan Pajak 

Kelalaian dalam pemungutan atau penyetoran pajak oleh UMKM 

dapat menimbulkan sanksi yang cukup berat sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Salah satu sanksi yang paling umum adalah 

sanksi administrasi, yang berupa denda sebesar 2% per bulan atas pajak 

yang tidak dipungut atau disetor tepat waktu. Denda ini dihitung 

berdasarkan jumlah pajak yang terutang, sehingga semakin lama 

kelalaian tersebut dibiarkan, semakin besar pula jumlah denda yang 
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harus dibayar. Sanksi administrasi ini bertujuan untuk memberikan efek 

jera agar UMKM lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya. 

Sanksi bunga juga dikenakan apabila UMKM terlambat dalam 

menyetorkan pajak yang telah dipungut. Bunga ini akan dikenakan 

sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan, yang 

dapat meningkat seiring dengan lamanya keterlambatan dalam 

penyetoran pajak. Sanksi bunga ini bertujuan untuk mendorong 

kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat 

waktu, serta mengimbangi pengaruh keterlambatan penyetoran terhadap 

pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan layanan 

publik. 

Pada kasus yang lebih serius, terutama jika terjadi pelanggaran 

berat atau penyelewengan dalam pemungutan atau penyetoran pajak, 

UMKM bisa dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa 

hukuman penjara atau denda yang lebih besar, tergantung pada sejauh 

mana pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran berat ini bisa mencakup 

penghindaran pajak atau manipulasi dokumen pajak yang disengaja. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi UMKM untuk memastikan bahwa 

melakukan pemungutan dan penyetoran pajak dengan benar dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, untuk menghindari konsekuensi hukum 

yang dapat merugikan usaha itu sendiri. 

 

5. Contoh Kasus Pemungutan Pajak oleh UMKM 

Di dunia perpajakan, UMKM yang terdaftar sebagai Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut pajak dari 

transaksi yang dikenakan pajak. Salah satu contohnya adalah pada kasus 

PPN (Pajak Pertambahan Nilai). UMKM C menjual jasa konsultasi 

senilai Rp5.000.000 kepada pelanggan. Sebagai PKP, UMKM C wajib 

memungut PPN sebesar 11% atas transaksi tersebut. Perhitungan PPN 

yang harus dipungut adalah 11% dari Rp5.000.000, yaitu Rp550.000. 

Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh pelanggan adalah 

Rp5.550.000, yang sudah termasuk PPN. PPN yang dipungut ini 

kemudian harus disetorkan ke kas negara oleh UMKM C. Hal ini 

menunjukkan bagaimana UMKM dapat menambah nilai transaksi 

dengan memungut PPN yang nantinya berkontribusi pada penerimaan 

negara. 
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Contoh lainnya adalah pada kasus PPh Pasal 22, yang berlaku 

bagi UMKM yang menjual barang kepada instansi pemerintah atau 

badan tertentu. UMKM D menjual barang senilai Rp20.000.000 kepada 

sebuah instansi pemerintah. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, 

transaksi ini dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5%. Oleh karena itu, 

PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 1,5% dari nilai transaksi, yaitu 

Rp20.000.000 × 1,5% = Rp300.000. PPh Pasal 22 yang dipungut ini 

kemudian harus disetorkan ke kas negara oleh UMKM D. Kasus ini 

menggambarkan pentingnya bagi UMKM untuk memahami berbagai 

jenis pajak yang berlaku, serta kewajiban dalam memungut dan 

menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan yang ada. 

 

C. Prosedur Pemotongan dan Pemungutan Pajak 

 

Prosedur pemotongan dan pemungutan pajak oleh Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan rangkaian langkah 

administratif dan operasional yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemotongan dan 

pemungutan pajak menjadi salah satu aspek penting dalam sistem 

perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan kontribusi UMKM 

terhadap pendapatan negara. 

 

1. Identifikasi Wajib Pajak dan Objek Pajak 

Proses awal dalam pemotongan dan pemungutan pajak adalah 

mengidentifikasi siapa yang menjadi Wajib Pajak dan apa yang menjadi 

Objek Pajak. Wajib Pajak merujuk pada pihak yang dikenakan 

kewajiban pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dalam 

konteks UMKM, pihak yang bisa menjadi wajib pajak antara lain 

pelanggan, karyawan, atau pihak ketiga lainnya yang terlibat dalam 

transaksi yang dikenakan pajak. Misalnya, dalam transaksi jual beli, 

pelanggan adalah pihak yang dikenakan pajak, sedangkan dalam 

hubungan kerja, karyawan adalah pihak yang dikenakan potongan pajak 

atas penghasilan yang diterimanya. Sedangkan Objek Pajak adalah 

transaksi atau aktivitas yang dikenakan pajak. Objek pajak ini bisa 

bervariasi tergantung jenis pajak yang berlaku. Sebagai contoh, Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan yang 

diterima oleh karyawan dari pemberi kerja. Dalam hal ini, penghasilan 

yang diterima oleh karyawan UMKM menjadi objek pajak, dan UMKM 
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bertindak sebagai pemotong pajak yang wajib memotong pajak 

penghasilan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Contoh lainnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

dikenakan pada transaksi jual beli barang atau jasa. Jika UMKM menjual 

barang atau jasa kepada pelanggan, maka pelanggan tersebut menjadi 

pihak yang dikenakan PPN, dan transaksi penjualan barang atau jasa 

menjadi objek pajaknya. Dalam hal ini, UMKM wajib memungut PPN 

atas nilai transaksi yang dilakukan dan menyetorkannya ke kas negara. 

Proses identifikasi wajib pajak dan objek pajak sangat penting dalam 

pemotongan dan pemungutan pajak, karena akan menentukan 

bagaimana pajak dipungut, disetorkan, dan dilaporkan. Oleh karena itu, 

UMKM harus memahami dengan jelas siapa yang menjadi wajib pajak 

dan transaksi mana saja yang menjadi objek pajak untuk memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 

 

2. Penentuan Jenis Pajak 

Penentuan jenis pajak yang relevan dengan aktivitas bisnis 

UMKM merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa UMKM 

mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan 

kewajibannya secara benar. Salah satu jenis pajak yang wajib dipahami 

adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang dikenakan atas 

penghasilan yang diterima oleh karyawan. Sebagai pemberi kerja, 

UMKM wajib memotong pajak penghasilan dari gaji atau upah yang 

diterima karyawan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. PPh Pasal 21 ini harus dipotong dan disetorkan ke kas 

negara melalui prosedur yang telah diatur. 

UMKM juga harus memahami PPh Pasal 23, yang dikenakan 

atas penghasilan tertentu yang diberikan kepada pihak ketiga, seperti 

pembayaran untuk jasa konsultasi, sewa, atau bunga. Dalam hal ini, 

UMKM bertindak sebagai pemotong pajak, memotong sejumlah 

persentase dari pembayaran yang diberikan kepada pihak ketiga dan 

menyetorkannya ke kas negara. PPh Pasal 23 ini memiliki tarif yang 

berbeda-beda tergantung pada jenis transaksi atau penghasilan yang 

diterima, yang berkisar antara 2% hingga 15%. 

UMKM juga perlu memperhatikan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). PPN dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak 

(BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Bagi UMKM yang telah dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib memungut PPN dari 
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konsumen atas barang atau jasa yang dijual. Tarif PPN yang berlaku saat 

ini adalah 11% berdasarkan Undang-Undang HPP 2021. PPN yang 

dipungut tersebut harus disetorkan ke kas negara, dan UMKM wajib 

menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN yang telah 

dilakukan. 

 

3. Penghitungan Pajak yang Harus Dipotong atau Dipungut 

Penghitungan pajak yang harus dipotong atau dipungut oleh 

UMKM merupakan langkah krusial dalam memastikan kepatuhan 

terhadap peraturan perpajakan. Setiap jenis pajak yang dikenakan 

memiliki tarif yang berbeda-beda, dan UMKM perlu mengetahui cara 

menghitungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, tarif pajak yang 

dipotong dari penghasilan karyawan ditentukan berdasarkan lapisan 

penghasilan karyawan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021. Misalnya, 

jika seorang karyawan menerima penghasilan bulanan sebesar 

Rp5.000.000, dan penghasilan tersebut termasuk dalam lapisan tarif 5%, 

maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari gaji karyawan adalah 5% 

dari Rp5.000.000, yang menghasilkan Rp250.000. Potongan pajak ini 

harus segera disetorkan ke kas negara oleh UMKM. 

Sedangkan untuk PPh Pasal 23, pajak ini dikenakan atas 

penghasilan tertentu yang diterima oleh pihak ketiga, seperti pembayaran 

jasa atau sewa. Tarif PPh Pasal 23 umumnya sebesar 2% dari nilai 

transaksi sebelum dikenakan PPN. Sebagai contoh, jika UMKM 

membayar jasa konsultan sebesar Rp10.000.000, maka pajak yang harus 

dipotong oleh UMKM adalah 2% dari nilai transaksi tersebut. 

Perhitungannya adalah Rp10.000.000 × 2% = Rp200.000. Pajak yang 

dipotong ini juga harus disetorkan ke kas negara oleh UMKM. 

UMKM yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) juga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas 

transaksi penjualan barang atau jasa. Tarif PPN yang berlaku saat ini 

adalah 11%. PPN dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), 

yaitu nilai transaksi yang diterima. Sebagai contoh, jika UMKM menjual 

barang dengan harga Rp1.000.000, maka PPN yang dipungut adalah 

11% dari Rp1.000.000, yaitu Rp110.000. Total yang dibayar oleh 

konsumen adalah harga barang ditambah dengan PPN, sehingga 

konsumen membayar Rp1.110.000. 
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4. Pemungutan atau Pemotongan Pajak 

Pemungutan atau pemotongan pajak merupakan kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh UMKM sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku di Indonesia. Proses ini dilakukan baik terhadap 

penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pihak ketiga, maupun 

pada saat transaksi penjualan barang dan jasa. Pemotongan pajak 

dilakukan oleh UMKM terhadap penghasilan yang diterima oleh 

karyawan atau pihak lain yang menerima jasa. Salah satu contohnya 

adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, di mana UMKM sebagai 

pemberi kerja wajib memotong pajak atas gaji karyawan. Misalnya, jika 

seorang karyawan menerima gaji bulanan, maka UMKM wajib 

memotong sejumlah pajak dari gaji tersebut sesuai dengan tarif yang 

telah ditentukan berdasarkan lapisan penghasilan karyawan. 

Pemotongan ini biasanya dilakukan setiap bulan dan harus disetorkan ke 

kas negara sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. 

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 juga dilakukan 

atas pembayaran jasa atau penghasilan yang diterima oleh pihak ketiga. 

Jika UMKM membayar sejumlah uang untuk jasa konsultan, misalnya, 

maka UMKM harus memotong 2% dari total nilai transaksi sebagai PPh 

Pasal 23. Pajak yang dipotong ini kemudian disetorkan ke kas negara dan 

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Pemungutan pajak, di sisi 

lain, dilakukan oleh UMKM saat terjadi transaksi penjualan Barang 

Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Salah satu contoh 

pemungutan pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika 

UMKM menjual barang atau jasa, wajib memungut PPN dari konsumen 

yang membeli barang atau jasa tersebut. Tarif PPN yang berlaku adalah 

11%, yang dihitung dari harga barang atau jasa yang dijual. Sebagai 

contoh, jika UMKM menjual barang senilai Rp1.000.000, maka PPN 

yang dipungut adalah Rp110.000, dan total harga yang harus dibayar 

konsumen adalah Rp1.110.000. 

 

5. Pembuatan Bukti Potong atau Bukti Pungut 

Pembuatan bukti potong atau bukti pungut adalah tahap penting 

dalam proses pemotongan dan pemungutan pajak yang harus dilakukan 

oleh UMKM. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa UMKM 

telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat 

waktu. Bukti tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan 
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administrasi pajak, tetapi juga untuk memberikan transparansi dalam 

hubungan antara UMKM dengan pihak yang dikenai pajak serta dengan 

pemerintah. 

Bukti potong diperlukan ketika UMKM memotong pajak atas 

penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pihak ketiga. Contoh yang 

paling umum adalah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Untuk PPh Pasal 

21, bukti potong harus diberikan kepada karyawan atau penerima 

penghasilan lainnya sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dan 

disetorkan ke kas negara. Bukti potong ini mencakup rincian penghasilan 

yang diterima, jumlah pajak yang dipotong, serta identitas UMKM 

sebagai pemotong pajak. Bukti ini sangat penting bagi karyawan atau 

pihak yang dikenai pajak dalam proses pelaporan pajak tahunan. 

Faktur pajak digunakan dalam transaksi yang melibatkan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), yaitu untuk penyerahan Barang Kena Pajak 

(BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). UMKM yang berstatus sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak kepada 

konsumen yang membeli barang atau jasa. Faktur pajak ini 

mencantumkan informasi mengenai transaksi yang dilakukan, termasuk 

jumlah PPN yang dipungut dari konsumen. Sebagai contoh, jika UMKM 

menjual barang atau jasa senilai Rp1.000.000 dengan tarif PPN 11%, 

maka faktur pajak akan mencantumkan total harga yang harus dibayar 

konsumen beserta rincian PPN yang dipungut. Faktur pajak ini juga 

berfungsi sebagai bukti bagi konsumen untuk mengklaim kredit pajak 

apabila ia adalah PKP. 

 

6. Penyetoran Pajak ke Kas Negara 

Langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh UMKM adalah 

menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Proses penyetoran ini penting 

untuk memastikan bahwa pajak yang telah dipungut sampai ke 

pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UMKM memiliki 

beberapa pilihan saluran untuk melakukan penyetoran pajak, baik 

melalui bank persepsi, kantor pos, maupun sistem elektronik yang 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti e-Billing. Bank 

persepsi dan kantor pos adalah saluran tradisional yang sering digunakan 

oleh UMKM untuk menyetorkan pajak. Bank persepsi adalah bank yang 

ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima setoran pajak dari wajib pajak, 

termasuk UMKM. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung di bank 

yang ditunjuk dengan membawa dokumen yang diperlukan, seperti Surat 
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Setoran Pajak (SSP) atau dokumen lain yang relevan. Kantor pos juga 

menyediakan layanan yang sama, di mana UMKM dapat menyetor pajak 

menggunakan prosedur yang telah ditentukan oleh otoritas pajak. 

Seiring perkembangan teknologi, UMKM juga dapat 

memanfaatkan sistem elektronik seperti e-Billing yang disediakan oleh 

DJP. E-Billing memungkinkan UMKM untuk melakukan penyetoran 

pajak secara online, lebih efisien dan cepat. Melalui e-Billing, UMKM 

akan mendapatkan kode billing yang harus digunakan saat melakukan 

pembayaran di bank atau kanal pembayaran lainnya yang terintegrasi 

dengan DJP. Sistem ini juga memudahkan UMKM dalam memonitor 

status pembayaran dan memastikan bahwa pajak yang disetorkan tercatat 

dengan benar. Terkait batas waktu penyetoran pajak, UMKM harus 

memperhatikan tanggal yang telah ditentukan sesuai jenis pajak yang 

dipungut. Sebagai contoh, untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

PPh Pasal 21, penyetoran pajak harus dilakukan paling lambat pada 

tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Ketepatan 

waktu dalam melakukan penyetoran sangat penting untuk menghindari 

denda atau sanksi administratif yang dapat dikenakan jika terjadi 

keterlambatan. 

 

7. Pelaporan Pajak 

UMKM wajib melaporkan pajak tersebut melalui Surat 

Pemberitahuan (SPT). Proses pelaporan pajak ini penting untuk 

memastikan bahwa pemerintah menerima informasi yang akurat tentang 

jumlah pajak yang telah dipungut dan disetorkan oleh UMKM. 

Pelaporan pajak dilakukan melalui dua jenis SPT, yaitu SPT Masa dan 

SPT Tahunan. SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak yang 

dipungut atau dipotong dalam periode bulanan, seperti PPN dan PPh 

Pasal 21. SPT Masa ini harus disampaikan secara tepat waktu, biasanya 

paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya 

masa pajak. Sementara itu, SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan 

pajak yang bersifat tahunan, termasuk laporan mengenai penghasilan dan 

pajak yang sudah dipotong sepanjang tahun. SPT Tahunan harus 

dilaporkan sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni pada akhir bulan 

Maret setiap tahun untuk wajib pajak orang pribadi dan pada akhir bulan 

April untuk wajib pajak badan. 

Pelaporan pajak saat ini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan 

efisien melalui platform e-Filing DJP Online yang disediakan oleh 
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Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem online ini memungkinkan 

UMKM untuk mengisi dan mengirimkan SPT secara elektronik, 

mengurangi kemungkinan kesalahan input data, serta memudahkan 

pelaporan yang lebih cepat dan akurat. UMKM dapat mengakses e-Filing 

menggunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan kode keamanan 

yang diberikan. Dokumen yang diperlukan untuk pelaporan pajak 

meliputi bukti potong atau pungut dan bukti setor pajak. Bukti potong 

atau pungut adalah dokumen yang diberikan oleh UMKM kepada pihak 

yang dikenai pajak, seperti karyawan atau pihak ketiga, yang mencatat 

jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sedangkan, bukti setor 

pajak adalah bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan ke kas negara 

melalui bank atau saluran resmi lainnya. 

 

8. Pemantauan dan Audit Pajak 

Pemantauan dan audit pajak merupakan bagian penting dalam 

sistem perpajakan untuk memastikan bahwa UMKM memenuhi 

kewajiban pajaknya dengan benar. UMKM diwajibkan untuk 

menyimpan dokumen-dokumen yang mendukung kewajiban 

perpajakan, seperti bukti potong, faktur pajak, dan laporan keuangan. 

Dokumen-dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti transaksi, 

tetapi juga menjadi dasar dalam audit atau pemeriksaan yang dilakukan 

oleh otoritas pajak. 

Bukti potong adalah dokumen yang mencatat jumlah pajak yang 

dipotong oleh UMKM dari penghasilan karyawan atau pihak ketiga. 

Faktur pajak adalah dokumen yang diterbitkan untuk transaksi yang 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menjadi bukti bahwa 

UMKM telah memungut PPN atas transaksi barang atau jasa yang 

diserahkan. Laporan keuangan juga penting untuk menunjukkan catatan 

tentang seluruh aktivitas ekonomi UMKM, yang membantu 

menunjukkan sejauh mana UMKM tersebut mematuhi kewajiban 

perpajakan, baik dari segi penghasilan yang diperoleh maupun pajak 

yang dipungut atau dipotong. 

Penyimpanan dokumen ini sangat penting dalam rangka 

persiapan jika terjadi pemeriksaan atau audit pajak oleh otoritas pajak. 

Auditor pajak dapat memeriksa dokumen-dokumen ini untuk 

memastikan apakah UMKM telah memenuhi kewajiban perpajakan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika UMKM tidak dapat 

menyediakan dokumen yang lengkap atau teratur, hal ini dapat 
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menimbulkan kesan ketidakpatuhan yang berpotensi berujung pada 

sanksi atau penalti. 

Ketertiban dalam administrasi pajak sangat membantu UMKM 

untuk menghindari masalah dengan otoritas pajak. Selain itu, dengan 

memiliki dokumentasi yang lengkap, UMKM dapat lebih mudah 

melaksanakan kewajiban pajak dan membuktikan kepatuhan terhadap 

peraturan perpajakan yang berlaku. Proses pemantauan yang teratur juga 

memungkinkan UMKM untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau 

kekeliruan dalam pemotongan atau pemungutan pajak lebih dini, 

sehingga dapat segera dilakukan perbaikan sebelum masalah tersebut 

berkembang menjadi masalah besar. 

 

D. Pelaporan Pemotongan dan Pemungutan Pajak 

 

Pelaporan pemotongan dan pemungutan pajak adalah kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

sebagai bagian dari tanggung jawab perpajakan. Pelaporan ini 

memastikan transparansi dan akuntabilitas pajak yang telah dipotong 

atau dipungut, serta menjadi dasar evaluasi kepatuhan pajak. Berikut 

adalah penjelasan lengkap mengenai prosedur, syarat, dan manfaat 

pelaporan pemotongan dan pemungutan pajak. 

 

1. Pengertian Pelaporan Pemotongan dan Pemungutan Pajak 

Pelaporan pemotongan dan pemungutan pajak merupakan 

langkah penting dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh UMKM 

untuk menyampaikan informasi terkait pajak yang telah dipotong atau 

dipungut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Proses ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan yang timbul dari 

transaksi yang dilakukan telah dilaksanakan dengan benar sesuai 

peraturan yang berlaku. Pelaporan ini dilakukan melalui Surat 

Pemberitahuan (SPT), yang disusun dengan tujuan memberikan 

informasi yang jelas mengenai jumlah pajak yang dipotong atau 

dipungut, serta jumlah pajak yang telah disetor ke kas negara. 

Pelaporan pemotongan pajak, misalnya, mencakup informasi 

mengenai pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh 

karyawan atau pihak ketiga. Sementara itu, pemungutan pajak mencakup 

informasi mengenai pajak yang dipungut dari transaksi penjualan barang 

atau jasa. Setiap UMKM yang memiliki kewajiban perpajakan harus 
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menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara 

bulanan maupun tahunan, tergantung jenis pajaknya. Untuk pajak yang 

dipungut setiap bulan, seperti PPN dan PPh Pasal 21, UMKM diwajibkan 

melaporkan pajak tersebut melalui SPT Masa, yang harus disampaikan 

paling lambat pada tanggal tertentu di setiap bulannya. 

Pentingnya pelaporan ini tidak hanya terletak pada kewajiban 

administratif, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas dalam 

sistem perpajakan. Melalui pelaporan yang tepat, otoritas pajak dapat 

memantau apakah UMKM telah mematuhi ketentuan perpajakan dan 

melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan yang 

diatur. Selain itu, pelaporan yang akurat dan tepat waktu juga membantu 

UMKM untuk menghindari sanksi atau denda yang dapat dikenakan 

akibat kelalaian atau ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak. 

 

2. Jenis Pelaporan Pemotongan dan Pemungutan Pajak 

Pelaporan pemotongan dan pemungutan pajak oleh UMKM 

terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan, 

yang masing-masing memiliki tujuan dan jangka waktu pelaporan yang 

berbeda. SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong 

atau dipungut dalam periode satu bulan tertentu. SPT ini mencakup 

kewajiban pajak yang terjadi pada bulan tersebut dan harus disampaikan 

secara berkala sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Beberapa contoh jenis pajak yang dilaporkan melalui SPT Masa antara 

lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan karyawan, 

PPh Pasal 23 dipungut atas transaksi jasa atau pembayaran tertentu 

kepada pihak ketiga, dan PPN dipungut atas penjualan barang dan jasa 

kena pajak. Pelaporan ini penting untuk memastikan UMKM mematuhi 

kewajiban pajaknya setiap bulan dan menyetorkan pajak yang dipotong 

atau dipungut kepada kas negara tepat waktu. 

SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan seluruh kewajiban 

pajak UMKM dalam satu tahun pajak. Laporan tahunan ini mencakup 

semua pajak yang dipotong, dipungut, atau yang terutang selama satu 

tahun, dan harus disampaikan setelah tahun pajak berakhir. SPT Tahunan 

digunakan untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak yang belum 

dilaporkan pada SPT Masa telah diselesaikan dan dilaporkan dengan 

benar. Dalam SPT Tahunan, UMKM harus melaporkan semua transaksi 

yang berkaitan dengan pajak, baik yang bersifat penghasilan, penjualan 
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barang, maupun jasa, serta pajak-pajak lain yang berlaku sepanjang 

tahun. 

 

3. Prosedur Pelaporan Pemotongan dan Pemungutan Pajak 

Prosedur pelaporan pemotongan dan pemungutan pajak oleh 

UMKM terdiri dari beberapa langkah penting yang perlu dilakukan 

untuk memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Langkah pertama dalam proses ini adalah 

persiapan dokumen. UMKM harus mengumpulkan bukti potong atau 

bukti pungut pajak, seperti faktur pajak untuk PPN atau dokumen lain 

yang relevan untuk pajak penghasilan. Dokumen-dokumen ini harus 

lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar data yang 

dilaporkan akurat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Langkah selanjutnya adalah penyusunan laporan pajak. UMKM 

harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan format yang 

telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data yang harus 

dilaporkan dalam SPT mencakup identitas Wajib Pajak, jumlah pajak 

yang dipotong atau dipungut, serta rincian transaksi yang terjadi selama 

periode pelaporan. Pengisian laporan harus dilakukan dengan cermat 

untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan masalah 

perpajakan di kemudian hari. 

Langkah berikutnya adalah penyampaian SPT. Pelaporan pajak 

dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Filing di situs DJP 

Online, yang merupakan metode yang paling umum digunakan saat ini. 

Sebagai alternatif, pelaporan juga dapat dilakukan secara manual melalui 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk mempermudah proses pelaporan 

elektronik, UMKM dapat menggunakan aplikasi seperti e-SPT atau e-

Bupot, yang dirancang untuk membantu memproses dan menyampaikan 

laporan pajak dengan lebih efisien. 

Penting bagi UMKM untuk memperhatikan batas waktu 

pelaporan. Untuk SPT Masa, laporan pajak harus disampaikan paling 

lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 

Sedangkan untuk SPT Tahunan, pelaporan harus dilakukan paling 

lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang 

Pribadi, dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk Badan Usaha. 

Mematuhi batas waktu ini sangat penting untuk menghindari sanksi atau 

denda dari otoritas pajak. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, 
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UMKM dapat memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi 

dengan baik dan tepat waktu. 

 

4. Kewajiban dan Ketentuan Pelaporan 

Pada pelaporan pajak, UMKM memiliki beberapa kewajiban 

yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa pelaporan dilakukan 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu kewajiban 

utama adalah kelengkapan dokumen. UMKM harus menyimpan dan 

melaporkan bukti potong atau pungut pajak yang sah, seperti faktur pajak 

untuk transaksi PPN dan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh). 

Selain itu, dokumen pendukung lainnya, seperti daftar gaji karyawan 

atau faktur penjualan, juga harus disiapkan dengan baik, agar semua 

transaksi tercatat secara akurat dan transparan. Kelengkapan dokumen 

ini sangat penting untuk mendukung laporan pajak yang dibuat dan 

memudahkan proses verifikasi oleh otoritas pajak. 

UMKM juga harus mematuhi waktu pelaporan yang telah 

ditetapkan oleh otoritas pajak. Pelaporan pajak harus dilakukan tepat 

waktu untuk menghindari denda administrasi atau sanksi lainnya. Setiap 

jenis pelaporan, baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan, memiliki 

batas waktu yang jelas. Misalnya, SPT Masa harus disampaikan paling 

lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 

Pelaporan yang terlambat dapat menyebabkan denda dan bunga atas 

keterlambatan, yang dapat memberatkan UMKM. 

Kewajiban lain yang tidak boleh dilupakan adalah pelaporan nol. 

Meskipun UMKM tidak memiliki transaksi yang dikenakan pajak dalam 

satu masa pajak, tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT dengan status 

nihil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM tetap aktif 

dalam kewajiban perpajakannya meskipun tidak ada transaksi yang 

dapat dipungut atau dipotong pajaknya. Pelaporan nihil ini menunjukkan 

bahwa UMKM tidak mengabaikan kewajibannya dan tetap 

melaksanakan prosedur perpajakan dengan baik. Dengan memenuhi 

kewajiban ini, UMKM dapat terhindar dari potensi masalah hukum atau 

administratif yang mungkin timbul di masa depan. 

 

5. Manfaat Pelaporan Pemotongan dan Pemungutan Pajak 

Pelaporan pemotongan dan pemungutan pajak memiliki berbagai 

manfaat yang sangat penting bagi UMKM. Salah satu manfaat utama 

adalah kepatuhan hukum. Dengan melaporkan pajak tepat waktu, 
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UMKM dapat memastikan bahwa mematuhi peraturan perpajakan yang 

berlaku. Kepatuhan ini menghindarkannya dari risiko terkena sanksi 

administrasi, denda, atau bahkan sanksi pidana yang dapat merugikan 

usahanya. Selain itu, pelaporan yang benar dan tepat waktu juga dapat 

memperlancar proses pengawasan dan pemeriksaan oleh otoritas pajak, 

memastikan bahwa UMKM beroperasi sesuai dengan ketentuan yang 

ada. 

Manfaat lainnya adalah meningkatkan kredibilitas usaha. 

UMKM yang secara konsisten mematuhi kewajiban perpajakannya akan 

dipandang lebih profesional dan dapat dipercaya. Kepatuhan pajak yang 

baik memberikan citra yang positif di mata pelanggan, mitra bisnis, serta 

lembaga keuangan. Hal ini tidak hanya memperbaiki reputasi UMKM, 

tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih luas. Sebagai contoh, 

mitra bisnis atau pelanggan cenderung lebih memilih untuk bekerja sama 

dengan UMKM yang memiliki catatan pajak yang baik, karena hal 

tersebut menunjukkan integritas dan tanggung jawab usaha. 

Dokumen pendukung bisnis seperti bukti potong dan pelaporan 

pajak dapat berfungsi sebagai alat yang sangat berguna dalam proses 

pengajuan pinjaman atau kerja sama dengan pihak ketiga. Banyak 

lembaga keuangan atau investor yang akan meminta bukti bahwa 

UMKM memiliki kepatuhan perpajakan yang baik sebelum memberikan 

pembiayaan. Dengan adanya dokumen ini, UMKM dapat menunjukkan 

bahwa memiliki catatan keuangan yang rapi dan transparan, yang 

meningkatkan peluang untuk mendapatkan dana atau membangun 

hubungan bisnis yang lebih kuat. 

 

6. Sanksi atas Keterlambatan atau Ketidakpatuhan 

UMKM yang tidak melaporkan pemotongan dan pemungutan 

pajak tepat waktu atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan dapat 

dikenai sanksi yang bervariasi, mulai dari sanksi administrasi hingga 

sanksi pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

Salah satu sanksi yang paling sering diterapkan adalah denda 

administrasi. Jika UMKM terlambat dalam melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh atau PPN, maka akan dikenakan denda 

administrasi yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp500.000 untuk 

setiap SPT yang terlambat dilaporkan. Denda ini bertujuan untuk 

memberikan efek jera dan mendorong UMKM agar selalu memenuhi 

kewajiban perpajakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
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UMKM yang terlambat dalam menyetorkan pajak yang telah 

dipotong atau dipungut juga dapat dikenakan bunga keterlambatan. 

Bunga keterlambatan ini dihitung sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak 

yang tidak disetor pada waktunya. Misalnya, jika UMKM terlambat 

menyetor pajak selama dua bulan, akan dikenakan bunga keterlambatan 

sebesar 4% dari total pajak yang harus disetor. Bunga ini terus bertambah 

setiap bulan keterlambatan, yang dapat membuat jumlah kewajiban 

pajak semakin besar dan merugikan UMKM. 

Pada kasus yang lebih serius, di mana terdapat pelanggaran berat 

seperti pemalsuan dokumen atau penghindaran pajak (tax evasion), 

UMKM dapat dikenai sanksi pidana. Pelanggaran seperti ini dianggap 

sebagai tindakan kriminal dan dapat berujung pada hukuman penjara 

atau denda yang lebih besar. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan 

audit terhadap laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Jika 

ditemukan bukti adanya penghindaran pajak yang disengaja, pelaku 

dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

 

E. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan perbedaan antara pemotongan pajak dan pemungutan 

pajak! 

2. Sebutkan jenis pajak yang wajib dipotong oleh UMKM dan beri 

contoh transaksinya! 

3. Hitung PPN yang harus dipungut oleh UMKM atas penjualan 

barang senilai Rp20.000.000 jika UMKM telah menjadi PKP! 

4. Jelaskan langkah-langkah pelaporan pemotongan pajak yang harus 

dilakukan oleh UMKM! 

5. Apa sanksi yang dikenakan jika UMKM terlambat menyetorkan 

pajak yang telah dipungut? 
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PENYUSUNAN DAN PELAPORAN 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan jenis-jenis SPT yang diperlukan 

UMKM, memahami penyusunan SPT tahunan, serta memahami 

proses pengajuan dan pelaporan SPT. Sehingga pembaca dapat 

memenuhi kewajiban pelaporan SPT secara benar dan tepat waktu, 

sehingga mendukung kepatuhan pajak serta keberlanjutan usaha 

UMKM. 

Materi Pembelajaran 

• Jenis-jenis SPT yang Diperlukan UMKM  

• Penyusunan SPT Tahunan 

• Proses Pengajuan dan Pelaporan SPT  

• Latihan Soal 

 

 

A. Jenis-jenis SPT yang Diperlukan UMKM 

 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dokumen yang wajib 

dilaporkan oleh setiap wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak 

yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. UMKM sebagai salah satu bentuk usaha yang memiliki 

kewajiban perpajakan juga harus melaporkan beberapa jenis SPT kepada 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jenis-jenis SPT yang diperlukan oleh 

UMKM dapat berbeda-beda, tergantung pada status perpajakan, jenis 

usaha, dan pajak yang dikenakan. Berikut adalah penjelasan mengenai 

beberapa jenis SPT yang diperlukan oleh UMKM: 

 

1. SPT Masa PPh (Pajak Penghasilan) 

SPT Masa PPh (Pajak Penghasilan) adalah formulir yang 

digunakan oleh UMKM untuk melaporkan pajak penghasilan yang 

dikenakan dalam periode tertentu. Pelaporan ini penting untuk 

memastikan bahwa pajak yang telah dipotong atau dipungut dari 
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penghasilan yang diterima oleh UMKM selama periode tersebut 

disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. UMKM yang dikenakan PPh, baik yang menggunakan tarif PPh 

Final maupun yang dikenakan tarif progresif atau sesuai penghasilan 

lainnya, memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tersebut 

melalui SPT Masa PPh. 

Untuk UMKM yang menggunakan tarif PPh Final, formulir yang 

digunakan adalah Formulir 1770 S untuk orang pribadi dan Formulir 

1771 S untuk badan usaha. Tarif PPh Final dikenakan kepada UMKM 

yang penghasilannya tidak melebihi batas tertentu, di mana pajak yang 

dikenakan bersifat final, artinya pajak yang dipotong sudah dianggap 

final dan tidak perlu dilaporkan lagi dalam SPT Tahunan. SPT Masa PPh 

Final umumnya dilaporkan setiap bulan atau setiap tiga bulan, tergantung 

pada masa pajak yang dipilih oleh wajib pajak. Pelaporan ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa pajak yang telah dipotong atau dipungut 

selama periode tersebut telah dilaporkan dan disetorkan dengan benar. 

Untuk UMKM yang tidak dikenakan PPh Final, melainkan 

dikenakan tarif progresif atau sesuai dengan penghasilan lainnya, wajib 

melaporkan penghasilan dengan menggunakan Formulir 1770 untuk 

orang pribadi atau Formulir 1771 untuk badan usaha. Pelaporan ini 

mencakup seluruh penghasilan yang diterima selama periode pajak dan 

pajak yang telah dibayar atau dipotong, yang harus dihitung sesuai 

dengan tarif progresif atau sesuai dengan jenis penghasilan yang diterima 

oleh UMKM. SPT Masa PPh untuk UMKM dengan penghasilan tersebut 

harus dilaporkan sesuai dengan periode yang telah ditentukan, biasanya 

setiap bulan atau triwulan, tergantung pada ketentuan yang berlaku. 

 

2. SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) 

SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) adalah formulir yang 

digunakan oleh UMKM untuk melaporkan seluruh penghasilan yang 

diperoleh selama satu tahun pajak. Fungsi utama dari SPT Tahunan PPh 

adalah untuk menghitung kewajiban pajak terutang dan memastikan 

apakah pajak yang telah dibayar atau dipotong sepanjang tahun tersebut 

sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang. Pelaporan ini juga 

menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan dan 

memastikan bahwa UMKM telah memenuhi kewajiban perpajakannya 

secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Untuk UMKM yang menggunakan tarif PPh Final, wajib mengisi 

Formulir 1770 SS jika merupakan wajib pajak orang pribadi atau 

Formulir 1771 jika adalah badan usaha. Tarif PPh Final ini dikenakan 

pada UMKM dengan penghasilan tertentu yang tidak melebihi batas 

yang ditentukan, di mana pajak yang dipotong dianggap final dan tidak 

perlu dihitung lebih lanjut dalam pelaporan tahunan. Meskipun 

menggunakan PPh Final, wajib pajak tetap harus mengisi formulir ini 

untuk memastikan bahwa pajak yang dibayar selama tahun tersebut 

sudah sesuai dengan penghasilan yang diterima. 

Untuk UMKM yang tidak menggunakan PPh Final dan 

dikenakan tarif progresif, wajib mengisi Formulir 1770 S jika wajib 

pajak tersebut adalah orang pribadi atau Formulir 1771 jika badan usaha. 

Dalam formulir ini, UMKM harus melaporkan seluruh penghasilan yang 

diterima selama tahun pajak, pengeluaran yang dapat dikurangkan, serta 

pajak yang sudah dibayar atau dipotong sepanjang tahun. Penghasilan 

yang dilaporkan meliputi semua sumber penghasilan, baik yang berasal 

dari kegiatan utama maupun sampingan, dan wajib pajak harus 

memperhitungkan pajak yang terutang berdasarkan tarif progresif yang 

berlaku. 

 

3. SPT PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 

SPT PPN (Pajak Pertambahan Nilai) digunakan untuk 

melaporkan transaksi yang dikenakan PPN oleh UMKM yang terdaftar 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN adalah pajak yang dikenakan 

atas setiap penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh UMKM 

yang telah terdaftar sebagai PKP. Sebagai PKP, UMKM memiliki 

kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai 

dengan transaksi yang terjadi selama periode tertentu. PPN yang 

dikenakan mencakup dua jenis pajak, yaitu PPN keluaran dan PPN 

masukan. 

Formulir SPT PPN Masa digunakan oleh UMKM untuk 

melaporkan PPN yang terutang atas setiap transaksi penyerahan barang 

dan jasa yang dikenakan PPN. UMKM yang terdaftar sebagai PKP wajib 

mengisi dan melaporkan SPT PPN Masa setiap bulan. Dalam pelaporan 

ini, UMKM harus menghitung jumlah PPN keluaran, yaitu PPN yang 

dipungut dari pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Selain itu, 

UMKM juga menghitung PPN masukan, yaitu PPN yang dibayar kepada 
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pemasok atas pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam 

kegiatan usaha. 

Formulir yang digunakan untuk melaporkan SPT PPN adalah 

Formulir 1107, yang wajib diisi oleh setiap pengusaha yang terdaftar 

sebagai PKP. Pada formulir ini, UMKM harus mencantumkan informasi 

terkait dengan jumlah PPN keluaran yang dipungut, PPN masukan yang 

dibayar, serta selisih antara keduanya. Jika PPN keluaran lebih besar dari 

PPN masukan, maka UMKM harus menyetorkan selisih tersebut kepada 

kas negara. Sebaliknya, jika PPN masukan lebih besar, UMKM dapat 

mengajukan pengembalian atau mengalihkan ke bulan berikutnya. 

 

4. SPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 

SPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan) 

digunakan oleh UMKM yang memiliki atau mengelola tanah dan/atau 

bangunan untuk melaporkan kewajiban pajak yang terkait dengan objek 

pajak berupa tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

merupakan pajak yang dikenakan kepada pemilik atau penguasa objek 

pajak yang berupa tanah dan bangunan, dan kewajiban pembayaran PBB 

ini berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku di daerah setempat. Oleh 

karena itu, UMKM yang memiliki properti seperti tanah atau bangunan 

harus memahami prosedur pelaporan dan pembayaran PBB yang tepat. 

Formulir yang digunakan dalam pelaporan PBB adalah SPT 

PBB, yang harus diisi dengan informasi mengenai nilai jual objek pajak 

(NJOP). NJOP adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

sebagai dasar perhitungan PBB, yang mencerminkan harga pasar dari 

objek pajak tersebut. Di dalam SPT PBB, UMKM wajib melaporkan 

NJOP dari tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai, serta 

menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar berdasarkan tarif yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kewajiban pajak yang terutang 

dihitung dengan mengalikan NJOP dengan tarif pajak yang berlaku 

untuk objek pajak tersebut. 

Pelaporan PBB dilakukan setiap tahun, biasanya dengan batas 

waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Batas waktu 

pelaporan dan pembayaran PBB dapat berbeda-beda di setiap daerah, 

sehingga UMKM perlu memastikan untuk mengonsultasikan ketentuan 

setempat agar tidak melewati tenggat waktu yang ditentukan. 

Pembayaran PBB juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

di masing-masing daerah, yang umumnya memungkinkan pembayaran 
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secara langsung di kantor pajak atau melalui fasilitas pembayaran yang 

disediakan oleh pemerintah daerah, seperti bank atau sistem pembayaran 

elektronik. 

 

5. SPT PPh Pasal 21/26 (Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang 

Diperoleh Karyawan) 

Bagi UMKM yang mempekerjakan karyawan, memiliki 

kewajiban untuk memotong dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) 

atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tersebut, sesuai dengan 

ketentuan dalam PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. PPh Pasal 21 dikenakan 

atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam negeri, sementara 

PPh Pasal 26 dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu 

atau badan yang bukan warga negara Indonesia, seperti pekerja asing 

yang mendapatkan penghasilan dari UMKM di Indonesia. UMKM yang 

memiliki kewajiban memotong pajak ini harus melaporkan hasil 

pemotongan melalui formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP). Untuk karyawan yang berstatus tetap, UMKM wajib 

menggunakan Formulir 1721-A1, sedangkan untuk karyawan yang 

berstatus tidak tetap atau pekerja lepas, formulir yang digunakan adalah 

Formulir 1721-A2. Formulir ini digunakan untuk melaporkan jumlah 

penghasilan bruto karyawan, jumlah pajak yang dipotong, serta 

informasi lain yang terkait dengan kewajiban pajak yang harus dibayar 

oleh karyawan. 

UMKM yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atau 26 juga 

diwajibkan untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong kepada negara 

dan melaporkannya melalui SPT Masa PPh Pasal 21. SPT ini dilaporkan 

setiap bulan, dan mencakup informasi mengenai jumlah pajak yang telah 

dipotong atas penghasilan karyawan dalam masa pajak tersebut. UMKM 

harus memastikan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan tepat 

waktu untuk menghindari sanksi administrasi atau denda. Pemotongan 

dan pelaporan PPh Pasal 21/26 ini juga berfungsi untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan UMKM dan memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan negara melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, 

UMKM yang memiliki karyawan wajib untuk memahami prosedur 

pemotongan dan pelaporan pajak ini dengan baik. Kepatuhan terhadap 

ketentuan ini tidak hanya menghindarkan UMKM dari masalah hukum, 

tetapi juga membangun citra yang baik dalam pengelolaan kewajiban 
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perpajakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kredibilitas usaha 

di mata otoritas pajak maupun pihak lain yang terlibat dalam bisnis. 

 

 

6. SPT PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan atas Impor dan 

Pembelian Barang Tertentu) 

UMKM yang melakukan impor barang atau membeli barang 

tertentu yang dikenakan PPh Pasal 22 wajib melaporkan pemungutan 

pajak ini kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PPh Pasal 22 

dikenakan atas transaksi impor atau pembelian barang tertentu yang 

termasuk dalam kategori yang diatur oleh peraturan perpajakan, seperti 

barang-barang yang memiliki tarif pajak khusus. Pajak ini dipungut oleh 

pihak yang melakukan transaksi, seperti importir atau pembeli, yang 

kemudian wajib menyetorkan dan melaporkan jumlah PPh Pasal 22 yang 

telah dipungut tersebut. 

UMKM yang melakukan transaksi impor atau pembelian barang 

tertentu yang dikenakan PPh Pasal 22 harus mengisi dan menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan formulir yang sesuai. 

Formulir yang digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 22 adalah 

Formulir 1770 untuk UMKM yang memiliki status Wajib Pajak orang 

pribadi dan Formulir 1771 untuk badan usaha atau UMKM yang 

berstatus badan hukum. Formulir ini digunakan untuk melaporkan 

jumlah pajak yang dipungut, serta rincian transaksi yang terkait dengan 

PPh Pasal 22, seperti nilai barang yang diimpor atau dibeli, tarif pajak 

yang berlaku, dan jumlah pajak yang telah disetorkan. 

PPh Pasal 22 ini biasanya berlaku untuk barang impor, namun 

juga dapat dikenakan pada pembelian barang-barang tertentu yang 

ditetapkan oleh pemerintah, seperti barang mewah atau barang yang 

terkait dengan sektor-sektor tertentu. Oleh karena itu, UMKM yang 

terlibat dalam kegiatan impor atau pembelian barang yang dikenakan 

PPh Pasal 22 harus memahami dengan baik aturan-aturan perpajakan 

terkait barang yang termasuk dalam kategori ini. Pelaporan PPh Pasal 22 

juga memiliki tenggat waktu yang harus dipenuhi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, yaitu dalam periode tertentu sesuai dengan masa 

pajak yang berlaku. Kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan PPh 

Pasal 22 ini tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban 

perpajakan UMKM, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung 

pembangunan ekonomi melalui penerimaan negara. Kepatuhan dalam 
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melaporkan PPh Pasal 22 akan membantu UMKM menghindari sanksi 

atau masalah hukum yang terkait dengan pelanggaran pajak. 

 

7. SPT PPh Pasal 23 (Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 

Jasa atau Penyewaan) 

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas pembayaran yang 

dilakukan oleh UMKM kepada pihak lain atas jasa atau penyewaan 

barang dan jasa. Ketika UMKM melakukan transaksi yang melibatkan 

penyewaan atau pembayaran jasa tertentu kepada pihak ketiga, 

diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan yang dikenakan atas 

penghasilan yang diterima oleh pihak tersebut. PPh Pasal 23 ini dipungut 

oleh UMKM sebagai pihak pemotong, yang kemudian menyetorkan 

pajak yang telah dipotong kepada negara. Pajak yang dipotong ini 

melibatkan beberapa jenis transaksi, seperti pembayaran untuk jasa 

manajemen, konsultan, teknik, atau penyewaan barang dan jasa. 

Misalnya, jika UMKM menyewa peralatan atau membayar jasa 

profesional, diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 23 dari pembayaran 

tersebut. Besarnya tarif pajak yang dikenakan pada PPh Pasal 23 

bergantung pada jenis jasa atau penyewaan yang dilakukan, serta 

ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Untuk melaporkan PPh Pasal 23, UMKM harus mengisi Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Formulir ini digunakan untuk 

melaporkan pajak yang telah dipotong dan disetorkan selama satu masa 

pajak. Dalam SPT tersebut, UMKM akan mencantumkan informasi 

terkait penghasilan yang diterima oleh pihak ketiga, jumlah pajak yang 

dipotong, serta rincian transaksi yang dilakukan. UMKM juga harus 

memastikan bahwa SPT Masa PPh Pasal 23 ini dilaporkan tepat waktu 

agar dapat menghindari denda atau sanksi administratif. Pelaporan PPh 

Pasal 23 harus dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan masa pajak 

yang berlaku. UMKM yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 juga 

wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan. Hal ini penting agar UMKM dapat mematuhi kewajiban 

perpajakan dengan benar, serta berkontribusi dalam pembiayaan negara. 

 

B. Penyusunan SPT Tahunan 

 

Penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) 

merupakan salah satu kewajiban wajib pajak, termasuk UMKM, untuk 
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melaporkan penghasilan dan pajak yang terutang selama setahun. SPT 

Tahunan digunakan untuk menghitung kewajiban pajak yang harus 

dibayar berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh 

UMKM dalam satu tahun pajak. Bagi UMKM yang wajib melaporkan 

SPT Tahunan, penyusunannya harus dilakukan dengan cermat dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah dan 

panduan dalam menyusun SPT Tahunan bagi UMKM: 

 

1. Menentukan Jenis Formulir SPT Tahunan yang Tepat 

Menentukan jenis formulir SPT Tahunan yang tepat merupakan 

langkah penting bagi UMKM dalam melaporkan kewajiban pajaknya. 

Setiap jenis formulir dirancang untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak 

berdasarkan status pajaknya dan jenis pajak yang dikenakan. Bagi 

UMKM, memilih formulir yang sesuai akan memastikan bahwa laporan 

pajak yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Bagi wajib pajak orang pribadi yang 

memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000 per tahun dan 

hanya memiliki satu jenis sumber penghasilan, dapat menggunakan 

Formulir 1770 SS. Formulir ini lebih sederhana dan dirancang khusus 

untuk wajib pajak yang penghasilannya terbatas dan tidak rumit. 

Penggunaan formulir ini akan mempermudah wajib pajak dalam 

melaporkan pajak tahunan tanpa perlu melampirkan banyak dokumen 

atau rincian penghasilan. 

Untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan 

lebih dari Rp60.000.000 per tahun atau yang memperoleh penghasilan 

dari lebih dari satu jenis pekerjaan, harus menggunakan Formulir 1770 

S. Formulir ini lebih lengkap dibandingkan dengan Formulir 1770 SS, 

karena mencakup penghasilan yang lebih kompleks, baik itu dari 

pekerjaan tetap, usaha sampingan, maupun sumber penghasilan lainnya. 

Wajib pajak yang menggunakan formulir ini perlu melampirkan rincian 

penghasilan dan pengeluaran terkait untuk memastikan kewajiban pajak 

yang terutang dihitung dengan akurat. Sementara itu, untuk UMKM 

yang berbentuk badan usaha, seperti PT (Perseroan Terbatas) atau CV 

(Commanditaire Vennootschap), wajib menggunakan Formulir 1771. 

Formulir ini dirancang untuk badan usaha dan lebih kompleks karena 

mencakup laporan tentang penghasilan dan pajak yang dikenakan pada 

badan usaha. Penggunaan Formulir 1771 juga memerlukan pelaporan 
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yang lebih mendetail mengenai aktivitas usaha dan kewajiban 

perpajakan yang harus dipenuhi oleh badan usaha tersebut. 

 

 

2. Menyiapkan Dokumen dan Informasi yang Diperlukan 

Untuk menyusun SPT Tahunan dengan tepat, UMKM perlu 

menyiapkan berbagai dokumen dan informasi yang akan memastikan 

kelancaran dan akurasi laporan pajak. Salah satu dokumen utama yang 

dibutuhkan adalah laporan keuangan tahunan, yang mencakup informasi 

mengenai pendapatan, pengeluaran, laba atau rugi, serta neraca 

perusahaan. Laporan keuangan ini sangat penting karena memberikan 

gambaran lengkap tentang kondisi keuangan UMKM selama tahun 

pajak, yang menjadi dasar perhitungan pajak yang terutang. Selain itu, 

laporan ini juga membantu dalam menentukan besarnya pajak yang 

harus dibayar dan memastikan transparansi dalam pelaporan. 

Bukti potong pajak yang diterima dari pihak lain juga merupakan 

dokumen yang harus dipersiapkan. UMKM yang melakukan transaksi 

dengan pihak lain yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan, 

seperti PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, harus menyimpan bukti potong 

tersebut. Bukti ini menjadi dasar untuk menghitung pajak yang sudah 

dibayar atau dipotong oleh pihak lain, sehingga pajak yang telah dibayar 

dapat dikurangkan dari kewajiban pajak yang harus dilaporkan. 

UMKM juga harus mencatat secara rinci seluruh penghasilan 

yang diterima selama tahun pajak. Hal ini mencakup penghasilan yang 

diperoleh dari kegiatan usaha utama serta sumber pendapatan lainnya, 

baik itu pendapatan sampingan atau keuntungan yang tidak langsung 

berasal dari usaha pokok. Penghasilan ini harus dilaporkan dengan jujur 

dan lengkap, karena informasi yang tidak akurat dapat berpengaruh pada 

jumlah pajak yang terutang. Selain itu, bukti pembayaran pajak yang 

sudah dibayar oleh UMKM selama tahun berjalan juga perlu disiapkan. 

Bukti ini mencakup kwitansi atau dokumen lain yang menunjukkan 

bahwa UMKM telah memenuhi kewajiban pajak, baik itu melalui 

pemotongan, penyetoran, atau pembayaran pajak secara langsung. 

Semua bukti pembayaran pajak ini akan digunakan untuk memastikan 

bahwa pajak yang sudah dibayar dapat dikreditkan pada SPT Tahunan 

dan menghindari pembayaran ganda atau kesalahan perhitungan. 

  



142 Perpajakan Untuk UMKM 

3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan langkah 

yang sangat penting dalam penyusunan SPT Tahunan untuk UMKM. 

PKP adalah jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang sah menurut ketentuan 

perpajakan. Untuk menghitung PKP, UMKM harus mengurangkan 

penghasilan bruto yang diterima selama tahun pajak dengan biaya-biaya 

yang dapat dibebankan, seperti biaya operasional usaha, pengeluaran 

untuk bahan baku, gaji karyawan, sewa, dan biaya lainnya yang langsung 

berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua biaya ini harus dicatat dengan 

rapi dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Bagi UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final, 

perhitungan PKP cenderung lebih sederhana. Dalam sistem PPh Final, 

UMKM tidak perlu melakukan perhitungan biaya-biaya operasional atau 

pengeluaran lainnya yang terkait dengan usaha. Sebab, tarif pajak yang 

diterapkan bersifat tetap dan dihitung berdasarkan penghasilan bruto 

tanpa mengurangi biaya. Ini memberikan kemudahan dan kecepatan 

dalam pelaporan pajak karena proses perhitungan yang lebih langsung, 

sehingga memudahkan UMKM dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

Bagi UMKM yang dikenakan PPh Non-Final, perhitungan PKP 

memerlukan langkah yang lebih rinci. Dalam sistem PPh Non-Final, 

penghasilan bruto harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya dan 

pengeluaran yang sah menurut peraturan perpajakan untuk mendapatkan 

penghasilan neto. Penghasilan neto inilah yang akan menjadi dasar 

penghitungan pajak terutang. Setelah itu, tarif pajak progresif atau tarif 

tertentu yang berlaku untuk penghasilan tersebut akan diterapkan. 

Pengurangan biaya yang sah bisa mencakup berbagai macam, seperti 

biaya operasional, biaya sewa, gaji, serta biaya lainnya yang mendukung 

kegiatan usaha UMKM. Oleh karena itu, UMKM perlu memiliki catatan 

keuangan yang akurat dan terperinci agar dapat menghitung PKP dengan 

tepat. 

 

4. Mengisi Formulir SPT Tahunan 

Langkah selanjutnya dalam penyusunan SPT Tahunan adalah 

mengisi formulir SPT dengan informasi yang relevan dan akurat. Proses 

pengisian formulir SPT Tahunan sangat penting untuk memastikan 

bahwa kewajiban pajak UMKM dilaksanakan dengan benar dan sesuai 
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dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa bagian yang harus diisi dalam 

formulir SPT Tahunan meliputi identitas wajib pajak, penghasilan bruto, 

penghasilan kena pajak, pajak yang telah dibayar atau dipotong, dan 

perhitungan pajak terutang. Wajib pajak harus mengisi informasi 

identitasnya, seperti nama lengkap, nomor pokok wajib pajak (NPWP), 

dan alamat yang tercatat. Identitas wajib pajak ini sangat penting untuk 

memastikan bahwa SPT yang disampaikan sesuai dengan data wajib 

pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, wajib 

pajak harus melaporkan jumlah penghasilan bruto, yakni total 

penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak dari seluruh sumber 

pendapatan yang sah. 

Wajib pajak perlu mengisi bagian yang mencantumkan 

penghasilan kena pajak (PKP). PKP ini diperoleh setelah mengurangi 

penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang sah sesuai dengan ketentuan 

perpajakan, seperti biaya operasional dan pengeluaran yang dapat 

dibebankan. Hal ini bertujuan untuk menghitung jumlah penghasilan 

yang menjadi dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, wajib pajak harus 

mencantumkan bukti potong dan pembayaran pajak yang telah dilakukan 

selama tahun pajak. Bukti potong ini meliputi pajak yang telah dipotong 

oleh pihak lain, seperti PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, serta bukti 

pembayaran pajak yang telah disetorkan ke kas negara. Bukti ini sangat 

penting untuk memastikan bahwa pajak yang telah dibayar dapat 

diperhitungkan dalam penghitungan kewajiban pajak yang harus 

dibayar. 

Wajib pajak harus menghitung pajak terutang, yaitu pajak yang 

harus dibayar atau kurang bayar berdasarkan penghasilan kena pajak dan 

tarif pajak yang berlaku. Perhitungan ini akan menentukan apakah 

UMKM memiliki kewajiban untuk membayar pajak tambahan atau 

apakah sudah memenuhi kewajiban pajaknya secara penuh. Setelah 

formulir SPT Tahunan terisi lengkap, wajib pajak dapat melanjutkan 

dengan menyampaikan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

5. Memeriksa Kembali dan Melakukan Koreksi 

Langkah berikutnya yang sangat penting adalah memeriksa 

kembali seluruh data yang telah dimasukkan untuk memastikan 

keakuratan informasi yang dilaporkan. Pemeriksaan ini harus dilakukan 

secara teliti terhadap semua bagian formulir, mulai dari identitas wajib 
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pajak, penghasilan bruto, penghasilan kena pajak (PKP), hingga pajak 

yang telah dibayar atau dipotong. Setiap angka dan data yang 

dicantumkan dalam formulir harus sesuai dengan bukti yang ada, seperti 

laporan keuangan, bukti potong pajak, dan bukti pembayaran pajak. Jika 

terdapat ketidaksesuaian antara data yang dimasukkan dan dokumen 

yang ada, maka wajib pajak harus segera melakukan koreksi. 

Koreksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa SPT yang 

dilaporkan sesuai dengan kenyataan dan tidak mengandung kesalahan 

yang dapat mengakibatkan ketidaktepatan dalam perhitungan pajak 

terutang. Koreksi bisa meliputi perbaikan penghitungan penghasilan 

bruto, biaya yang dapat dikurangkan, atau pajak yang sudah dibayar. 

Misalnya, jika ada biaya yang tidak tercatat atau pembayaran pajak yang 

belum tercatat dalam formulir, koreksi harus dilakukan dengan 

menambahkan atau mengubah data yang relevan. 

Setiap koreksi yang dilakukan harus didokumentasikan dengan 

baik, baik itu dengan mencatat alasan perbaikan ataupun dengan 

mengunggah dokumen pendukung jika diperlukan. Dokumentasi ini 

penting sebagai bukti bahwa perubahan yang dilakukan memang sah dan 

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mengoreksi 

kesalahan dalam SPT Tahunan juga membantu menghindari potensi 

masalah dengan pihak otoritas pajak di kemudian hari, seperti sanksi 

administrasi atau bahkan pemeriksaan lebih lanjut jika ditemukan 

ketidaksesuaian. 

 

6. Mengajukan dan Melaporkan SPT Tahunan 

Langkah selanjutnya adalah mengajukan dan melaporkan SPT ke 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Proses pelaporan SPT Tahunan ini bisa 

dilakukan melalui dua cara, yaitu secara elektronik (e-Filing) atau secara 

manual, sesuai dengan preferensi dan fasilitas yang tersedia bagi 

UMKM. Pilihan yang lebih modern dan efisien adalah melalui e-Filing, 

yaitu sistem pelaporan SPT secara online yang disediakan oleh DJP. 

Dengan menggunakan e-Filing, UMKM dapat mengajukan SPT 

Tahunan dengan lebih cepat, aman, dan praktis. Sistem e-Filing 

memungkinkan wajib pajak untuk mengisi dan mengirimkan formulir 

SPT secara langsung melalui internet tanpa perlu mendatangi kantor 

pajak. Penggunaan e-Filing juga mengurangi kemungkinan kesalahan 

teknis dalam pengisian formulir karena sistem ini sudah dilengkapi 

dengan berbagai fitur validasi otomatis yang membantu memastikan data 



Buku Ajar   145 

yang dimasukkan sudah benar. Selain itu, e-Filing memungkinkan 

UMKM untuk melacak status pelaporan secara real-time dan menerima 

bukti pelaporan dalam bentuk elektronik yang bisa disimpan sebagai 

arsip. 

Bagi UMKM yang belum memiliki fasilitas e-Filing atau yang 

lebih memilih cara tradisional, pelaporan SPT juga bisa dilakukan secara 

manual dengan mengajukan formulir SPT Tahunan langsung ke kantor 

pajak terdekat. Pada metode ini, wajib pajak harus membawa formulir 

yang telah diisi lengkap beserta dokumen pendukung lainnya ke kantor 

pajak untuk diproses. Meskipun cara manual ini masih tersedia, sistem 

e-Filing lebih disarankan karena lebih efisien dan menghemat waktu. 

Melalui e-Filing, UMKM tidak perlu datang ke kantor pajak, sehingga 

lebih praktis dan dapat menghindari antrean panjang. Dengan 

mengajukan dan melaporkan SPT Tahunan melalui salah satu metode 

ini, UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, serta menghindari denda atau sanksi akibat 

keterlambatan dalam pelaporan pajak. Pelaporan yang tepat waktu dan 

sesuai prosedur juga menunjukkan kepatuhan UMKM terhadap aturan 

perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

 

7. Membayar Kewajiban Pajak 

UMKM perlu memastikan bahwa kewajiban pajak yang terutang 

telah dibayar dengan tepat. Jika dalam perhitungan pajak terutang 

ditemukan adanya kekurangan pembayaran, UMKM harus segera 

menyetorkan kekurangan pajak tersebut ke kas negara. Pembayaran 

pajak ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 

melalui bank atau fasilitas penyetoran yang telah disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penting bagi UMKM untuk membayar 

pajak tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam 

SPT Tahunan. Ketepatan waktu dalam pembayaran sangat penting untuk 

menghindari denda atau sanksi administratif yang dapat dikenakan jika 

terjadi keterlambatan. Sanksi ini dapat berupa denda administrasi, bunga, 

atau bahkan sanksi pidana jika pajak tidak dibayar dengan benar atau 

tidak dilaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

UMKM dapat melakukan pembayaran pajak melalui beberapa 

fasilitas yang tersedia, seperti melalui bank yang telah bekerja sama 

dengan DJP, kantor pos, atau layanan pembayaran online yang dapat 

diakses melalui aplikasi e-Billing atau e-Filing yang disediakan oleh 
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DJP. Dalam melakukan pembayaran, UMKM perlu memastikan bahwa 

menggunakan kode pembayaran yang benar dan sesuai dengan jenis 

pajak yang dibayar, agar pembayaran dapat tercatat dengan benar di 

sistem DJP. Setelah melakukan pembayaran, UMKM harus menyimpan 

bukti pembayaran sebagai arsip dan memastikan bahwa bukti tersebut 

dilaporkan dalam SPT Tahunan sebagai bukti bahwa kewajiban pajak 

telah dilaksanakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

pembayaran pajak yang dilakukan tercatat dengan benar dan tidak ada 

ketidaksesuaian data yang dapat menyebabkan masalah di kemudian 

hari. 

 

8. Mendapatkan Bukti Penerimaan SPT 

Langkah berikutnya adalah menerima bukti penerimaan SPT. 

Bukti penerimaan ini merupakan tanda bahwa kewajiban pelaporan 

pajak UMKM telah dipenuhi dan dilaporkan dengan benar kepada 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bukti penerimaan sangat penting 

karena berfungsi sebagai dokumen resmi yang mengonfirmasi bahwa 

SPT telah diterima oleh DJP dan telah tercatat dalam sistem perpajakan. 

Bukti penerimaan SPT biasanya diberikan dalam bentuk tanda terima 

elektronik apabila UMKM melakukan pelaporan secara e-Filing, atau 

dalam bentuk salinan fisik apabila pelaporan dilakukan secara manual. 

Jika dilakukan secara e-Filing, bukti penerimaan akan berupa nomor 

registrasi atau bukti terima yang dapat diunduh langsung melalui aplikasi 

e-Filing setelah pelaporan selesai dilakukan. Dalam hal pelaporan 

manual, bukti penerimaan akan diberikan oleh petugas pajak di kantor 

pajak setelah SPT diserahkan. 

Penting bagi UMKM untuk menyimpan bukti penerimaan SPT 

ini dengan baik sebagai referensi dan perlindungan hukum. Bukti ini 

tidak hanya berfungsi sebagai tanda bahwa kewajiban pajak telah 

dilaporkan dan diterima, tetapi juga sebagai dokumen yang sah jika suatu 

saat terjadi pemeriksaan atau audit pajak oleh pihak berwenang. Dalam 

kasus semacam itu, bukti penerimaan ini akan menunjukkan bahwa 

UMKM telah mematuhi kewajiban pelaporan pajak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Selain itu, bukti penerimaan SPT juga bisa 

menjadi bahan rujukan untuk pengajuan laporan pajak pada tahun 

berikutnya, atau digunakan sebagai data pendukung dalam transaksi 

bisnis lain yang membutuhkan informasi terkait kewajiban pajak. Oleh 

karena itu, sangat disarankan bagi UMKM untuk menyimpan bukti ini 
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dalam arsip pajak yang rapi dan mudah diakses, baik dalam bentuk 

digital maupun fisik. 

 

C. Proses Pengajuan dan Pelaporan SPT 

 

Pengajuan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

adalah langkah penting dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan 

bagi wajib pajak, termasuk UMKM. Proses ini mencakup penyusunan, 

pengajuan, dan pelaporan SPT yang harus dilakukan secara tepat waktu 

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah uraian 

mengenai proses pengajuan dan pelaporan SPT bagi UMKM, yang dapat 

membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dengan benar dan sesuai ketentuan. 

 

1. Penyusunan SPT 

Penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan 

langkah awal yang penting bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. Proses ini memerlukan ketelitian dan persiapan yang matang 

agar SPT yang diajukan akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan 

yang berlaku. Langkah pertama dalam penyusunan SPT adalah 

mengumpulkan semua dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan 

tahunan yang mencakup pendapatan, pengeluaran, serta laba atau rugi 

yang diperoleh selama tahun pajak. Laporan ini penting karena menjadi 

dasar untuk menghitung penghasilan yang diterima UMKM. 

UMKM juga perlu menyiapkan dokumen pendukung lain seperti 

bukti potong pajak, yang diterima dari pihak lain yang melakukan 

pemotongan pajak atas penghasilan UMKM, misalnya bukti potong PPh 

Pasal 21 atau PPh Pasal 23. Bukti pembayaran pajak yang sudah 

dilakukan sepanjang tahun juga harus disiapkan, sebagai informasi 

mengenai pajak yang sudah dibayar atau disetorkan ke kas negara. 

Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa data 

yang dimasukkan dalam SPT sesuai dengan kenyataan dan tidak ada 

kesalahan. 

UMKM harus memilih formulir SPT yang sesuai dengan status 

perpajakannya. Untuk individu dengan penghasilan tertentu, Formulir 

1770 SS dapat digunakan, sementara untuk individu dengan penghasilan 

lebih dari batas tertentu atau memiliki lebih dari satu sumber 

penghasilan, Formulir 1770 S diperlukan. Bagi UMKM yang berbentuk 
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badan usaha, seperti PT atau CV, Formulir 1771 harus dipilih. Pemilihan 

formulir yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa SPT yang 

diajukan sesuai dengan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. 

Pengisian formulir harus dilakukan dengan cermat. Data yang 

harus dimasukkan antara lain penghasilan bruto UMKM selama tahun 

pajak, penghasilan kena pajak setelah dikurangi biaya yang sah, dan 

pajak yang telah dibayar atau dipotong. Setiap angka yang dimasukkan 

dalam formulir harus sesuai dengan dokumen yang ada agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pelaporan yang dapat mengarah pada denda atau 

pemeriksaan lebih lanjut dari pihak pajak. Penyusunan SPT yang teliti 

dan tepat waktu adalah langkah penting untuk memastikan UMKM 

memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai aturan yang 

berlaku. 

 

2. Pengajuan SPT melalui e-Filing 

UMKM memiliki dua pilihan cara untuk mengajukan SPT 

Tahunan, yaitu melalui sistem e-Filing atau secara manual. Pilihan yang 

paling dianjurkan adalah menggunakan e-Filing, sebuah sistem 

pelaporan SPT secara online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP). Melalui e-Filing, proses pengajuan SPT menjadi lebih 

efisien dan praktis karena UMKM tidak perlu lagi datang langsung ke 

kantor pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mengisi dan 

mengajukan SPT secara langsung dari komputer atau perangkat lain 

yang terhubung dengan internet. Selain itu, e-Filing juga meminimalkan 

kemungkinan kesalahan dalam pengisian data karena sistem ini 

dirancang untuk memandu pengguna agar mengisi formulir dengan 

benar. Selain itu, proses pengajuan SPT menggunakan e-Filing dapat 

dilakukan kapan saja selama periode pelaporan, yang memberikan 

fleksibilitas bagi UMKM. 

Untuk menggunakan e-Filing, langkah pertama adalah 

mengakses situs resmi DJP di https://www.pajak.go.id dan memilih 

menu e-Filing. Setelah itu, wajib pajak akan diminta untuk memasukkan 

NPWP dan kode keamanan yang telah diterima sebelumnya. Kemudian, 

wajib pajak memilih jenis SPT yang sesuai dengan penghasilan yang 

diterima dan kategori pajak yang berlaku. Selanjutnya, formulir SPT 

harus diisi dengan data yang relevan dan akurat, seperti penghasilan 

bruto, biaya yang dapat dibebankan, dan pajak yang telah dibayar. 

Setelah formulir selesai diisi, wajib pajak dapat langsung mengajukan 

https://www.pajak.go.id/
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SPT tersebut melalui sistem ini. Keunggulan dari e-Filing adalah 

kecepatan dan kenyamanan dalam pelaporan, serta kemudahan dalam 

menyimpan bukti pengajuan secara elektronik. 

3. Batas Waktu Pengajuan SPT 

Setiap wajib pajak, termasuk UMKM, harus sangat 

memperhatikan batas waktu pengajuan SPT Tahunan untuk menghindari 

sanksi administratif. Batas waktu pengajuan SPT Tahunan berbeda 

tergantung pada status wajib pajak, apakah orang pribadi atau badan 

usaha. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yang mencakup UMKM yang 

berbentuk perorangan, batas waktu pengajuan SPT Tahunan adalah 

tanggal 31 Maret setiap tahun, setelah tahun pajak berakhir. Sebagai 

contoh, untuk SPT Tahunan tahun pajak 2024, pengajuannya harus 

dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025. Pengajuan SPT 

yang terlambat dapat berisiko dikenakan denda atau sanksi administratif 

sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, UMKM harus 

memastikan untuk menyusun dan melaporkan SPT sebelum batas waktu 

yang telah ditentukan. 

Untuk Wajib Pajak Badan, seperti perusahaan berbentuk PT atau 

CV, batas waktu pengajuan SPT Tahunan adalah empat bulan setelah 

berakhirnya tahun buku badan usaha tersebut. Sebagai contoh, jika suatu 

perusahaan menggunakan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember, 

maka SPT Tahunan untuk badan usaha tersebut harus diajukan paling 

lambat pada 30 April tahun berikutnya. Dengan demikian, perusahaan 

harus memperhatikan tahun buku yang digunakan untuk memastikan 

bahwa SPT dilaporkan tepat waktu. Batas waktu yang ketat ini bertujuan 

untuk memastikan pelaporan pajak dilakukan secara efisien dan 

menghindari keterlambatan yang dapat berujung pada denda atau sanksi. 

Apabila SPT tidak dilaporkan tepat waktu, wajib pajak akan 

dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Sanksi ini dapat mengurangi manfaat bagi 

wajib pajak karena tidak hanya mengurangi uang yang harus dibayar, 

tetapi juga mempengaruhi reputasi perpajakan. Oleh karena itu, sangat 

penting bagi UMKM untuk mengingat dan mematuhi batas waktu 

pengajuan SPT untuk menghindari konsekuensi yang merugikan. 

Dengan memperhatikan batas waktu dan mempersiapkan dokumen yang 

diperlukan lebih awal, UMKM dapat memastikan kewajiban pajaknya 

dipenuhi dengan baik tanpa dikenakan sanksi. 
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4. Penyetoran Pajak yang Terutang 

Langkah selanjutnya bagi wajib pajak, termasuk UMKM, adalah 

melakukan penyetoran pajak yang terutang jika terdapat kewajiban pajak 

yang harus dibayar. Proses penyetoran pajak dimulai dengan perhitungan 

pajak terutang. Setelah menghitung penghasilan kena pajak (PKP), wajib 

pajak kemudian menghitung jumlah pajak yang harus dibayar sesuai 

dengan tarif yang berlaku untuk jenis pajak yang dikenakan. Pajak 

terutang ini akan bergantung pada penghasilan yang dilaporkan dalam 

SPT dan aturan perpajakan yang relevan. 

Jika setelah perhitungan pajak terutang diketahui masih ada 

kewajiban pajak yang harus dibayar, wajib pajak harus segera melakukan 

penyetoran ke kas negara untuk menyelesaikan kewajiban 

perpajakannya. Penyelesaian ini sangat penting untuk menghindari 

denda atau sanksi administratif yang dapat diberikan jika pajak tidak 

dibayar tepat waktu. Penyampaian pembayaran pajak dapat dilakukan 

melalui bank atau lembaga penyetoran resmi yang bekerja sama dengan 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang sudah menyediakan berbagai 

kemudahan bagi wajib pajak. 

Bagi UMKM, penyetoran pajak kini semakin mudah dengan 

adanya sistem pembayaran melalui aplikasi e-Billing yang disediakan 

oleh DJP. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan 

pembayaran secara online, efisien, dan aman. Melalui e-Billing, wajib 

pajak akan mendapatkan kode billing yang harus digunakan untuk 

melakukan pembayaran di bank atau lembaga penyetoran yang telah 

ditunjuk. Dengan aplikasi ini, proses penyetoran pajak menjadi lebih 

cepat karena tidak perlu datang langsung ke bank atau kantor pajak. 

Selain itu, aplikasi ini membantu wajib pajak memastikan bahwa 

pembayaran pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan jumlah 

yang terutang. 

 

5. Mendapatkan Bukti Penerimaan SPT 

Langkah selanjutnya adalah menerima bukti penerimaan SPT 

dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bukti penerimaan ini berfungsi 

sebagai tanda bahwa kewajiban pelaporan pajak telah dipenuhi dengan 

sah dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bukti 

penerimaan ini juga penting untuk arsip wajib pajak dan dapat digunakan 

sebagai referensi atau perlindungan hukum jika terjadi pemeriksaan atau 

audit pajak di masa mendatang. Untuk wajib pajak yang menggunakan 
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sistem e-Filing, bukti penerimaan SPT dapat diunduh langsung melalui 

aplikasi DJP Online setelah SPT diajukan. Setelah proses pengajuan 

selesai dan SPT diterima oleh DJP, sistem e-Filing akan memberikan 

konfirmasi berupa bukti penerimaan yang dapat diakses dan disimpan 

secara elektronik. Bukti ini memuat informasi penting mengenai SPT 

yang telah dilaporkan, termasuk nomor bukti penerimaan, tanggal 

pelaporan, dan detail SPT yang telah diajukan. Proses ini sangat 

memudahkan wajib pajak karena bukti penerimaan dapat diperoleh 

dengan cepat dan praktis tanpa perlu datang ke kantor pajak. 

Bagi wajib pajak yang mengajukan SPT secara manual, bukti 

penerimaan berupa tanda terima akan diberikan oleh petugas pajak di 

kantor pajak yang bersangkutan. Tanda terima ini biasanya 

mencantumkan informasi penting seperti nomor registrasi, tanggal 

penerimaan, dan data terkait SPT yang telah diajukan. Tanda terima 

tersebut merupakan bukti fisik yang sah yang menunjukkan bahwa 

pelaporan SPT telah diterima oleh DJP. Bukti penerimaan SPT ini sangat 

penting karena akan menjadi dokumen resmi yang dapat digunakan oleh 

wajib pajak untuk menghindari potensi masalah di masa depan. 

Misalnya, jika suatu saat terdapat pemeriksaan atau audit pajak oleh 

pihak berwenang, bukti penerimaan ini akan menjadi alat yang sah untuk 

membuktikan bahwa kewajiban pelaporan pajak telah dilaksanakan 

dengan benar. Dengan demikian, memperoleh bukti penerimaan SPT 

adalah langkah terakhir yang penting dalam proses pelaporan pajak yang 

harus dilakukan oleh setiap wajib pajak. 

 

6. Tindak Lanjut: Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa Pajak 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran laporan yang telah 

disampaikan oleh wajib pajak. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah 

untuk memastikan bahwa penghasilan yang dilaporkan dan kewajiban 

pajak yang terutang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya 

penghindaran pajak dan memastikan bahwa semua kewajiban 

perpajakan dipenuhi dengan benar. Jika dalam pemeriksaan tersebut 

ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, baik berupa penghasilan 

yang tidak dilaporkan dengan benar atau kekurangan pembayaran pajak, 

wajib pajak diwajibkan untuk segera melakukan perbaikan pada laporan 

SPT yang telah diajukan. Selain itu, jika terdapat kekurangan 
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pembayaran pajak, wajib pajak juga harus segera menyetorkan 

kekurangan tersebut ke kas negara. 

Terkadang proses pemeriksaan dapat menimbulkan sengketa 

antara wajib pajak dan DJP, terutama jika terjadi perbedaan pendapat 

mengenai kewajiban pajak yang terutang atau ketidaksetujuan atas 

keputusan DJP. Dalam hal ini, terdapat mekanisme penyelesaian 

sengketa pajak yang dapat diikuti oleh wajib pajak untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut secara hukum. Prosedur penyelesaian sengketa 

pajak dimulai dengan proses banding yang diajukan oleh wajib pajak jika 

merasa tidak puas dengan keputusan DJP. Banding dilakukan melalui 

Pengadilan Pajak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan 

sengketa pajak. Selain itu, wajib pajak juga dapat mengajukan upaya 

hukum lainnya seperti permohonan keberatan atau gugatan ke 

Pengadilan Negeri apabila merasa hak-haknya tidak dipenuhi dengan 

adil. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Apa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

dan siapa saja yang wajib mengajukannya? 

2. Wajib pajak UMKM yang memiliki penghasilan di bawah Rp 60 

juta setahun, harus menggunakan formulir SPT apa untuk pelaporan 

tahunan? 

3. Wajib pajak dapat mengajukan SPT secara elektronik melalui e-

Filing. Manakah dari berikut ini yang merupakan keuntungan utama 

dari menggunakan e-Filing? 

4. Batas waktu pengajuan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang 

pribadi adalah: 

5. Jika wajib pajak UMKM memilih untuk mengajukan SPT secara 

manual, di manakah wajib pajak harus mengajukan SPT tersebut? 
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INSENTIF DAN FASILITAS PAJAK 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan jenis-jenis insentif pajak untuk 

UMKM, memahami fasilitas pembayaran dan pengurangan pajak, 

serta memahami manfaat insentif pajak bagi pengembangan UMKM. 

Sehingga pembaca dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak secara 

optimal untuk mendukung kelangsungan dan perkembangan usaha 

UMKM. 

Materi Pembelajaran 

• Jenis-jenis Insentif Pajak untuk UMKM 

• Fasilitas Pembayaran dan Pengurangan Pajak 

• Manfaat Insentif Pajak bagi Pengembangan UMKM  

• Latihan Soal 

 

 

A. Jenis-jenis Insentif Pajak untuk UMKM 

 

Pemerintah Indonesia memberikan berbagai jenis insentif pajak 

yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM). Insentif ini tidak hanya berfungsi untuk 

mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh UMKM, tetapi juga 

untuk memotivasi pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya dalam 

ekonomi yang semakin kompetitif. Beberapa jenis insentif pajak yang 

diberikan kepada UMKM antara lain: 

 

1. PPh Final untuk UMKM 

Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM merupakan salah 

satu insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung 

pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, UMKM 

dengan omzet tahunan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif 

PPh final sebesar 0,5% dari omzet. Tarif pajak yang lebih rendah ini 
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bertujuan untuk meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh 

UMKM. Sebagai hasilnya, UMKM dapat lebih fokus pada 

pengembangan usahanya tanpa perlu khawatir mengenai pajak yang 

tinggi. 

PPh final ini tidak mengharuskan UMKM untuk menghitung 

penghasilan kena pajak secara terperinci, seperti yang berlaku pada wajib 

pajak lainnya. UMKM hanya perlu menghitung omzet dan mengenakan 

tarif pajak yang telah ditentukan, yaitu sebesar 0,5%. Hal ini tentunya 

mempermudah proses pelaporan pajak bagi UMKM, karena tidak perlu 

melakukan perhitungan yang rumit terkait penghasilan dan potongan 

lainnya. Selain itu, dengan adanya PPh final, UMKM juga tidak perlu 

repot-repot untuk menyusun laporan keuangan yang kompleks, karena 

pengenaan pajak dilakukan berdasarkan omzet secara keseluruhan. 

Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan UMKM 

terhadap kewajiban pajak, sekaligus memberikan peluang bagi UMKM 

untuk lebih berkembang. Dengan tarif pajak yang lebih ringan, memiliki 

lebih banyak dana yang bisa dialokasikan untuk ekspansi usaha, 

pengembangan produk, atau meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, 

insentif PPh final ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk 

mendukung sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap 

perekonomian Indonesia, baik dalam menciptakan lapangan kerja 

maupun memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan. Dengan kemudahan ini, diharapkan UMKM dapat lebih 

berdaya saing dan mampu bertahan dalam persaingan pasar yang 

semakin ketat. 

 

2. Pembebasan PPN untuk UMKM 

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk UMKM 

adalah salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk 

meringankan beban administratif dan pajak yang harus dipenuhi oleh 

usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, 

UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp 4,8 miliar tidak diwajibkan 

untuk memungut dan menyetor PPN. Hal ini memberikan kemudahan 

bagi UMKM yang umumnya tidak memiliki kapasitas atau sumber daya 

untuk mengelola administrasi pajak yang lebih kompleks, seperti PPN. 

Dengan pembebasan ini, UMKM dapat lebih fokus pada operasional dan 

pengembangan usaha tanpa terbebani oleh kewajiban administrasi pajak 

yang rumit. 
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Meskipun UMKM dibebaskan dari kewajiban PPN jika 

omzetnya di bawah batas tersebut, masih memiliki opsi untuk memilih 

menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jika UMKM memilih status PKP, 

diizinkan untuk memungut PPN dari konsumen pada setiap transaksi 

yang dilakukan dan menyetorkan PPN tersebut ke negara. Pilihan ini 

memungkinkan UMKM untuk mengelola PPN dengan cara yang lebih 

terstruktur dan memungkinkan untuk mendapatkan kredit pajak masukan 

(PPN yang dibayar atas pembelian barang dan jasa), yang dapat diklaim 

kembali saat melakukan transaksi dengan pemasok atau mitra bisnis 

lainnya. 

Pemberian opsi ini memberikan fleksibilitas bagi UMKM untuk 

memilih apakah ingin terlibat dalam sistem PPN atau tidak, tergantung 

pada kebutuhan dan kapasitas administrasi yang dimiliki. Apabila 

UMKM berencana untuk mengembangkan usaha dan bertransaksi 

dengan perusahaan besar yang merupakan PKP, menjadi PKP bisa 

memberikan keuntungan berupa pengembalian PPN yang dibayar atas 

pembelian barang atau jasa. Sebaliknya, jika UMKM merasa tidak 

membutuhkan pengelolaan PPN yang rumit, dapat tetap memilih untuk 

tidak menjadi PKP dan tetap menikmati pembebasan PPN sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

 

3. Insentif Pajak untuk Sektor Tertentu 

Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif pajak 

kepada UMKM yang bergerak di sektor-sektor tertentu untuk 

mendorong pertumbuhan dan inovasi, terutama dalam sektor yang 

memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian digital 

dan kreatif, serta sektor manufaktur. Insentif pajak ini dirancang untuk 

membantu UMKM dalam mengurangi beban pajak dan mendukung 

transformasi digital serta adopsi teknologi yang dapat meningkatkan 

efisiensi, produktivitas, dan daya saing. 

Sektor digital, misalnya, merupakan salah satu sektor yang 

mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. UMKM yang beroperasi 

di bidang teknologi informasi, e-commerce, dan aplikasi digital sering 

kali diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif pajak atau pembebasan 

pajak tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan 

ekonomi berbasis teknologi, yang diharapkan dapat mendorong adopsi 

inovasi digital dan memperluas akses pasar UMKM ke ranah global. 

Dengan insentif pajak ini, UMKM di sektor digital dapat 
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mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk riset dan 

pengembangan produk atau layanan. 

Begitu juga dengan sektor industri kreatif, yang meliputi 

berbagai sub-sektor seperti seni, desain, mode, musik, film, dan lain-lain. 

Pemerintah memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM di sektor 

kreatif untuk mendorong pertumbuhan industri ini yang tidak hanya 

memiliki nilai ekonomi tetapi juga meningkatkan kekayaan budaya 

bangsa. Pengurangan tarif pajak atau pemberian fasilitas tertentu 

membantu UMKM kreatif agar lebih kompetitif, berinovasi, dan mampu 

bersaing di pasar internasional. 

 

4. Insentif untuk UMKM yang Mengembangkan Teknologi 

Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif pajak bagi 

UMKM yang berinvestasi dalam teknologi dan penelitian, sebagai upaya 

untuk mendorongnya agar lebih inovatif dan berdaya saing di pasar 

global. Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah pengurangan 

pajak atas pembelian peralatan dan teknologi baru. Kebijakan ini 

dirancang untuk membantu UMKM mengurangi beban pajak yang dapat 

timbul akibat investasi dalam teknologi, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan efisiensi operasional. 

Dengan adanya insentif pajak tersebut, UMKM memiliki 

kesempatan untuk melakukan modernisasi alat dan fasilitas produksi, 

yang sering kali menjadi hambatan utama untuk berkembang. Pembelian 

peralatan dan teknologi yang lebih canggih dapat membantu UMKM 

untuk mempercepat proses produksi, meningkatkan kualitas produk, dan 

mengurangi biaya operasional. Ini sangat penting, terutama dalam sektor 

yang sangat bergantung pada teknologi dan inovasi, seperti industri 

manufaktur, teknologi informasi, dan sektor kreatif. 

Insentif pajak juga bertujuan untuk mendorong UMKM agar 

lebih berfokus pada riset dan pengembangan (R&D) dalam menciptakan 

produk atau layanan yang lebih efisien, berkualitas tinggi, dan sesuai 

dengan kebutuhan pasar. Melalui pengurangan pajak atas biaya riset atau 

pengembangan teknologi, UMKM didorong untuk meningkatkan 

kapabilitas dalam menciptakan produk baru atau memperbarui produk 

yang sudah ada. Hal ini sangat relevan di tengah pesatnya perkembangan 

teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah. 
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5. Insentif Pajak pada Masa Pandemi 

Selama pandemi COVID-19, banyak UMKM di Indonesia yang 

menghadapi kesulitan akibat penurunan permintaan pasar, pembatasan 

operasional, dan gangguan pada rantai pasokan. Untuk membantu 

UMKM yang terdampak, pemerintah Indonesia memberikan berbagai 

insentif pajak sebagai bentuk dukungan agar dapat bertahan dan kembali 

pulih setelah masa sulit. Salah satu insentif utama yang diberikan adalah 

penundaan pembayaran pajak. Penundaan ini memberi kelonggaran 

kepada UMKM untuk menunda kewajiban pembayaran pajak, sehingga 

dapat menggunakan dana yang ada untuk mempertahankan operasional 

usaha dan menjaga kelangsungan bisnis di tengah krisis. 

Pemerintah juga memberikan pengurangan tarif pajak bagi 

UMKM yang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan akibat 

pandemi. Pengurangan tarif ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak 

yang harus dibayar oleh UMKM, sehingga dapat mengalokasikan 

sumber daya untuk memulihkan usahanya, mengembangkan produk 

baru, atau membayar gaji karyawan. Pengurangan tarif ini sangat penting 

untuk menjaga daya tahan UMKM yang menghadapi penurunan omzet 

dan kesulitan finansial. 

Pemerintah juga memberikan kebijakan penghapusan denda 

pajak bagi UMKM yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan 

tepat waktu akibat dampak pandemi. Biasanya, ketidaktepatan waktu 

dalam pembayaran pajak dapat mengakibatkan denda administratif, 

namun dalam situasi pandemi, denda-denda tersebut dihapuskan untuk 

memberikan kelonggaran kepada UMKM. Ini memberikan kesempatan 

bagi UMKM untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa terbebani oleh 

tambahan biaya akibat denda, sehingga dapat lebih fokus pada 

pemulihan bisnis. 

 

6. Program Pembiayaan untuk UMKM 

Pemerintah Indonesia juga menyediakan berbagai program 

pembiayaan khusus yang ditujukan untuk mendukung perkembangan 

dan keberlanjutan usaha UMKM. Program-program ini dirancang untuk 

memberikan akses modal yang lebih mudah dan terjangkau, sehingga 

UMKM dapat memperoleh dana untuk ekspansi usaha, pembelian bahan 

baku, atau pengembangan produk dan layanan tanpa harus terhambat 

oleh keterbatasan finansial. Salah satu bentuk program pembiayaan yang 

sering ditawarkan adalah kredit dengan suku bunga rendah. Suku bunga 
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yang lebih rendah ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk 

memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih ringan, mengurangi 

beban cicilan, dan meningkatkan likuiditas usaha. 

Pemerintah juga menyediakan program pembiayaan yang 

memberikan kemudahan dalam pembayaran cicilan. Beberapa program 

ini menawarkan masa tenggang yang lebih panjang atau keringanan 

cicilan bagi UMKM yang menghadapi kesulitan keuangan, terutama di 

tengah kondisi ekonomi yang menantang. Keringanan ini bertujuan 

untuk membantu UMKM agar tidak terbebani oleh kewajiban 

pembayaran cicilan yang terlalu berat, terutama pada masa-masa awal 

pemulihan usaha setelah terhambat oleh krisis ekonomi atau pandemi. 

Kemudahan dalam pengajuan kredit juga menjadi salah satu 

keunggulan program pembiayaan pemerintah untuk UMKM. Proses 

pengajuan yang lebih sederhana dan persyaratan yang lebih fleksibel 

memungkinkan UMKM untuk mengakses dana dengan lebih cepat, 

tanpa harus menghadapi birokrasi yang rumit. Hal ini sangat penting bagi 

UMKM yang membutuhkan pembiayaan segera untuk menjalankan atau 

mengembangkan usaha, tetapi terkendala oleh waktu atau proses 

administrasi yang panjang. 

 

B. Fasilitas Pembayaran dan Pengurangan Pajak 

 

Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai fasilitas 

pembayaran dan pengurangan pajak untuk mendukung keberlanjutan 

dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Fasilitas ini bertujuan untuk meringankan beban pajak yang ditanggung 

oleh UMKM, mempercepat kepatuhan perpajakan, dan meningkatkan 

kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional. Fasilitas 

tersebut mencakup pengurangan tarif pajak, keringanan pembayaran, 

serta kemudahan dalam sistem administrasi perpajakan. 

 

1. Pembayaran Pajak yang Lebih Fleksibel 

Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas fleksibilitas 

pembayaran pajak bagi UMKM sebagai bagian dari upaya untuk 

meringankan beban perpajakan dan mendukung kelangsungan usaha. 

Salah satu kemudahan yang diberikan adalah pilihan metode 

pembayaran pajak yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan 

kenyamanan UMKM. UMKM yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena 
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Pajak (PKP) dapat memilih cara yang paling sesuai dengan kondisi 

finansial dan operasional, baik itu melalui sistem online atau metode 

pembayaran lainnya yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP). Dengan adanya kemudahan ini, UMKM tidak perlu terhambat 

oleh prosedur administrasi yang rumit, yang seringkali menjadi kendala 

bagi usaha kecil untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 

Sistem e-filing menjadi salah satu solusi utama dalam 

pembayaran pajak yang lebih fleksibel. Melalui e-filing, UMKM dapat 

mengakses informasi perpajakan dengan mudah dan melakukan 

pembayaran secara langsung melalui platform digital yang disediakan 

oleh DJP. Fasilitas ini memudahkan proses pelaporan dan pembayaran 

pajak tanpa perlu datang ke kantor pajak, sehingga menghemat waktu 

dan tenaga. Pembayaran pajak yang dilakukan secara online juga lebih 

aman dan terhindar dari risiko kesalahan pengisian atau keterlambatan 

pembayaran. 

Pemerintah juga memberikan kemudahan dalam hal penjadwalan 

pembayaran pajak. UMKM dapat memilih jadwal pembayaran yang 

lebih sesuai dengan arus kas, yang berarti pembayaran pajak dapat 

disesuaikan dengan periode keuangan usaha. Penjadwalan yang fleksibel 

ini membantu UMKM mengatur aliran kas dengan lebih baik, sehingga 

tidak terbebani pada saat-saat tertentu yang mungkin terjadi kesulitan 

keuangan. Dengan demikian, fasilitas ini memungkinkan UMKM untuk 

tetap menjalankan operasional dengan lancar tanpa harus khawatir 

mengenai kewajiban perpajakan yang dapat mempengaruhi 

kelangsungan usahanya. Fleksibilitas pembayaran pajak ini merupakan 

langkah strategis yang mempermudah UMKM untuk fokus pada 

pengembangan usahanya, sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan 

yang berlaku. 

 

2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) untuk UMKM 

Pemerintah Indonesia memberikan insentif yang signifikan bagi 

UMKM melalui pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang UMKM, 

UMKM yang memiliki omzet tahunan di bawah Rp 4,8 miliar dikenakan 

tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet. Kebijakan ini sangat 

menguntungkan bagi UMKM, karena tarif tersebut jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan tarif PPh yang dikenakan kepada badan usaha 

besar. Dengan tarif yang rendah ini, UMKM tidak hanya mendapatkan 
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kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat 

merasakan manfaat langsung berupa beban pajak yang lebih ringan. 

Tujuan utama dari kebijakan pengurangan tarif PPh final ini 

adalah untuk membantu UMKM agar bisa lebih fokus pada 

pengembangan usaha tanpa terbebani oleh perhitungan pajak yang rumit. 

Sebelumnya, banyak UMKM kesulitan dalam menghitung pajak karena 

kompleksitas peraturan perpajakan. Dengan adanya tarif PPh final yang 

tetap dan sederhana, UMKM tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan 

sumber daya untuk perhitungan pajak yang rumit, sehingga lebih bisa 

fokus pada operasional dan strategi bisnis. 

Kebijakan ini juga mendukung peningkatan arus kas UMKM. 

Dengan tarif pajak yang lebih rendah, UMKM memiliki lebih banyak 

dana yang bisa digunakan untuk investasi dalam berbagai aspek 

pengembangan usaha, seperti pembelian bahan baku, pengembangan 

produk, pemasaran, atau peningkatan kualitas layanan. Lebih banyak 

dana yang tersedia memungkinkan UMKM untuk lebih mudah 

mengakses sumber daya tambahan, seperti pembiayaan dari lembaga 

keuangan atau investor, yang dapat mendukung ekspansi dan 

pertumbuhan usaha. 

 

3. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk UMKM 

Pemerintah Indonesia memberikan pembebasan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) kepada UMKM yang memiliki omzet tahunan 

di bawah Rp 4,8 miliar. Dengan fasilitas ini, UMKM yang memenuhi 

kriteria tidak diwajibkan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

yang berarti tidak perlu memungut atau menyetor PPN atas transaksi jual 

beli. Pembebasan PPN ini dirancang untuk meringankan beban 

administrasi yang sering kali menjadi tantangan bagi UMKM, yang 

biasanya memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan 

kapasitas untuk menangani kewajiban perpajakan yang lebih rumit. 

Tanpa harus memungut dan menyetor PPN, UMKM dapat lebih fokus 

pada operasional dan pengembangan usahanya tanpa khawatir dengan 

kompleksitas pencatatan dan pelaporan PPN. 

Pembebasan PPN juga mengurangi beban finansial bagi UMKM. 

Tanpa kewajiban untuk memungut PPN dari konsumen, UMKM tidak 

perlu menambah biaya yang harus dibayar, yang pada gilirannya 

membantu menjaga harga jual produk atau layanan tetap kompetitif di 

pasar. Hal ini sangat penting bagi UMKM, yang sering kali harus 
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bersaing dengan perusahaan yang lebih besar yang memiliki kapasitas 

administrasi dan keuangan yang lebih kuat. Namun, bagi UMKM yang 

memilih untuk menjadi PKP, tetap dapat memungut PPN dari konsumen 

dan menyetorkannya ke negara. Meskipun ada kewajiban untuk 

menyetor PPN, UMKM yang terdaftar sebagai PKP dapat 

mengkreditkan PPN yang dibayar atas pembelian barang atau jasa yang 

digunakan dalam kegiatan usaha. Ini berarti dapat mengurangi jumlah 

PPN yang harus disetor dengan mengurangi PPN yang telah dibayar pada 

barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung usahanya. 

Keuntungan ini bisa menjadi insentif bagi UMKM yang ingin 

memperluas usaha dan meningkatkan daya saing, karena bisa 

memanfaatkan kredit PPN untuk mengurangi beban pajak. 

 

4. Insentif Pajak pada Masa Pandemi 

Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia 

mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak untuk membantu 

UMKM yang terdampak oleh krisis ekonomi global dan pembatasan 

aktivitas sosial. Kebijakan insentif pajak ini dirancang untuk 

meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh UMKM, yang 

banyak di antaranya mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan 

dalam mempertahankan operasional usaha. Salah satu insentif utama 

yang diberikan adalah penundaan pembayaran pajak, yang memberikan 

kelonggaran waktu bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

tanpa harus terbebani dengan pembayaran yang segera. Penundaan ini 

memberikan kesempatan bagi UMKM untuk fokus pada pemulihan 

usaha dan pengelolaan arus kas yang lebih baik selama masa krisis. 

Pemerintah juga memberikan pengurangan tarif pajak bagi 

UMKM yang mengalami kesulitan finansial. Pengurangan tarif pajak ini 

bertujuan untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh 

UMKM, sehingga dapat memiliki lebih banyak dana untuk digunakan 

dalam operasional dan pengembangan usaha. Kebijakan ini menjadi 

sangat penting karena banyak UMKM yang harus beradaptasi dengan 

kondisi pasar yang berubah, dan pengurangan tarif pajak dapat 

membantu untuk tetap bertahan dan berinovasi. 

Pemerintah juga menghapus denda pajak bagi UMKM yang 

terlambat melaporkan atau membayar kewajiban pajak selama periode 

tertentu. Hal ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk tetap 

memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus khawatir dengan denda 
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yang dapat memperburuk kondisi keuangan. Selain itu, kemudahan 

dalam pelaporan pajak juga diberikan, dengan pembebasan dari 

kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) selama masa tertentu serta 

penundaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk beberapa jenis 

pajak. Langkah-langkah ini memungkinkan UMKM untuk lebih fokus 

pada operasional usahanya tanpa terbebani oleh proses administratif 

yang rumit. 

 

5. Pengurangan Pajak pada Investasi untuk Ekonomi Hijau 

Pemerintah Indonesia juga memberikan insentif pajak kepada 

UMKM yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, yang 

dikenal sebagai ekonomi hijau. Kebijakan ini dirancang untuk 

mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak 

negatif terhadap lingkungan. UMKM yang mengadopsi prinsip 

keberlanjutan dalam operasional, seperti penggunaan energi terbarukan, 

pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, atau penerapan teknologi 

hijau lainnya, berpeluang untuk mendapatkan pengurangan pajak 

sebagai insentif. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk 

mendorong sektor UMKM untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga 

kelestarian lingkungan sambil tetap mengembangkan usaha. 

Fasilitas pajak yang diberikan kepada UMKM yang fokus pada 

keberlanjutan ini mencakup pengurangan tarif pajak atas investasi yang 

digunakan untuk teknologi ramah lingkungan. Misalnya, UMKM yang 

menginvestasikan dana untuk pembelian peralatan yang mendukung 

penghematan energi atau pengelolaan limbah yang efisien dapat 

memperoleh pengurangan pajak. Selain itu, pemerintah juga 

memberikan pembebasan pajak untuk pengelolaan energi yang lebih 

efisien, seperti instalasi sistem energi terbarukan yang dapat mengurangi 

ketergantungan pada sumber daya energi fosil. Dengan demikian, 

UMKM yang mengadopsi teknologi hijau dapat mengurangi beban pajak 

sekaligus meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. 

Insentif pajak ini juga memiliki dampak positif dalam 

menciptakan ekosistem usaha yang lebih berkelanjutan dan inovatif. 

UMKM yang mendapatkan manfaat dari insentif ini dapat 

mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan teknologi 

ramah lingkungan yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi 

dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penerapan prinsip 

keberlanjutan ini membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau 
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pasar yang semakin peduli terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan, 

baik di tingkat domestik maupun internasional. 

6. Program Pembiayaan dengan Suku Bunga Ringan 

Sebagai bagian dari paket insentif pajak yang diberikan kepada 

UMKM, pemerintah Indonesia juga menyediakan program pembiayaan 

dengan suku bunga yang lebih rendah untuk membantu UMKM yang 

membutuhkan modal kerja atau investasi untuk mengembangkan usaha. 

Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi UMKM 

dalam mengakses sumber daya finansial yang terjangkau, sehingga dapat 

mempertahankan kelangsungan usaha dan mempercepat pertumbuhan. 

Dengan suku bunga yang lebih rendah, UMKM tidak perlu terbebani 

oleh biaya pinjaman yang tinggi, sehingga dana yang diperoleh dapat 

digunakan secara lebih efisien untuk mengembangkan operasional 

usaha. 

Program pembiayaan ini juga sering disertai dengan kemudahan 

dalam hal administrasi dan pengurangan persyaratan jaminan. UMKM, 

yang seringkali kesulitan dalam memenuhi persyaratan jaminan yang 

ketat, kini bisa mengakses pembiayaan tanpa harus merasa terbebani 

dengan prosedur yang rumit. Hal ini memberikan peluang lebih besar 

bagi UMKM, terutama yang baru berkembang atau yang memiliki 

keterbatasan aset, untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan 

untuk tumbuh dan berinovasi. Program ini terutama ditujukan untuk 

UMKM yang bergerak di sektor-sektor tertentu dengan potensi 

pertumbuhan tinggi, seperti sektor digital, kreatif, dan manufaktur. 

Sektor-sektor ini dianggap memiliki potensi besar untuk meningkatkan 

daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global, dan dengan pembiayaan 

yang lebih mudah diakses, UMKM di sektor-sektor ini dapat 

mempercepat adopsi teknologi, inovasi produk, dan peningkatan 

kapasitas produksi. Selain itu, pengurangan tarif pajak yang diberikan 

kepada UMKM juga mendukung pembiayaan ini, sehingga membantu 

untuk lebih fokus pada pengembangan usaha tanpa khawatir tentang 

beban pajak yang berlebihan. 

 

C. Manfaat Insentif Pajak bagi Pengembangan UMKM 

 

Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang 

sangat penting dalam mendukung pengembangan sektor UMKM. 
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Pemerintah memberikan berbagai bentuk insentif untuk meringankan 

beban pajak UMKM, termasuk pengurangan tarif pajak, pembebasan 

dari kewajiban tertentu, serta penyediaan fasilitas pembayaran dan 

pelaporan pajak yang lebih fleksibel. Berikut ini adalah beberapa 

manfaat insentif pajak bagi pengembangan UMKM: 

 

1. Peningkatan Arus Kas dan Likuiditas 

Salah satu manfaat utama yang diperoleh UMKM dari insentif 

pajak adalah peningkatan arus kas dan likuiditas yang signifikan. 

Kebijakan pengurangan tarif pajak, seperti penurunan tarif Pajak 

Penghasilan (PPh) final yang lebih rendah dan pembebasan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) untuk UMKM dengan omzet di bawah batas 

tertentu, memberikan ruang bagi UMKM untuk mengalokasikan lebih 

banyak dana untuk kebutuhan operasional dan investasi. Dengan 

pengurangan beban pajak, UMKM tidak perlu mengalokasikan sebagian 

besar pendapatan untuk kewajiban pajak, sehingga meningkatkan jumlah 

dana yang tersedia untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. 

Peningkatan arus kas dan likuiditas ini memungkinkan UMKM 

untuk lebih leluasa dalam mengelola keuangan. Dengan adanya dana 

yang lebih banyak, dapat memperkuat struktur keuangan usaha, 

meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas kapasitas produksi. 

Ini sangat penting karena salah satu tantangan terbesar bagi UMKM 

adalah keterbatasan modal yang seringkali menghambat ekspansi dan 

inovasi. Dengan likuiditas yang lebih baik, UMKM juga dapat 

mengambil kesempatan untuk berinvestasi dalam teknologi baru, 

pelatihan karyawan, atau peningkatan produk dan layanan, yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan daya saing di pasar. 

Dengan peningkatan likuiditas, UMKM juga lebih siap untuk 

bertahan dalam situasi yang tidak terduga, seperti krisis ekonomi atau 

pandemi yang dapat menyebabkan penurunan permintaan atau gangguan 

dalam rantai pasokan. Arus kas yang lebih baik memberikan fleksibilitas 

bagi UMKM untuk menanggulangi tantangan-tantangan tersebut dan 

menjaga kelangsungan usaha, dapat menggunakan dana tersebut untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek, membayar gaji karyawan, atau 

mengelola biaya tetap lainnya, sehingga dapat terus beroperasi meskipun 

menghadapi masa-masa sulit. Dengan demikian, insentif pajak tidak 

hanya membantu dalam jangka pendek tetapi juga memberikan 
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kestabilan finansial yang lebih panjang bagi UMKM, yang sangat 

penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya. 

 

2. Mendorong Investasi dan Ekspansi Usaha 

Insentif pajak dapat menjadi faktor pendorong utama dalam 

investasi dan ekspansi usaha bagi UMKM. Ketika beban pajak dapat 

dikurangi, UMKM memiliki lebih banyak dana yang sebelumnya 

dialokasikan untuk kewajiban pajak. Dana tersebut kemudian dapat 

digunakan untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha, seperti 

membeli peralatan baru, meningkatkan kapasitas produksi, atau bahkan 

mengeksplorasi pasar baru. Hal ini sangat penting, terutama bagi sektor-

sektor yang berorientasi pada pertumbuhan dan inovasi, karena investasi 

yang tepat dapat mendorong efisiensi operasional dan membuka peluang 

untuk memperluas pangsa pasar. 

Sebagai contoh, pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak 

dalam bentuk pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak atas 

investasi yang digunakan dalam sektor-sektor tertentu, seperti teknologi 

ramah lingkungan. Dengan kebijakan seperti ini, UMKM didorong 

untuk berinvestasi dalam teknologi yang lebih efisien atau lebih ramah 

lingkungan, yang seiring waktu dapat menghasilkan penghematan biaya 

dan meningkatkan daya saing di pasar. Investasi dalam teknologi baru 

juga membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan produk dan 

layanan yang lebih inovatif, yang pada gilirannya dapat menarik 

pelanggan baru dan memperkuat posisinya di pasar. 

Insentif pajak ini juga memberikan motivasi lebih bagi UMKM 

untuk melakukan investasi jangka panjang yang mendukung 

keberlanjutan dan pertumbuhan usahanya. Tanpa beban pajak yang 

tinggi, UMKM dapat memanfaatkan dana untuk memperbesar kapasitas 

produksi, memperbaiki infrastruktur, atau memperluas jaringan 

distribusi. Semua ini memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan 

menghasilkan keuntungan yang lebih besar, yang pada gilirannya 

membantu mempercepat ekspansi usaha dan menciptakan lapangan kerja 

baru. 

 

3. Memperbaiki Akses terhadap Pembiayaan 

Insentif pajak tidak hanya membantu mengurangi beban pajak 

UMKM, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan akses terhadap 

pembiayaan. Dengan adanya pengurangan pajak, UMKM dapat 
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mengalokasikan lebih banyak dana untuk modal kerja dan investasi 

dalam pengembangan bisnis. Alokasi dana yang lebih besar ini akan 

meningkatkan likuiditas usaha dan memperbaiki arus kas, yang sangat 

penting dalam menjaga kelangsungan operasional serta mendukung 

rencana ekspansi. Ketika UMKM memiliki pengelolaan keuangan yang 

lebih baik, hal ini juga berdampak positif pada kredibilitas usaha di mata 

lembaga keuangan. 

Pihak bank atau lembaga pembiayaan lebih cenderung untuk 

memberikan kredit kepada UMKM yang mematuhi kewajiban 

perpajakan dan yang mendapatkan insentif pajak, karena hal tersebut 

menunjukkan bahwa usahanya dikelola dengan baik dan berisiko lebih 

rendah. Kredibilitas yang terbangun melalui kepatuhan pajak ini 

memudahkan UMKM dalam mengajukan pembiayaan yang dapat 

mendukung pengembangan usahanya. Sebaliknya, UMKM yang tidak 

teratur dalam memenuhi kewajiban pajak sering kali dianggap berisiko 

tinggi oleh lembaga pembiayaan, sehingga kesulitan dalam memperoleh 

pinjaman. 

Beberapa program insentif pajak juga menyediakan akses ke 

pembiayaan dengan bunga rendah atau syarat yang lebih ringan. 

Program-program ini memberikan peluang bagi UMKM untuk 

memperoleh dana yang diperlukan untuk memperbesar usahanya tanpa 

harus terbebani oleh biaya pembiayaan yang tinggi. Biaya pembiayaan 

yang tinggi seringkali menjadi kendala utama dalam pengembangan 

usaha kecil dan menengah, karena bunga yang tinggi dapat menggerogoti 

keuntungan dan menghambat pertumbuhan. Dengan adanya insentif 

pajak yang mengarah pada akses pembiayaan yang lebih terjangkau, 

UMKM dapat lebih mudah memperluas kapasitas produksi, berinovasi, 

dan memasuki pasar baru. 

 

4. Peningkatan Daya Saing dan Inovasi 

Insentif pajak memiliki peran yang sangat penting dalam 

mendorong peningkatan daya saing dan inovasi di kalangan UMKM. 

Dengan adanya pengurangan beban pajak, UMKM mendapatkan lebih 

banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk investasi dalam riset 

dan pengembangan (R&D), peningkatan kualitas produk, serta 

eksplorasi ide-ide baru untuk produk atau layanan. Dengan lebih banyak 

dana yang tersedia, UMKM dapat memfokuskan perhatian untuk 

menciptakan solusi inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan 
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mengatasi tantangan bisnis, tanpa terbebani oleh beban pajak yang 

tinggi. 

Sebagai contoh, insentif pajak yang mendukung penggunaan 

teknologi ramah lingkungan mendorong UMKM untuk berinvestasi 

dalam teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Teknologi ini tidak 

hanya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, tetapi 

juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar 

keberlanjutan yang semakin dicari oleh konsumen dan pasar global. 

UMKM yang mengadopsi teknologi hijau atau ramah lingkungan dapat 

memposisikan diri sebagai pemimpin pasar dalam bidang keberlanjutan, 

yang meningkatkan daya saing baik di pasar lokal maupun internasional. 

 

5. Peningkatan Kepatuhan Pajak 

Insentif pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Salah satu cara yang dilakukan 

pemerintah untuk mendorong kepatuhan adalah dengan memberikan 

insentif berupa pengurangan beban pajak dan menyederhanakan 

prosedur perpajakan. Dengan tarif pajak yang lebih rendah atau 

pembebasan pajak untuk UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, 

pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil untuk 

mematuhi kewajiban perpajakan tanpa merasa terbebani. Hal ini 

menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi UMKM untuk memahami 

dan menjalankan kewajiban pajak dengan lebih baik. 

Keuntungan yang diperoleh dari insentif ini, seperti pengurangan 

tarif atau pembebasan pajak, dapat menjadi daya tarik bagi UMKM 

lainnya untuk lebih patuh dalam membayar pajak. UMKM yang 

merasakan manfaat dari kebijakan ini cenderung menjadi contoh yang 

baik bagi pelaku usaha lain, mendorong untuk mengikuti jejak yang 

sama dan memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih teratur. Dampak 

domino ini berpotensi memperluas jumlah UMKM yang taat pajak, yang 

pada gilirannya akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan 

negara. 

 

6. Meningkatkan Perekonomian Nasional 

Pemberian insentif pajak untuk UMKM memiliki dampak yang 

luas terhadap perekonomian nasional, memberikan manfaat yang tidak 

hanya dirasakan oleh sektor UMKM itu sendiri, tetapi juga bagi 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. UMKM di Indonesia 
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berperanan penting sebagai pendorong utama produktivitas nasional dan 

penyerapan tenaga kerja. Sektor ini mencakup lebih dari 99% dari 

seluruh jumlah perusahaan yang ada di Indonesia, sehingga memiliki 

potensi besar untuk mendongkrak perekonomian negara. Dengan adanya 

insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak dan pembebasan 

kewajiban perpajakan tertentu, UMKM dapat beroperasi dengan biaya 

yang lebih ringan, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas 

jangkauan pasar. 

Insentif pajak memungkinkan UMKM untuk tumbuh lebih cepat, 

menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan daya saing 

baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan bertambahnya 

jumlah UMKM yang berkembang, kontribusi sektor ini terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) negara juga akan semakin besar. Hal ini sangat 

penting dalam mendukung pemulihan ekonomi, terutama pasca krisis 

atau situasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi, seperti pandemi 

COVID-19. UMKM yang lebih kuat dapat mendorong stabilitas 

ekonomi melalui pertumbuhan yang berkelanjutan dan penciptaan 

lapangan pekerjaan yang lebih banyak, mengurangi tingkat 

pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Apa yang dimaksud dengan insentif pajak bagi UMKM dan 

bagaimana insentif tersebut dapat membantu pengembangan usaha 

UMKM? 

2. Jelaskan jenis-jenis insentif pajak yang dapat diperoleh oleh UMKM 

di Indonesia. Berikan contoh untuk masing-masing jenis insentif 

tersebut. 

3. Bagaimana insentif pajak dapat mempengaruhi daya saing UMKM 

di pasar global? 

4. Apa yang dimaksud dengan fasilitas pembayaran dan pengurangan 

pajak bagi UMKM, dan bagaimana hal ini mendukung 

keberlanjutan usaha UMKM? 

5. Mengapa insentif pajak yang diberikan kepada UMKM penting 

dalam konteks pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi 

COVID-19? 
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BAB X 

PERENCANAAN PAJAK UNTUK UMKM 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan pentingnya perencanaan pajak bagi 

UMKM, memahami strategi perencanaan pajak yang efisien, serta 

memahami menghindari penghindaran pajak yang tidak sah. Sehingga 

pembaca dapat merancang strategi perpajakan yang efektif, mematuhi 

regulasi perpajakan, serta mengelola kewajiban pajak dengan lebih 

efisien untuk mendukung pertumbuhan UMKM. 

Materi Pembelajaran 

• Pentingnya Perencanaan Pajak bagi UMKM 

• Strategi Perencanaan Pajak yang Efisien 

• Menghindari Penghindaran Pajak yang Tidak Sah 

• Latihan Soal 

 

 

A. Pentingnya Perencanaan Pajak bagi UMKM 

 

Perencanaan pajak merupakan salah satu aspek penting yang 

harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha, termasuk UMKM (Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah). Meskipun UMKM sering kali 

menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, pengelolaan pajak 

yang tepat dapat memberikan dampak besar terhadap kelangsungan dan 

perkembangan usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai 

perencanaan pajak dapat membantu UMKM dalam mengelola kewajiban 

perpajakan dengan lebih efisien, sehingga meminimalkan beban pajak 

yang harus dibayar dan memaksimalkan keuntungan. 

 

1. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Peraturan Pajak 

Perencanaan pajak yang baik sangat penting bagi UMKM untuk 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak, UMKM 

dapat memenuhi tanggung jawab perpajakan secara tepat waktu dan 

sesuai dengan ketentuan hukum. Di Indonesia, peraturan pajak sering 

mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi 
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dan sosial, sehingga pemilik UMKM harus selalu mengikuti 

perkembangan terbaru guna menghindari risiko pelanggaran. 

Dengan perencanaan pajak yang terstruktur, UMKM dapat 

mengidentifikasi jenis pajak yang harus dibayar, menghitung jumlah 

pajak yang tepat, dan menentukan waktu pembayaran yang sesuai. 

Proses ini tidak hanya membantu menghindari kesalahan dalam 

pelaporan pajak, tetapi juga mencegah risiko terkena denda atau sanksi 

administratif yang dapat merugikan usahanya secara finansial. 

Kepatuhan terhadap pajak juga dapat mengurangi beban mental pemilik 

usaha karena tidak perlu khawatir menghadapi masalah hukum yang 

mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. 

Kepatuhan pajak yang baik memberikan manfaat strategis bagi 

UMKM. Hal ini dapat meningkatkan reputasinya di mata pemerintah dan 

lembaga keuangan, yang sering kali menggunakan riwayat kepatuhan 

pajak sebagai indikator kredibilitas. UMKM yang patuh terhadap pajak 

lebih mungkin mendapatkan akses ke fasilitas pendanaan, insentif pajak, 

atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha. 

Kepatuhan ini juga memberikan citra positif di mata publik, yang 

semakin peduli terhadap perusahaan yang menjalankan praktik bisnis 

yang transparan dan bertanggung jawab. 

 

2. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan 

Perencanaan pajak yang baik merupakan bagian penting dari 

pengelolaan keuangan yang efektif bagi UMKM. Pajak, sebagai salah 

satu pengeluaran terbesar, harus direncanakan dengan cermat untuk 

memastikan bahwa kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tanpa 

mengganggu aktivitas operasional. Dengan perencanaan yang matang, 

UMKM dapat memprediksi jumlah pajak yang harus dibayar, 

menentukan waktu pembayaran, dan mengalokasikan dana yang cukup 

untuk memenuhi kewajiban tersebut. 

Pada konteks pengelolaan keuangan, perencanaan pajak 

membantu UMKM menjaga stabilitas arus kas. Ketika kewajiban pajak 

dapat diperkirakan dengan baik, UMKM dapat menghindari kejutan 

keuangan yang sering kali muncul akibat kurangnya persiapan. 

Misalnya, pajak tahunan yang besar dapat memengaruhi likuiditas usaha 

jika tidak direncanakan sebelumnya. Dengan memahami kewajiban 

pajak secara menyeluruh, UMKM dapat membuat cadangan dana secara 

bertahap sehingga pembayaran pajak tidak menjadi beban mendadak. 
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Pengelolaan pajak yang terencana memungkinkan UMKM untuk 

mengidentifikasi potensi penghematan, seperti memanfaatkan insentif 

pajak atau keringanan yang ditawarkan oleh pemerintah. Misalnya, 

pengurangan tarif pajak untuk usaha kecil atau pembebasan pajak atas 

investasi tertentu dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban 

keuangan. Dengan memanfaatkan peluang ini, UMKM dapat 

mengalokasikan lebih banyak dana untuk kegiatan yang mendukung 

pertumbuhan bisnis, seperti pengembangan produk, pemasaran, atau 

pelatihan karyawan. 

 

3. Memanfaatkan Fasilitas Pajak dan Insentif yang Tersedia 

Perencanaan pajak memberikan kesempatan bagi UMKM untuk 

memanfaatkan fasilitas dan insentif pajak yang disediakan oleh 

pemerintah. Di Indonesia, berbagai insentif telah dirancang untuk 

mendukung pertumbuhan UMKM, seperti tarif pajak yang lebih rendah 

dan pembebasan pajak bagi usaha dengan omzet di bawah ambang batas 

tertentu. Dengan memahami dan merencanakan kewajiban pajak secara 

menyeluruh, UMKM dapat memanfaatkan peluang ini untuk 

mengurangi beban pajak. Salah satu contoh insentif yang banyak 

dimanfaatkan oleh UMKM adalah penerapan tarif Pajak Penghasilan 

(PPh) final yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan besar. 

Tarif ini memberikan keuntungan signifikan bagi UMKM dengan omzet 

terbatas, sehingga memiliki lebih banyak dana yang dapat dialokasikan 

untuk keperluan operasional dan investasi. Selain itu, pemerintah juga 

sering memberikan pembebasan pajak atas investasi yang dilakukan di 

sektor-sektor tertentu, seperti teknologi ramah lingkungan atau industri 

kreatif, yang memberikan peluang bagi UMKM untuk berinovasi tanpa 

harus terbebani oleh kewajiban pajak tambahan. 

Dengan perencanaan pajak yang baik, UMKM juga dapat 

mengidentifikasi fasilitas pajak lainnya, seperti pengurangan pajak atas 

pelatihan karyawan atau penelitian dan pengembangan (R&D). Fasilitas 

ini tidak hanya membantu mengurangi beban pajak, tetapi juga 

mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan 

mengembangkan produk atau layanan yang lebih kompetitif di pasar. 

Selain itu, perencanaan pajak membantu UMKM memenuhi persyaratan 

administrasi yang diperlukan untuk mengakses insentif tersebut. Dalam 

banyak kasus, pemanfaatan fasilitas pajak memerlukan dokumen 

pendukung atau pelaporan tertentu yang harus dipenuhi dengan tepat 
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waktu. Dengan memiliki strategi pajak yang terstruktur, UMKM dapat 

memastikan bahwa semua persyaratan ini terpenuhi, sehingga dapat 

menikmati manfaat dari insentif pajak yang tersedia. 

 

4. Menghindari Penghindaran Pajak yang Tidak Sah 

Perencanaan pajak yang baik membantu UMKM menghindari 

penghindaran pajak yang tidak sah, sebuah tindakan ilegal yang dapat 

merugikan bisnis secara finansial maupun reputasi. Penghindaran pajak 

yang tidak sah, seperti penggelapan pajak, dapat berujung pada sanksi 

hukum, termasuk denda berat dan tuntutan pidana, yang dapat 

mengancam kelangsungan usaha. Oleh karena itu, sangat penting bagi 

UMKM untuk memahami batasan antara perencanaan pajak yang sah 

dan praktik penghindaran pajak ilegal. Dalam perencanaan pajak yang 

sah, UMKM dapat mengelola kewajiban perpajakan secara efisien 

dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Salah satu cara untuk 

melakukannya adalah melalui pencatatan keuangan yang akurat dan 

transparan. Dengan mencatat semua transaksi secara rinci dan teratur, 

UMKM dapat memastikan bahwa perhitungan pajak benar dan sesuai 

dengan ketentuan hukum. Pencatatan yang baik juga memudahkan 

UMKM untuk mengidentifikasi potensi potongan atau pengurangan 

pajak yang dapat dimanfaatkan secara sah, seperti insentif untuk 

pelatihan karyawan atau investasi dalam teknologi baru. 

UMKM dapat mengurangi risiko penghindaran pajak yang tidak 

sah dengan memahami dan memanfaatkan insentif atau fasilitas 

perpajakan yang telah disediakan pemerintah. Contohnya, tarif Pajak 

Penghasilan (PPh) final untuk UMKM atau pembebasan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) bagi usaha kecil dengan omzet tertentu. 

Dengan memanfaatkan fasilitas ini, UMKM dapat mengoptimalkan 

pengelolaan keuangan tanpa melanggar hukum. Pelaporan pajak yang 

tepat waktu dan transparan juga merupakan langkah penting dalam 

menghindari praktik penghindaran pajak yang ilegal. Melalui pelaporan 

yang jujur, UMKM menunjukkan komitmen untuk mematuhi kewajiban 

perpajakan, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas di mata 

pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga dapat membantu UMKM dalam 

membangun hubungan yang baik dengan otoritas pajak, sehingga 

meminimalkan risiko pemeriksaan pajak yang intensif. 
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5. Meningkatkan Kemampuan dalam Mengambil Keputusan 

Bisnis 

Perencanaan pajak yang efektif berperan penting dalam 

membantu UMKM mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. 

Dengan memiliki pemahaman yang jelas mengenai kewajiban pajak 

yang akan datang, pemilik usaha dapat mengintegrasikan aspek 

perpajakan ke dalam perencanaan strategis. Hal ini memberikan 

landasan yang kokoh untuk membuat keputusan yang tidak hanya 

menguntungkan secara finansial tetapi juga berkelanjutan dalam jangka 

panjang. Salah satu manfaat utama dari perencanaan pajak adalah 

kemampuannya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arus kas 

dan kewajiban keuangan. Dengan informasi ini, UMKM dapat 

menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan investasi atau 

ekspansi usaha tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Misalnya, jika 

kewajiban pajak akan meningkat pada periode tertentu, UMKM dapat 

menunda pengeluaran besar hingga periode berikutnya untuk menjaga 

likuiditas usaha tetap sehat. 

Perencanaan pajak memungkinkan UMKM untuk mengevaluasi 

berbagai skenario bisnis dengan mempertimbangkan dampak 

perpajakan. Contohnya, sebelum memutuskan untuk memperluas 

operasi atau membeli peralatan baru, pemilik usaha dapat menghitung 

implikasi pajak dari keputusan tersebut dan menentukan apakah langkah 

itu akan menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan demikian, 

keputusan bisnis menjadi lebih terukur dan berbasis data. Perencanaan 

pajak yang baik juga membantu UMKM untuk meminimalkan risiko 

keuangan yang dapat timbul akibat perubahan regulasi pajak. Dengan 

memantau dan menyesuaikan strategi perpajakan sesuai kebijakan 

terbaru, UMKM dapat menghindari denda atau sanksi yang berpotensi 

merugikan. Selain itu, pemahaman tentang insentif atau potongan pajak 

yang tersedia memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan peluang 

yang dapat mendukung pertumbuhan usaha. 

 

B. Strategi Perencanaan Pajak yang Efisien 

 

Perencanaan pajak yang efisien merupakan hal yang sangat 

penting bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah). Meskipun UMKM seringkali menghadapi berbagai 

tantangan dalam hal sumber daya dan kapasitas administrasi, tetap harus 
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memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat dan efisien. Strategi 

perencanaan pajak yang tepat akan membantu UMKM meminimalkan 

beban pajak yang harus dibayar, memaksimalkan potensi keuntungan, 

dan menghindari risiko sanksi yang dapat merugikan usahanya. Berikut 

adalah beberapa strategi perencanaan pajak yang efisien bagi UMKM. 

 

1. Pemahaman dan Pemilihan Jenis Pajak yang Tepat 

Pemahaman yang baik mengenai jenis pajak yang berlaku bagi 

UMKM adalah langkah awal yang krusial dalam menjalankan usaha 

yang taat pajak dan efisien. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak 

yang dapat dikenakan pada UMKM, seperti Pajak Penghasilan (PPh) 

final, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya yang terkait 

dengan aktivitas bisnis tertentu. Untuk itu, pemilik usaha perlu 

memahami karakteristik dan persyaratan setiap jenis pajak agar dapat 

memilih yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bisnis. Salah 

satu fasilitas pajak yang sering dimanfaatkan oleh UMKM adalah PPh 

final, yang menawarkan tarif lebih rendah dibandingkan skema pajak 

reguler. Fasilitas ini umumnya berlaku bagi UMKM dengan omzet di 

bawah batas tertentu, memberikan pengusaha kecil peluang untuk 

mengurangi beban pajak secara legal. Selain itu, beberapa UMKM yang 

memenuhi syarat bahkan dapat memperoleh pembebasan pajak dalam 

situasi tertentu, seperti dalam masa pemulihan pasca-krisis ekonomi. 

UMKM yang omzetnya melebihi batas tertentu diwajibkan untuk 

mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut serta 

melaporkan PPN atas penjualan barang atau jasa. Dalam hal ini, pemilik 

UMKM perlu memahami kewajiban administratif yang terkait, seperti 

pembuatan faktur pajak dan pelaporan bulanan, untuk memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain PPh dan PPN, terdapat 

pula jenis pajak lain yang mungkin relevan tergantung pada sektor bisnis 

UMKM, seperti Pajak Daerah dan Retribusi. Oleh karena itu, UMKM 

perlu melakukan evaluasi terhadap struktur usaha, konsultasi dengan ahli 

pajak, atau menggunakan layanan konsultan pajak untuk memastikan 

bahwa ia memanfaatkan skema pajak yang paling efisien. 

 

2. Manfaatkan Fasilitas Insentif Pajak 

Fasilitas insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah 

Indonesia merupakan salah satu bentuk dukungan untuk membantu 

UMKM dalam mengembangkan usahanya. Insentif ini dirancang untuk 



Buku Ajar   175 

meringankan beban pajak sekaligus memberikan dorongan finansial 

yang dapat digunakan untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan 

bisnis. Salah satu insentif yang populer adalah pengurangan tarif pajak, 

seperti tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang lebih rendah untuk 

UMKM dengan omzet tertentu. Kebijakan ini memberikan peluang bagi 

UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan biaya yang lebih 

terjangkau, sehingga sisa dana yang ada dapat dialokasikan untuk 

kebutuhan penting lainnya, seperti investasi dalam teknologi, 

pemasaran, atau pengembangan produk baru. 

Pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan PPh Final 

untuk UMKM dengan omzet di bawah batas tertentu, terutama untuk 

mendukung usaha kecil yang baru tumbuh. Fasilitas ini membantu 

UMKM mengelola arus kas dengan lebih baik tanpa khawatir terbebani 

oleh pajak di awal operasional usaha. Dalam situasi luar biasa, seperti 

bencana alam atau krisis ekonomi, pemerintah menyediakan opsi 

pembebasan atau penundaan pembayaran pajak bagi UMKM yang 

terkena dampak. Hal ini memungkinkan untuk tetap bertahan dan 

melanjutkan aktivitas bisnis meskipun dalam kondisi sulit. Namun, agar 

dapat memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal, UMKM perlu aktif 

memperbarui informasi mengenai insentif pajak yang tersedia. 

Pemerintah secara berkala mengeluarkan kebijakan baru atau 

memperbarui kebijakan lama yang dirancang untuk sektor-sektor 

tertentu. Oleh karena itu, pemilik usaha disarankan untuk berkonsultasi 

dengan ahli pajak atau memanfaatkan layanan informasi resmi dari 

Direktorat Jenderal Pajak. 

 

3. Pengelolaan Pembukuan dan Pencatatan Keuangan yang Rapi 

Pengelolaan pembukuan dan pencatatan keuangan yang rapi 

merupakan fondasi utama dalam strategi perencanaan pajak yang efisien 

bagi UMKM. Dengan memiliki sistem pencatatan yang akurat, setiap 

transaksi bisnis baik pendapatan, pengeluaran, maupun kewajiban pajak 

dapat terdokumentasi dengan baik. Hal ini tidak hanya membantu 

UMKM memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, tetapi juga 

mencegah terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak yang dapat 

berakibat pada sanksi atau denda. Pembukuan yang rapi memungkinkan 

UMKM menghitung kewajiban pajak dengan lebih mudah dan efisien. 

Misalnya, biaya-biaya yang dapat dikurangkan, seperti pembelian bahan 

baku, biaya operasional, atau investasi usaha, dapat diidentifikasi dengan 
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jelas dan dimasukkan dalam laporan pajak. Hal ini memberikan manfaat 

berupa pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara sah dan 

sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Pencatatan yang lengkap mempersiapkan UMKM untuk 

menghadapi kemungkinan pemeriksaan pajak oleh pihak berwenang. 

Dalam situasi ini, dokumentasi keuangan yang rapi akan menjadi bukti 

kuat yang dapat mendukung validitas laporan pajak. Proses pemeriksaan 

pun dapat berlangsung lebih lancar tanpa memunculkan potensi masalah 

administratif atau hukum. Tidak hanya itu, pembukuan yang teratur juga 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan 

usaha secara keseluruhan. Dengan memahami arus kas, pemilik UMKM 

dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait strategi bisnis, 

termasuk kapan harus melakukan investasi atau memperluas usaha. Hal 

ini juga membantunya dalam merencanakan kewajiban pajak di masa 

mendatang, sehingga tidak mengganggu stabilitas operasional. 

 

4. Memaksimalkan Potongan dan Pengurangan Pajak yang Sah 

Memaksimalkan potongan dan pengurangan pajak yang sah 

merupakan salah satu strategi penting dalam perencanaan pajak yang 

dapat membantu UMKM mengurangi beban pajak. Pemerintah 

memberikan berbagai peluang untuk mengurangi pajak melalui 

potongan dan pengurangan yang diatur dalam peraturan perpajakan. 

Misalnya, biaya-biaya yang berkaitan dengan pengembangan usaha, 

seperti riset dan pengembangan (R&D), pemasaran, pelatihan karyawan, 

hingga investasi tertentu, sering kali dapat dikurangkan dari penghasilan 

kena pajak. Untuk memanfaatkan peluang ini, UMKM perlu memiliki 

pemahaman yang baik tentang jenis-jenis biaya yang memenuhi syarat 

untuk dikurangkan. Biaya seperti pembelian bahan baku, alat produksi, 

hingga biaya operasional rutin juga bisa menjadi pengurang pajak jika 

dicatat dan dikelola dengan baik. Dengan mengetahui ketentuan ini, 

UMKM dapat memanfaatkan setiap peluang pengurangan pajak yang 

tersedia secara optimal, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak 

tanpa melanggar aturan. 

Pengurangan pajak juga dapat diperoleh melalui program-

program khusus yang ditawarkan pemerintah, seperti insentif untuk 

kegiatan ramah lingkungan atau investasi di wilayah tertentu. Program-

program ini sering kali memberikan potongan atau pembebasan pajak 

yang signifikan bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu. Namun, 



Buku Ajar   177 

untuk memaksimalkan manfaat dari potongan dan pengurangan pajak 

ini, UMKM perlu memastikan bahwa pencatatan keuangan rapi dan 

sesuai dengan standar. Setiap pengeluaran yang diajukan sebagai 

potongan pajak harus didukung oleh bukti transaksi yang valid, seperti 

faktur, kwitansi, atau dokumen pendukung lainnya. Dengan pembukuan 

yang akurat, proses klaim potongan pajak akan lebih mudah dan dapat 

diterima oleh otoritas perpajakan. 

 

5. Penggunaan Akuntansi Pajak yang Tepat 

Penggunaan akuntansi pajak yang tepat merupakan elemen 

penting dalam strategi perencanaan pajak yang efisien bagi UMKM. 

Selain memastikan pembukuan yang rapi, implementasi sistem 

akuntansi pajak yang baik memungkinkan UMKM untuk memantau 

kewajiban pajak secara real-time, sehingga proses pengelolaan keuangan 

dan perpajakan menjadi lebih terstruktur dan akurat. Salah satu cara 

untuk mencapai hal ini adalah dengan memanfaatkan software akuntansi 

yang dilengkapi dengan fitur perhitungan pajak. Software semacam ini 

dirancang untuk membantu UMKM menghitung kewajiban pajak secara 

otomatis berdasarkan data keuangan yang dimasukkan. Fitur ini tidak 

hanya mempermudah proses perhitungan, tetapi juga membantu 

mengurangi risiko kesalahan manusia yang dapat menyebabkan 

perhitungan pajak yang tidak akurat atau pelaporan yang tidak sesuai. 

Sistem akuntansi pajak yang terintegrasi memudahkan UMKM 

dalam menyusun laporan pajak secara otomatis, termasuk laporan untuk 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau pajak 

lainnya yang relevan. Dengan adanya laporan otomatis ini, UMKM 

dapat lebih fokus pada operasional bisnis utama, tanpa harus terbebani 

oleh proses administrasi perpajakan yang rumit. Manfaat lain dari 

penggunaan akuntansi pajak yang tepat adalah kemampuan untuk 

melakukan evaluasi keuangan secara berkala. UMKM dapat memantau 

arus kas, pendapatan, dan pengeluaran dengan lebih jelas, sehingga dapat 

membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan tepat waktu. Informasi 

yang dihasilkan dari sistem akuntansi ini juga dapat digunakan untuk 

mendukung klaim potongan atau pengurangan pajak yang sah, karena 

data keuangan yang dihasilkan sudah terverifikasi dengan baik. 
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C. Menghindari Penghindaran Pajak yang Tidak Sah 

 

Penghindaran pajak yang tidak sah atau tax evasion adalah suatu 

tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara-cara ilegal untuk 

mengurangi kewajiban pajaknya, yang dapat mencakup manipulasi data, 

penghindaran pajak melalui laporan palsu, atau penyembunyian 

pendapatan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga 

dapat merugikan perekonomian negara, karena pajak adalah sumber 

utama pendapatan bagi negara yang digunakan untuk membiayai 

berbagai program dan pembangunan. 

Bagi UMKM, meskipun mungkin merasa tertekan oleh beban 

pajak yang ada, penghindaran pajak yang tidak sah seharusnya dihindari 

dengan tegas. Menghindari praktik penghindaran pajak yang tidak sah 

dapat melindungi UMKM dari sanksi hukum yang berat, termasuk 

denda, bunga, hingga pidana penjara. Oleh karena itu, memahami cara 

menghindari penghindaran pajak yang tidak sah dan menjalankan 

kewajiban perpajakan dengan benar sangat penting dalam keberlanjutan 

dan perkembangan usaha. Berikut adalah beberapa cara bagi UMKM 

untuk menghindari penghindaran pajak yang tidak sah: 

 

1. Pemahaman Terhadap Peraturan Pajak yang Berlaku 

Pemahaman terhadap peraturan pajak yang berlaku adalah 

langkah pertama yang sangat penting bagi UMKM dalam menghindari 

penghindaran pajak yang tidak sah. UMKM perlu memahami dengan 

jelas berbagai kewajiban perpajakan yang berlaku, termasuk jenis-jenis 

pajak yang harus dibayar, cara perhitungan pajak, dan kewajiban 

pelaporan yang harus dipenuhi. Pengetahuan yang mendalam tentang 

peraturan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa UMKM dapat 

mematuhi peraturan perpajakan dengan baik dan menghindari kesalahan 

yang bisa berujung pada tindakan ilegal, seperti penggelapan atau 

penghindaran pajak yang tidak sah. 

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang 

peraturan pajak adalah dengan mengikuti pelatihan atau seminar yang 

sering kali diselenggarakan oleh instansi pemerintah, asosiasi bisnis, 

atau konsultan pajak profesional. Pelatihan ini dapat memberikan 

wawasan yang jelas mengenai kewajiban perpajakan UMKM, termasuk 

bagaimana cara menghitung dan melaporkan pajak dengan benar, serta 

memahami insentif atau potongan pajak yang sah. Pelatihan ini juga 
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memberi kesempatan bagi UMKM untuk bertanya dan mendapatkan 

klarifikasi mengenai aspek-aspek yang mungkin membingungkan. 

Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, 

UMKM dapat memastikan bahwa memenuhi kewajiban pajaknya 

dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengetahuan ini 

akan membantunya menghindari kesalahan dalam melaporkan pajak, 

seperti tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar atau salah 

melaporkan informasi dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). 

Kesalahan semacam ini dapat mengarah pada denda atau sanksi, dan 

dalam kasus yang lebih serius, dapat menjerumuskan UMKM dalam 

tindakan penghindaran pajak yang tidak sah. 

 

2. Melakukan Pembukuan dan Pencatatan Keuangan yang 

Akurat 

Melakukan pembukuan dan pencatatan keuangan yang akurat 

merupakan langkah kunci untuk menghindari penghindaran pajak yang 

tidak sah di kalangan UMKM. Ketidakakuratan dalam pencatatan 

transaksi, baik itu pendapatan, biaya, maupun pajak yang dibayar, dapat 

menjadi celah bagi praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, 

pengusaha UMKM perlu memastikan bahwa setiap transaksi yang 

terjadi dicatat dengan cermat dan terperinci. Pembukuan yang tepat tidak 

hanya memastikan kewajiban pajak tercatat dengan benar, tetapi juga 

membantu menjaga transparansi dalam laporan keuangan, sehingga 

dapat mencegah niat untuk menyembunyikan informasi yang seharusnya 

dilaporkan kepada otoritas pajak. 

Pencatatan yang akurat sangat membantu UMKM dalam 

menghitung kewajiban pajak dengan benar, termasuk pendapatan yang 

diterima dan biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan 

memiliki catatan yang terstruktur, UMKM dapat dengan mudah 

menghitung pajak yang harus dibayar tanpa khawatir akan terjadi 

kesalahan dalam perhitungan yang berisiko menimbulkan masalah 

hukum. Selain itu, pembukuan yang rapi juga memudahkan dalam 

penyusunan laporan pajak yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, sehingga dapat menghindari kesalahan atau manipulasi data 

yang berpotensi menjerumuskan pengusaha dalam penghindaran pajak 

yang tidak sah. 

Pencatatan keuangan yang akurat akan memberikan dasar yang 

kuat jika suatu saat UMKM dihadapkan dengan audit pajak. Dengan 
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memiliki catatan yang jelas dan lengkap, UMKM dapat dengan mudah 

membuktikan kewajiban pajaknya kepada pihak berwenang, serta 

memperlihatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini akan 

mengurangi kemungkinan adanya dugaan penggelapan atau 

penghindaran pajak yang dapat merugikan usaha itu sendiri. 

 

3. Menghindari Manipulasi Pendapatan dan Biaya 

Menghindari manipulasi pendapatan dan biaya merupakan hal 

yang sangat penting bagi UMKM dalam mengelola kewajiban pajak 

secara sah. Meskipun terkadang pengusaha UMKM menghadapi godaan 

untuk menyembunyikan sebagian pendapatan atau mengurangi biaya 

secara tidak sah untuk mengurangi pajak yang harus dibayar, tindakan 

semacam ini sangat berisiko dan melanggar peraturan perpajakan yang 

berlaku. Misalnya, beberapa pengusaha mungkin melaporkan 

pendapatan yang lebih rendah dari yang sebenarnya atau mengklaim 

biaya-biaya yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya untuk 

menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayar. 

Tindakan manipulasi seperti ini tidak hanya merugikan negara, 

tetapi juga dapat merusak reputasi dan keberlanjutan bisnis itu sendiri. 

Jika terdeteksi oleh pihak berwenang, UMKM dapat dikenakan sanksi 

berat, mulai dari denda hingga tuntutan hukum yang dapat merugikan 

usaha secara finansial dan operasional. Oleh karena itu, transparansi 

dalam pencatatan keuangan sangat diperlukan untuk menghindari 

praktik manipulasi tersebut. Setiap transaksi, baik pendapatan maupun 

biaya, harus dicatat dengan benar sesuai dengan kenyataan dan peraturan 

yang berlaku. Penting bagi UMKM untuk memahami bahwa mengklaim 

biaya yang tidak relevan atau menyembunyikan pendapatan hanya akan 

memberikan dampak negatif jangka panjang. Ketika bisnis dijalankan 

secara tidak transparan, pengusaha berisiko kehilangan kepercayaan dari 

pihak berwenang, mitra bisnis, dan pelanggan. Pengelolaan keuangan 

yang transparan dan jujur justru akan membantu UMKM dalam 

mengembangkan usaha secara lebih stabil dan berkelanjutan. 

 

4. Memanfaatkan Insentif Pajak Secara Sah 

Memanfaatkan insentif pajak secara sah adalah langkah yang 

cerdas untuk mengurangi kewajiban pajak bagi UMKM tanpa melanggar 

peraturan. Pemerintah Indonesia memberikan berbagai fasilitas pajak 

dan insentif untuk mendukung perkembangan UMKM, seperti 
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pengurangan tarif pajak, pembebasan PPh Final untuk UMKM dengan 

omzet tertentu, atau pengurangan pajak untuk jenis usaha yang 

memenuhi kriteria tertentu. 

Penting bagi UMKM untuk memahami dan memastikan bahwa 

hanya memanfaatkan insentif yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Penyalahgunaan fasilitas pajak, seperti mengklaim insentif yang 

tidak berhak diterima, dapat menjerumuskan pengusaha pada praktik 

penghindaran pajak yang tidak sah dan berisiko terkena sanksi hukum 

yang berat. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi UMKM untuk 

berkonsultasi dengan pihak berwenang atau konsultan pajak yang 

kompeten untuk memastikan bahwa memanfaatkan insentif pajak sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

UMKM harus selalu memperbarui informasi terkait insentif 

pajak yang tersedia dan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah, agar 

dapat memanfaatkan fasilitas pajak yang dapat meringankan beban pajak 

secara maksimal. Dengan menggunakan insentif pajak secara sah, 

UMKM tidak hanya dapat mengurangi kewajiban pajak, tetapi juga 

memastikan bahwa tetap berada dalam jalur yang benar sesuai dengan 

hukum perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghindari masalah 

hukum di masa depan. 

 

5. Menyusun Laporan Pajak yang Tepat Waktu dan Akurat 

Menyusun laporan pajak yang tepat waktu dan akurat sangat 

penting untuk menghindari penghindaran pajak yang tidak sah dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 

UMKM perlu memiliki sistem pelaporan yang jelas dan terjadwal agar 

laporan pajak dapat disusun dengan benar sesuai dengan ketentuan yang 

ada. Keterlambatan atau kesalahan dalam menyusun laporan pajak dapat 

berisiko pada sanksi, baik berupa denda maupun bunga yang dapat 

memberatkan beban usaha. 

Untuk meminimalkan risiko tersebut, UMKM sebaiknya 

melakukan perencanaan dan persiapan lebih awal dalam menyusun 

laporan pajak, juga dapat menggunakan perangkat lunak akuntansi atau 

sistem pelaporan pajak yang terintegrasi untuk memastikan bahwa data 

yang disampaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan 

teknologi ini akan membantu mempercepat dan mempermudah proses 

penyusunan laporan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya 

kesalahan manusia. Selain itu, UMKM sebaiknya juga melakukan 
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pengecekan dan review terhadap laporan pajak sebelum diserahkan 

kepada pihak berwenang. Jika diperlukan, bisa mengonsultasikan 

laporan pajak dengan konsultan pajak yang berpengalaman untuk 

memastikan semua data tercatat dengan akurat dan bahwa laporan pajak 

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Mengapa perencanaan pajak sangat penting bagi UMKM? Jelaskan 

dua alasan utama yang mendasari pentingnya perencanaan pajak 

dalam pengelolaan keuangan UMKM. 

2. Sebutkan dan jelaskan dua strategi perencanaan pajak yang efisien 

yang dapat diterapkan oleh UMKM untuk mengoptimalkan 

kewajiban pajaknya. 

3. Apa yang dimaksud dengan penghindaran pajak yang tidak sah dan 

apa dampaknya bagi UMKM? Sebutkan dua cara yang dapat 

dilakukan UMKM untuk menghindari penghindaran pajak yang 

tidak sah. 

4. Apa langkah yang harus diambil oleh UMKM untuk memastikan 

bahwa mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari 

penghindaran pajak yang tidak sah? 

5. Jika UMKM melakukan manipulasi data untuk mengurangi pajak 

yang harus dibayar, sebutkan dua akibat hukum yang mungkin 

dihadapi oleh UMKM tersebut. 
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DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan faktor yang mempengaruhi 

kebijakan perpajakan, memahami dampak kebijakan pajak terhadap 

UMKM, serta memahami analisis perubahan pajak terbaru. Sehingga 

pembaca dapat mengantisipasi perubahan kebijakan perpajakan, 

mengoptimalkan manfaat kebijakan yang mendukung UMKM, serta 

memitigasi risiko dari peraturan pajak yang dapat mempengaruhi 

kelangsungan usaha. 

Materi Pembelajaran 

• Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Perpajakan 

• Dampak Kebijakan Pajak Terhadap UMKM 

• Analisis Perubahan Pajak Terbaru 

• Latihan Soal 

 

 

A. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Perpajakan 

 

Kebijakan perpajakan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang bersifat internal dan eksternal. Faktor-faktor ini tidak hanya 

berkaitan dengan tujuan fiskal pemerintah, tetapi juga memperhitungkan 

kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang. Dalam konteks 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), pemahaman mengenai 

faktor-faktor ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan 

perpajakan dapat mempengaruhi kelangsungan dan perkembangan 

usahanya. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi 

kebijakan perpajakan di Indonesia: 

 

1. Kondisi Ekonomi Makro 

Kondisi ekonomi makro berperanan yang sangat penting dalam 

merumuskan kebijakan perpajakan suatu negara. Faktor-faktor seperti 

pertumbuhan ekonomi, resesi, atau perlambatan ekonomi dapat 
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mempengaruhi arah kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah. 

Pertumbuhan ekonomi yang baik sering kali mendorong pemerintah 

untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendanai pembangunan 

infrastruktur, program sosial, dan proyek-proyek lainnya yang 

mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi ini, pemerintah 

mungkin akan mengambil kebijakan dengan menaikkan tarif pajak atau 

memperluas basis pajak, termasuk melibatkan sektor-sektor yang 

sebelumnya tidak tercakup, seperti UMKM, yang diharapkan dapat turut 

berkontribusi pada pendapatan negara. 

Pada kondisi ekonomi yang mengalami perlambatan atau resesi, 

kebijakan perpajakan akan cenderung lebih fleksibel dan longgar. 

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk merangsang konsumsi dan 

investasi guna mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah biasanya 

akan memberikan insentif pajak kepada berbagai sektor, termasuk 

UMKM, agar bisa bertahan di tengah kesulitan ekonomi dan bahkan 

menciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan yang sering diterapkan 

dalam kondisi seperti ini adalah pengurangan tarif pajak atau bahkan 

penghapusan pajak untuk sektor-sektor tertentu yang dianggap krusial 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

 

2. Kebijakan Fiskal Pemerintah 

Kebijakan fiskal pemerintah, yang mengatur pengeluaran dan 

pendapatan negara, memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan 

perpajakan. Kebijakan fiskal bertujuan untuk memastikan pengelolaan 

keuangan negara berjalan dengan baik, termasuk dalam hal alokasi 

anggaran untuk belanja publik, program pembangunan, subsidi, dan 

pembayaran utang negara. Salah satu cara pemerintah untuk 

meningkatkan pendapatan negara adalah dengan menaikkan tarif pajak 

atau bahkan memperkenalkan pajak baru. Peningkatan tarif pajak ini 

biasanya diterapkan pada sektor-sektor tertentu yang memiliki kapasitas 

lebih besar untuk membayar pajak, namun untuk sektor-sektor yang 

lebih rentan, seperti UMKM, kebijakan fiskal cenderung lebih fleksibel. 

Pemerintah sering kali merumuskan kebijakan perpajakan dengan tarif 

yang lebih rendah atau memberikan insentif pajak untuk UMKM, 

sehingga sektor ini dapat berkembang tanpa terbebani dengan pajak yang 

terlalu tinggi. 

Kebijakan pengeluaran negara juga sangat mempengaruhi 

kebijakan perpajakan. Pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak 
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anggaran untuk sektor-sektor tertentu yang membutuhkan perhatian 

lebih, seperti UMKM. Misalnya, pemerintah bisa menyediakan dana 

untuk program pendampingan, pelatihan, atau bantuan modal bagi 

UMKM, yang akan mendukung pengembangan sektor ini. Dalam 

konteks ini, kebijakan pajak dapat dirancang untuk memberikan 

kemudahan bagi UMKM, seperti pembebasan pajak atau fasilitas pajak 

khusus yang memungkinkan UMKM untuk beroperasi dengan lebih 

efisien. Kebijakan fiskal yang mendukung sektor UMKM ini penting, 

karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian, yang 

berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda 

ekonomi di tingkat lokal. 

 

3. Perubahan Politik dan Sosial 

Perubahan politik dan sosial memiliki dampak signifikan 

terhadap kebijakan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan UMKM. 

Politik yang berkembang, seperti pemilu atau pergantian pemerintahan, 

sering kali membawa perubahan besar dalam arah kebijakan ekonomi, 

termasuk kebijakan pajak. Pemilu, misalnya, sering kali mempengaruhi 

kebijakan perpajakan karena setiap partai politik yang berkuasa biasanya 

memiliki agenda ekonomi yang berbeda. Pemerintahan baru dapat 

memperkenalkan kebijakan yang lebih ramah terhadap UMKM dengan 

memberikan insentif pajak, pembebasan pajak, atau subsidi untuk 

mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Hal ini bertujuan 

untuk mengurangi beban pajak yang seringkali menjadi hambatan bagi 

UMKM, sehingga dapat berfokus pada pengembangan usahanya. 

Namun, perubahan politik ini juga dapat menciptakan ketidakpastian 

bagi UMKM, terutama jika terjadi perubahan kebijakan yang mendalam 

atau mendadak, yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak dan 

memengaruhi pengeluaran operasional. 

Isu sosial dan ekonomi juga berperan dalam membentuk 

kebijakan perpajakan. Perubahan sosial, seperti kesenjangan ekonomi 

atau ketimpangan distribusi pendapatan, dapat mendorong pemerintah 

untuk lebih memfokuskan kebijakan perpajakan pada sektor UMKM. 

Pemerintah mungkin berupaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi 

dengan memberi lebih banyak perhatian kepada sektor UMKM, yang 

dapat menciptakan peluang bagi lapangan kerja dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pajak yang mendukung sektor 

UMKM bisa meliputi pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak 
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bagi usaha kecil yang berpotensi meningkatkan daya saing. Ini juga 

bertujuan untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, 

terutama kelompok masyarakat yang kurang mampu, untuk memulai 

usaha dan berwirausaha. 

 

4. Perkembangan Global 

Perkembangan global memiliki dampak yang signifikan terhadap 

kebijakan perpajakan di Indonesia, terutama dalam konteks globalisasi 

dan integrasi ekonomi dunia. Salah satu faktor penting yang 

memengaruhi kebijakan pajak domestik adalah tren pajak internasional 

yang melibatkan negara-negara di dunia. Organisasi untuk Kerja Sama 

Ekonomi dan Pembangunan (OECD) berperan penting dalam 

menetapkan standar pajak global, dengan tujuan untuk mencegah 

penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Negara-negara, 

termasuk Indonesia, semakin berkoordinasi dalam hal kebijakan pajak 

untuk memastikan bahwa perusahaan besar tidak menghindari kewajiban 

pajak dengan memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih 

rendah. Hal ini memengaruhi kebijakan pajak domestik Indonesia, yang 

perlu menyesuaikan aturan agar sektor UMKM tetap dapat bersaing 

secara adil. Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan pajaknya tidak 

hanya mendukung perusahaan besar, tetapi juga memberikan ruang bagi 

UMKM untuk tumbuh dan berinovasi dalam pasar global. 

Perkembangan ekonomi global dan akses pasar internasional 

juga turut mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan 

kebijakan pajak yang lebih mendukung sektor UMKM. Kebijakan pajak 

yang ramah terhadap UMKM, seperti tarif pajak yang lebih rendah atau 

pembebasan pajak untuk sektor tertentu, dapat meningkatkan daya saing 

global. Dengan beban pajak yang lebih ringan, UMKM dapat lebih fokus 

pada pengembangan produk dan ekspansi pasar, termasuk dalam 

menjangkau pasar internasional. Ini sangat penting dalam menghadapi 

tantangan globalisasi, di mana kompetisi tidak hanya terjadi di tingkat 

domestik tetapi juga di pasar internasional yang semakin terbuka. Oleh 

karena itu, kebijakan pajak yang mendukung UMKM dalam konteks 

global sangat relevan untuk memastikan bahwa sektor ini dapat bersaing 

dengan perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri dan berkontribusi 

pada pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan global ini 

mengharuskan Indonesia untuk terus menyesuaikan kebijakan 
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perpajakannya agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi dunia dan 

kebutuhan sektor UMKM. 

 

5. Teknologi dan Digitalisasi 

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa 

dampak besar terhadap kebijakan perpajakan, terutama dalam 

mempermudah administrasi dan meningkatkan transparansi sistem 

perpajakan. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi 

memungkinkan pemerintah untuk menerapkan sistem pajak yang lebih 

efisien dan akuntabel, seperti penggunaan platform digital untuk e-filing 

dan e-payment. Melalui sistem ini, UMKM dapat melaporkan dan 

membayar pajak secara online, yang tidak hanya menyederhanakan 

proses, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pajak. UMKM yang 

sebelumnya mungkin merasa kesulitan dengan prosedur pajak yang 

rumit kini dapat dengan mudah mengakses layanan pajak secara digital, 

membuatnya lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

tepat waktu. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat 

mengembangkan sistem administrasi pajak yang lebih transparan, yang 

memudahkan pelaporan dan monitoring secara real-time. Keberadaan 

sistem pajak digital ini juga meminimalkan potensi kesalahan manusia 

dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak, yang sering menjadi 

hambatan bagi UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Sistem 

ini juga memberikan akses yang lebih mudah bagi UMKM untuk 

melakukan pembaruan atau perubahan dalam pelaporan pajak, tanpa 

harus datang langsung ke kantor pajak, sehingga menghemat waktu dan 

biaya. 

Perkembangan teknologi juga menciptakan tantangan baru, 

terutama dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce dan UMKM 

digital. Transaksi yang dilakukan melalui platform digital memerlukan 

kebijakan pajak yang sesuai dengan karakteristik sektor ini. Pemerintah 

perlu mengadaptasi peraturan pajak untuk menangani transaksi online 

yang mungkin melibatkan berbagai pihak, baik lokal maupun 

internasional. Hal ini penting agar UMKM digital tidak mengalami 

kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak, serta untuk menciptakan 

persaingan yang adil antara UMKM dan perusahaan besar yang 

beroperasi secara global. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus 

melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak untuk mendukung 
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perkembangan sektor digital dan memastikan bahwa sistem perpajakan 

tetap relevan dan efisien di era digital ini. 

 

B. Dampak Kebijakan Pajak Terhadap UMKM 

 

Kebijakan perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap 

pengelolaan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, sektor 

UMKM berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, 

meningkatkan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Namun, kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah dapat 

memiliki dampak positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana 

kebijakan tersebut disusun dan diimplementasikan. 

 

1. Dampak Positif Kebijakan Pajak Terhadap UMKM 

Kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia 

memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan 

UMKM, terutama dalam mengurangi beban pajak dan memberikan 

insentif untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Salah satu bentuk 

insentif yang paling mencolok adalah pemberlakuan tarif pajak 

penghasilan (PPh) final yang sangat rendah, yakni hanya 0,5% dari 

omzet tahunan bagi UMKM yang memenuhi persyaratan tertentu. 

Kebijakan ini membantu UMKM untuk tetap bertahan dan berkembang, 

tanpa terbebani pajak yang tinggi, yang sering kali menjadi penghalang 

bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Selain itu, 

pemerintah juga memberikan pembebasan PPh bagi UMKM dengan 

omzet di bawah ambang batas tertentu, yang semakin memudahkan 

UMKM untuk berkembang tanpa harus khawatir tentang kewajiban 

pajak yang berlebihan. Hal ini memungkinkan untuk reinvestasi 

keuntungan yang diperoleh ke dalam pengembangan usaha, memperluas 

kapasitas produksi, dan meningkatkan daya saing di pasar. 

Pemerintah juga telah mempermudah proses administrasi 

perpajakan bagi UMKM dengan menyediakan fasilitas pembayaran 

pajak yang lebih mudah dan terjangkau. Dengan adanya sistem e-filing 

dan e-payment, UMKM dapat melaporkan dan membayar pajak secara 

online, yang mengurangi beban administratif yang biasanya memakan 

waktu dan biaya. Sistem digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, 

tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak karena proses yang 
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lebih transparan dan sederhana, yang memungkinkan UMKM untuk 

lebih fokus pada pengembangan usahanya. 

Kebijakan perpajakan yang jelas dan terstruktur juga 

meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan. Dengan kepatuhan 

terhadap kewajiban pajak yang tercatat secara transparan, UMKM lebih 

mudah diakses oleh lembaga keuangan yang bersedia memberikan 

pinjaman atau kredit. Hal ini terjadi karena lembaga pembiayaan dapat 

melihat riwayat perpajakan yang baik sebagai indikator bahwa UMKM 

tersebut memiliki manajemen yang baik dan risiko yang lebih rendah. 

Sebagai hasilnya, lebih banyak UMKM yang dapat memperoleh modal 

untuk ekspansi usahanya. 

 

2. Dampak Negatif Kebijakan Pajak Terhadap UMKM 

Meskipun kebijakan pajak yang mendukung UMKM dapat 

memberikan dampak positif, terdapat beberapa dampak negatif yang 

tidak bisa diabaikan, terutama yang berkaitan dengan beban administratif 

dan ketidakpastian regulasi. Salah satu masalah utama adalah beban 

pajak yang tinggi, meskipun tarif pajak untuk UMKM relatif rendah. 

Ketika kebijakan perpajakan menjadi lebih kompleks atau memerlukan 

banyak pembatasan, biaya administratif yang timbul untuk memenuhi 

kewajiban pajak bisa menjadi cukup tinggi. Proses administrasi yang 

rumit seringkali memakan waktu dan biaya, dan ini bisa mengurangi 

daya saing UMKM. Pengusaha UMKM yang tidak memiliki cukup 

sumber daya atau pengetahuan dalam hal perpajakan sering kali 

kesulitan menghadapi birokrasi pajak yang rumit, yang pada akhirnya 

mengurangi produktivitas dan menyulitkannya untuk berfokus pada 

pengembangan usaha. 

Ketidakpastian dalam regulasi perpajakan juga menjadi salah 

satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Kebijakan perpajakan yang 

sering berubah atau kurang konsisten dapat menciptakan ketidakpastian 

bagi pelaku usaha. Hal ini menyulitkan UMKM untuk melakukan 

perencanaan jangka panjang, karena tidak dapat memprediksi perubahan 

dalam tarif pajak, insentif yang diberikan, atau prosedur administrasi 

yang diberlakukan oleh pemerintah. Ketidakpastian ini bisa menghambat 

keputusan investasi dan ekspansi usaha, serta menyebabkan 

ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya 

mengurangi minat pelaku UMKM untuk berinovasi atau 

mengembangkan usahanya lebih lanjut. 
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Tantangan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah kesulitan 

dalam menyusun laporan pajak yang akurat. UMKM, terutama yang 

masih kecil atau baru berkembang, sering kali tidak memiliki staf yang 

terlatih khusus dalam masalah perpajakan. Akibatnya, sering kesulitan 

dalam menyusun laporan pajak yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, dan hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan. 

Kesalahan tersebut bisa berujung pada denda atau sanksi administratif, 

yang tentunya akan menambah beban bagi UMKM yang sudah memiliki 

sumber daya terbatas. 

 

3. Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Inovasi dan Investasi 

UMKM 

Kebijakan pajak memiliki dampak signifikan terhadap sikap 

UMKM terhadap inovasi dan investasi dalam pengembangan usaha. 

Dalam hal inovasi, kebijakan pajak yang memberikan insentif bagi riset 

dan pengembangan (R&D) dapat mendorong UMKM untuk lebih kreatif 

dan berinovasi dalam produk atau layanan yang ditawarkan. Misalnya, 

jika pemerintah memberikan pengurangan atau pembebasan pajak untuk 

kegiatan R&D, UMKM akan lebih terdorong untuk mengalokasikan 

sumber daya dalam penelitian dan pengembangan, yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan daya saing di pasar. Insentif semacam ini 

memberikan UMKM ruang untuk bereksperimen dengan teknologi baru 

atau metode produksi yang lebih efisien tanpa terbebani oleh kewajiban 

pajak yang tinggi. Sebaliknya, apabila pajak yang dikenakan terlalu 

berat, hal ini dapat mengurangi kemampuan UMKM untuk berinvestasi 

dalam inovasi. Pajak yang tinggi dapat mengalihkan dana yang 

seharusnya digunakan untuk penelitian dan pengembangan menjadi 

kewajiban pajak, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan 

dan daya saing jangka panjang. 

Pada konteks investasi, kebijakan perpajakan yang mendukung 

investasi dalam teknologi, pengembangan produk, atau infrastruktur 

usaha dapat mendorong UMKM untuk lebih berani melakukan ekspansi 

dan pengembangan. Misalnya, jika pemerintah memberikan pembebasan 

pajak atau tarif pajak yang lebih rendah untuk investasi dalam teknologi 

canggih atau peralatan produksi baru, UMKM akan lebih termotivasi 

untuk berinvestasi dalam pengembangan usahanya. Insentif semacam ini 

membantu mengurangi beban keuangan yang dihadapi UMKM dan 

memungkinkan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas 
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produk. Sebaliknya, kebijakan pajak yang menghambat akses 

pembiayaan atau mengenakan pajak yang tinggi pada investasi dapat 

mengurangi minat UMKM untuk berinvestasi dalam pengembangan 

usaha. UMKM mungkin merasa khawatir bahwa investasi yang 

dilakukan tidak akan dapat kembali dengan cepat karena tingginya 

kewajiban pajak yang ditanggung. Oleh karena itu, kebijakan pajak yang 

tepat dan mendukung investasi akan sangat penting bagi UMKM untuk 

terus berkembang dan bersaing di pasar global. 

 

C. Analisis Perubahan Pajak Terbaru 

 

Perubahan kebijakan perpajakan adalah bagian integral dari 

upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, 

efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perpajakan 

yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya yang 

berhubungan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 

sering mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika 

perekonomian, kebutuhan negara, dan perkembangan sektor usaha. 

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah perubahan kebijakan 

perpajakan yang penting yang memengaruhi UMKM, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah analisis mengenai 

beberapa perubahan pajak terbaru yang berpengaruh pada UMKM. 

 

1. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) UMKM 

Perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk UMKM 

merupakan salah satu langkah signifikan yang diambil oleh pemerintah 

Indonesia dalam rangka mendukung perkembangan sektor usaha kecil 

dan menengah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 

86/PMK.03/2020, pemerintah menurunkan tarif pajak bagi UMKM 

dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun menjadi hanya 0,5% dari 

omzet. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan insentif kepada 

UMKM, khususnya yang baru berkembang, agar dapat bertahan dan 

tumbuh di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penurunan tarif pajak ini 

jelas memberikan manfaat besar bagi UMKM, karena tidak perlu 

terbebani dengan pajak yang terlalu tinggi. Dengan beban pajak yang 

lebih ringan, UMKM dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk 

pengembangan usaha, seperti investasi dalam teknologi, peningkatan 

kualitas produk, atau ekspansi pasar. 
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Meskipun perubahan ini memberikan dampak positif bagi 

UMKM, kebijakan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama 

dalam hal pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Banyak UMKM 

yang baru mengenal dunia perpajakan atau yang sebelumnya belum 

terdaftar sebagai wajib pajak, merasa kebingungan tentang bagaimana 

sistem pajak bekerja dan bagaimana cara memanfaatkan tarif pajak yang 

baru ini. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan atau 

ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan edukasi dan 

sosialisasi yang lebih baik mengenai kebijakan ini. UMKM perlu 

diberikan pemahaman yang jelas tentang cara mendaftar, melaporkan, 

dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, 

dukungan dari pihak pemerintah dalam bentuk penyederhanaan prosedur 

administrasi pajak atau penyediaan layanan konsultasi perpajakan juga 

sangat diperlukan untuk memastikan bahwa UMKM dapat 

memanfaatkan kebijakan tarif pajak yang lebih rendah ini dengan 

maksimal. Dengan demikian, meskipun perubahan tarif pajak 

memberikan dampak positif, perhatian terhadap aspek edukasi dan 

pendampingan sangat penting untuk memastikan keberhasilan 

implementasi kebijakan ini. 

 

2. Pengenalan PPh Final untuk UMKM 

Pengenalan Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM 

menjadi salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah 

Indonesia untuk menyederhanakan sistem perpajakan bagi sektor usaha 

kecil dan menengah. Skema PPh final ini menetapkan tarif pajak yang 

dikenakan langsung pada penghasilan bruto atau omzet, yang lebih 

sederhana dibandingkan dengan penghitungan pajak berdasarkan laba. 

Bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar, tarif pajak final ini 

ditetapkan sebesar 0,5% dari omzet, yang bertujuan untuk mengurangi 

beban administrasi dan mempermudah proses perpajakan. Dengan 

skema ini, UMKM tidak perlu lagi melakukan perhitungan yang 

kompleks terkait laba, karena pajak dihitung langsung berdasarkan 

omzet yang diperoleh. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi 

pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus 

menghadapi prosedur yang rumit. 

Meskipun tarif PPh final ini memberikan kemudahan, 

implementasinya tidak tanpa tantangan. Banyak UMKM yang masih 
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menghadapi kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan lainnya, 

seperti penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, pengelolaan bukti potong pajak, serta kepatuhan terhadap 

ketentuan pajak lainnya yang tetap berlaku. Beberapa UMKM yang baru 

berkembang mungkin belum memiliki sistem pencatatan yang memadai, 

sehingga kesulitan dalam membuat laporan pajak yang akurat bisa 

menjadi kendala. Sistem pencatatan yang kurang terorganisir ini bisa 

mempengaruhi keakuratan laporan pajak dan berpotensi menimbulkan 

masalah di kemudian hari, seperti kesalahan dalam pelaporan yang dapat 

berujung pada denda atau sanksi administratif. 

 

3. Insentif Pajak Selama Pandemi COVID-19 

Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia 

mengeluarkan sejumlah kebijakan insentif pajak untuk membantu 

UMKM yang terdampak oleh krisis ekonomi yang terjadi. Salah satu 

kebijakan yang paling menonjol adalah pemberian pembebasan atau 

penundaan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) selama periode tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk 

meringankan beban pajak bagi UMKM yang mengalami penurunan 

pendapatan akibat pembatasan operasional dan berkurangnya daya beli 

masyarakat. Dengan adanya pembebasan atau penundaan pajak, UMKM 

diberi ruang untuk bertahan dan mengalokasikan sumber daya untuk 

kebutuhan operasional lainnya tanpa terbebani oleh kewajiban pajak 

yang tinggi. 

Pemerintah juga menyederhanakan prosedur administratif 

perpajakan selama pandemi. Proses pengajuan insentif pajak 

dipermudah, dan tenggat waktu pelaporan pajak diperpanjang untuk 

memberikan kelonggaran bagi UMKM yang kesulitan dalam memenuhi 

kewajiban administratif. Penyederhanaan ini sangat membantu UMKM 

yang sering kali memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi 

tenaga kerja maupun sistem administrasi yang kurang memadai. 

Prosedur yang lebih sederhana memungkinkan pelaku UMKM untuk 

lebih fokus pada pemulihan usaha, sementara tetap memenuhi kewajiban 

perpajakan secara tepat waktu. 

Meskipun kebijakan ini dirancang untuk membantu UMKM 

bertahan, banyak pelaku usaha yang masih kesulitan memanfaatkan 

insentif pajak tersebut. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya 

pemahaman mengenai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Banyak 
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UMKM yang belum familiar dengan sistem perpajakan dan kurang 

memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengakses insentif ini 

secara maksimal. Selain itu, meskipun prosedurnya telah 

disederhanakan, masih ada hambatan dalam hal sistem administrasi 

pajak yang belum sepenuhnya mendukung UMKM, terutama bagi yang 

belum memiliki sistem pencatatan yang memadai. 

 

4. Perubahan Dalam Pengelolaan Pajak Elektronik (E-Filing dan 

E-Payment) 

Pemerintah Indonesia semakin mendorong penggunaan sistem 

elektronik dalam pengelolaan pajak, seperti e-filing dan e-payment, 

sebagai bagian dari upaya untuk mempermudah pelaporan dan 

pembayaran pajak, serta meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan 

wajib pajak, termasuk UMKM. Sistem e-filing memungkinkan wajib 

pajak untuk melaporkan pajak secara online, yang sebelumnya 

memerlukan prosedur manual yang lebih rumit dan memakan waktu. 

Selain itu, e-payment memberikan kemudahan bagi UMKM untuk 

melakukan pembayaran pajak secara elektronik, tanpa harus 

mengunjungi kantor pajak atau melakukan transaksi melalui saluran 

konvensional. Kedua sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi 

dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran 

pajak. 

Meskipun sistem pajak elektronik menawarkan banyak 

keuntungan, tidak semua UMKM siap untuk beradaptasi dengan 

perubahan ini. Banyak UMKM, terutama yang berada di daerah-daerah 

terpencil atau yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi, 

mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem e-filing 

dan e-payment. Beberapa UMKM bahkan mungkin tidak memiliki 

infrastruktur yang memadai, seperti perangkat komputer atau koneksi 

internet yang stabil, untuk mendukung proses pelaporan dan pembayaran 

pajak secara online. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai cara 

menggunakan sistem ini dapat menjadi hambatan besar bagi pelaku 

UMKM yang belum familiar dengan teknologi informasi. 

Penting bagi pemerintah untuk memberikan penyuluhan dan 

pelatihan kepada pelaku UMKM, agar dapat memanfaatkan sistem pajak 

elektronik dengan maksimal. Pelatihan ini tidak hanya mencakup 

pengenalan tentang cara menggunakan e-filing dan e-payment, tetapi 

juga pentingnya kepatuhan pajak dan manfaat dari sistem elektronik ini. 
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Dengan adanya edukasi yang tepat, diharapkan UMKM dapat lebih siap 

beradaptasi dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam 

pengelolaan pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan 

pajak dan mendukung pertumbuhan usaha. Pemerintah juga perlu 

memastikan bahwa akses terhadap sistem pajak elektronik dapat 

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM yang 

berada di daerah dengan keterbatasan teknologi. 

 

5. Pengenalan Pajak Digital dan E-Commerce 

Dengan pesatnya perkembangan sektor e-commerce dan bisnis 

digital, pemerintah Indonesia mulai mengenakan pajak terhadap 

transaksi e-commerce, termasuk untuk pelaku UMKM yang 

menjalankan usaha secara online. Kebijakan pengenaan pajak digital ini 

bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, dengan 

memastikan bahwa transaksi yang terjadi di dunia digital juga 

berkontribusi pada pendapatan negara. Dalam praktiknya, pajak digital 

ini melibatkan pemungutan pajak dari berbagai transaksi online, baik itu 

melalui platform e-commerce maupun transaksi langsung antara penjual 

dan pembeli secara digital. 

Meskipun kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan 

pajak, pengenaan pajak digital dapat menimbulkan tantangan bagi 

UMKM, terutama yang mengandalkan platform digital untuk 

menjalankan usahanya. Banyak pelaku UMKM yang mungkin tidak 

sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan yang berlaku untuk 

transaksi e-commerce. Ketidaktahuan ini dapat membuatnya kesulitan 

dalam memenuhi kewajiban pajak dan berisiko terkena sanksi 

administratif atau denda. Selain itu, beban administratif yang baru terkait 

pelaporan pajak digital juga bisa menjadi kendala bagi UMKM yang 

biasanya tidak memiliki sumber daya untuk mengelola perpajakan secara 

profesional. 

 

6. Perubahan dalam Pembayaran Pajak untuk UMKM di Sektor 

Tertentu 

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan pajak 

yang lebih tersegmentasi bagi UMKM, berdasarkan sektor atau jenis 

usaha yang dijalankan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan 

perlakuan yang lebih adil, dengan menyesuaikan kebijakan pajak sesuai 

dengan karakteristik masing-masing sektor. Sebagai contoh, UMKM 
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yang bergerak di sektor pertanian mungkin akan mendapatkan insentif 

pajak yang lebih besar dibandingkan dengan UMKM yang bergerak di 

sektor perdagangan atau industri. Kebijakan ini dimaksudkan untuk 

meringankan beban pajak bagi UMKM yang beroperasi di sektor-sektor 

yang memerlukan modal dan sumber daya lebih besar, atau yang 

memiliki margin keuntungan yang lebih rendah. Selain itu, kebijakan ini 

juga memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dalam mendesain 

insentif pajak yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi ekonomi 

dan sosial setiap sektor. 

Meskipun kebijakan ini memberikan berbagai kemudahan dan 

manfaat, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan pemahaman 

aturan yang berlaku. UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha 

sering kali kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan pajak 

yang berbeda-beda. Setiap sektor memiliki ketentuan perpajakan yang 

berbeda, dan perbedaan tersebut bisa membingungkan pelaku usaha 

yang tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai perpajakan. 

Misalnya, UMKM di sektor pertanian mungkin mendapatkan insentif 

tertentu yang tidak tersedia bagi UMKM di sektor industri, atau 

sebaliknya, tergantung pada kebijakan yang diterapkan. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan mengapa kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan 

(PPh) untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun 

menjadi 0,5% penting bagi perkembangan sektor UMKM? 

2. Apa dampak dari pengenalan pajak digital terhadap UMKM yang 

bergerak di sektor e-commerce? 

3. Bagaimana kebijakan insentif pajak yang diberikan selama pandemi 

COVID-19 membantu UMKM bertahan dan berkembang? 

4. Mengapa sistem pajak elektronik seperti e-filing dan e-payment 

menjadi penting bagi UMKM dalam pengelolaan kewajiban 

perpajakan? 

5. Apa saja tantangan yang dihadapi UMKM terkait dengan 

implementasi kebijakan perubahan pajak terbaru? 
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PRAKTIK PERPAJAKAN UMKM DAN 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan studi kasus: penerapan pajak 

penghasilan pada UMKM, memahami studi kasus: penghitungan PPN 

dan PBB untuk UMKM, serta memahami praktik penyusunan dan 

pelaporan SPT. Sehingga pembaca dapat menerapkan perpajakan 

secara praktis dalam pengelolaan UMKM, mengoptimalkan 

kepatuhan pajak, serta menghindari kesalahan dalam penghitungan 

dan pelaporan pajak. 

Materi Pembelajaran 

• Studi Kasus: Penerapan Pajak Penghasilan pada UMKM 

• Studi Kasus: Penghitungan PPN dan PBB untuk UMKM 

• Praktik Penyusunan dan Pelaporan SPT 

• Latihan Soal 

 

 

A. Studi Kasus: Penerapan Pajak Penghasilan pada UMKM 

 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap 

penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha, termasuk 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penerapan PPh pada 

UMKM sangat penting karena mencakup banyak aspek terkait dengan 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat mempengaruhi 

kelangsungan dan perkembangan usaha. Oleh karena itu, penting bagi 

UMKM untuk memahami bagaimana mekanisme PPh diterapkan dan 

bagaimana cara menghitung serta melaporkannya. Dalam konteks 

UMKM, pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai kebijakan 

untuk mempermudah pengenaan dan perhitungan PPh. Salah satu 

kebijakan yang berlaku adalah pajak penghasilan final dengan tarif yang 

lebih rendah untuk UMKM dengan omzet tertentu. Berikut adalah 

contoh studi kasus penerapan PPh pada UMKM untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas. 
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1. Studi Kasus 1: Penerapan PPh Final pada UMKM dengan 

Omzet di Bawah Rp 4,8 Miliar 

Studi kasus ini akan membahas penerapan Pajak Penghasilan 

(PPh) Final pada UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar, 

dengan contoh PT Sukses Maju, sebuah usaha mikro yang bergerak di 

bidang penjualan barang dan memiliki omzet tahunan sebesar Rp 

1.000.000.000. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, 

UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dapat 

dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet yang diterima. 

Langkah pertama dalam proses ini adalah menentukan tarif Pajak 

Penghasilan (PPh). Sebagai UMKM dengan omzet tahunan di bawah 

batas yang ditetapkan, PT Sukses Maju berhak untuk menggunakan tarif 

PPh Final yang lebih sederhana. Tarif yang berlaku dalam hal ini adalah 

0,5% dari total omzet tahunan usaha tersebut. Oleh karena itu, tarif PPh 

Final yang dikenakan kepada PT Sukses Maju adalah 0,5% dari Rp 

1.000.000.000. 

Langkah kedua adalah menghitung jumlah PPh yang terutang. 

Untuk menghitung PPh yang harus dibayar, kita hanya perlu mengalikan 

omzet tahunan PT Sukses Maju dengan tarif PPh Final yang telah 

ditetapkan. Dengan omzet tahunan sebesar Rp 1.000.000.000, 

perhitungannya adalah sebagai berikut: PPh Terutang = Rp 

1.000.000.000 x 0,5% = Rp 5.000.000. Artinya, PT Sukses Maju harus 

membayar pajak penghasilan sebesar Rp 5.000.000 berdasarkan omzet 

tahunan. Langkah ketiga adalah pembayaran pajak. Pembayaran PPh 

Final ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang 

dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu cara pembayaran yang umum 

digunakan adalah melalui e-Billing, yang memungkinkan PT Sukses 

Maju melakukan pembayaran pajak secara online. Selain itu, UMKM 

juga dapat memilih untuk melakukan pembayaran melalui bank-bank 

yang telah ditunjuk oleh DJP. Tergantung pada kebijakan yang berlaku, 

PT Sukses Maju dapat melakukan pembayaran pajak ini secara bulanan 

atau tahunan. Pembayaran yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku akan membantu UMKM ini untuk tetap patuh pada 

kewajiban perpajakan. 
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2. Studi Kasus 2: Penerapan PPh Final pada UMKM Berbentuk 

Perseorangan 

Studi kasus ini mengilustrasikan penerapan Pajak Penghasilan 

(PPh) Final pada seorang pengusaha perorangan yang menjalankan 

usaha kuliner bernama "Warung Makan Nikmat." Warung ini memiliki 

omzet tahunan sebesar Rp 500.000.000. Sebagai pengusaha perorangan, 

"Warung Makan Nikmat" dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari 

omzet tahunan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, yang 

berlaku bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. 

Langkah pertama dalam perhitungan pajak adalah menentukan tarif 

Pajak Penghasilan (PPh). Karena "Warung Makan Nikmat" memiliki 

omzet tahunan yang lebih kecil dari Rp 4,8 miliar, tarif PPh Final yang 

dikenakan adalah 0,5% dari total omzet tahunan. Dalam hal ini, dengan 

omzet sebesar Rp 500.000.000, tarif PPh Final yang dikenakan tetap 

0,5%. 

Langkah kedua adalah menghitung PPh terutang. Untuk 

menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, kita cukup mengalikan 

omzet tahunan dengan tarif PPh Final yang berlaku. Dalam kasus 

"Warung Makan Nikmat," perhitungannya adalah sebagai berikut: PPh 

Terutang = Rp 500.000.000 x 0,5% = Rp 2.500.000. Artinya, pengusaha 

ini harus membayar PPh Final sebesar Rp 2.500.000 berdasarkan omzet 

tahunan yang diperolehnya. Langkah ketiga adalah pembayaran pajak. 

Pembayaran PPh Final ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, baik melalui sistem online seperti e-Billing yang disediakan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui sistem pembayaran 

yang telah ditentukan oleh DJP. Sistem e-Billing memberikan 

kemudahan bagi pengusaha seperti "Warung Makan Nikmat" untuk 

melakukan pembayaran pajak secara online tanpa perlu mengunjungi 

kantor pajak secara langsung. Pengusaha ini dapat memilih untuk 

melakukan pembayaran pajak secara bulanan atau tahunan, tergantung 

pada kebijakan dan pilihan yang tersedia sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 

3. Studi Kasus 3: Penerapan PPh Final dengan Diskon atau 

Insentif 

Studi kasus ini menggambarkan penerapan Pajak Penghasilan 

(PPh) Final dengan insentif pajak bagi UMKM yang memenuhi kriteria 

tertentu. Pemerintah Indonesia sering memberikan insentif pajak untuk 
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mendukung perkembangan UMKM, salah satunya adalah pengurangan 

tarif PPh Final bagi UMKM yang terdaftar dalam program pembinaan 

atau memiliki sertifikasi tertentu. Misalkan, PT. Usaha Sejahtera, sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan, memiliki 

omzet tahunan sebesar Rp 1.200.000.000. Berdasarkan ketentuan yang 

berlaku, jika perusahaan ini memenuhi syarat untuk mendapatkan 

insentif pajak, akan dikenakan tarif PPh Final yang lebih rendah, yaitu 

0,25%, yang sebelumnya 0,5%. Langkah pertama dalam penerapan 

kebijakan ini adalah menentukan tarif pajak yang baru. Dengan adanya 

insentif, tarif PPh Final untuk PT. Usaha Sejahtera akan berkurang 

menjadi 0,25%. Hal ini memberikan penghematan pajak yang signifikan 

bagi perusahaan, karena tarif pajak yang lebih rendah akan langsung 

mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. 

Langkah kedua adalah menghitung PPh yang terutang dengan 

tarif baru yang telah diterapkan. Dalam hal ini, omzet tahunan PT. Usaha 

Sejahtera sebesar Rp 1.200.000.000 akan dikenakan tarif PPh Final 

sebesar 0,25%. Perhitungan pajak yang terutang adalah sebagai berikut: 

PPh Terutang = Rp 1.200.000.000 x 0,25% = Rp 3.000.000. Dengan tarif 

yang lebih rendah, PT. Usaha Sejahtera hanya perlu membayar Rp 

3.000.000 sebagai PPh Final, yang jauh lebih rendah dibandingkan jika 

dikenakan tarif 0,5%, yang akan mengharuskannya membayar Rp 

6.000.000. Langkah ketiga adalah proses pembayaran pajak. Meskipun 

tarif pajak yang dikenakan lebih rendah, PT. Usaha Sejahtera tetap harus 

melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan prosedur yang berlaku, 

seperti melalui e-filing atau pembayaran langsung melalui bank yang 

telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Prosedur ini 

memastikan bahwa UMKM tetap mematuhi kewajiban perpajakan 

dengan cara yang efisien dan transparan. 

 

B. Studi Kasus: Penghitungan PPN dan PBB untuk UMKM 

 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) adalah dua jenis pajak yang cukup penting dalam sistem 

perpajakan di Indonesia, termasuk bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). Meskipun UMKM cenderung memiliki omzet 

yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar, tetap diharuskan untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Penerapan dan penghitungan PPN serta PBB pada UMKM berbeda-beda 
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tergantung pada jenis usaha, omzet, serta pemahaman tentang kewajiban 

perpajakan. Di bawah ini, akan dibahas dua studi kasus yang 

menggambarkan bagaimana PPN dan PBB diterapkan dan dihitung 

untuk UMKM. 

 

1. Studi Kasus 1: Penghitungan PPN untuk UMKM 

Studi kasus ini menggambarkan penghitungan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) untuk sebuah usaha UMKM yang terdaftar 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT. Maju Bersama adalah sebuah 

usaha yang bergerak di bidang penjualan produk elektronik dengan 

omzet tahunan sebesar Rp 2.500.000.000. Mengingat omzetnya melebihi 

ambang batas yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 4.800.000.000 per 

tahun, PT. Maju Bersama wajib terdaftar sebagai PKP. Sebagai PKP, PT. 

Maju Bersama memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan 

melaporkan PPN atas transaksi penyerahan barang atau jasa yang 

dilakukan. Langkah pertama dalam proses ini adalah menentukan 

kewajiban PPN. PPN dikenakan atas penyerahan barang atau jasa yang 

dilakukan oleh pengusaha yang terdaftar sebagai PKP, dan tarif PPN 

yang berlaku adalah 10% dari harga jual barang atau jasa yang 

diserahkan. Oleh karena itu, PT. Maju Bersama, sebagai PKP, 

diwajibkan untuk memungut PPN 10% dari setiap transaksi yang 

dilakukan. 

Langkah kedua adalah menghitungan PPN yang terutang. 

Misalkan dalam satu transaksi, PT. Maju Bersama menjual sebuah 

produk elektronik, seperti televisi, dengan harga Rp 5.000.000 per unit. 

Dalam transaksi ini, perusahaan akan memungut PPN sebesar 10% dari 

harga jual televisi. Perhitungannya adalah sebagai berikut: PPN = Harga 

Jual x Tarif PPN = Rp 5.000.000 x 10% = Rp 500.000. Setiap kali 

transaksi penjualan dilakukan, PT. Maju Bersama akan memungut PPN 

sebesar 10% dari harga jual barang atau jasa yang diserahkan. Langkah 

ketiga adalah setoran PPN. Setelah memungut PPN, PT. Maju Bersama 

wajib menyetorkan PPN yang dipungut ke kas negara. Setoran PPN ini 

dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) atau menggunakan sistem e-Billing yang disediakan oleh DJP. 

Setoran PPN dilakukan setiap bulan, dan perusahaan harus melaporkan 

transaksi-transaksi yang dilakukan selama periode tersebut melalui Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Dengan demikian, setiap transaksi 
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yang dilakukan oleh PT. Maju Bersama akan dicatat, dan PPN yang 

terutang harus segera disetorkan kepada negara. 

Langkah terakhir adalah pembukuan PPN. Sebagai PKP, PT. 

Maju Bersama juga diwajibkan untuk membuat pembukuan yang 

mencatat semua transaksi yang dikenakan PPN. Pembukuan ini 

mencakup jumlah PPN yang dipungut dan disetor, serta transaksi-

transaksi lainnya yang terkait dengan kewajiban perpajakan. Pembukuan 

yang baik akan membantu perusahaan dalam melakukan pelaporan dan 

memastikan bahwa jumlah PPN yang terutang sudah dihitung dengan 

benar. Dengan demikian, PT. Maju Bersama dapat memastikan 

kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan menghindari masalah 

hukum atau denda yang dapat timbul akibat kesalahan dalam 

penghitungan atau pelaporan PPN. 

 

2. Studi Kasus 2: Penghitungan PBB untuk UMKM 

Pada studi kasus ini, Bapak Anton, pemilik sebuah UMKM yang 

bergerak di bidang restoran kecil bernama "Warung Makan Sejahtera," 

ingin mengetahui bagaimana cara penghitungan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) yang dikenakan pada usahanya. Warung makan 

tersebut berlokasi di sebuah gedung komersial yang disewa oleh Bapak 

Anton. Oleh karena itu, PBB yang harus dibayar akan dikenakan pada 

bangunan yang disewa untuk kegiatan usaha tersebut, bukan pada tanah, 

karena PBB tidak dikenakan pada tanah yang disewa. Langkah pertama 

dalam penghitungan PBB adalah menentukan objek pajak yang 

dikenakan PBB. PBB dikenakan atas bumi (tanah) dan/atau bangunan 

yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Karena Bapak Anton hanya 

menyewa bangunan untuk usaha restoran, maka objek yang dikenakan 

PBB adalah bangunan yang disewa tersebut. Untuk menghitung besaran 

PBB yang harus dibayar, kita memerlukan nilai jual objek pajak (NJOP), 

yang tercatat dalam Sertifikat Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT). NJOP 

ini merupakan harga jual atau nilai pasar dari objek pajak yang dimiliki 

oleh wajib pajak. 

Langkah kedua adalah menentukan NJOP dan tarif PBB yang 

berlaku di daerah tersebut. Misalkan NJOP bangunan yang disewa oleh 

Warung Makan Sejahtera adalah Rp 200.000.000 dan tarif PBB yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat adalah 0,5%. Dalam hal ini, 

PBB yang terutang dihitung dengan mengalikan NJOP bangunan dengan 

tarif PBB yang berlaku. Perhitungannya adalah sebagai berikut: PBB 
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Terutang = NJOP x Tarif PBB = Rp 200.000.000 x 0,5% = Rp 1.000.000. 

Jadi, PBB yang harus dibayar oleh Bapak Anton untuk bangunan yang 

disewa adalah sebesar Rp 1.000.000 per tahun. Langkah ketiga adalah 

melakukan pembayaran PBB. PBB dibayar setiap tahun oleh wajib pajak 

(dalam hal ini Bapak Anton) kepada Pemerintah Daerah yang 

berwenang. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui kantor pos, bank, 

atau sistem pembayaran lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah 

daerah setempat. Dalam hal ini, Bapak Anton perlu memastikan bahwa 

pembayaran PBB dilakukan tepat waktu untuk menghindari denda atau 

sanksi administratif. 

Langkah terakhir adalah melakukan pelaporan PBB. Setelah 

melakukan pembayaran, Bapak Anton wajib melaporkan pembayaran 

PBB yang telah dilakukan kepada kantor pajak setempat. Pelaporan ini 

dilakukan dengan cara menyampaikan bukti pembayaran dan Surat 

Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPBB) kepada pihak 

berwenang. Beberapa daerah mungkin menyediakan sistem pelaporan 

online yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pembayaran 

PBB. Dengan pelaporan yang tepat, Bapak Anton dapat memastikan 

bahwa kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan PBB telah dipenuhi 

dengan benar. 

 

C. Praktik Penyusunan dan Pelaporan SPT 

 

Penyusunan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah 

salah satu kewajiban penting bagi setiap wajib pajak, termasuk pelaku 

usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SPT adalah dokumen 

yang digunakan untuk melaporkan pajak yang terutang atau dibayar 

kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Pelaporan SPT dilakukan secara rutin baik bulanan maupun 

tahunan, tergantung jenis pajak yang dikenakan. Dalam praktiknya, 

penyusunan dan pelaporan SPT harus dilakukan dengan teliti dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, agar wajib pajak tidak terkena sanksi 

administratif atau denda. Berikut adalah langkah-langkah dalam 

penyusunan dan pelaporan SPT untuk UMKM: 

 

1. Menyusun SPT Masa PPN 

Bagi UMKM yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP), kewajiban untuk menyusun dan melaporkan Surat 
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Pemberitahuan (SPT) Masa PPN setiap bulan adalah hal yang wajib 

dilakukan. SPT Masa PPN digunakan untuk melaporkan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetorkan selama satu 

bulan. Penyusunan SPT Masa PPN harus dilakukan dengan cermat untuk 

memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi dengan 

benar dan tepat waktu. Langkah pertama dalam proses penyusunan SPT 

Masa PPN adalah menyusun bukti potong PPN untuk setiap transaksi 

yang dilakukan selama bulan tersebut. Bukti potong ini berisi informasi 

mengenai jumlah PPN yang dipungut dari pelanggan atas penyerahan 

barang atau jasa yang dilakukan oleh UMKM. Bukti potong ini menjadi 

dasar untuk mengisi data pada SPT Masa PPN dan harus disusun secara 

terperinci agar mencerminkan transaksi yang benar. 

Langkah kedua adalah menghitung PPN Keluaran dan PPN 

Masukan. PPN Keluaran adalah PPN yang dipungut dari pelanggan atas 

barang atau jasa yang dijual oleh UMKM. Sedangkan PPN Masukan 

adalah PPN yang dibayar oleh UMKM atas pembelian barang atau jasa 

yang digunakan dalam kegiatan usaha. Perbedaan antara PPN Keluaran 

dan PPN Masukan akan menentukan jumlah PPN yang harus disetorkan 

ke negara. Jika PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan, 

selisihnya adalah jumlah PPN yang harus disetorkan. Namun, jika PPN 

Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran, UMKM berhak untuk 

melakukan pengembalian atau mengurangi PPN yang harus dibayar di 

masa yang akan datang. Langkah ketiga adalah mengisi formulir SPT 

Masa PPN. Setelah menghitung PPN Keluaran dan PPN Masukan, 

UMKM harus mengisi formulir SPT Masa PPN dengan data yang 

relevan. Formulir ini dapat diunduh melalui aplikasi e-Filing atau e-SPT 

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengisian 

formulir ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada kesalahan 

dalam pelaporan yang dapat berujung pada sanksi administratif atau 

hukum. 

Langkah keempat adalah melakukan pembayaran PPN. 

Berdasarkan hasil perhitungan PPN, jika terdapat PPN yang terutang, 

UMKM harus melakukan pembayaran ke kas negara. Pembayaran PPN 

dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang disediakan oleh 

DJP, seperti e-Billing atau pembayaran melalui bank. Pembayaran ini 

harus dilakukan tepat waktu untuk menghindari denda atau bunga yang 

dapat dikenakan. Langkah terakhir adalah melaporkan SPT Masa PPN. 

Setelah pembayaran dilakukan, UMKM harus melaporkan SPT Masa 
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PPN melalui aplikasi e-Filing. SPT harus dilaporkan paling lambat pada 

tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan tepat 

waktu ini sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan 

telah dipenuhi dengan baik, serta untuk menjaga kelancaran administrasi 

perpajakan UMKM agar tidak terhambat oleh masalah perpajakan di 

masa depan. 

 

2. Menyusun SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau Badan 

UMKM juga diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan SPT 

Tahunan PPh Orang Pribadi (untuk UMKM yang dikelola oleh individu) 

atau SPT Tahunan PPh Badan (untuk UMKM yang berbentuk badan 

usaha). SPT Tahunan ini berfungsi untuk melaporkan seluruh 

penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun pajak dan 

pajak yang telah dibayar atau terutang. Penyusunan SPT Tahunan ini 

harus dilakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa kewajiban 

perpajakan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh UMKM adalah menyusun 

laporan keuangan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Laporan 

keuangan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu laporan laba rugi 

dan neraca. Laporan laba rugi mencatat pendapatan dan beban usaha 

selama periode tersebut, yang menggambarkan kinerja finansial usaha. 

Sementara itu, neraca mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas yang 

menunjukkan posisi keuangan UMKM pada akhir periode. Laporan 

keuangan ini menjadi dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak. 

Langkah kedua adalah menghitung penghasilan kena pajak. 

Penghasilan kena pajak adalah selisih antara total penghasilan yang 

diterima oleh UMKM dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

penghasilan tersebut. Biaya-biaya ini meliputi biaya operasional, 

investasi, dan pengeluaran lainnya yang sah sesuai dengan peraturan 

perpajakan. Penghasilan kena pajak yang dihitung ini akan menjadi dasar 

untuk menentukan pajak yang harus dibayar oleh UMKM. Langkah 

ketiga adalah menghitung pajak yang terutang. Berdasarkan penghasilan 

kena pajak yang telah dihitung, UMKM dapat menghitung pajak yang 

terutang dengan mengalikan penghasilan kena pajak tersebut dengan 

tarif pajak yang berlaku. UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, 

seperti Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) dengan omzet di bawah 

batas tertentu, dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan atau tarif pajak 

yang lebih ringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Langkah selanjutnya adalah mengisi formulir SPT Tahunan. 

UMKM yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atau 

Wajib Pajak Badan (WP Badan) harus mengisi formulir SPT Tahunan 

sesuai dengan status perpajakannya. Formulir ini dapat diunduh melalui 

aplikasi e-Filing atau e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP). Pengisian formulir SPT Tahunan harus dilakukan dengan 

cermat, mencakup seluruh data yang diperlukan, termasuk penghasilan 

yang diterima, biaya yang dikeluarkan, dan pajak yang telah dibayar atau 

terutang. Langkah terakhir adalah melaporkan SPT Tahunan. Setelah 

formulir diisi, UMKM wajib melaporkan SPT tersebut melalui aplikasi 

e-Filing. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang 

Pribadi adalah paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, 

sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, pelaporan harus dilakukan paling 

lambat pada tanggal 30 April. Pelaporan ini harus dilakukan dengan tepat 

waktu untuk menghindari sanksi atau denda yang dapat dikenakan akibat 

keterlambatan pelaporan. Dengan demikian, proses penyusunan dan 

pelaporan SPT Tahunan menjadi kewajiban penting yang harus 

dilakukan oleh UMKM untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

 

3. Penggunaan Aplikasi e-Filing dan e-SPT 

Untuk mempermudah proses pelaporan Surat Pemberitahuan 

(SPT), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan aplikasi e-Filing 

dan e-SPT yang memungkinkan wajib pajak, termasuk UMKM, untuk 

menyusun dan melaporkan SPT secara online. Aplikasi ini dirancang 

untuk memberikan kemudahan dalam proses pengisian, pengecekan, dan 

pengajuan SPT, sehingga wajib pajak dapat melakukan pelaporan 

dengan cepat, akurat, dan efisien tanpa perlu datang langsung ke kantor 

pajak. Aplikasi e-Filing adalah sistem pelaporan pajak secara elektronik 

yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT, 

seperti SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, dan SPT 

Tahunan PPh Badan. Sedangkan e-SPT adalah aplikasi yang digunakan 

untuk mengisi dan melaporkan SPT secara elektronik, khususnya bagi 

wajib pajak yang melakukan pelaporan dalam bentuk formulir tertentu 

yang lebih kompleks. Kedua aplikasi ini dapat diakses melalui portal 

resmi DJP, dan wajib pajak hanya perlu menggunakan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) untuk melakukan login. 
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Salah satu keuntungan utama dari penggunaan aplikasi e-Filing 

dan e-SPT adalah kemudahan dalam pengisian SPT. Aplikasi ini 

menyediakan form otomatis yang memandu wajib pajak dalam mengisi 

data-data yang diperlukan, mengurangi kemungkinan kesalahan 

pengisian. Selain itu, fitur validasi yang ada pada aplikasi ini dapat 

memeriksa apakah data yang dimasukkan sudah sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat memperbaiki 

kesalahan sebelum mengajukan laporan. Selain itu, aplikasi ini juga 

menyediakan fitur untuk pengecekan dan pengajuan SPT. Setelah wajib 

pajak mengisi dan memverifikasi SPT yang telah disusun, aplikasi ini 

memungkinkan untuk mengajukan SPT langsung ke DJP tanpa perlu 

mencetak atau mengirimkan dokumen secara fisik. Proses ini juga 

memudahkan wajib pajak untuk memantau status pelaporan, serta 

memudahkan dalam proses pembayaran pajak jika terdapat kewajiban 

yang harus dipenuhi. 

 

4. Penyusunan dan Pelaporan SPT bagi UMKM yang Tidak 

Memiliki Akuntan Pajak 

Bagi UMKM yang belum memiliki akuntan pajak atau tenaga 

ahli perpajakan, penyusunan dan pelaporan SPT tetap merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan dengan benar. Meskipun tanpa 

bantuan profesional, pemilik usaha perlu memahami dasar-dasar 

perpajakan dan ketentuan yang berlaku agar dapat menjalankan 

kewajiban perpajakan dengan baik. Pemahaman dasar ini mencakup 

pengetahuan tentang jenis pajak yang harus dibayar, cara perhitungan 

pajak, dan batas waktu pelaporan serta pembayaran yang harus dipatuhi 

oleh wajib pajak. Selain itu, jika pemilik usaha merasa kesulitan atau 

kurang paham dalam menyusun SPT, dapat menggunakan layanan 

konsultasi atau jasa penyusun laporan pajak. Beberapa kantor akuntan 

publik atau konsultan pajak menawarkan jasa untuk membantu UMKM 

dalam menghitung dan menyusun SPT dengan tepat sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. Layanan ini dapat memberikan 

bimbingan praktis dalam hal perhitungan pajak, pengisian formulir SPT, 

serta penyusunan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk pelaporan 

pajak. 

Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam hal 

perpajakan, pemilik usaha UMKM juga disarankan untuk mengikuti 

pelatihan atau seminar mengenai perpajakan yang sering 
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diselenggarakan oleh DJP atau lembaga terkait lainnya. Pelatihan ini 

dapat menjadi sarana yang baik bagi pemilik usaha untuk mempelajari 

berbagai aspek perpajakan, termasuk kewajiban perpajakan bagi 

UMKM, cara menghitung pajak, dan mekanisme pelaporan yang efisien. 

Pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan ini akan memudahkan 

pemilik usaha dalam menyusun dan melaporkan SPT secara mandiri, 

serta menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada sanksi atau 

denda. Dengan memahami dasar-dasar perpajakan dan memanfaatkan 

layanan yang tersedia, pemilik UMKM dapat memastikan bahwa 

kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu, 

meskipun tanpa memiliki akuntan pajak. Ini akan membantu UMKM 

dalam menjaga kelangsungan usaha, meminimalkan risiko kesalahan 

perpajakan, dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan perpajakan 

yang berlaku. 

 

5. Sanksi atas Keterlambatan atau Kesalahan dalam Pelaporan 

SPT 

Keterlambatan dalam penyampaian SPT atau kesalahan dalam 

pengisian SPT dapat berakibat pada sanksi administratif yang cukup 

merugikan bagi UMKM. Sanksi tersebut umumnya berupa denda, yang 

besarnya tergantung pada jenis pajak dan durasi keterlambatan. Oleh 

karena itu, penting bagi pemilik UMKM untuk memastikan bahwa 

laporan SPT disusun dengan benar dan disampaikan tepat waktu sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan dalam pelaporan bisa 

mengakibatkan denda yang meningkat seiring berjalannya waktu, 

sehingga akan membebani usaha yang seharusnya dapat digunakan 

untuk pengembangan bisnis. Selain itu, kesalahan dalam pengisian SPT, 

seperti ketidaksesuaian antara penghasilan yang dilaporkan dan yang 

sebenarnya diterima, atau perhitungan pajak yang salah, dapat 

menambah beban sanksi. 

Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian SPT, wajib pajak tidak 

perlu khawatir berlebihan karena masih ada mekanisme untuk 

memperbaikinya. Wajib pajak dapat mengajukan pembetulan SPT 

dengan mengisi formulir pembetulan yang tersedia di aplikasi e-Filing 

atau melalui kantor pajak. Pembetulan ini memberikan kesempatan 

untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengisian, 

baik itu kesalahan perhitungan, penulisan, maupun kelalaian lainnya. 
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Pembetulan ini akan memastikan bahwa SPT yang disampaikan sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya dan dapat mengurangi potensi sanksi. 

Meski demikian, meskipun ada opsi pembetulan, penting untuk 

tetap menghindari keterlambatan dan kesalahan dalam pengisian SPT 

sejak awal. Pemilik UMKM harus memastikan bahwa setiap transaksi 

dan penghitungan pajak dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Selain itu, penting untuk mematuhi tenggat 

waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar 

terhindar dari denda dan sanksi administratif lainnya. Dengan demikian, 

kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tidak hanya menghindarkan 

UMKM dari sanksi, tetapi juga mendukung kelancaran operasional dan 

reputasi usaha di mata pemerintah dan masyarakat. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Sebuah UMKM yang berbentuk usaha individu memiliki omzet 

sebesar Rp 500.000.000 per tahun. UMKM tersebut menjual barang 

dengan harga pokok penjualan (HPP) sebesar Rp 300.000.000 dan 

biaya operasional lainnya sebesar Rp 100.000.000. Berdasarkan 

peraturan pajak yang berlaku, hitunglah penghasilan kena pajak dan 

pajak yang terutang, jika tarif PPh yang berlaku adalah 5%. 

2. UMKM A, yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

menjual barang dengan nilai transaksi sebesar Rp 100.000.000 dan 

PPN yang dipungut sebesar 10%. Jika UMKM A melakukan 

pembelian barang dengan nilai Rp 60.000.000 dan PPN masukan 

sebesar 10%, hitunglah PPN yang harus disetorkan oleh UMKM A. 

3. Seorang pengusaha UMKM yang berbentuk pribadi memiliki 

penghasilan bruto selama setahun sebesar Rp 350.000.000. 

Pengusaha tersebut juga memiliki biaya operasional sebesar Rp 

150.000.000. Hitunglah penghasilan kena pajak dan pajak yang 

terutang berdasarkan tarif PPh yang berlaku untuk pengusaha 

dengan penghasilan tersebut. 

4. Sebagai bagian dari kegiatan usaha, UMKM A memiliki sebuah 

bangunan yang terletak di daerah perkotaan. Nilai jual objek pajak 

(NJOP) bangunan tersebut adalah Rp 500.000.000 dan tarif PBB 

adalah 0,5%. Hitunglah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang 

harus dibayar oleh UMKM A. 
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5. UMKM berbentuk badan usaha memiliki penghasilan bruto selama 

satu tahun sebesar Rp 1.000.000.000. Biaya operasional yang 

dikeluarkan sebesar Rp 600.000.000. Hitung penghasilan kena pajak 

dan pajak yang terutang berdasarkan tarif PPh badan sebesar 25%. 
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Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan pengenalan systematic literature 

review (SLR), memahami langkah-langkah melakukan SLR dalam 

perpajakan UMKM, memahami analisis temuan dan tren penelitian 

terkini dalam perpajakan UMKM, serta memahami implikasi praktis 

dari hasil SLR untuk kebijakan perpajakan UMKM. Sehingga 

pembaca dapat menerapkan SLR sebagai metode kajian literatur 

dalam penelitian perpajakan UMKM, memahami tren penelitian 

terbaru, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk 

pengembangan kebijakan perpajakan UMKM. 

Materi Pembelajaran 

• Pengenalan Systematic Literature Review (SLR)  

• Langkah-langkah Melakukan SLR dalam Perpajakan UMKM 

• Analisis Temuan dan Tren Penelitian Terkini dalam Perpajakan 

UMKM 

• Implikasi Praktis dari Hasil SLR untuk Kebijakan 

Perpajakan UMKM 

• Latihan Soal 

 

 

A. Pengenalan Systematic Literature Review (SLR) 

 

Systematic Literature Review (SLR) merupakan salah satu 

metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, 

mengevaluasi, dan menyintesiskan hasil-hasil dari penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan topik tertentu, dalam hal ini terkait 

dengan perpajakan UMKM. SLR dilakukan dengan cara yang sistematik 

dan terstruktur untuk memastikan bahwa proses pencarian dan evaluasi 

literatur dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga 

menghasilkan temuan yang dapat diandalkan dan menyeluruh. 
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SLR pertama kali diperkenalkan oleh Tranfield, Denyer, dan 

Smart (2003) yang mengemukakan bahwa proses review ini harus 

mencakup pencarian yang komprehensif, seleksi studi yang relevan, dan 

sintesis yang jelas untuk memberikan gambaran yang menyeluruh 

mengenai suatu topik. SLR bukan hanya sekadar mengumpulkan dan 

merangkum literatur yang ada, tetapi juga bertujuan untuk menghasilkan 

pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang dikaji. 

Dalam konteks perpajakan UMKM, SLR berfungsi untuk memberikan 

gambaran komprehensif tentang praktik perpajakan yang dihadapi oleh 

UMKM, tantangan yang ada, serta bagaimana kebijakan perpajakan 

dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor ini. 

 

1. Proses Pelaksanaan Systematic Literature Review (SLR) 

Proses pelaksanaan Systematic Literature Review (SLR) dalam 

konteks perpajakan UMKM dilakukan secara sistematis untuk 

memastikan temuan yang diperoleh berbasis bukti yang kuat. Tahapan 

awal dimulai dengan perumusan pertanyaan penelitian yang jelas dan 

spesifik, seperti dampak kebijakan pajak terhadap kepatuhan UMKM 

atau efektivitas insentif pajak. Setelah itu, dilakukan pencarian literatur 

menggunakan kata kunci yang relevan melalui database akademik 

seperti Google Scholar, JSTOR, dan Scopus. Tahap ini memerlukan 

ketelitian agar hanya literatur yang relevan dengan fokus penelitian yang 

diikutsertakan. Setelah literatur terkumpul, dilakukan seleksi dan 

evaluasi kualitas berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, seperti 

relevansi dengan topik, metodologi yang digunakan, serta kualitas 

sumber. 

Tahap selanjutnya adalah sintesis temuan, di mana hasil dari 

berbagai penelitian dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi 

pola atau tren utama dalam perpajakan UMKM. Sintesis ini 

memungkinkan peneliti untuk menemukan kesenjangan dalam 

penelitian yang dapat menjadi dasar eksplorasi lebih lanjut. Setelah 

sintesis dilakukan, tahap terakhir adalah analisis dan kesimpulan, yang 

bertujuan untuk merangkum temuan utama dan memberikan 

rekomendasi bagi pengambil kebijakan atau pelaku UMKM. 

Kesimpulan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun 

kebijakan perpajakan yang lebih efektif, meningkatkan kepatuhan pajak 

UMKM, serta mengatasi tantangan dalam sistem perpajakan. Dengan 
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demikian, SLR dalam perpajakan UMKM berkontribusi dalam 

pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih akurat dan relevan. 

 

 

2. Keunggulan dan Manfaat SLR dalam Perpajakan UMKM 

Systematic Literature Review (SLR) memberikan sejumlah 

manfaat yang signifikan dalam penelitian perpajakan UMKM, terutama 

dalam menghasilkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. 

Dengan menyaring dan mengevaluasi berbagai literatur yang relevan, 

SLR mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik, 

tantangan, serta kebijakan perpajakan yang dihadapi oleh UMKM di 

berbagai negara atau wilayah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

pajak UMKM serta tantangan spesifik yang dihadapi oleh sektor ini. 

Selain itu, SLR juga membantu dalam menemukan pola atau tren utama 

dalam kebijakan perpajakan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar 

untuk merumuskan rekomendasi yang lebih berbasis bukti dalam 

meningkatkan efektivitas sistem perpajakan bagi UMKM. 

SLR juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi 

kesenjangan penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Dalam konteks 

perpajakan UMKM, SLR dapat mengungkap aspek-aspek yang kurang 

diperhatikan, seperti kebijakan pajak untuk sektor UMKM tertentu atau 

dampak digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Identifikasi 

celah penelitian ini membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut yang 

dapat memperkaya wawasan dan memberikan solusi yang lebih spesifik 

terhadap permasalahan perpajakan UMKM. Selain itu, hasil SLR dapat 

dijadikan dasar bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk 

merancang regulasi yang lebih ramah bagi UMKM, mendukung 

pertumbuhan bisnis kecil, serta meningkatkan kepatuhan pajak tanpa 

membebani pelaku usaha. Bagi praktisi perpajakan, wawasan dari SLR 

juga dapat membantu dalam merancang strategi dan pendampingan 

perpajakan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, 

sehingga mendukung pelaksanaan kewajiban pajak yang lebih efektif. 

 

B. Langkah-langkah Melakukan SLR dalam Perpajakan UMKM 

 

Systematic Literature Review (SLR) adalah pendekatan yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis 
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temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik 

tertentu. Dalam konteks perpajakan UMKM, SLR dapat digunakan 

untuk mengkaji berbagai literatur mengenai kebijakan pajak, tantangan 

yang dihadapi UMKM, serta dampak perpajakan terhadap pertumbuhan 

UMKM. Proses SLR terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis dan 

terstruktur untuk memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan 

teliti dan objektif. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti 

untuk melakukan SLR dalam konteks perpajakan UMKM: 

 

1. Menentukan Pertanyaan Penelitian 

Langkah pertama dalam melaksanakan Systematic Literature 

Review (SLR) adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan 

terfokus. Pertanyaan penelitian ini akan menjadi panduan utama dalam 

pencarian literatur, sehingga membantu peneliti untuk tetap berada pada 

jalur yang benar dan memastikan pencarian dilakukan dengan tujuan 

yang jelas dan spesifik. Dalam konteks perpajakan UMKM, pertanyaan 

penelitian yang difokuskan dengan tepat sangat penting karena akan 

menentukan kualitas dan relevansi literatur yang dikumpulkan. 

Pertanyaan yang diajukan harus relevan dengan isu perpajakan yang 

dihadapi oleh UMKM dan dapat dieksplorasi melalui pencarian literatur 

yang mendalam. Sebagai contoh, salah satu pertanyaan penelitian yang 

bisa diangkat adalah, "Bagaimana kebijakan perpajakan mempengaruhi 

kepatuhan pajak UMKM di Indonesia?" Pertanyaan ini akan 

membimbing peneliti untuk mencari literatur yang membahas pengaruh 

kebijakan pajak terhadap perilaku UMKM, termasuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. 

Pertanyaan lain yang dapat digunakan adalah, "Apa saja 

tantangan yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak?" 

Dengan pertanyaan ini, peneliti dapat mencari literatur yang 

mengidentifikasi berbagai kendala yang sering kali dihadapi oleh 

UMKM terkait perpajakan, baik dari sisi administrasi, regulasi, hingga 

masalah sumber daya manusia yang terbatas. Terakhir, pertanyaan 

seperti "Apa dampak dari insentif pajak terhadap pengembangan 

UMKM?" juga relevan untuk dieksplorasi. Pertanyaan ini akan 

membantu peneliti dalam mencari literatur yang membahas sejauh mana 

kebijakan insentif pajak dapat mendukung perkembangan dan 

pertumbuhan UMKM, serta apakah insentif tersebut memberikan 

dampak positif terhadap daya saing dan kinerja usahanya. 
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2. Menyusun Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Langkah berikutnya dalam Systematic Literature Review (SLR) 

adalah menyusun kriteria inklusi dan eksklusi. Langkah ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa literatur yang dipilih benar-benar relevan 

dengan topik penelitian dan memiliki kualitas yang memadai untuk 

mendukung analisis. Kriteria inklusi dan eksklusi berfungsi sebagai 

panduan dalam menyaring literatur yang ditemukan selama proses 

pencarian, sehingga peneliti hanya menggunakan sumber yang sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Salah satu kriteria inklusi yang penting 

adalah tahun publikasi. Untuk memastikan literatur relevan dengan 

perkembangan terbaru dalam bidang perpajakan UMKM, biasanya 

hanya literatur yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir yang 

dipertimbangkan. Hal ini penting karena kebijakan dan praktik 

perpajakan sering berubah seiring waktu, sehingga sumber yang terlalu 

lama mungkin tidak lagi relevan. 

Kriteria berikutnya adalah jenis sumber. Literatur yang dipilih 

harus berasal dari sumber yang kredibel, seperti artikel ilmiah yang 

diterbitkan di jurnal bereputasi, laporan penelitian yang diakui, atau buku 

yang diterbitkan oleh penerbit terpercaya. Sumber-sumber ini 

memberikan jaminan bahwa informasi yang disajikan telah melalui 

proses evaluasi yang ketat, sehingga dapat diandalkan. Topik yang 

dibahas dalam literatur juga menjadi kriteria inklusi yang sangat penting. 

Dalam konteks perpajakan UMKM, hanya literatur yang secara spesifik 

membahas isu-isu seperti kebijakan perpajakan untuk UMKM, insentif 

pajak, atau tantangan yang dihadapi UMKM dalam memenuhi 

kewajiban pajak yang akan dipertimbangkan. Literatur yang tidak 

berkaitan langsung dengan topik penelitian akan dikeluarkan dari proses 

review. 

Metodologi yang digunakan dalam literatur juga menjadi kriteria 

seleksi. Hanya studi yang menggunakan metode penelitian yang valid 

dan dapat dipercaya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang akan 

disertakan. Metode yang kuat memberikan hasil yang lebih andal dan 

relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan menyusun dan menerapkan 

kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas, peneliti dapat menyaring literatur 

secara sistematis, memastikan bahwa hanya sumber yang relevan dan 

berkualitas yang digunakan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan 

efisiensi proses penelitian, tetapi juga memastikan bahwa hasil SLR 
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memberikan kontribusi yang bermakna bagi pemahaman tentang 

perpajakan UMKM. 

 

3. Pencarian Literatur 

Langkah berikutnya dalam proses Systematic Literature Review 

(SLR) adalah melakukan pencarian literatur. Tahap ini bertujuan untuk 

menemukan sumber-sumber yang relevan dan berkualitas dari berbagai 

database akademik dan platform terpercaya. Pencarian dilakukan secara 

sistematis untuk memastikan cakupan yang luas dan mendalam terhadap 

topik penelitian. Beberapa database utama yang digunakan dalam 

pencarian literatur meliputi Google Scholar, Scopus, Web of Science, 

JSTOR, dan ProQuest. Google Scholar menjadi salah satu sumber yang 

paling sering digunakan karena mencakup berbagai artikel akademik, 

jurnal, laporan penelitian, dan tesis yang relevan. Untuk sumber dengan 

kualitas yang lebih terverifikasi, Scopus dan Web of Science 

menawarkan akses ke jurnal-jurnal ilmiah yang telah melalui proses 

penilaian oleh pakar. Sementara itu, JSTOR dan ProQuest menyediakan 

publikasi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi dan perpajakan, 

yang sering kali berhubungan dengan isu-isu UMKM. Selain itu, laporan 

kebijakan dari pemerintah, publikasi lembaga perpajakan, serta dokumen 

dari organisasi internasional seperti OECD atau IMF juga menjadi 

referensi penting, terutama untuk mendalami kebijakan perpajakan 

UMKM. 

Proses pencarian literatur memanfaatkan kata kunci yang relevan 

untuk mempermudah penemuan sumber yang sesuai dengan topik 

penelitian. Kata kunci yang sering digunakan dalam konteks perpajakan 

UMKM antara lain "Taxation of SMEs", "UMKM tax compliance", 

"Tax policy for small businesses", dan "Tax incentives for SMEs". Kata 

kunci ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek perpajakan UMKM, 

seperti kepatuhan pajak, kebijakan perpajakan, insentif pajak, serta 

tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. Selama pencarian, peneliti menggunakan berbagai filter, 

seperti tahun publikasi, jenis dokumen, dan subjek spesifik, untuk 

mempersempit hasil pencarian dan memastikan relevansi dengan topik 

yang diteliti. Hasil pencarian kemudian direkam dalam perangkat lunak 

manajemen referensi seperti Zotero atau Mendeley untuk mempermudah 

proses penyaringan dan analisis lebih lanjut. 
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4. Seleksi Literatur 

Tahap selanjutnya dalam Systematic Literature Review (SLR) 

adalah seleksi literatur. Langkah ini bertujuan untuk menyaring literatur 

yang telah ditemukan agar sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi 

yang telah ditentukan sebelumnya. Seleksi dilakukan secara sistematis 

untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas 

tinggi yang digunakan dalam analisis lebih lanjut. Proses seleksi dimulai 

dengan pembacaan judul dan abstrak dari setiap literatur. Pada tahap ini, 

peneliti menilai relevansi literatur terhadap topik penelitian. Judul dan 

abstrak menjadi indikator awal untuk menentukan apakah literatur 

tersebut membahas isu-isu yang relevan dengan perpajakan UMKM, 

seperti kepatuhan pajak, insentif pajak, atau tantangan yang dihadapi 

UMKM dalam sistem perpajakan. Literatur yang tidak sesuai dengan 

fokus penelitian akan langsung dikeluarkan dari proses seleksi. 

Dilakukan penyaringan berdasarkan kualitas. Tahap ini 

mencakup evaluasi terhadap metodologi yang digunakan dalam 

penelitian, keandalan data, serta kredibilitas sumber. Literatur yang 

berasal dari jurnal terindeks, laporan lembaga terpercaya, atau publikasi 

akademik memiliki prioritas lebih tinggi. Penelitian yang menggunakan 

metodologi yang kuat dan analisis yang mendalam dianggap memiliki 

nilai lebih dalam mendukung tujuan SLR. Selanjutnya, peneliti 

melakukan evaluasi terhadap kontribusi penelitian dari literatur yang 

dipilih. Literatur yang lolos penyaringan harus memberikan wawasan 

atau temuan yang signifikan terkait perpajakan UMKM. Misalnya, 

penelitian yang mengidentifikasi tantangan unik yang dihadapi UMKM 

dalam sistem perpajakan di Indonesia atau yang mengevaluasi dampak 

kebijakan pajak terhadap pertumbuhan sektor UMKM. Literatur yang 

hanya memberikan informasi umum tanpa kontribusi berarti terhadap 

topik penelitian biasanya akan dieliminasi. 

 

5. Ekstraksi Data 

Tahap ekstraksi data merupakan langkah penting dalam proses 

Systematic Literature Review (SLR), di mana peneliti mengumpulkan 

informasi kunci dari literatur yang telah terpilih. Proses ini bertujuan 

untuk mendapatkan data yang relevan, terstruktur, dan mendalam sesuai 

dengan fokus penelitian, khususnya dalam konteks perpajakan UMKM. 

Ekstraksi data dilakukan dengan cermat untuk memastikan semua 

informasi yang dikumpulkan mendukung analisis yang akan dilakukan 
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pada tahap berikutnya. Salah satu elemen utama yang diekstraksi adalah 

metodologi yang digunakan dalam setiap penelitian. Peneliti mencatat 

jenis penelitian (kualitatif, kuantitatif, atau campuran), teknik 

pengumpulan data seperti survei, wawancara, atau analisis dokumen, 

serta metode analisis yang digunakan, seperti regresi statistik atau 

analisis tematik. Informasi ini penting untuk mengevaluasi validitas dan 

keandalan studi serta membandingkan pendekatan metodologis yang 

digunakan dalam berbagai literatur. 

Peneliti juga membahas hasil temuan dari masing-masing 

penelitian. Hasil ini mencakup temuan utama yang relevan dengan 

pertanyaan penelitian, seperti faktor-faktor yang memengaruhi 

kepatuhan pajak UMKM, dampak kebijakan insentif pajak terhadap 

pertumbuhan UMKM, atau tantangan yang dihadapi UMKM dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan. Informasi ini kemudian disusun dalam 

format yang terstruktur untuk mempermudah analisis tematik atau 

perbandingan antar studi. Tahap ekstraksi data juga mencakup 

kesimpulan dan implikasi dari penelitian yang dipilih. Peneliti mencatat 

kesimpulan yang diambil oleh penulis literatur, termasuk bagaimana 

temuan tersebut berkontribusi pada pemahaman atau solusi untuk isu 

perpajakan UMKM. Selain itu, implikasi praktis dari temuan, seperti 

rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak atau 

pengembangan kebijakan insentif yang lebih efektif, juga menjadi 

bagian penting dari data yang diekstraksi. 

 

6. Sintesis Temuan 

Tahap sintesis temuan merupakan langkah krusial dalam proses 

Systematic Literature Review (SLR) karena bertujuan untuk 

menggabungkan dan menganalisis hasil dari berbagai literatur yang telah 

diekstraksi. Dalam konteks perpajakan UMKM, sintesis ini 

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren 

yang muncul, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih 

holistik tentang topik yang diteliti. Salah satu fokus utama dalam sintesis 

temuan adalah identifikasi pola dan tren yang konsisten di berbagai 

penelitian. Peneliti menganalisis bagaimana kebijakan perpajakan 

memengaruhi UMKM, termasuk dampak positif atau negatif dari 

insentif pajak terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. 

Contohnya, penelitian mungkin menunjukkan pola bahwa insentif pajak 

tertentu, seperti pengurangan tarif pajak atau penundaan pembayaran 
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pajak, mendorong kepatuhan dan pertumbuhan UMKM di berbagai 

negara. Di sisi lain, peneliti juga dapat menemukan tren negatif, seperti 

birokrasi yang rumit atau kurangnya informasi yang menghambat 

kepatuhan pajak. 

Sintesis temuan juga melibatkan analisis kesamaan dan 

perbedaan hasil penelitian dari berbagai literatur. Peneliti 

membandingkan temuan yang relevan, seperti bagaimana kebijakan 

pajak di negara maju mungkin lebih mendukung UMKM dibandingkan 

dengan negara berkembang, yang cenderung menghadapi tantangan 

dalam penerapan kebijakan perpajakan. Variasi dalam hasil penelitian 

dapat mencerminkan perbedaan konteks ekonomi, sosial, dan regulasi di 

berbagai wilayah, yang menjadi wawasan penting untuk pengembangan 

kebijakan. Proses sintesis temuan sering kali dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis tematik, di mana temuan-temuan kunci 

dikelompokkan ke dalam tema yang relevan. Misalnya, tema yang 

mungkin muncul dalam penelitian perpajakan UMKM meliputi dampak 

kebijakan pajak terhadap kepatuhan, tantangan administratif yang 

dihadapi UMKM, dan efektivitas insentif pajak. Dengan menyusun 

temuan berdasarkan tema-tema ini, peneliti dapat memberikan gambaran 

yang lebih terorganisir dan sistematis. 

 

7. Analisis dan Pembahasan 

Tahap analisis dan pembahasan merupakan langkah penting 

dalam proses Systematic Literature Review (SLR) yang bertujuan untuk 

mendalami temuan-temuan yang telah disintesis sebelumnya. Pada tahap 

ini, peneliti berusaha memahami implikasi dari berbagai temuan dan 

mengevaluasi dampaknya terhadap perpajakan UMKM. Langkah 

pertama dalam analisis adalah menganalisis dampak kebijakan pajak 

terhadap kepatuhan dan perkembangan UMKM. Peneliti menilai 

bagaimana berbagai kebijakan perpajakan, seperti tarif pajak, prosedur 

pelaporan, atau mekanisme pembayaran, memengaruhi perilaku 

UMKM. Misalnya, studi dapat menunjukkan bahwa tarif pajak yang 

tinggi atau proses pelaporan yang kompleks sering kali menjadi 

hambatan bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya. 

Sebaliknya, kebijakan pajak yang sederhana dan transparan dapat 

meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan mendorong pertumbuhan 

bisnis. 
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Peneliti mengevaluasi efektivitas insentif pajak yang diberikan 

kepada UMKM. Insentif seperti pengurangan tarif pajak, penghapusan 

denda, atau penundaan pembayaran pajak sering dirancang untuk 

mendorong pengembangan UMKM. Dalam analisis ini, peneliti dapat 

mengidentifikasi apakah insentif tersebut benar-benar memberikan 

manfaat yang diharapkan, seperti peningkatan investasi, penciptaan 

lapangan kerja, atau peningkatan daya saing UMKM. Jika ditemukan 

bahwa insentif pajak tidak memberikan dampak yang signifikan, maka 

peneliti dapat menggali penyebabnya, seperti kurangnya sosialisasi 

kebijakan atau kesulitan administrasi yang dihadapi oleh UMKM. Tahap 

analisis ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan yang 

lebih baik berdasarkan temuan penelitian. Peneliti dapat mengusulkan 

kebijakan baru yang lebih efektif, misalnya, insentif pajak yang lebih 

terarah untuk sektor tertentu atau pengurangan beban administrasi bagi 

UMKM. Selain itu, peneliti juga dapat merekomendasikan peningkatan 

kolaborasi antara pemerintah dan UMKM untuk memastikan bahwa 

kebijakan pajak yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

sektor tersebut. 

 

8. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Tahap akhir dalam proses Systematic Literature Review (SLR) 

adalah menarik kesimpulan dari temuan yang telah dianalisis dan 

memberikan rekomendasi yang relevan untuk diterapkan dalam praktik 

atau kebijakan. Kesimpulan ini bertujuan untuk merangkum hasil 

penelitian, memberikan wawasan yang komprehensif tentang topik yang 

diteliti, serta menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di 

awal. Sementara itu, rekomendasi dirancang untuk memberikan arahan 

bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam meningkatkan 

efektivitas perpajakan UMKM. Kesimpulan harus mencerminkan inti 

dari seluruh temuan yang diperoleh dari literatur yang ditinjau. Misalnya, 

jika penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang terlalu 

kompleks menjadi penghalang utama bagi kepatuhan UMKM, maka 

kesimpulan tersebut harus disampaikan dengan jelas. Selain itu, analisis 

yang menunjukkan bahwa insentif pajak yang dirancang dengan baik 

dapat mendorong pertumbuhan UMKM juga harus menjadi bagian dari 

kesimpulan. 

Berbasis pada kesimpulan ini, rekomendasi praktis dapat 

diberikan untuk membantu mengatasi tantangan yang diidentifikasi. 
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Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan kepatuhan pajak 

UMKM melalui kebijakan insentif yang lebih tepat sasaran. Pemerintah 

dapat merancang insentif yang difokuskan pada sektor-sektor tertentu 

dengan potensi pertumbuhan tinggi atau UMKM yang berada di daerah 

terpencil, sehingga insentif tersebut memberikan dampak yang 

maksimal. Selain itu, penyederhanaan prosedur administrasi pajak 

menjadi hal yang sangat penting. Proses pelaporan dan pembayaran 

pajak yang lebih sederhana, misalnya melalui platform digital yang user-

friendly, dapat mengurangi beban administratif bagi pelaku UMKM dan 

meningkatkan kemauan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. 

 

C. Analisis Temuan dan Tren Penelitian Terkini dalam 

Perpajakan UMKM 

 

Perpajakan UMKM merupakan topik yang semakin 

mendapatkan perhatian dalam penelitian ekonomi dan perpajakan, 

terutama mengingat pentingnya sektor ini dalam perekonomian global. 

Berdasarkan analisis terhadap literatur terbaru, terdapat beberapa temuan 

dan tren penelitian terkini yang berfokus pada pengaruh kebijakan 

perpajakan terhadap UMKM, faktor-faktor yang memengaruhi 

kepatuhan pajak UMKM, serta peran teknologi dan inovasi dalam 

meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini. Beberapa kebijakan pajak 

inovatif beserta analisisnya yang teridentifikasi melalui SLR dan analisis 

bibliometrik meliputi: 

 

1. Administrasi Pajak Digital (Digital Tax Administration) 

Sistem administrasi pajak berbasis digital, seperti e-filing dan e-

payment, mempermudah UMKM dalam melaporkan dan membayar 

pajak. Penelitian oleh (Acquah, 2024; Abu-Silake et al., 2024; Paleka & 

Vitezić, 2023; Ariyanto et al., 2024; Monkam & Mangwanya, 2024; 

Abdul Rashid & Ramli, 2024) menunjukkan bahwa implementasi sistem 

administrasi pajak berbasis digital, seperti e-filing dan e-payment, secara 

signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, terutama di negara-

negara berkembang. Studi oleh (Bhalla et al., 2022; Nguyen et al., 2023; 

Bhalla et al., 2023) menemukan bahwa transparansi dan kemudahan 

akses yang diberikan oleh sistem digital mampu mengurangi biaya 

administrasi dan kesalahan dalam pelaporan pajak.  
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Penelitian oleh (Martínez et al., 2022; Roy & Khan, 2021) 

berfokus pada dampak digitalisasi terhadap efisiensi administrasi pajak. 

Studi oleh (Woldemariam Birru, 2022; Opiso et al., 2023; Night & 

Bananuka, 2020) menyatakan bahwa penggunaan sistem e-payment 

mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembayaran 

pajak, yang sebelumnya dianggap sebagai hambatan besar bagi UMKM. 

Studi (Alam et al., 2021; Anomah et al., 2024.) juga mengungkapkan 

bahwa negara-negara seperti Estonia, Australia, Swiss, dan Singapura 

berhasil mencapai efisiensi tinggi dalam administrasi pajak melalui 

integrasi teknologi berbasis blockchain dan cloud computing. Menurut 

(Seepma et al., 2021), sistem berbasis digital seperti e-filing tidak hanya 

mempermudah pelaporan pajak tetapi juga meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas pemerintah. Adopsi sistem pajak digital di negara 

berkembang seperti Nigeria, Ethiopia, dan Ghana mendorong partisipasi 

aktif UMKM dalam sistem perpajakan, sehingga mengurangi kasus 

penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan negara (Umar & 

Masud, 2020; Balaskas et al., 2024; Ojo & Shittu, 2023; Mu et al., 2022). 

E-payment membantu mengurangi beban administrasi pajak 

pada UMKM. Penelitian oleh (Nimer et al., 2022; Saptono et al., 2023; 

Sausi et al., 2021; Abdullah et al., 2023, Onah et al., 2021) di negara 

berkembang seperti, Indonesia, Malaysia, Tanzania, dan Nigeria 

penerapan e-payment berhasil mengurangi waktu rata-rata pelaporan 

pajak dan mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas 

pajak, yang sering kali menjadi sumber inefisiensi dan korupsi. Studi 

oleh (Saifurrahman & Kassim, 2024; Kouam & Asongu, 2022; Cueto et 

al., 2022; Al-Rahamneh et al., 2023) membahas bahwa UMKM di negara 

berkembang menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan karena keterbatasan akses informasi dan infrastruktur. 

Penelitian oleh (Al-Okaily, 2024; Sastararuji et al., 2022; AbuAkel & 

Ibrahim, 2023) menunjukkan bahwa pelatihan dan dukungan teknis 

dalam penggunaan sistem digital, seperti e-filing dan e-payment, 

berperan penting dalam meningkatkan adopsi teknologi pajak oleh 

UMKM. Studi lain juga menekankan perlunya kebijakan insentif untuk 

mempercepat proses digitalisasi perpajakan (Tsindeliani et al., 2021; Li 

& Yang, 2021; Zhao et al., 2024; Pang & Hua, 2024). 

 

2. Penyederhanaan Tarif Pajak untuk UMKM (Simplification of 

Tax Rates for MSMEs) 
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 Implementasi tarif pajak sederhana, seperti pajak final 

berdasarkan omzet, telah diterapkan di beberapa negara. Kebijakan ini 

memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memahami dan mematuhi 

kewajiban perpajakan. Penelitian oleh (Khan & Tjaraka, 2024) 

mengevaluasi kebijakan pajak final untuk UMKM di Indonesia, yang 

menetapkan tarif pajak sebesar 0,1% ke 0.5% dari omzet. Studi lain 

(Mohamed & Gan, 2024; Bhalla et al., 2022) menemukan bahwa 

kebijakan pajak berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di 

kalangan UMKM hingga 35% dalam dua tahun pertama penerapan. 

Penyederhanaan ini dinilai efektif karena mengurangi beban administrasi 

wajib pajak sekaligus mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. 

Namun, adanya hal lain yaitu kurangnya literasi pajak masih menjadi 

tantangan besar. 

 Studi oleh (Gwokyalya & Okumu, 2023; Bucci, 2020) di Uganda 

membahas bahwa tarif pajak berbasis omzet telah membantu UMKM 

kecil dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Studi oleh 

(Gangl & Torgler, 2020; Aiginger & Rodrik, 2020) juga menekankan 

pentingnya edukasi perpajakan untuk mendukung keberhasilan 

kebijakan. Di Afrika mengadopsi sistem Turnover Tax untuk UMKM, 

yang menetapkan tarif pajak progresif berdasarkan pendapatan tahunan 

(Mpofu, 2022). Penelitian oleh (Peprah et al., 2020) menunjukkan bahwa 

kebijakan pajak mempermudah UMKM dalam menghitung kewajiban 

pajak, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan. Namun, beberapa 

pelaku UMKM menyatakan bahwa proses administrasi tetap 

memerlukan pendampingan untuk memahami persyaratan dokumen. 

 Studi oleh (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020; Vincent, 2021; 

Nguyen, 2022) menemukan bahwa kebijakan pajak memberikan 

kejelasan bagi UMKM mengenai kewajiban perpajakan dan mengurangi 

risiko penghindaran pajak. Namun, penelitian lain juga mencatat adanya 

resistensi awal dari UMKM yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai 

wajib pajak (Nartey, 2023). Penelitian oleh (Takeda et al., 2022) 

mengkaji implementasi tarif pajak sederhana untuk UMKM di beberapa 

negara berkembang, termasuk Malaysia dan Vietnam. Kebijakan pajak 

memberikan dampak positif pada tingkat registrasi pajak UMKM, yang 

sebelumnya enggan masuk ke sistem formal (Lavic, 2023; Campos et al., 

2023; Chen et al., 2022).  

 Penelitian oleh (Maheshkar & Soni, 2021) bahwa penerapan tarif 

pajak sederhana berbasis omzet memberikan dampak positif pada 
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keberlanjutan UMKM. Di Vietnam, tarif pajak sebesar 10% dari omzet 

menguntungkan selama 15 tahun memungkinkan UMKM kecil untuk 

tetap beroperasi tanpa tekanan finansial berlebih (Vu & Nguyen, 2021). 

Studi (Asongu et al., 2021; Sebele-Mpofu, 2023; Hoseini, 2020) juga 

membahas bahwa kebijakan pajak sederhana berkontribusi pada 

peningkatan inklusi pajak di sektor informal. Menurut studi oleh 

(Nuryanah et al., 2021), tarif pajak final di Indonesia tidak hanya 

mempermudah pelaporan pajak, tetapi juga meningkatkan kesadaran 

pajak di kalangan pelaku UMKM. Namun, edukasi dan sosialisasi 

kebijakan masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau UMKM di 

wilayah terpencil (Zemtsov et al., 2022; Amrita et al., 2022).  

 

3. Insentif Pajak yang Strategis (Strategic Tax Incentives) 

  Selama pandemi COVID-19, banyak pemerintah memberikan 

keringanan pajak sebagai upaya untuk mendukung UMKM dalam 

menghadapi tekanan ekonomi. Penelitian oleh (Prasetyo et al., 2020) 

mengkaji pengaruh insentif pajak berupa pembebasan Pajak Penghasilan 

(PPh) final selama 6 bulan bagi UMKM. Studi lain menemukan bahwa 

insentif pajak meningkatkan kelangsungan bisnis UMKM, terutama di 

sektor perdagangan dan manufaktur (Deyganto, 2022; Picas et al., 2021). 

Namun, penelitian oleh (Cheong et al., 2020) juga mencatat bahwa akses 

terhadap informasi kebijakan menjadi kendala bagi UMKM di wilayah 

pedesaan. 

  Penelitian oleh (Jose et al., 2021) menganalisis program 

keringanan pajak di India yang meliputi penangguhan Pajak Barang dan 

Jasa (GST) bagi UMKM selama 3 bulan. Hasil penelitian (Hososno et 

al., 2023; Ehsan, 2021) menunjukkan bahwa insentif pajak memberikan 

dampak positif pada arus kas UMKM, sehingga membantu 

mempertahankan tenaga kerja. Penelitian (He & Yi, 2023; Bellon et al., 

2022; Tsindeliani et al., 2021) juga membahas pentingnya digitalisasi 

administrasi pajak untuk memperluas jangkauan insentif. Menurut studi 

oleh (Adžić et al., 2022; Şengel et al., 2023), beberapa negara 

menerapkan pembebasan pajak bagi UMKM di sektor yang paling 

terdampak, seperti pariwisata dan perhotelan. Studi oleh (Supari & 

Anton, 2022) menemukan bahwa insentif pajak berhasil menurunkan 

angka kebangkrutan UMKM hingga 25% dalam satu tahun pertama 

pandemi. Namun, peneliti (Razumovskaia et al., 2020) mencatat bahwa 
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ketergantungan pada subsidi pemerintah dapat menjadi risiko 

keberlanjutan jangka panjang 

  Studi oleh (Daly, 2023; Assefa, 2023; Singh et al., 2023) 

membahas dampak kebijakan Payroll Tax Deferral di negara 

berkembang selama pandemi. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

keringanan pajak ini membantu UMKM mempertahankan stabilitas 

keuangan jangka pendek. Namun, banyak UMKM mengalami kesulitan 

dalam memahami syarat dan prosedur kebijakan, menunjukkan 

kebutuhan akan program edukasi perpajakan yang lebih baik (Agusti & 

Rahman, 2022). Penelitian oleh (Sadiq & Krever, 2021; Wong et al., 

2021) mengkaji dampak kebijakan Temporary Full Expensing di 

Australia, yang memungkinkan UMKM mengklaim pengurangan pajak 

untuk pengeluaran modal selama pandemi. Studi oleh (Bin-Nashwan & 

Muneeza, 2021; Sharma et al., 2024) menemukan bahwa kebijakan ini 

memotivasi UMKM untuk terus berinvestasi dalam aset produktif, 

sehingga meningkatkan produktivitas di tengah krisis. 

  Menurut penelitian oleh (Narayanan & Latiff, 2024; Jayeola et 

al., 2022), negara-negara seperti Malaysia dan Thailand memberikan 

pembebasan pajak bagi UMKM selama beberapa tahun. Studi ini 

menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil mengurangi tekanan 

keuangan bagi UMKM di sektor manufaktur dan jasa. Namun, penelitian 

ini juga menemukan bahwa UMKM informal sulit mengakses manfaat 

kebijakan karena kurangnya dokumentasi resmi. Penelitian oleh 

(Beebeejaun, 2022; Khambule, 2021) meneliti program pengurangan 

pajak bagi UMKM di Afrika Timur dan Afrika Selatan. Kebijakan ini 

mencakup pemotongan pajak dan keringanan pajak untuk sektor-sektor 

yang terkena dampak pandemi. Penelitian ini menemukan bahwa 

program tersebut membantu UMKM mempertahankan operasi, 

meskipun efektivitasnya terbatas pada UMKM formal yang terdaftar di 

sistem perpajakan. 

  

D. Implikasi Praktis dari Hasil SLR untuk Kebijakan Perpajakan 

UMKM 

 

Hasil dari Systematic Literature Review (SLR) dapat 

memberikan wawasan yang mendalam dan berbasis bukti mengenai 

bagaimana kebijakan perpajakan mempengaruhi UMKM. Implikasi 

praktis dari temuan-temuan dalam SLR dapat membantu pembuat 
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kebijakan dan pengelola UMKM untuk merumuskan kebijakan 

perpajakan yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Berdasarkan 

temuan SLR, berikut adalah beberapa implikasi praktis yang dapat 

diambil untuk meningkatkan kebijakan perpajakan bagi UMKM. 

 

1. Penyederhanaan Sistem Pajak untuk UMKM 

Penyederhanaan sistem pajak bagi UMKM merupakan strategi 

krusial dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi beban 

administratif yang sering menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil. 

Kompleksitas regulasi perpajakan dan keterbatasan sumber daya 

menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak di 

kalangan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi 

kebijakan yang lebih fleksibel dan mudah diakses, seperti skema pajak 

berbasis omzet atau tarif pajak progresif yang disesuaikan dengan skala 

usaha. Dengan sistem yang lebih sederhana, UMKM dapat lebih mudah 

memahami kewajiban perpajakan tanpa harus menghadapi proses 

administrasi yang rumit atau biaya kepatuhan yang tinggi. 

Pemanfaatan teknologi digital juga berperan penting dalam 

mendukung efisiensi sistem perpajakan bagi UMKM. Pemerintah dapat 

mengembangkan platform digital yang memungkinkan UMKM untuk 

melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara daring, serta 

menyediakan fitur otomatisasi perhitungan pajak guna mengurangi 

kesalahan administratif. Selain itu, program edukasi perpajakan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan UMKM dapat membantu pelaku usaha 

memahami hak dan kewajiban, sehingga meningkatkan kepercayaan 

dalam berpartisipasi dalam sistem perpajakan. Dengan kombinasi 

kebijakan yang sederhana, berbasis teknologi, dan edukatif, sistem 

perpajakan yang lebih inklusif dan adil dapat tercipta, sehingga tidak 

hanya meningkatkan kepatuhan pajak tetapi juga mendukung 

pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang. 

 

2. Penguatan Kebijakan Insentif Pajak 

Penguatan kebijakan insentif pajak merupakan salah satu langkah 

strategis untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. 

Berdasarkan hasil tinjauan literatur sistematis (SLR), insentif pajak 

terbukti memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan bisnis 

UMKM. Insentif ini dapat meringankan beban keuangan UMKM, 

meningkatkan arus kas, serta mendorong reinvestasi dalam kegiatan 
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usaha. Dengan adanya insentif pajak, UMKM memiliki peluang lebih 

besar untuk meningkatkan kapasitas operasional, mengadopsi teknologi 

baru, dan memperkuat daya saing di pasar. Salah satu langkah praktis 

yang dapat diambil adalah perpanjangan dan penyesuaian kebijakan 

insentif pajak. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk 

memperpanjang durasi program insentif pajak atau menyesuaikan skema 

insentif agar lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan UMKM. 

Contohnya adalah pemberian potongan pajak bagi UMKM yang 

berinvestasi dalam teknologi digital atau ramah lingkungan. Insentif juga 

dapat diberikan kepada UMKM yang memiliki potensi untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga selain mendukung 

pengembangan bisnis, kebijakan ini juga memberikan manfaat sosial 

yang lebih luas. 

Penting untuk memastikan bahwa insentif pajak diberikan secara 

tepat sasaran. Kebijakan insentif harus dirancang untuk menjangkau 

UMKM yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan 

berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Pemantauan dan evaluasi 

yang sistematis juga diperlukan untuk mengukur efektivitas program 

insentif pajak, memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar 

memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Penguatan insentif pajak juga perlu diiringi dengan upaya penyuluhan 

dan edukasi kepada pelaku UMKM. Dengan pemahaman yang memadai, 

UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak secara optimal. Pemerintah 

juga dapat mengembangkan sistem berbasis teknologi untuk 

mempermudah proses pengajuan dan pengelolaan insentif pajak, 

sehingga lebih transparan dan efisien. 

 

3. Edukasi dan Penyuluhan Pajak untuk UMKM 

Edukasi dan penyuluhan pajak untuk UMKM berperan penting 

dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan pemahaman pemilik 

UMKM mengenai kewajiban perpajakan. Salah satu tantangan terbesar 

yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya pengetahuan tentang 

peraturan pajak yang berlaku. Banyak pemilik UMKM yang tidak 

menyadari kewajiban pajak, atau bahkan merasa bingung mengenai cara 

memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini dapat menghambat kontribusi 

UMKM terhadap pendapatan negara serta menciptakan ketidakpastian 

dan kebingungan dalam pengelolaan keuangan. 
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Untuk mengatasi masalah ini, salah satu langkah praktis yang 

dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan penyuluhan dan pelatihan 

pajak kepada pemilik UMKM. Pemerintah dan lembaga perpajakan 

perlu mengembangkan program pelatihan yang mudah diakses dan 

disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Program ini bisa berbentuk 

seminar atau workshop yang memberikan pengetahuan dasar tentang 

kewajiban perpajakan, cara perhitungan pajak, serta proses pelaporan 

pajak yang benar. Pelatihan ini sebaiknya menggunakan bahasa yang 

sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM yang mungkin tidak 

memiliki latar belakang dalam akuntansi atau perpajakan. 

Sosialisasi melalui platform digital juga dapat menjadi sarana 

yang efektif untuk menjangkau lebih banyak UMKM. Platform digital 

dan aplikasi mobile dapat dimanfaatkan untuk menyediakan informasi 

perpajakan yang relevan bagi UMKM dalam bentuk artikel, video, atau 

bahkan webinar yang dapat diakses kapan saja. Penggunaan teknologi 

ini akan memudahkan UMKM untuk memperoleh informasi secara cepat 

dan efisien, tanpa harus menghadiri acara tatap muka yang mungkin 

tidak selalu tersedia di daerahnya. Dengan cara ini, UMKM dapat lebih 

mudah memahami hak dan kewajiban dalam perpajakan, serta 

meningkatkan kepercayaan dirinya dalam menjalankan kewajiban pajak 

secara tepat waktu. 

 

4. Mendorong Kepatuhan Pajak Melalui Pengawasan yang Lebih 

Baik 

Mendorong kepatuhan pajak UMKM merupakan tantangan besar 

yang harus dihadapi oleh otoritas perpajakan, mengingat banyaknya 

pelaku UMKM yang masih rendah tingkat pemahamannya terhadap 

kewajiban perpajakan. Salah satu alasan utama rendahnya kepatuhan 

pajak adalah ketidaktahuan atau ketidakmampuan UMKM untuk 

mematuhi peraturan perpajakan, terutama bagi yang tidak memiliki 

sumber daya atau pengetahuan yang memadai. Namun, pengawasan 

yang lebih ketat dapat berpotensi mendorong UMKM untuk lebih patuh. 

Meski demikian, pengawasan yang terlalu memberatkan justru dapat 

menambah beban administrasi, yang mungkin sudah terbebani oleh 

operasional sehari-hari. 

Pendekatan yang lebih bijaksana dalam pengawasan sangat 

diperlukan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pendampingan 

pajak untuk UMKM. Pemerintah atau otoritas perpajakan dapat 
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membentuk tim pendamping yang memberikan dukungan langsung 

kepada UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakan. Tim 

pendamping ini bisa memberikan layanan konsultasi pajak gratis, yang 

akan membantu UMKM memahami kewajiban, mulai dari cara 

perhitungan pajak hingga pelaporan yang benar. Selain itu, program 

mentoring atau pelatihan berkelanjutan juga dapat diselenggarakan 

untuk memberikan UMKM pemahaman yang lebih mendalam tentang 

peraturan perpajakan yang berlaku, serta cara-cara praktis untuk 

memenuhi kewajiban tersebut dengan mudah. 

Pendampingan ini bertujuan untuk mengurangi beban 

administratif yang sering dirasakan oleh UMKM, sambil memastikan 

tetap mematuhi aturan yang berlaku. Sebaliknya, pengawasan yang 

dilakukan dengan cara yang tidak memberatkan justru akan mendukung 

UMKM untuk lebih berkomitmen dalam memenuhi kewajiban pajak. 

Pengawasan yang berbasis bimbingan ini akan membantu menciptakan 

lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung, di mana UMKM merasa 

didampingi dan diberikan kemudahan dalam proses administrasi pajak. 

Dengan cara ini, UMKM tidak hanya didorong untuk patuh, tetapi juga 

dibimbing untuk memahami pentingnya perannya dalam sistem 

perpajakan yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kontribusinya terhadap perekonomian negara. 

 

5. Menyesuaikan Kebijakan Pajak dengan Karakteristik UMKM 

UMKM memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan 

perusahaan besar, baik dari segi sumber daya maupun operasional. 

Banyak UMKM yang menghadapi keterbatasan dalam hal modal, tenaga 

kerja, dan akses ke pembiayaan, serta bergantung pada pasar lokal yang 

terbatas. Oleh karena itu, kebijakan pajak yang diterapkan kepada 

UMKM harus disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas agar dapat 

mendukung pertumbuhan tanpa membebani secara berlebihan. 

Kebijakan pajak yang tepat dapat mendorong UMKM untuk 

berkembang, sementara kebijakan yang tidak sesuai justru dapat 

menambah kesulitan dan memperburuk kondisinya. 

Salah satu langkah penting dalam menyesuaikan kebijakan pajak 

adalah dengan memberikan fleksibilitas dalam tarif pajak. Pemerintah 

perlu mempertimbangkan jenis UMKM yang berbeda, seperti usaha 

mikro, kecil, dan menengah, serta menyesuaikan tarif pajak dengan 

pendapatan dan kapasitas masing-masing. Misalnya, untuk usaha mikro 
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dengan pendapatan rendah, pemerintah bisa memberikan tarif pajak yang 

lebih ringan atau bahkan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu. 

Langkah ini tidak hanya meringankan beban administratif dan finansial 

bagi UMKM, tetapi juga memberinya ruang untuk berkembang sebelum 

dikenakan kewajiban pajak yang lebih besar seiring dengan 

pertumbuhannya. 

Untuk mempermudah penerapan kebijakan pajak yang lebih 

sesuai, perlu ada penyederhanaan dalam kategori pajak. Pengelompokan 

UMKM berdasarkan omzet atau sektor bisnis dapat menjadi langkah 

yang efektif dalam memberikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. 

Dengan menyederhanakan kategori pajak berdasarkan kapasitas dan 

karakteristik UMKM, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan 

pajak lebih mudah diterapkan dan lebih sesuai dengan kondisi usaha 

yang bersangkutan. Misalnya, UMKM di sektor tertentu yang memiliki 

tantangan lebih besar dalam hal operasional dan pembiayaan bisa 

diberikan insentif atau kebijakan pajak yang lebih longgar, sementara 

sektor lainnya dapat dikenakan pajak sesuai dengan kapasitas. 

 

E. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Systematic Literature Review 

(SLR) dan bagaimana metode ini berbeda dari jenis review literatur 

lainnya, seperti narrative review dan meta-analysis 

2. Mengapa SLR penting dalam penelitian perpajakan UMKM? 

Berikan contoh bagaimana SLR dapat membantu memahami isu 

perpajakan UMKM secara lebih mendalam 

3. Uraikan secara sistematis langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis 

kebijakan perpajakan UMKM. 

4. Bagaimana cara menentukan kriteria inklusi dan eksklusi dalam 

SLR? Berikan contoh penerapan kriteria tersebut dalam penelitian 

perpajakan UMKM. 

5. Jelaskan metode PRISMA dalam proses seleksi literatur untuk SLR. 

Mengapa metode ini sering digunakan dalam penelitian akademik? 

6. Berdasarkan penelitian yang telah ada, sebutkan dan jelaskan tiga 

tren utama dalam penelitian perpajakan UMKM yang ditemukan 

melalui SLR 



Buku Ajar   231 

7. Bagaimana analisis temuan dari berbagai penelitian dapat membantu 

dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam perpajakan 

UMKM 

8. Bagaimana hasil penelitian SLR dapat digunakan untuk membantu 

pembuat kebijakan dalam merancang sistem perpajakan yang lebih 

baik bagi UMKM? 
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Bruto   Jumlah total penghasilan atau omzet suatu usaha 

sebelum dikurangi berbagai biaya, pajak, atau 

potongan lainnya yang berlaku. 

E-Billing   Sistem pembayaran pajak secara elektronik yang 

dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang 

memungkinkan Wajib Pajak membayar pajaknya 

melalui bank atau kanal pembayaran resmi lainnya. 

E-Faktur   Faktur pajak elektronik yang digunakan dalam 

transaksi yang dikenakan PPN, yang dibuat melalui 

sistem yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak untuk meningkatkan transparansi perpajakan. 

E-SPT   Laporan Surat Pemberitahuan yang dibuat, diisi, 

dan disampaikan secara elektronik oleh Wajib 

Pajak sebagai bentuk pelaporan pajak kepada 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Neto   Jumlah penghasilan yang tersisa setelah dikurangi 

biaya operasional, pajak, serta pengeluaran lain 

yang berkaitan dengan aktivitas usaha atau 

pekerjaan. 

NPWP   Nomor Pokok Wajib Pajak yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai identitas resmi 

bagi individu atau badan usaha dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. 

Omzet   Total pendapatan bruto yang diperoleh suatu usaha 

dari hasil penjualan barang atau jasa dalam periode 

tertentu sebelum dikurangi biaya operasional atau 

pajak. 

Pajak   Kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu 

atau badan usaha kepada negara berdasarkan 

undang-undang tanpa imbalan langsung, yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah dan pembangunan. 
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PPh   Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan 

yang diperoleh individu atau badan dalam suatu 

tahun pajak, yang wajib dilaporkan dan dibayarkan 

kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku. 

PPN   Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas 

konsumsi barang dan jasa dalam negeri, di mana 

beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir 

dan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

SPT   Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan penghasilan, pembayaran 

pajak, serta perhitungan pajak yang terutang dalam 

periode tertentu kepada DJP. 

UMKM   Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki 

kriteria tertentu berdasarkan jumlah aset, omzet 

tahunan, serta jumlah tenaga kerja yang ditetapkan 

oleh pemerintah. 
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SINOPSIS 

 

 

Buku ajar "Perpajakan untuk UMKM: Teori dan Praktik" ini 

dirancang sebagai panduan komprehensif bagi pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memahami kewajiban perpajakan 

di Indonesia. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, buku 

ajar ini membahas dasar-dasar perpajakan, jenis pajak yang relevan bagi 

UMKM, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, 

disertai dengan contoh studi kasus dan solusi praktis, buku ajar ini 

membantu pembaca menerapkan konsep perpajakan dalam operasional 

bisnis. Ditujukan bagi pelaku usaha, akademisi, serta praktisi pajak, buku 

ajar ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak demi 

terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Dengan mengikuti 

panduan yang ada, diharapkan UMKM dapat mengelola kewajiban 

perpajakan secara lebih efektif dan mengoptimalkan pertumbuhan 

bisnisnya di era ekonomi yang dinamis. 


